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MANAJEMEN PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24
TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN

Sukarno

ABSTRAKT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) manajemen madrasah
Ibtidaiyah (MI) swasta dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah di Kabupaten
Pekalongan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah di madrasah
Ibtidaiyah (MI) swasta Kabupaten Pekalongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah madrasah Ibtidaiyah di
Kabupaten Pekalongan, yakni: 1) Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufig Kajen, 2)
Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian, dan 3) Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Tunjungsari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri
observasi, wawancara dan dokumen. Pengujian keabsahan data penelitian
menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian ini menggunakan
analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian dalam proses pemilihan kepala madrasah di tiga
madrasah tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai kebijakan dan
kesepakatan yayasan, sebelum direkomendasikan kepada Kementerian Agama.
Pengorganisasian dilakukan melalui koordinasi dengan yayasan. Kasi Pendidikan
madrasah terlibat secara administratif dalam pemilihan Kepala Madrasah. Ml
Sullam Taufiq Kajen melaksanakan pemilihan Kepala Madrasah sepenuhnya diurus
oleh yayasan dan cenderung lebih fleksibel, sedangkan madrasah yang mengurus
kelengkapan administrasinya. Ml Muhammadiyah Tunjungsari pelaksanaannya
dilakukan secara terstruktur, melalui open recruitment diselenggarakan oleh
Yayasan dan seleksi dilakukan oleh Dikdasmen cabang dan pusat. MI Salafiyah
Ngalian lebih fleksibel, sepenuhnya diserahkan kepada madrasah, yayasan sebagai
fasilitator. Pengendalian ditunjukkan melalui sistem kinerja yang bertugas untuk
membina, memantau dan mengevaluasi kinerja Kepala Madrasah. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
terhadap proses pemilihan Kepala Madrasah. Faktor internal meliputi kekuatan dan
kelemahan organisasi, skill dan kompetensi Sumber Daya Manusia, tanggapan
masyarakat dan budaya organisasi. Adapun faktor eksternal meliputi keadaan
lingkungan dan evaluasi strategi.

Kata kunci: Manajemen, Pelaksanaan PMA, Kepala Madrasah, Madrasah
Swasta



MANAGEMENT TO APPOINT THE HEADMASTER OF
PRIVATE MADRASAH BASED ON THE MINISTER OF RELIGION
REGULATION NUMBER 24 OF 2018 IN PEKALONGAN REGENCY

Sukarno
ABSTRACT

This research aims to describe (1) the management of private Madrasah
Ibtidaiyah in implementing the Minister of Religion Regulation (PMA) Number 24
of 2018 concerning the Appointment of madrasah’s headmasters in Pekalongan
Regency, (2) the factors that influence the implementation of the Minister of
Religion Regulation (PMA) Number 24 of 2018 concerning Madrasah’s
Headmasters at private Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pekalongan Regency.

The method used in this research is descriptive qualitative. The places
chosen to conduct this research were madrasah ibtidaiyah in Pekalongan Regency,
namely: 1) Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufig Kajen, 2) Madrasah Ibtidaiyah
Salafiyah Ngalian, and 3) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjungsari. The
data collection techniques used in this research consist of observation, interviews
and documents. The validity of research data applies source and method
triangulation techniques. The data validity testing in this research is the analisis
interactive model.

The results of the research show that aspects of planning, organizing,
implementing and controlling the process of selecting Madrasah’s Headmasters in
the three madrasahs were carried out in different ways according to the foundation's
policies and agreements before being recommended to the Ministry of Religion.
The organization was conducted in coordination with the foundation. The Chief of
the madrasah education section was administratively involved in selecting the
principal of the madrasah. MI Sullam Taufig Kajen conducted the selection of the
madrasah’s headmaster completely managed by the foundation and it tended to be
more flexible, while the administrative documents were handled by the madrasah.
MI Muhammadiyah Tunjungsari carried out the headmaster appointment in a
structured manner through open recruitment which was held by the Foundation
while the selection was carried out by the Primary and Secondary Education
(Dikdasmen) of branch and central. M1 Salafiyah Ngalian was even more flexible,
everything was carried out by the headmaster, while the foundation did as the
facilitator. The controlling process was demonstrated using a performance system
which was tasked to guide, monitor, and evaluate the performance of the
Madrasah’s Headmaster. The research results also show that in selecting the
principals of madrasah, there are internal and external factors that influence the
process of selecting Madrasah’s Headmasters. The Internal factors include
organizational strengths and weaknesses, Human Resources (HR) skills and
competencies, community response, and organizational culture. External factors
include environmental conditions and strategy evaluation.

Keywords: Management, Implementation, Regulation of the Minister of Religion
(PMA), Principal of Madrasah, Private Madrasah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
mengedepankan nilai keislaman di dalam proses pembelajarannya. Kekuatan
madrasah terletak pada pembangunan karakter dengan menanamkan nilai-nilai
agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan di samping
pemberian ilmu pengetahuan umum. Hal tersebut selaras dengan tujuan
pendidikan Islam, yaitu asas perkembangan dan pertumbuhan dalam peri
kehidupan yang terus berlangsung antara kehidupan duniawi dan ukhrawiyah,
jasmaniah dan rohaniah atau antara kehidupan materiil dan mental spiritual.
Selain itu, juga terdapat asas-asas lain dalam pelaksanaan operasionalnya,
seperti asas adil dan merata, asas menyeluruh dan asas integralitas (Alawiyah,

2014: 11).

Madrasah memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan di
Indonesia. Madrasah menjadi wadah untuk membentuk mental, moral dan
spiritual generasi muda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia
yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Peran madrasah yang tidak hanya
memberi bekal ilmu agama saja, tetapi juga harus mampu memberikan ilmu
pengetahuan  yang sesuai. Hal tersebut menjadi poin penting dari

pengembangan pendidikan madrasah (Maskur, 2017: 12).



Madrasah memiliki kekhasan dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang
sesuai dengan tujuan madrasah. Madrasah diberikan keunggulan dalam
mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomisasi. Pemerintah menerapkan
otonomisasi dan desentralisasi sebagai upaya dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia khususnya melalui lembaga madrasah. Tuntutan dari
diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kemudian
menghasilkan manajemen berbasis madrasah. Madrasah diberikan kewenangan
penuh dalam menyusun dan merancang kebutuhan layanan pendidikan
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Manajemen berbasis madrasah dapat
meningkatkan efisiensi karena keluwesan dalam mengelola sumber daya
partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Kemudian,
meningkatkan mutu yang diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap
madrasah, fleksibilitas dalam pengelolaan madrasah, dan meningkatkan

partisipasi masyarakat (Hikmah & Yudiawan, 2019: 93).

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa ‘“Pendidikan berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”.



Konsep mutu pendidikan dapat dipahami bahwa pembangunan
pendidikan bukan terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan saja tetapi
juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan
merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak
menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Secara
umum untuk meningkatkan mutu madrasah agar mencapai standar kompetensi
harus ditunjang oleh banyak pendukung. Komponen tersebut meliputi kepala
madrasah, guru yang profesional dan semua stakeholder yang merupakan salah
satu input madrasah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh

pada berlangsungnya proses pendidikan.

Pengelolaan pendidikan memerlukan keterampilan manajerial tata kelola
pendidikan lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di atas,
tuntutan era globalisasi mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas
pendidikan sebagai wahana dalam membangun dan menempa kualitas sumber
daya manusia. Kualitas manusia tersebut diperoleh dari pendidikan yang

bermutu.

Sebuah institusi akan memiliki mutu yang berkualitas apabila manajemen
pengelolaannya baik. Begitu pula dengan institusi madrasah, agar mampu
mencapai tujuannya maka manajemen madrasah harus dilakukan dengan baik.
Segala sesuatu yang terikat dengan sistem manajemen harus dilakukan dengan
baik, sesuai dengan fungsinya. Seluruh unit bagian dari struktur organisasi
harus menjalankan tugasnya masing-masing sesuai perannya. Selain itu, antara

unit bagian satu dengan yang lainnya harus memiliki koordinasi yang baik agar



menunjang sistem manajemen yang baik. Garis kerja antara atasan dengan
bawahan harus jelas, agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan yang
menyebabkan kekacauan dalam sistem manajemen sehingga menciptakan
kesalahan. Garis pengawasan juga harus jelas, agar tugas-tugas yang dilakukan
oleh tiap bagian dapat dipantau oleh pengawas yang sesuai dalam tugasnya

dalam suatu sistem manajemen.

Salah satu faktor penting dalam efektivitas manajemen madrasah
dipengaruhi oleh profesionalisme kepala madrasah (Rohmah, 2014: 75). Kepala
madrasah dianggap sebagai kunci karena posisi tersebut memiliki peranan yang
penting dalam keseluruhan struktur manajemen madrasah. Sebagai manajer
pendidikan yang profesional, kepala madrasah bertanggung jawab penuh
terhadap keberhasilan atas madrasah yang dipimpinnya. Kepala madrasah
merupakan salah satu struktur penting dalam sebuah organisasi kependidikan
formal. Kepemimpinan kepala madrasah yang baik akan memberikan
perubahan serta dampak positif dalam sistem pendidikan madrasah. Beberapa
keterampilan perlu dimiliki oleh seseorang yang ditunjuk sebagai kepala
madrasah. Kepala madrasah harus memiliki integrasi keterampilan teknis,
pedagogis, profesional, manajerial. Kepala madrasah menciptakan dualitas
peran sebagai pemimpin eksekutif dan pemimpin secara profesional, yang harus
dipenuhi baik dalam aspek internal maupun eksternal. Selain itu, kepala
madrasah harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya material dan
manusia yang ada secara kreatif, melibatkan anggota organisasi sesuai dengan

peran yang dimiliki masing-masing dalam pengambilan suatu kebijakan.



Kepemimpinan madrasah  dipegang oleh  kepala madrasah.
Kepemimpinan dalam madrasah merupakan sebuah jabatan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada orang yang dianggap layak memimpin dalam hal
administratif, regulasinya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan berganti tiap
periode. Hal tersebut berbeda dengan kepemimpinan pada pondok pesantren,
padahal madrasah pada awalnya selalu terkait dengan masjid dan pondok
pesantren. Pada pondok pesantren, kepemimpinan dipegang oleh seorang kyai
yang paling tinggi keilmuan agamanya. Masa kepemimpinannya bisa seumur
hidup dan regenerasi kepemimpinannya biasanya berdasarkan trah atau

keturunan.

Kepala madrasah Ibtidaiyah merupakan tenaga kependidikan yang
memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di
madrasah. Standar kepala madrasah adalah standar yang berkaitan dengan
kualifikasi dan kompetensi kepala madrasah (Wahyu, 2018:3). Sebagai
pimpinan madrasah,Kepala madrasah Ibtidaiyah melaksanakan tugas
manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan melakukan supervisi kepada
guru dan tenaga kependidikan serta menyelenggarakan fungsi perencanaan,
pengelolaan, supervisi dan evaluasi. Oleh karena itu, kepala madrasah
Ibtidaiyah mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis. Manajerial
kepala madrasah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala
madrasah, dimana kepala madrasah harus diasah kompetensinya dalam
mengelola lembaga yang dipimpin. Kemampuan manajerial kepala madrasah

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus



dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh kepala madrasah dalam

melaksanakan tugas kepemimpinannya.

Hal tersebut sesuai dengan surah An-Nisa ayat 58.
Wbl ) il 135 of s

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada

yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa: 58).

Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya amanah diturunkan dalam
hati para malaikat, kemudian amanah diturunkan ke dalam kitab (Lauh
Mahfuzh), kemudian amanah diturunkan dalam hati manusia. Maka mereka
dapat menjalankan amanah itu dengan baik atau menyalahkannya. Kemudian,
dia membaca (firman Allah SWT) 'Dan Kami telah tawarkan amanah kepada
langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan untuk memikul
amanah itu dan takut daripadanya, namun manusia bersedia memikulnya.

Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan sangat bodoh.™ (QS. Al-Ahzab: 72)

Ayat dan hadis tersebut menekankan pentingnya ilmu dan menunaikan
amanah dengan baik serta adil, sebagai prinsip fundamental dalam ajaran Islam.
Karena itu , amanat adalah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi. Karena
orang yang Amanah berdampak baik bagi lingkungan masyarakat. Amanah juga

merupakan akhlak mulia yang Islami.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2007

Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa standar kompetensi yang



dimiliki kepala madrasah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi
manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi
sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi kepala madrasah
tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain
saling berhubungan dan saling mendukung. Pengembangan manajemen
madrasah seperti kurikulum, peningkatan sumber daya manusia atau personil
dan sarana prasarana pendidikan sangat penting untuk dilakukan, kurikulum dan
SDM madrasah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang merupakan alat dan
fasilitas yang akan memperlancar upaya peningkatan upaya peningkatan kualitas

pendidikan.

Dalam mengembangkan manajemen madrasah Ibtidaiyah, kepala
madrasah memegang peranan yang sangat penting. Dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28
Tahun 1990 dinyatakan bahwa "Kepala madrasah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi madrasah, pembinaan
tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan
prasarana”. Berdasarkan peraturan di atas, maka dalam melaksanakan
manajemen madrasah perlu adanya. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990,
Tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Pemimpin inilah yang
nantinya akan mengarahkan dan membimbing anggotanya untuk melaksanakan

manajemen madrasah tersebut.



Kepala madrasah Ibtidaiyah sebagai manajer sudah saatnya
mengoptimalkan mutu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi harapan
pelanggan pendidikan, madrasah berfungsi membina sumber daya manusia yang
kreatif dan inovatif, sehingga kelulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat,
baik pasar tenaga kerja sektor formal maupun sektor informal. Dengan demikian
pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi
mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan sesuai
dengan standar mutu yang berlaku. pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan

internal (pendidik) serta eksternal (peserta didik, orang tua dan masyarakat).

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 dalam Pasal 6
Ayat 1 mengatur tentang ketentuan Kepala Madrasah. Peraturan Menteri Agama
(PMA) ini membahas perihal kepala madrasah, mulai dari tugas, fungsi, dan
tanggung jawab, tata cara pengangkatan kamad (syarat menjadi kepala
madrasah, kompetensi, cara dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian
kepala madrasah), hak dan beban kerja kepala madrasah, dan penilaian kinerja
dan pengembangan keprofesian kepala madrasah. Hal ini berlaku bagi Kepala
Madrasah PNS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah PNS di
madrasah Ibtidaiyah swasta, maupun Kepala Madrasah non-PNS di madrasah

Ibtidaiyah swasta.

Prosedur dan tata cara pengangkatan kepala madrasah Ibtidaiyah
dibedakan menjadi tiga yaitu kepala madrasah PNS di madrasah negeri, kepala
madrasah PNS di madrasah swasta, dan kepala madrasah non-PNS di madrasah

swasta. Madrasah Ibtidaiyah negeri merupakan madrasah yang diselenggarakan


about:blank

olen pemerintah, sedang madrasah swasta adalah madrasah yang dikelola

masyarakat.

Pengangkatan Kepala Madrasah PNS pada madrasah Ibtidaiyah negeri
dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, dan pengawas madrasah. Penetapan pengangkatan dilakukan
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sedang untuk
peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau didelegasikan kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Masa tugas kepala madrasah PNS di madrasah Ibtidaiyah negeri paling
lama empat tahun dan sanggup diangkat kembali di madrasah yang sama untuk
satu kali masa tugas. Setelah dua kali masa tugas, Kepala Madrasah Ibtidaiyah
ditugaskan pada satuan pendidikan lainnya. Ketentuan dua kali masa tugas di
tempat yang sama ini sanggup dikecualikan kalau yang bersangkutan masih
sangat diperlukan di tempat tugasnya, bertugas di madrasah perintis yang
membutuhkan penanganan khusus, atau ada rekomendasi khusus dari tim penilai
kinerja. Pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah PNS maupun non-PNS di
madrasah swasta dilakukan oleh yayasan atau organisasi penyelenggara
madrasah Ibtidaiyah tersebut dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Mekanisme dan tata cara pengangkatan kepala madrasah, akan diuraikan

perihal syarat dan kompetensi untuk menjadi kepala madrasah dan mekanisme
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atau tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala madrasah.
Pemberhentian kepala madrasah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian
(bagi Kepala madrasah PNS, baik di madrasah Ibtidaiyah negeri maupun
madrasah Ibtidaiyah swasta) atau oleh yayasan atau penyelenggara satuan

pendidikan (bagi Kepala madrasah PNS dan non-PNS di madrasah swasta).

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 tentang
Kepala Madrasah yang meliputi: tugas, fungsi, tanggung jawab, persyaratan,
kompetensi, pengangkatan, masa tugas, pemberhentian, hak dan beban kerja,
penilaian Kkinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala
Madrasah. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun
petunjuk teknis untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan

Peraturan Menteri Agama ini.

Pada praktiknya, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 dalam
Pasal 6 Ayat 1 masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dalam pelaksanaannya dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Madrasah Ibtidaiyah masih belum mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama
(PMA) tersebut. Baik pada madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal diperoleh fakta bahwa
pengangkatan kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, masih
ada yang berdasarkan selera dari pengurus yayasan. Pengangkatan kepala

madrasah belum mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut,
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sehingga kepala madrasah Ibtidaiyah yang diangkat dari pihak yayasan
terkadang dijumpai tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang diinginkan
oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1.
Disisi lain ada kepala madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh pihak
masyarakat/yayasan, masih mempertahankan kepala madrasah yang umurnya
sudah diatas 60 tahun, hal tersebut terjadi dikarenakan kepala madrasah yang
bersangkutan memenuhi ekspektasi atau dianggap cocok oleh pihak yayasan,

sehingga mengakibatkan persoalan baru pada sistem aplikasi Simpatikanya.

Adanya persoalan lain, yaitu bahwa syarat pengangkatan kepala madrasah
swasta tidak mensyaratkan harus yang sudah melaksanakan diklat, hal ini tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 6
Ayat 1 dan cenderung kepala madrasah yang diangkat tidak memenuhi standar
kualifikasi, sehingga standarisasi pengangkatan calon kepala madrasah tidak

terpenuhi.

Masalah yang dijumpai hampir kebanyakan terjadi pada satuan pendidikan
madrasah Ibtidaiyah adalah kurangnya atau terbatasnya sumber daya manusia
(SDM) khususnya terjadi pada madrasah Ibtidaiyah swasta untuk calon yang
diusulkan sebagai kepala madrasah. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah tidak menjadi persoalan, karena PNS yang
akan diusulkan sebagai kepala madrasah tercukupi, yang diawali dengan
kualifikasi daftar urut kepangkatan dan persyaratan kualifikasi yang lainnya.
Persoalan  terjadi pada pendidikan yang diselenggarakan  oleh

masyarakat/yayasan karena keterbatasan SDM yang ada. Disamping tenaga
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kependidikannya yang kurang di madrasah Ibtidaiyah swasta juga kekurangan
tenaga pendidiknya. Terbatas pula guru yang akan dicalonkan sebagai calon

kepala madrasah.

Terkadang dijumpai juga adanya konflik kepentingan internal pada
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan akibatnya pengajuan
calon kepala madrasah tidak memenuhi kualifikasi persyaratan administrasi
bahkan yang penting kepala madrasah diusulkan dari keluarga pengurus
yayasan tersebut, sehingga kurang memperhatikan aspek kualifikasi persyaratan

administrasi dan profesionalitas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah
khususnya swasta terkadang dijadikan sebagai profit, sehingga banyak terjadi
penyimpangan (Joben dkk, 2022). Bentuk penyimpangan terjadi pada
pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), living cost, upah dari
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih dibawah dari Upah

Minimum Regional (UMR).

Disamping itu terkait dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tidak diikuti pula ketersediaan anggaran
pelaksanaan (Penilaian Kinerja Kepala Madrasah) PKKM baik yang empat
tahun sekali maupun yang tahunan yang pelaksanaanya setiap tahun. Setiap
pelaksanaan PKKM dibiayai oleh pribadi kepala madrasah maupun dibiayai oleh
komite. Ini terjadi di madrasah negeri dan swasta. Untuk madrasah yang negeri

sekalipun tidak ada alokasi anggaran yang dibiayai DIPA untuk pelaksanaan
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PKKM. Tentu hal ini sangat memberatkan, terlebih bagi kepala madrasah swasta
yang kepalanya bukan dari PNS. Berdasarkan data yang peneliti temukan di
lapangan bahwa 60% kepala madrasah telah melaksanakan Penilaian Kinerja
Kepala Madrasah (PKKM)  satu tahunan. Sementara sisanya belum
melaksanakannya. Sementara berdasarkan sertifikatnya, sebanyak 80% kepala

madrasah Ibtidaiyah di Pekalongan telah melaksanakan diklat.

Ditambah pula kenyataan, adanya kepala madrasah Ibtidaiyah swasta yang
merasa keberatan bila dilaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
(PKKM) baik yang empat tahunan maupun satu tahunan karena menjadi kepala
madrasah swasta adalah sebuah perjuangan yang amat berat. Apabila hal ini
dipaksakan, banyak kepala madrasah swasta yang memilih untuk

mengundurkan diri.

Melalui permasalahan yang terdapat di lapangan, maka diperlukan adanya
penelitian untuk mengungkap dan memberikan kebijakan yang tepat. Selain itu
juga memberikan deskripsi terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
(PMA) 24 Tahun 2018 pada Pasal 6 Ayat 1 tentang Kepala Madarasah Ibtidaiyah
di Kabupaten Pekalongan mengingat di Kabupaten Pekalongan jumlah lembaga

pendidikan ada 122 lembaga Madrasah Ibtidaiyah.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini akan mengkaji manajemen
strategi madrasah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten

Pekalongan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang
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mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun

2018 tentang Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan.

. ldentifikasi Masalah

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24
Tahun 2018 yang mengatur tentang kepala madrasah diperoleh temuan bahwa
pelaksanaannya belum berjalan sesuai tujuan. Apabila diidentifikasi,

permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengangkatan kepala madrasah diselenggarakan oleh masyarakat, masih
ada yang berdasarkan selera dari pengurus yayasan.

2. Penilian Kinerja Kepala madrasah (PKKM) di madrasah Ibtidaiyah swasta
baik yang empat tahunan maupun yang satu tahunan belum menjadi
pertimbangan.

3. Syarat pengangkatan kepala madrasah Ibtidaiyah swasta tidak harus yang
sudah diklat.

4. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada madrasah Ibtidaiyah swasta
untuk diusulkan sebagai calon kepala madrasah.

5. Konflik kepentingan internal yayasan akibatnya pengajuan calon kepala
madrasah tidak memenuhi persyaratan.

6. Madrasah dijadikan profit, dengan banyaknya penyimpangan bos, high cost,
upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

7. Adanya kepala madrasah yang usianya lebih dari 60 tahun masih menjabat

dan tidak mau diganti.
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8. Pengangkatan dan pemberhentian kepala madrasah yang tidak sesuai
dengan regulasi.

9. Tidak ada kriteria yang jelas dalam pengangkatan kepala madrasah.

10. Terbitnya PMA Nomor 24 Tahun 2018 belum diikuti dengan adanya
anggaran pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM).

11. Adanya keengganan dari kepala madrasah swasta atas dilaksanakannya
Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) karena menjadi kepala
madrasah Ibtidaiyah swasta adalah sebuah perjuangan yang berat.

. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dapat disampaikan bahwa batasan
masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah. Batasan masalah
dalam penelitian ini berfokus pada manajemen pengangkatan kepala madrasah
ibtidaiyah swasta berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2018 di Kabupaten

Pekalongan.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) 24 Tahun 2018
berjalan kurang maksimal, fakta di lapangan masih banyak kepala Madrasah
yang menjabat lebih dari empat tahun namun belum dimutasikan ke madrasah
lainnya, dan pemberlakukan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM)
belum berjalan secara maksimal khususnya di Madrasah Ibtidaiyah. Artinya
hasil Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) sebagai bahan evaluasi dan
dasar pengambilan keputusan. Sedangkan dari pendidikan madrasah yang

diselenggarakan oleh pihak masyarakat lebih kompleks mulai dari tidak
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melaksanakan amanat dari PMA Nomor 24 Tahun 2018 dan tidak sesuai dengan
keinginan PMA Nomor 24 Tahun 2018, misalnya masih adanya Kepala
Madrasah yang berusia lebih dari 60 tahun, pengangkatan kepala madrasah
sesuai selera pihak yayasan, keterbatasan SDM, bahkan Penilaian Prestasi Kerja
Kepala Madrasah (PKKM) tidak berjalan, baik yang empat tahunan maupun
yang satu tahunan. Sedangkan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 24 Tahun 2018 akan dikaji sejauh mana pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama (PMA) tersebut pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta di
Kabupaten Pekalongan dengan memotret data di lapangan dengan melibatkan

stakeholder yang terkait.

Pembatasan masalah pada setting penelitian hanya dilakukan di
Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari dua
ormas Islam Nahdlatul Ulama dan satu ormas Islam Muhammadiyah dengan
rincian sebagai berikut: 1) Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufig Kajen, 2)
Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian, dan 3) Madrasah Ibtidaiyah

Muhammadiyah Tunjungsari.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut.

1. Bagaimanakah manajemen madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dalam
melaksanakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pengangkatan Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan?
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah di

madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta Kabupaten Pekalongan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian

ini adalah untuk menjelaskan:

1. Manajemen madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah di madrasah
Ibtidaiyah (MI) swasta Kabupaten Pekalongan.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke

dalam dua bentuk, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih terhadap khazanah keilmuan tentang manajemen dan
pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Kepala Madrasah.

2. Manfaat Praktis
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Manfaat secara praktis dapat dibagi ke dalam beberapa bagian

sebagai berikut.

a. Bagi Instansi Pendidikan (Kepala Madrasah)

Bagi instansi pendidikan, penelitian ini dapat memberikan gambaran
tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Kepala Madrasah. Dengan demikian, instansi pendidikan
dapat memahami konsep Peraturan Menteri Agama (PMA) yang akan
diterapkan khususnya di madrasah.

b. Bagi Pemegang Kebijakan (Kementerian Agama)

Bagi pemegang kebijakan, penelitian ini dapat memberikan
sumbangan berupa masukan terhadap pemangku kebijakan khususnya
di lingkungan Kementerian Agama baik Menteri Agama, Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun
Kepala Seksi yang menangani pendidikan di madrasah, terhadap
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Kepala Madrasah, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Selain itu,
pemegang kebijakan juga dapat mengupayakan keberhasilan
pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan.

c. Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menambah dan memperdalam

keilmuan untuk mendalami pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
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(PMA) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kepala Madrasah di Kabupaten

Pekalongan.



BAB I1
KERANGKA TEORETIS

A. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang
kepala madrasah, organisasi dan manajemen, strategi Peraturan Menteri
Agama (PMA), dan implementasi kebijakan. Teori-teori tersebut digunakan
sebagai landasan teoritis dalam menelaah data dengan tujuan untuk menjawab
rumusan masalah yang telah dibuat.

1. Kepala Madrasah

a. Hakikat Kepala Madrasah

Pada dasarnya kepala madrasah adalah seseorang yang
memimpin suatu madrasah. Kedudukan tersebut memiliki peran
sentral dari segala proses yang terjadi di suatu madrasah. Madrasah
merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk
menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompetensi sesuai dengan
tuntutan zaman, serta mengembangkan karakter mulia sebagai
manusia  untuk  bersama-sama  masyarakat meningkatkan
kesejahteraan nasional. Hal tersebut selaras dengan Tujuan
Pendidikan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang (UU)
Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 dari UU tersebut menjelaskan bahwa
tujuan  pendidikan nasional di Indonesia adalah  untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

20
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bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, demi mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, suatu lembaga madrasah dituntut untuk berjalan dengan
baik. Pelaksanaan madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan
tersebut meliputi berbagai pihak, unsur, dan hal-hal yang saling
terkait. Madrasah adalah sebuah sistem, sehingga di dalamnya terjadi
proses interaksi antara berbagai pihak seperti kepala madrasah,
pengawas, komite madrasah, pegawai, guru serta murid. Seluruh
proses interaksi tersebut berlangsung, karena dipengaruhi fungsi
pengorganisasian, kewenangan, komunikasi, pembagian tugas,
motivasi, dan keteladanan (Nasution, 2015: 66). Dengan begitu,
seluruh proses tersebut harus dapat dipastikan untuk berjalan dengan
baik, sesuai dengan fungsi, tugas, dan kinerja masing-masing. Dalam
memastikan keseluruhan proses yang terjadi di madrasah tersebut
berjalan dengan baik, maka kepala madrasah dapat mengisi peran
tersebut.

Suatu lembaga pendidikan (madrasah) membutuhkan seseorang
yang kompeten dan tangguh dalam memimpin lembaga tersebut.
Seseorang tersebut yang dikenal dengan pemimpin pendidikan atau

dalam suatu lembaga pendidikan formal disebut sebagai kepala
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madrasah. Kepemimpinan dari seorang kepala madrasah menjadi
acuan utama dalam proses dinamisasi yang terjadi dalam pendidikan,
keefektifitasan kepemimpinan juga turut andil dalam hal tersebut.
Dengan begitu, mutlak kepala madrasah diperlukan guna rekonstruksi
dan menstimulasi tercapainya mutu pendidikan. Kepemimpinan
seorang kepala madrasah dikatakan efektif apabila dalam dirinya
menunjukkan realisasi perpaduan bakat dan pengalaman
kepemimpinan dalam kondisi yang selalu berubah karena berlangsung
melalui interaksi antar sesama manusia (Fauzi, 2017: 54).

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa seseorang yang
memiliki tanggung jawab dalam memimpin sebuah madrasah disebut
dengan kepala madrasah, atau disebut kepala madrasah dalam
lembaga pendidikan berbentuk madrasah. Kepala madrasah sendiri
terdiri dari dua kata, yaitu ‘kepala’ dan ‘madrasah’. Kepala di sini
dapat berarti ketua atau pimpinan dalam suatu lembaga organisasi,
sedangkan madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan untuk belajar
dan mengajar. Menurut Wahjosumidjo (2010: 8) mengungkapkan
bahwa kepala madrasah merupakan seorang tenaga fungsional guru
dengan tugas untuk memimpin suatu madrasah yang
menyelenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya
interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang
menerima pelajaran.

Pendapat lain dari Soetjipto & Kosasi (2007: 68) menyatakan
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bahwa kepala madrasah adalah sebuah jabatan kepemimpinan yang
tidak dapat terisi oleh seseorang tanpa didasari atas pertimbangan-
pertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat menjadi seorang kepala
madrasah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-
persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman,
usia, pangkat dan integritas. Jika demikian, maka seorang kepala
madrasah yang terpilih harus memenuhi kriteria, persyaratan, dan
ketentuan administrasi yang berlaku. Hal itu bertujuan sebagai
landasan awal seorang kepala madrasah mampu menanggung
tugasnya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama masa
jabatannya. Oleh karena itu, proses pengangkatan seorang kepala
madrasah harus sesuai prosedur. Prosedur-prosedur yang harus
terpenuhi meliputi memiliki masa kerja dan golongan kepangkatan
tertentu, tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan yang
dikhususkan untuknya. Kemudian, pembinaan dan pengembangan
dalam kemampuan profesional mengelola satuan pendidikan itu
sendiri, yang masih mengandalkan upaya-upaya seperti penataran,
rapat dinas, lokakarya, dan semacamnya untuk mencapai hal tersebut
(Danim, 2010: 124).

Kemudian, Saroni (2006: 37) juga mengungkapkan
pendapatnya bahwa kepala madrasah adalah sosok yang diberikan
kepercayaan dan kewenangan oleh beberapa orang untuk

menggerakkan madrasah ke arah tujuan yang ingin diraih.
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Kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang (anak buah) tersebut
didasarkan atas beberapa aspek yang dimiliki oleh kepala madrasah
dan diharapkan menjadi sebuah modal dalam mencapai keberhasilan
bersama. Dengan demikian, kepala madrasah dapat dikatakan sebagai
kunci dalam sebuah pintu keberhasilan. Kedudukan kepala madrasah
menjadi pusat dari kewenangan, kebijakan, dan model yang berperan
sangat vital dalam menentukan keberhasilan yang ingin dicapai
sebuah madrasah. Sebab, kepala madrasah mulai dari jenjang dasar
maupun menengah adalah satu-satunya orang yang paling penting
bagi keberhasilan madrasah. Madrasah yang sukses harus memiliki
pemimpin yang kuat, dan kepala madrasah adalah orang yang harus
memberikan kepemimpinan ini (Sharp & Walter, 2003: 1).

Menurut Yanto & Fathurrohman (2019: 123) kepala madrasah
merupakan mesin penggerak dan penentu arah kebijakan madrasah,
yang akan menentukan bagaimana tujuan madrasah dan pendidikan
pada umumnya diwujudkan. Kepala madrasah diwajibkan untuk
selalu meningkatkan efektifitas performanya sehingga dapat
memberikan hasil yang memuaskan terhadap mutu pendidikan. Mutu
pendidikan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan
suatu kesinambungan yang saling terkait menjadi proses dalam
sebuah sistem. Pembahasan mengenai masalah mutu pendidikan,
maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, input,

proses, dan lulusan. Selain itu, kepala madrasah baik secara langsung
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maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap
peningkatan atau penurunan kinerja guru. Dengan demikian, salah
satu upaya yang memungkinkan dilakukan untuk meningkatkan
kinerja guru adalah melaksanakan kepemimpinan kepala madrasah
dengan baik. Dari situ diharapkan mampu melahirkan pendidikan
yang berkualitas (Abas, 2017: 4-5).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kepala madrasah adalah seorang guru yang
kemudian diangkat untuk menempati jabatan administratif sebagai
pemimpin dari sebuah madrasah dengan tugas untuk mencapai tujuan
madrasah. Dengan demikian, kepala madrasah memiliki peran penting
dalam sistem madrasah, sehingga keberhasilan madrasah, Kinerja
guru, serta perkembangan madrasah dapat dikatakan sangat
ditentukan oleh kepemimpinan dari seorang kepala madrasah. Dalam
pengangkatannya sebagai kepala madrasah harus mampu memenuhi
kriteria, persyaratan, dan ketentuan tertentu sebagai modal awal

menjadi seorang pemimpin.

b. Peran Kepala Madrasah
Peran kepala madrasah yang paling mendasar adalah sebagai
pemimpin. Namun, terkadang tidak semua orang memahami dengan
baik kepemimpinan dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan sebagai
pemimpin pendidikan yang berkontribusi dalam perumusan tujuan serta

terwujudnya kerja sama dalam suatu kelompok yang mencapainya
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dianggap sebagai pemimpin yang sebenarnya. Sebagai kepala madrasah,
selain diwajibkan memiliki 4 kompetensi yang meliputi pedagogik,
sosial, kepribadian, dan profesional (sesuai dengan tuntutan UU Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) juga dituntut memiliki
kualifikasi pendidikan minimal sarjana. Diharapkan melalui persyaratan
tersebut kepala madrasah kelak mampu menjalankan peran, tugas, dan
tanggung jawabnya sehingga mampu mencetak luaran pendidikan yang
berkualitas (Sulistiono et al., 2017: 16).

Kepala madrasah memiliki dimensi peran yang luas. Peran-peran
tersebut meliputi peran sebagai edukator, manajer, administrator,
supervisor, leader, inovator, dan motivator. Hal itu sesuai dengan
pendapat (Mulyasa, 2011: 99-122). Semua peran tersebut dijelaskan
lebih lanjut sebagai berikut;

1) Kepala madrasah sebagai edukator

Edukator (pendidik) dapat dimaknai sebagai orang yang
mendidik. Mendidik sendiri dapat dikatakan memberikan suatu
latihan (ajaran, bimbingan) mengenai akhlak, pengetahuan, dan
kecerdasan pikiran. Peran kepala madrasah sebagai edukator adalah
seseorang yang memiliki strategi jitu dalam meningkatkan
profesionalisme tenaga kependidikan di madrasahnya. Dengan
demikian, dapat dikatakan kepala madrasah berperan aktif dalam
penciptaan iklim madrasah yang kondusif, yang mampu

memberikan pembinaan kepada seluruh warga madrasah,
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memberikan stimulus kepada tenaga kependidikan dalam
melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Menurut
Wahjosumidjo (2010: 124) terdapat dua hal pokok yang perlu
diperhatikan oleh kepala madrasah sebagai edukator, yaitu sasaran
atau kepada siapa tindakan sebagai pendidik dialamatkan dan
bagaimana peranan sebagai pendidik tersebut telah dilaksanakan.
Kepala madrasah sebagai manajer

Manajer adalah seseorang yang melakukan Kkegiatan
manajemen. Untuk itu, sebelum memahami peran kepala madrasah
sebagai manajer, perlu memahami terlebih dahulu makna
manajemen itu sendiri. Manajemen pada hakikatnya merupakan
suatu proses merencana, mengorganisasikan, memimpin dan
mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar
tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Fattah, 2000).
Menurut Djafri (2017: 15) manajemen merupakan sejumlah proses
pengelolaan lajunya perjalanan suatu organisasi yang melibatkan
sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan bersama. Proses
pengelolaan tersebut terdiri atas perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan
pengawasan (controlling). Dengan demikian, peran kepala
madrasah sebagai manajer adalah melaksanakan kegiatan proses
pengelolaan tersebut di madrasah. Dikarenakan perannya sebagai

pemimpin, maka peran manajerial ini juga menjadi indikasi
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pentingnya kepala madrasah dalam suatu lembaga organisasi
pendidikan. Sebagai manajer, kepala madrasah juga dituntut mampu
mendayagunakan sumber daya yang ada di madrasah dalam rangka
mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Jadi, hakikat kepala
madrasah sebagai manajer adalah seorang perencana, organisator,
pemimpin, dan seorang pengendali, yang keberadaannya pada suatu
organisasi sangat dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan tersebut
demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bersama
(Munir, 2008:33).
Kepala madrasah sebagai administrator

Peranan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan pada
hakikatnya, kepala sekolah mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan dan
keterampilan untuk mempelajari secara kontinu perubahan yang
sedang terjadi di masyarakat sehingga sekolah melalui program-
program pendidikan yang disajikan senantiasa dapat menyesuaikan
diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru (Sanusi, 1986:44).

Sebagai administrator pendidikan, kepala madrasah memiliki
tanggung jawab terhadap keterlaksanaan pendidikan dan pengajaran
di madrasahnya. Oleh karena itu, kepala madrasah juga terlibat
dalam berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat
penyusunan, pencatatan, dan pendokumentasian seluruh program

madrasah. Selain itu, fungsi kepala madrasah selaku administrator
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juga mencakup aktivitas penataan struktur organisasi, koordinasi
kegiatan madrasah, dan kepegawaian yang ada di madrasah
(Mulyasa, 2005:3).

Peranan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan
bertolak dari  hakikat administrasi  pendidikan  adalah
mendayagunakan berbagai sumber (manusia, sarana dan prasarana,
serta berbagai media pendidikan lainnya) secara optimal, relevan,
efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan.
Sebagai administrator kepala sekolah bekerjasama dengan orang
dalam lingkungan pendidikan (sekolah). la melibatkan komponen
manusia dengan berbagai potensinya, dan juga komponen manusia
dengan berbagai jenisnya. Semuanya perlu ditata dan
dikoordinasikan atau didayagunakan untuk mencapai tujuan
pendidikan. Sebagai adminstrator pendidikan, kepala sekolah harus
menggunakan prinsip  pengembangan dan pendayagunaan
organisasi secara kooperatif, dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan
keseluruhan personel, dan orang-orang sumber dalam masyarakat
(Mantja, 2005).

Menurut Purwanto (2004:11), sebagai administrator
pendidikan, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab
melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang diterapkan ke dalam
kegiatan-kegiatan sekolah yang dipimpinnya seperti; membuat

rencana atau program tahunan, menyusun organisasi sekolah,
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melaksanakan pengoordinasian dan pengarahan, serta melaksanakan
pengelolaan kepegawaian.
Kepala madrasah sebagai supervisor

Supervisi pendidikan merupakan bantuan yang sengaja
diberikan supervisor kepada guru untuk memperbaiki dan
mengembangkan situasi belajar mengajar termasuk menstimulir,
mengkoordinasi dan  membimbing  secara  berkelanjutan
pertumbuhan guru-guru secara lebih efektif dalam tercapainya
tujuan pendidikan (Sagala, 2009:71).

Peran kepala madrasah selaku supervisor di madrasah adalah
mensupervisi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga
kependidikan. Melalui kegiatan supervisi, para guru dan kepala
madrasah dapat mempelajari tugas sehari-hari yang telah dilakukan,
agar dapat menggunakan seluruh kemampuan dan pengetahuannya
untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik pada murid dan
orang tua murid. Kepala madrasah sebagai supervisor harus
memperhatikan prinsip-prinsip yang terkait seperti hubungan
konsultatif, kolegial, demokratis, berpusat pada tenaga
kependidikan, dan dilakukan berlandaskan kebutuhan tenaga
kependidikan profesional.

Kepala madrasah sebagai leader
Peran leader yang diemban oleh kepala madrasah merupakan

peran sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan dapat diartikan
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sebagai kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mengarahkan,
membimbing, atau mengatur yang lain. Dalam perannya sebagai
leader, kepala madrasah adalah pemimpin pendidikan yang
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan
kompetensi pedagogik guru di madrasah. Kemampuan kepala
madrasah dalam memimpin dapat diidentifikasi melalui aspek
kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan
misi madrasah, kemampuan mengambil keputusan, dan komunikasi.

Kepribadian kepala madrasah sebagai leader akan tercermin
dalam sifat-sifat: (1) jujur, (2) percaya diri, (3) tanggungjawab, (4)
berani mengambil resiko dan keputusan, (5) berjiwa besar, (6) emosi
yang stabil, dan (7) teladan. Pengetahuan kepala sekolah terhadap
tenaga kependidikan akan tercermin dalam kemampuan: (1)
memahami kondisi tenaga kependidikan (guru dan non guru), (2)
memahami kondisi dan karakteristik peserta didik, (3) menyusun
program pengembangan tenaga kependidikan, (4) menerima
masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak untuk meningkatkan
kepemimpinannya.

Pemahaman terhadap visi dan misi madrasah akan tercermin
dari kemampuannya untuk: (1) mengembangkan visi sekolah, (2)
mengembangkan misi sekolah, dan (3) melaksanakan program
untuk mewujudkan visi dan misi ke dalam tindakan.

Kemampuan mengambil keputusan akan tercermin dari
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kemampuannya dalam; (1) mengambil keputusan bersama tenaga
kependidikan di sekolah, (2) mengambil keputusan untuk
kepentingan internal sekolah, dan (3) mengambil keputusan untuk
kepentingan eksternal sekolah (Mulyasa, 2005:42).

Untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efesien,
kepala sekolah perlu mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi
guru-guru yang menjadi anak buahnya. Dengan pembagian kerja
yang baik, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang tepat
serta mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian, Kiranya kegiatan
sekolah akan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai secara
optimal (Daryanto, 2006:3). Terkait dengan hal tersebut,
Wahjosumidjo (1985:71) mengatakan bahwa kepala sekolah
merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk
memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar
mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang
memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sebagai
pemimpin formal, kepala sekolah bertanggungjawab atas
tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para
bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan (Anwar, 2004:31).

Dalam pelaksanaannya, kepala madrasah sebagai pemimpin
dapat dikategorikan menjadi tiga gaya kepemimpinan, yaitu otoriter,

demokratis, dan bebas. Ketiga gaya tersebut dalam praktiknya



33

dimiliki secara keseluruhan oleh seorang kepala madrasah sebagai
pemimpin, sehingga gaya kepemimpinan tersebut memiliki sifat
situasional. Berikut ini tabel yang menyajikan aspek yang perlu
dimiliki kepala madrasah beserta indikatornya (Wahjosumidjo,
2010: 94).

Tabel 2.1 Kepala Madrasah sebagai Leader

Aspek Indikator

Memiliki kepribadian yang | a. Sikap empati
kuat b. Memberi sanksi bagi yang
melanggar disiplin

c. Memberi contoh keteladanan

Memahami kondisi guru, | a. Memberikan  penghargaan

karyawan dan siswa bagi yang berprestasi

b. Menghargai guru

c. Memberikan gagasan-
gagasan baru dalam

pembelajaran

Memiliki visi dan | a. Memberdayakan guru

memahami misi madrasah sebagai tim kerja dalam
pelaksanaan program
kegiatan

b. Membuat program supervisi
dan melaksanakan kepada
guru yang mengajar di kelas

c. Memberikan penugasan
kepada guru untuk

penyusunan rencana kerja

Kemampuan  mengambil | a. Mampu mengambil
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keputusan

keputusan yang tepat dan
cepat

Melakukan evaluasi dan
memberikan solusi
pelaksanaan program kegitaan
Melakukan pembinaan
kepada guru melalui rapat dan
memutuskan secara matang

hasil rapat

Kemampuan berkomunikasi

Menciptakan hubungan yang
harmonis  dengan  guru,
menginstruksikan kepada
guru untuk melaksanakan
prosedur pencapaian tujuan
organisasi

Melaksanakan  transparansi

kepada warga madrasah.

Dengan demikian kepala madrasah mempunyai tugas dan

tanggung jawab yang besar serta menjadi kunci atas keberhasilan

terhadap sekolah yang dipimpinnya, sebagaimana dijelaskan oleh

Davis bahwa A school principal occupies a key position in the

schooling system” (Sulistyorini, 2006:3). Oleh karena itu kepala

madrasah yang profesional adalah kepala madrasah yang

mempunyai kemampuan manajerial dan visioner yang bagus,

sehingga ia mampu mengelola madrasah dengan baik,

mempunyai gambaran ke depan (visi) yang jelas, bagi madrasah
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yang dipimpinnya
6) Kepala madrasah sebagai inovator

Peran inovator yang diemban oleh kepala madrasah berarti,
ia perlu mengembangkan strategi jitu dalam pelaksanaan setiap
kegiatan di madrasah. Kepala madrasah diharuskan mencari
gagasan baru yang dapat meningkatkan performa di setiap aspek
yang dimiliki madrasah pada tahap maksimal. la juga mampu
meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan yang
terefleksi dari tindakan yang dilakukan dalam pekerjaan secara
kreatif, konstruktif, integratif, delegatif, rasional, objektif, dan
fleksibel.

Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari,
menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di
sekolah. Gagasan baru tersebut misalnya moving class. Moving
class adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap
menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki
kelas tersendiri, yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat
lainnya. Moving class ini bisa dipadukan dengan pembelajaran
terpadu, sehingga dalam suatu laboratorium bidang studi dapat
dijaga oleh beberapa orang guru (fasilitator), yang bertugas
memberikan kemudahan kepada peserta di dalam belajar
(Mulyasa, 2005:27).

7) Kepala madrasah sebagai motivator
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Kepala madrasah juga diharuskan memberi motivasi yang
tepat kepada para tenaga kependidikan dalam melaksanakan
berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi tersebut dapat dibangun
melalui suasana kerja, kedisiplinan, dorongan, penghargaan,
lingkungan yang suportif, serta sumber belajar yang terpenuhi.
Penghargaan dan dorongan dapat menjadi sumber utama yang
ampuh dilaksanakan kepala madrasah dalam mendongkrak
motivasi tenaga kependidikan atau bawahannya. Dengan begitu,
diharapkan akan muncul budaya kompetitif yang baik untuk
selalu melakukan tugas dengan baik dan terus lebih baik seiring
waktu. Motivasi juga menunjukkan pengaruh besar dalam kinerja
yang efektif. Oleh karena itu, kepala madrasah juga harus selalu
memberikan dukungan terbaiknya kepada para koleganya
sehingga meningkatkan performa dalam pelaksanaan tugas-tugas.

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi
yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga
kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.
Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan
fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan
secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui
pengembangan pusat sumber belajar (Mulyasa, 2005:30).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah

memiliki dimensi peran yang luas. Peran-peran tersebut meliputi peran
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sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator,

dan motivator. Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan dituntut

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan

kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya

sebagai pemimpin pengajar.

2. Madrasah Ibtidaiyah
a. Sejarah Madrasah
Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan
bangsa, melalui pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia
(SDM) yang mampu mengisi pembangunan bangsa ke depan.
Pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan secara tegas
tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sesuai alinea ke-4 salah satu
tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Cerdas dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pendidikan
nasional. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan Islam
yang diselenggarakan bersama antara Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag)
yang fokus menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan.
Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai

agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari cita-cita hidup Islami untuk melestarikan,
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mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan
nilai-nilai I1slam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya sehingga
nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi
dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu (Suhartini,
2004: 22). Kiprahnya untuk mencetak generasi penerus bangsa tidak
bisa diabaikan lagi. Salah satunya melalui penyelenggaraan
pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan formal yang sering kita
kenal dengan madrasah. Madrasah tersebut memiliki payung hukum
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintan Nomor 55
Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA), Madrasah, dan Perguruan
Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan
penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan
pendidikan di samping pemberian ilmu pengetahuan umum perlu
menjadi perhatian. Karena penyelenggaraan pendidikan madrasah
telah mendorong pendidikan di Indonesia semakin besar. Membantu
pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi
madrasah di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Saat ini jumlah madrasah di Indonesia telah tersebar ke seluruh

pelosok negeri. Menurut data dari Kemenag tahun 2011 jumlah
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madrasah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 43.640 buah. Angka
ini memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan angka partisipasi
madrasah dalam pencapaian wajib belajar. Di samping itu salah satu
poin penting dalam RPJMN 2010-2014 Kementerian Agama dalam
program dan strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2010-2014 yaitu
peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Hal ini akan
memacu terselenggaranya pendidikan menjadi lebih baik (Kemenag,
2020: 5).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan madrasah
seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai
pendidikan  ‘kelas dua’ setelah pendidikan formal yang
diselenggarakan Kemendikbud. Pendidikan yang diselenggarakan di
madrasah dinilai kurang berkualitas, lulusannya dianggap belum
mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan
tata kelola lembaganya juga tidak berkualitas. Sehingga, sebagian
masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk
menuntut ilmu. Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan
kepada siswa 40% merupakan materi keagamaan yang ditanamkan
pada setiap sisi (Alawiyah, 2014: 39). Padahal, di tengah krisis moral
yang terjadi saat ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat
lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa,

pendidikan agama justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam
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perbaikan akhlak dan moral bangsa di masa yang akan datang.
Karenanya, kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata
karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional
secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik demi
terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia dengan
mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam kehidupan.

Madrasah yang pertama lahir di Indonesia adalah Madrasah
Adabiyah di Padang, Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1909
oleh Syeh Abdullah Ahmad. Madrasah Adabiyah merupakan madrasah
pendidikan Islam pertama yang memasukkan pelajaran umum ke
dalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 berdiri pula Madrasah School
(madrasah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi
Diniyah School (Madrasah Diniyah) yang kemudian berkembang
hampir di seluruh Indonesia. Pada tahun 1916, di lingkungan pondok
pesantren Tebu Ireng telah didirikan Madrasah Salafiah. Pada
madrasah tersebut dilakukan pembaharuan dengan memasukkan
pengetahuan umum pada kurikulum pada madrasah tersebut.
Kemudian pada tahun 1918, juga didirikan Madrasah Muhammadiyah
di Yogyakarta yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin
Muhammadiyah (Hasbullah, 1995: 34).

Sejak zaman penjajahan Belanda, pendidikan di madrasah kerap
mendapat perlakukan diskriminatif. Hal ini karena penjajah Belanda

menilai pendidikan di madrasah menjadi ancaman dan menjadi faktor
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penghambat dan penghalang bagi kemajuan kepentingan Belanda
(Raisin, 2003: 34). Oleh karena itu, umat Islam merespon tekanan
tersebut dengan mengusahakan bidang pendidikan Islam yang setara
dan sejajar, baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum.
Pengembangan dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan
mandiri yang produknya sama dengan madrasah Belanda tetapi tidak
tercabut dari akar keagamaan.

Setelah berkembang cukup pesat, madrasah menjadi bagian
penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Madrasah di
Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat. Di awal
kemerdekaan, madrasah telah dirasakan memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah telah merasakan peran
madrasah untuk memajukan pendidikan sejak awal karena pada saat itu
pemerintahan belum bisa maksimal dalam menyelenggarakan
pendidikan terutama untuk memenuhi sarana pendidikan bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

Pada masa orde lama pendidikan agama yang diselenggarakan di
madrasah berbentuk pendidikan nonformal di bawah pembinaan
Departemen Agama (Syafii: 2003: 36). Departemen Agama, yang baru
berdiri pada tahun 1946, intensif memperjuangkan pendidikan Islam
untuk madrasah. Saat itu juga pengetahuan umum mulai masuk ke
madrasah. Pada masa ini pula, untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan, madrasah kemudian didukung oleh
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pengadaan pendidikan khusus guru agama (PGA). Hal ini menyiratkan
harapan besar untuk pengembangan madrasah selanjutnya karena ada
penyiapan SDM yang memang secara khusus membina madrasah.

Sebetulnya, pendidikan madrasah telah diakui sebagai bagian
dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) setelah lahirnya UU
Nomor 12 Tahun 1954 menjadi rujukan legal pertama kedudukan
madrasah dalam Sisdiknas (Arief, 2012: 37). Kemudian, eksistensi
madrasah sebagai lembaga pendidikan khusus yang memiliki derajat
sama dengan madrasah-madrasah yang bernaung di bawah
Departemen Pendidikan pada saat itu mulai diakui pada tanggal 25
Maret 1975, yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga menteri, yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
(Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPANRB).

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri ini mengatur dan
memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan madrasah
umum, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih peraturan antara
Kemenag dan Kemendikbud saat itu. Lahirnya SKB tiga menteri ini
bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah agar memiliki tingkat
yang sama dengan tujuan umum dan madrasah umum yang setingkat
yakni:

1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Madrasah Dasar (SD);
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2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Madrasah Menengah
Tingkat Pertama (SLTP);

3) Madrasah Aliyah (MA) setingkat Madrasah Menengah Tingkat
Atas (SLTA).

Kiprah madrasah dan kedudukan legal madrasah dikuatkan
kembali dalam dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa jenis
pendidikan yang termasuk jalur pendidikan madrasah terdiri atas
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik,
dan pendidikan profesional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut
disebutkan bahwa tugas madrasah adalah mempersiapkan peserta didik
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan
pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kurikulum di madrasah
harus menyertakan pengetahuan umum, ini menunjukan bahwa
madrasah merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam
Sisdiknas (Arief, 2012: 10).

Meski begitu, penyelenggarannya tetap berada di bawah
Departemen Agama. Madrasah yang menjadi bagian dari Sisdiknas
adalah madrasah yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama
saja. Pengintegrasian madrasah ke dalam Sisdiknas secara operasional

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 8 Tahun 1990 tentang
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Pendidikan Dasar, Surat Keputusan Mendiknas Nomor 28 Tahun 1990
tentang Hak Siswa, Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0487/U/1992
tentang Tujuan Pendidikan dan Surat Keputusan Mendiknas Nomor
054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib

memberikan sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP.

. Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah seiring dengan tujuan
pendidikan melalui misi Madrasah Ibtidaiyah. Dalam rangka
perwujudan hakikat tersebut sudah barang tentu memerlukan suatu
perangkat operasional yang berkualitas yang selalu dikembangkan
sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, melalui
peningkatan berbagai komponen seperti pengembangan kurikulum dan
metodologi, pemenuhan dan peningkatan mutu kemampuan tenaga
pendidik, sarana dan prasarana dan lain-lain (Techataweewan &
Prasertsin, 2018: 21).

Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan islam harus
senantiasa bertitik tolak dari rumusan di atas sehingga output dari
lembaga ini mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain (Arif &
Sulistianah, 2019: 20). Ada beberapa unsur pendidikan yang harus
dipenuhi agar tujuan Madrasah Ibtidaiyah bisa tercapai:

1) Bahwa pendidikan itu harus merupakan usaha sadar yang
dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa atau siapa saja yang

bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan
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mempersiapkan anak, dengan atas nama Allah SWT serta
bertanggungjawab kepada-Nya.

2) Bahwa yang dibimbing dengan pendidikan itu adalah anak atau
generasi dengan seluruh kelengkapan dasar potensi-potensi
pembawaan fitrahnya, agar tumbuh berkembang secara bertahap
dan berangsur-angsur ke arah sempurna.

3) Tujuan pembimbingan dan pendidikan adalah agar anak nantinya
mampu  melaksanakan tugas-tugas hidup yaitu tugas
kekhalifahan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT.

Meminjam prinsip hakikat pendidikan Islam yang digunakan
Amir (Fadjar, 2015: 21), yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam
adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik,
humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya kuat. Tawaran ini
dapat digunakan sebagai konsep pendidikan Islam dalam menghadapi
perubahan masyarakat Indonesia, yaitu (Fadjar, 2015: 29).

Pertama, pendidikan integralistik, merupakan model pendidikan
yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang
meliputi: Pendidikan yang berorientasi pada Rabbaniyah (Ketuhanan),
insaniyah (kemanusiaan) dan alamiyah (alam pada umumnya), sebagai
suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan
untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, serta pendidikan yang
menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani,

intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik
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diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki
integritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak
Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki
kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan
masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan
dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi
menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan
potensi alam sesuai kebutuhan manusia.

Kedua, pendidikan yang humanistik, merupakan model
pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai
manusia (humanisasi), yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya.
Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu
melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya.
Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya
menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan
diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak
untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Maka manusia “yang
manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik
diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir,
berasa dan berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur
kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik,
egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat

menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat



47

saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-
hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

Ketiga, pendidikan pragmatik adalah pendidikan yang
memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu
membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan
mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani,
seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan
spiritual ilahiyah. Dengan demikian, model pendidikan dengan
pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik
yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap
masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia
dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

Keempat, pendidikan yang berakar pada budaya, yaitu
pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah
kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu
bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan
model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat
membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya
pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya
sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya
dan bukan budaya bangsa lain (Nurdiansyah, 2017: 65). Tetapi dalam
hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan,

perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi
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budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat.

Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang
ditawarkan dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya harus
berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-
nilai ilahiyah, pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi,
masyarakat dan lingkungan sosio-kulturalnya yang terus berubah
dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga
digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik,
ekonomi secara keseluruhan (Lestari, 2022).

3. Organisasi dan Manajemen

a. Manajemen Organisasi

Secara etimologi, manajemen (bahasa Inggris) berasal dari kata
to manage, dalam Webster's New collegiate Dictionary, kata manage
dijelaskan berasal dari bahasa Italia “Magnaglo” dari kata “Mana
Glare” yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin Manus yang
berarti tangan (Hand). Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti
membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama,
mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tertentu.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi mengenai
manajemen, diantaranya yang dikemukakan oleh Terry (2004: 48)
manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan

organisasi atau maksud yang nyata.
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Pada mulanya manajemen belum dapat dikatakan sebagai teori
karena teori harus terjadi atas konsep-konsep yang sistematis dapat
menjelaskan dan meramalkan apa yang terjadi dalam pembuktian.
Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen telah memenubhi
persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis
berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

Menurut Hasibuan (2010: 40) manajemen adalah ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Menurut Abdurrachman (2015: 43) sebagaimana dikutip oleh
Purwanto, yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan
untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan
dengan menggunakan orang- orang pelaksana. Jadi, dalam hal ini
kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya
dalam pelaksana.

Menurut Assauri (2015: 12) mengatakan manajemen adalah
kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan
menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain.
Menurut Subagyo (2014: 10) manajemen adalah tindakan untuk
mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan orang
lain fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen meliputi

perencanaan, staffing, koordinasi, pengarahan dan pengawasan.
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Jadi manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu
usaha dapat berjalan dengan baik memerlukan perencanaan, pemikiran,
pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan semua potensi yang
ada baik personal maupun material secara efektif dan efisiensi.

Manajemen adalah proses dalam membuat perencanaan,
pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi
untuk mencapai sasaran.

Membahas tentang manajemen tidak terlepas dari pembahasan
tentang konsep manajemen. Manajemen merupakan kata serapan dari
bahasa inggris management yang berarti pengolahan, penataan,
pengurusan, pengaturan atau pengendalian. Dalam bahasa Latin disebut
sebagai manager, yang berarti melakukan, melaksanakan, mengelola
dan mengurus sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut
manage yang berarti melakukan tindakan, membimbing dan memimpin.

Adapun pengertian manajemen secara terminologi telah
didefinisikan oleh para ahli, diantaranya adalah :

1) Menurut Turney (1992: 74) “Management is process to achieve of
the organization aim through the job that is down by manager and
personality” Artinya: “Manajemen adalah proses untuk mencapai
tujuan organisasi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh manajer

dan personilnya.
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3)

o1

Menurut Stoner (2006: 55) “The process of planning, organizing,
leading, and controlling the work organization members and of
using all avaible organizational resources to reach staded
organizational  goals”  (Sebuah  proses  merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan
anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber
daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan).
Menurut Kreitner (2014: 35) mendefinisikan manajemen sebagai
suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada
penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber
daya manusia.

Peneliti akan mengemukakan pengertian organisasi dari

beberapa ahli. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli

diantaranya dikemukakan oleh Siagian (2013: 43) dalam bukunya

“Filsafat Administrasi” menjelaskan organisasi seperti berikut setiap

bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama

serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang

telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang

yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut

bawahan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau

dari dua segi pandangan, yaitu organisasi sebagai wadah di mana
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kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, dan organisasi sebagai
rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan
formal.

Menurut Dimock (2011: 32) dalam Tangkilisan dengan bukunya
“Manajemen Publik” mendefinisikan organisasi sebagai suatu cara yang
sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung
menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan
pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Waldo (  dalam Kencana Syafie 1991:66) dengan
bukunya Birokrasi Pemerintahan Indonesia, menjelaskan organisasi
sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan
dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan definisi
organisasi sebagai berikut :

1) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2) Didalamnya terjadi hubungan antar individu atau kelompok, baik
dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
3) Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.
4) Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-
masing.
Menurut Muhammad (2011) , dalam bukunya “Komunikasi

Organisasi” menjelaskan bahwa tiap organisasi disamping mempunyai



53

elemen yang umum juga mempunyai karakteristik organisasi yang

umum diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dinamis, disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, kondisi,
sosial dan teknologi.

2) Memerlukan informasi, dan melalui proses komunikasi.

3) Mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

4) Terstruktur, organisasi dalam usaha mencapai tujuan biasanya
membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan
dalam organisasi

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
manajemen organisasi adalah proses dalam membuat perencanaan,
pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi
untuk mencapai sasaran yang sistematis untuk memadukan bagian-

bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di

mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan.

Faktor Struktur Organisasi

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang
telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara
yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam
organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan

kegiatan. Fungsi manajemen beraneka ragam seperti perencanaan,
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pengorganisasian,  pengkoordinasian,  pengarahan, = motivasi,
komunikasi, kepemimpinan, penanggungan resiko, pengambilan
keputusan dan pengawasan.

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang
ditampilkan seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), penataan staff (staffing), memimpin
(leading), memberikan motivasi (motivating), memberikan pengarahan
(directing), memfasilitasi (facilitating), memberdayakan staff
(empowering) dan pengawasan (controlling) (Assauri, 2015: 11). Oleh
karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana,
mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi
dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif
dan efisien. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang benar sesuai
ketentuan (doing the right things), sedangkan efisien berarti melakukan

pekerjaan dengan benar (doing thing right).

Manajemen mensyaratkan adanya proses perencanaan yang tepat
dan rasional, pengorganisasian yang efektif dan efisien, kepemimpinan
yang kuat dan manusiawi, pengarahan yang tepat serta pengawasan
yang cermat (Hasibuan, 2010:9). Selanjutnya akan dijabarkan dalam
pembahasan berikut :

1) Perencanaan (Planning)
Menurut Terry (2004: 51), perencanaan (planning) adalah

menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok
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untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan berarti
memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya,
siapa yang akan melakukannya, dan bilamana akan dilakukan.
Kegiatan perencanaan ini termasuk juga membuat keputusan
mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi
sumber-sumber daya, penunjukan tanggung jawab dan pengaturan
kegiatan-kegiatan. Perencanaan adalah sebuah proses perdana
ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran
maupun kerangka Kkerja agar tujuan yang hendak dicapai
mendapatkan hasil yang optimal.

Kegiatan perencanaan dalam organisasi partai politik sangat
diperlukan antara lain karena perencanaan itu dapat memberikan
arah ke mana organisasi itu harus dibawa, dan memberikan
pemahaman terhadap pimpinan dan bawahan sehingga bisa saling
bekerja sama demi terealisasinya tujuan organisasinya. Dalam
sebuah organisasi partai politik, perencanaan dikatakan baik jika
memenuhi beberapa persyaratan berikut :

a) Tujuan akhir yang dikehendaki

b) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

c) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut

d) Masalah-masalah yang dihadapi
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e) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya

f) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya

g) Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial
yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi
struktur tugas, wewenang dan siapa yang akan melaksanakan tugas
tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi.

Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam
tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas kepada
orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber
daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas
pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Terry (2004: 37), organizing mencakup: (a)
membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas
kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokkan
tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau
unit-unit organisasi.

Prinsip-prinsip organisasi akan dapat berjalan lancar dan
sesuai tujuan jika konsisten dengan desain perjalanan organisasi

yang merujuk pada kebebasan (kebebasan dalam berkarya tanpa ada
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penekanan dari pihak manapun), keadilan (semua orang mendapat

porsi yang sama dalam mendapatkan kesempatan), dan musyawarah

(mengambil kebijakan atas aspirasi bersama). Prinsip ini akan

sangat membantu. Oleh karena itu, pada dasarnya tujuan dari

organisasi partai politik secara umum adalah:

a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah
rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal
organisasi yang dengan kerangka itu tugas-tugas jabatan dibagi-
bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan.

Pengarahan (Directing)

Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada
bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan
dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh

organisasi. Directing juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk
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memberi orientasi kepada pegawai, misalnya menyediakan
informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi dan tentang
sejarah, Kkebijaksanaan dan tujuan dari organisasi. Fungsi
pengarahan meliputi pemberian pengarahan kepada staf. Sebuah
program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak dibiarkan
begitu saja berjalan tanpa arah tetapi perlu pengarahan agar dapat
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai hasil
sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengawasan/pengendalian (Controlling)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah
kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Fungsi pengawasan
meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur penampilan/
pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa
tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dilakukan seiring dengan
proses, sejak awal sampai akhir. Oleh karena itu pengawasan juga
meliputi monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini sangat erat kaitannya
dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas
manajemen dapat diukur. Kegiatan pengawasan merupakan upaya
melakukan evaluasi berdasarkan standar pengawasan yang ketat dan
mengupayakan tindak lanjut secara tepat demi perbaikan organisasi
di masa mendatang.

Motivasi (Motivation)
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Motivasi tentunya juga sangat turut mengambil andil yang
sangat besar untuk sebuah keberhasilan organisasi. Karena dengan
sumber daya manusia yang termotivasi, maka akan semakin
meningkat kinerjanya. Motivasi tersebut dapat berupa pemberian
penghargaan pada anggota yang terbaik.

Maka hal ini tentunya akan membuat anggota lain menjadi
semakin termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Karena semua
anggota berlomba-lomba menjadi yang terbaik, maka tentunya akan
mempermudah tercapainya suatu tujuan dalam organisasi.

6) Pegawai (Staffing)

Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi kepegawaian. Dimana
fungsi ini berguna pada saat merekrut anggota yang baru . Fungsi ini
juga berguna untuk membentuk suasana kerja yang nyaman. Karena
dengan suasana yang nyaman maka kemungkinan akan berdampak
baik untuk kinerja anggota.

7) Manajemen waktu (Time Management)

Selain itu, manajemen waktu juga sangat penting. Karena
dengan memanajemen waktu, diharapkan dapat menghasilkan
kinerja yang efektif dari para anggota. Selain itu, supaya tujuan dari
sebuah organisasi tercapai tepat pada waktunya. Tentunya juga
melatih anggota agar menjadi pribadi yang tepat waktu.

4. Peraturan Menteri
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a. Hakikat Peraturan Menteri

Peraturan menteri sebagai salah satu instrumen hukum,
keberadaannya masih sangat dibutuhkan dalam kaitannya
melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dengan
jelas pelimpahan wewenangnya. Menurut Suhariyono (2004: 120)
mengungkapkan bahwa suatu keputusan yang berupa pengaturan
disebut sebagai ‘peraturan’ yang digunakan untuk membedakan
dengan keputusan sebagai nomenklatur. Dengan demikian, yang
dikenal dengan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota telah berganti menjadi
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati/Walikota.

Pendapat lainnya oleh Tesano (2015: 4-5) menjelaskan bahwa
Peraturan menteri merupakan salah satu bentuk produk hukum yang
dibuat atas perintah peraturan perundang-undangan atau dibentuk
berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri menurut Penjelasan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [JDIH BPK RI] dimaknai sebagai
peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan
dalam rangka penyelenggaran urusan tertentu dalam pemerintahan.
Dengan demikian, Peraturan Menteri menjadi menjadi entitas sistem
hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian terpenting

dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana
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sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri.

Menurut Apendi (2021: 114) peraturan menteri tidak memiliki
atau tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011
tengang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
mengatur segala sesuatu mengenai ketertiban hukum pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk memuat
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Meskipun begitu, UU Nomor 12 Tahun 2011 tetap
mengakui dan menyatakan keberlakuan atau kekuatan hukum dari
peraturan perundang-undangan selain yang ada tercantum dalam
hierarki.

Ketiadaan peraturan menteri dalam hierarki telah menimbulkan
kerancuan dan kebingungan berbagai pihak, khususnya yang tekait
mengenai posisi dan kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan
perundang-undangan lainnya yang termuat dalam hierarki. Peraturan
menteri dalam penerapannya dapat mengesampingkan peraturan
daerah (Aditya, Zaka Winata, 2018: 81). Jika dilihat dari perspektif
daya laku dan kekuatan, apakah Peraturan Menteri lebih tinggi
derajatnya dari Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah lebih tinggi
derajatnya dari Peraturan Menteri. Namun, jika ingin dilihat dari

perspektif kelembagaan sudah pasti posisi kementerian sebagai
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pembantu Presiden mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Pemerintahan Daerah, akan tetapi jika dilihat
dari sudut kewilayahan, maka posisi Pemerintahan Daerah merupakan
daerah otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk
mengatur rumah tangganya sendiri melalui suatu Peraturan Daerah.
Produk hukum yang dilahirkan dari kementerian berupa Peraturan
Menteri seringkali menjadi perdebatan, baik dalam tataran hukum
maupun praksis. Walaupun secara logika hukum, peraturan
perundang-undangan tingkat pusat yang berlaku di seluruh wilayah
indonesia kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan tingkat daerah yang hanya bersifat regional atau
lokal (Aziz, 2010: 14).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa peraturan menteri adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan
oleh lembaga kementrian tertentu yang mengatur dan menetapkan
serta mengikat melalui aturan-aturan yang dimuatnya dalam lingkup
wewenangnya masing-masing. Namun, karena Peraturan Menteri
tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka
penerapannya sering kali menimbulkan dilematis ketika dihadapkan
dengan Peraturan Daerah. Hal itu dikarenakan tidak ada kejelasan
mengenai kedudukan dan daya laku peraturan menteri terhadap
peraturan daerah, apakah lebih tinggi atau pun lebih rendah, sehingga

rancu dalam prioritasnya.
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b. Prinsip dan Asas Pembentukan Peraturan Menteri
Ketika menteri ingin membuat suatu kebijakan dalam peraturan
menteri, maka yang harus diperhatikan adalah prinsip pemberian
wewenang pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Hal yang perlu ditekankan adalah lingkup pengaturan yang

diperintahkan agar pengaturannya tidak melebar melampaui
kewenangan yang diberikan. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai
asas atau acuan dalam penyusunan Peraturan Menteri. Asas-asas
tersebut tertuang pada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 5, yang berbunyi

sebagai berikut.

1) Asas kejelasan tujuan, artinya adalah bahwa setiap pembentukan
sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan
jelas yang hendak dicapai.

2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya
ialah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat
oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan
yang berwenang.

3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maknanya
adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan
diharuskan dengan pasti memperhatikan materi muatan yang
tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Asas dilaksanakan, maknanya yaitu setiap pembuatan peraturan
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perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara
filosofis, yuridis, maupun sosial.

5) Materi kejelasan rumusan, artinya seluruh peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan, berarti setiap peraturan perundang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
peraturan perundang-undangan.

7) Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai  dari
perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat
transparan dan terbuka.

5. Strategi Pelaksanaan PMA

a. Hakikat Strategi
Strategi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu
‘strategos’ yang memiliki akar kata ‘stratos’ yang memiliki arti
militer atau memimpin (Supratikno, 2003: 19). Konsep ini lahir ketika
banyak terjadi perang dan para jenderal menjadi tumpuan pasukan
dalam memimpin. Strategi menjadi suatu kebutuhan dalam mencapai
sebuah keberhasilan atau dapat dikatakan sebagai cara atau jalan yang

harus dipilih dalam meningkatkan potensi keberhasilan yang terjadi.
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Di lain pihak, strategi dianggap sebagai sebuah seni, yang mana
menunjukkan keindahan sebuah langkah dalam mencapai
keberhasilan.

Pendapat dari Effendy (2017: 32) menjelaskan bahwa pada
hakikatnya strategi merupakan perencanaan dan manajemen dalam
meraih suatu tujuan. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai
peta jalan yang mengarahkan saja, akan tetapi juga mampu
mengungkap taktik operasionalnya. Dengan begitu, seseorang dapat
mempelajari strategi yang diciptakan atau dibuat oleh orang lain,
dengan menganalisis keadaan yang ditemui dan kemampuannya
dalam menerapkannya. Pemahaman akan bagaimana mekanisme
suatu strategi akan memudahkan seseorang dalam memanipulasi atau
memadukan strategi sesuai kebutuhan atas keadaan yang terjadi.

Menurut Nanang & Ali (2008: 37), strategi didefinisikan
sebagai sebuah pemikiran secara konseptual, realistis dan
komprehensif mengenai beberapa langkah yang dibutuhkan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu,
Fathi (2008: 35-39) juga menjelaskan bahwa strategi ialah
sekumpulan pemahaman dan petunjuk untuk menjadi fundamental
kerja yang telah ditentukan. Maksudnya konsep strategi mempunyai
substansi metode dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan.

Jika dilihat dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
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strategi adalah suatu bentuk jalan petunjuk yang ditempuh beserta
bagaimana jalan tersebut dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Strategi-strategi tersebut sangat bervariasi, fleksibel,
dan adaptif dalam penerapannya, sehingga seorang pemimpin harus
mampu mengusungkan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada

saat ini.

b. Unsur-Unsur Perumusan Strategi
Strategi sangat penting dalam mencapai keberhasilan. Oleh
karena itu, perumusan strategi harus diperhatikan dengan seksama,
terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi. Menurut Wheelen-Hunger

(dalam Umar, 2010: 18-21), mengemukakan bawa formulasi strategi

dituntut mampu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.

1) Misi; sebuah organisasi dibentuk demi mewujudkan sebuah visi
dan cita-cita masa depan oleh pendiri organisasi. Misi dalam arti
yang lebih konkret adalah merupakan penjabaran secara tertulis
dari visi.

2) Tujuan Organisasi; tujuan merupakan penjabaran dari misi
organisasi yang mengandung pernyataan luas tentang apa yang
hendak dituju dan diwujudkan.

3) Strategi Organisasi; setiap organisasi memiliki keunikan strategi
tersendiri yang terkadang diadaptasi dari berbagai macam strategi
yang telah ada dan diketahui kemudian dikelompokkan menjadi

strategi generik. Kemudian dipilih salah satu atau kombinasi
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diantaranya dijadikan sebagai strategi utama untuk dilaksanakan.

4) Lingkungan; organisasi harus mampu berinteraksi dengan
lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mengenal
lingkungan diri organisasi itu sendiri dan lingkungan eksternal
adalah lingkungan organisasi lain. Dengan begitu, gambaran jelas
mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing
organisasi yang telah ada. Sekaligus mengetahui kekuatan dan
kelemahannya.

5) Strategi dan Kebijakan Fungsional;, pengambilan salah satu
langkah strategis adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan.
Sasaran jangka panjang hendaknya dijabarkan dalam sasaran
jangka pendek mengarah kepada strategi fungsional yang sifatnya
operasional. Bidang fungsional misalnya bidang keuangan,
sumber daya manusia, pemasaran dan lain sebagainya.

6) Evaluasi dan Pengendalian; proses penerapan kerja yang
bertumpu pada program kerja yang melingkupi bidang fungsional
lainya perlu dikendalikan secara seksama. Evaluasi dan
pengendalian difungsikan untuk lebih menjamin bahwa setiap
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana Yyang

disepakati, sehingga tidak menyimpang dari batas-batas toleransi.

c. Proses Perencanaan Strategi
Strategi yang baik perlu direncanakan dalam perumusannya.

Dalam hal itu, perencanaan strategi diketahui melalui proses sebelum
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akhirnya menjadi strategi yang siap direalisasikan. Bryson (dalam
Triton, 2007; 72-87) menjelaskan bahwa proses tersebut mencakup (a)
kebijakan umum, (b) penilaian situasi, (c) identifikasi isu strategis, (d)
pengembangan strategis, () pembuatan keputusan, (f) tindakan, dan

(e) evaluasi.

d. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang
luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang
diinginkan (Winarno, 2002: 102). Adapun syarat-syarat untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut
Teori Implementasi Hogwood dan Gunn yang dikutip Wahab, yaitu:
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi
pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang
serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik,
politis dan sebagainya
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber
yang cukup memadai
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh
suatu hubungan kausalitas yang handal

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
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8)

9
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rantai penghubung nya

Hubungan saling ketergantungan kecil

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Edward 111) yang

dikutip oleh Winarno (2002: 129-151), faktor-faktor yang mendukung

implementasi kebijakan, yaitu:

1)

Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).
Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah
transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan
harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu
perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan
adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan
kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan

adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin
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berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas.
2) Sumber
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi
kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian
yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang
dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan
pelayanan publik.
3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
Kecenderungan dari  para pelaksana  mempunyai
konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan
yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu
kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan,
kemungkinan  besar mereka  melaksanakan  kebijakan
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
4) Struktur birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu
struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.
Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Horn yang
dikutip oleh Winarno (2002:60), faktor-faktor yang mendukung
implementasi kebijakan yaitu:

(@) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.
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Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus
diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat
berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak
dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana
atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan
memperlancar implementasi yang efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai
dengan ketepatan komunikasi antara para pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya
dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat
mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian
implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana

Intensitas  kecenderungan-kecenderungan dari  para

pelaksana kebijakan akan ~mempengaruhi  keberhasilan
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pencapaian kebijakan (Winarno, 2002: 110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya
ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan
tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh
masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut Anderson
yang dikutip oleh Sunggono (2014) , masyarakat mengetahui dan
melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan
keputusan badan-badan pemerintah;

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,
konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena
kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila
tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Selain itu, Andrew dkk (2010) juga menjelaskan bahwa proses
perumusan strategi yang baik merupakan dari analisis Kritis terhadap
beberapa faktor seperti berikut.

1) Faktor eksternal; yang meliputi keadaan lingkungan yang dapat
menjadi pendukung atau ancaman/penghambat organisasi dan

menemukan kunci sukses yang kemudian diformulasikan dalam



bentuk penentuan strategi
lingkungan madrasah yang mendukung untuk pengembangan
lembaga. Selain itu budaya organisasi yang solid dan kuat juga

mendukung terciptanya kualitas madrasah yang adaptif terhadap

segala bentuk perubahan.

2) Faktor internal; yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi,
skill dan kompetensi SDM juga menjadi faktor penting sebagai
pertimbangan penentuan strategi organisasi. Selain itu tanggapan
masyarakat serta budaya organisasi juga mempunyai andil yang
cukup besar dalam merumuskan formula strategi yang baik. Ketika
faktor intern dan ekstern telah terpetakan, proses selanjutnya

adalah penerapan (pelaksanaan) kebijakan. Uraian di atas dapat

dibuat alur sebagai berikut:

yang kreatif.
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Seperti

—»

§ Threats &
= opportuny
o invironment
&

3

2

z Stenghts &
= Wesakness of
£y Organization
o

3

B

Analisa

Key Succes Responsibility
Faktors

Creation of Evaluation &
Strategi I » | Choice of Strategi

Discriptive Managerial

» . Values
Competencies
Formulasi Implementasi

kondisi

uonejuswaduwy]

Gambar 2.1 Faktor Internal dan Eksternal dalam
Implementasi Kebijakan

6. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA)
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a. Hakikat Pelaksanaan

Sebuah kebijakan atau peraturan dibuat atas dasar kebutuhan
yang ada. Para pejabat atau instansi yang berwenang mengamati dan
menganalisis fenomena masalah yang muncul di masyarakat kemudian
menciptakan sebuah kebijakan atau peraturan yang mengikat setiap
orang demi kepentingan bersama. Kebijakan mengatur mengenai suatu
hal berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Kebijakan yang
dibuat dimaksudkan untuk melindungi para korban dari perbuatan
merugikan oleh pelaku, memberikan sanksi atau hukuman pada pelaku
agar menimbulkan efek jera atau mencegah seseorang untuk melakukan
suatu hal, serta mengatur mengenai suatu hal. Setelah suatu kebijakan
atau peraturan telah dibuat, maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan
pada kehidupan masyarakat. Saat pelaksanaan tersebut, suatu kebijakan
atau peraturan dapat dievaluasi performa, cakupan, dan kesesuaiannya.
Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu kebijakan pejabat atau
instansi yang berwenang wajib memperhatikan dengan seksama, kritis,
logis, sensitif terhadap masalah, solutif, dan objektif, agar kebijakan
yang dibuat mampu memayungi tiap orang dan menciptakan
kesejahteraan dan keharmonisan di masyarakat.

Menurut pendapat Subarsono (2009: 30) yang mengungkapkan
bahwa implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan

sarana dalam mencapai hasil dari tujuan yang diharapkan. Selanjutnya,
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Akib (2010: 2) menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan formula
fungsi yang terdiri dari tujuan dan maksud, hasil sebagai produk, serta
hasil dari akibat. Selain itu, pelaksanaan juga merupakan persamaan
fungsi dari kebijakan, inisiator, implementer, formator, dan waktu.
Penekanan yang paling utama dalam kedua fungsi tersebut adalah pada
kebijakan itu sendiri, yang kemudian harus dicapai dan dilakukan oleh
implementor dalam suatu kurun tertentu.

Pendapat lain datang dari Grindle (1980 : 7) menyatakan bahwa
pelaksanaan adalah suatu rangkaian proses umum dalam tindakan
administratif yang dapat dikaji hingga tingkat pogram tertentu. Proses
pelaksanaan baru dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan,
program kegiatan telah disusun, pendanaan telah siap dan disalurkan
untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan diyakini sebagai bentuk utama
dan tahap yang menentukkan dalam proses kebijakan (Birkland, 2015:
177). Perspektif tersebut juga dibuktikan dengan pernyataan Edwards
Il (dalam Akib, 2010: 1) bahwa tanpa pelaksanaan yang baik,
keputusan dalam menetapkan sebuah kebijakan tidak akan berjalan
dengan lancar. Implementasi adalah suatu kegiatan yang nampak
setelah dikeluarkannya pengarahan yang resmi dari suatu kebijakan
yang mencakup usaha pengelolaan masukan untuk menghasilkan
luaran bagi masyarakat.

Selanjutnya, Wahab (1991: 171) menjelaskan bahwa pelaksanaan

ialah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau pejabat
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kelompok dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Erwan & Sulistyastuti (2012: 21-25) juga menjelaskan
bahwa pelaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas untuk
mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang
dilaksanakan oleh para pelaku dan dapat diterima dan dimanfaatkan
olen para kelompok (target group) sebagai bentuk usaha demi
merealisasikan tujuan kebijakan. Lebih rinci lagi dijelaskan pula, dalam
memahami pelaksanaan lebih mendalam dapat dilakukan dengan dua
pendekatan. Pendekatan pertama, memahami pelaksanaan sebagai
suatu bagian dari tahapan proses atau siklus kebijakan (part of the stage
of the policy procces). Pendekatan kedua, pelaksanaan kebijakan dilihat
sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (field of study).
Melalui beberapa penjelasan yang ada di atas, kemudian dapat
ditarik sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan adalah
sebuah rangkaian proses kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang
ingin diraih dengan target sasaran yang jelas, serta memaparkan
bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan
menjadi salah satu variabel krusial yang berpengaruh dalam

keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu problematika.

. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakah salah satu tahapan dari beberapa tahapan

proses suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin diraihnya.
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Jika pelaksanaan menjadi bagian pokok dari strategi suatu
lembaga/organisasi dalam mengatur langkah-langkah atau tahapan-
tahapan yang ditempuhnya, maka tanpa pelaksanaan suatu kebijakan
hanyalah sebuah dokumen administrasi yang tidak memiliki makna dan
arti apa pun. Jika demikian, kebijakan-kebijakan yang ada dalam
masyarakat (sasaran) hanya berupa rencana belaka yang tidak pernah
terealisasi.

Proses pelaksanaan beranjak dari adanya suatu kebijakan atau
program. Guna mencapai tujuan yang ada tersebut dalam program atau
kebijakan memerlukan masukan-masukan kebijakan (policy input)
yang berupa anggaran. Input berupa anggaran akan diolah menjadi
keluaran kebijakan (policy output). Proses panjang tersebut jika

digambar sebagai berikut (Erwan & Sulistyastuti, 2012: 72);

Kebijakan : Tujuan

dan Sasaran Kinerja Pelaksanaan
\ \V
Keluaran
Dampak Jangka
v Panjang
Implementer

\

\ Dampak Jangka
Kelompok Sasaran Menengah

R

Dampak Langsung

\ 4
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Gambar 2.2 Proses Pelaksanaan Kebijakan

Lebih lanjut lagi Reksohadiprodjo, (2010: 3) menyebutkan

proses pelaksanaan mencakup beberapa hal diantaranya;

1) Pembentukan struktur organisasi;

2) Pengisian/penyusunan organisasi dengan staf (SDM);

3) Staf tersebut harus cakap, kompeten dan kapabel (memiliki skill
yang cukup) agar bertindak secara profesional,

4) Staf/personalia harus mengikuti sistem dan prosedur organisasi;

5) Pimpinan dapat menjalankan gaya kepemimpinan sesuai dengan
situasi dan kondisi;

6) Para anggota organisasi perlu menghayati nilai-nilai dan budaya
atau unsur perekat organisasi lainya agar dapat bersatu dalam satu

kesatuan tujuan.

c. Kebijakan Publik

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, teori dan dan
implementasi  sangatlah  berkaitan. Teori sebagai abstraksi
obyek/gagasan, sedangkan model merupakan perwujudan dari teori
tersebut. Dalam pembahasan implementasi ini, penulis menyimpulkan
dan menambah dari Handbook of Public Policy, Analysis Theory,
Politics, and Methods oleh Sidney Mara, teori dan model
implementasi terbagi atas 3 generasi, yaitu 1) Teori dan model Top-

Down 2) Teori dan model Bottom-Up dan 3) Teori dan model Hybrid.
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Penjelasan lebih lanjut akan disajikan piramida teori dan model

implementasi kebijakan publik berikut.

Pressman and Wildawsky {(1973)
Yan Meter and Van Hom (1975)

Bardach (197 7)

Sabalier and Mazazmanian (1379, 1380} S

Marmanian and Sabatier (1983} by
theories

Majone ard Wildavsky [(1978)
Schampf (1878), Mawntz (197 7)

Whindhof-Heritier {15980}

Ripley and Franklin {1982}
Elmore [198%9)

Sabalier [1986a) theories
Goggin et al. (1990}
Lipsiky (1971, 1980) / \

Elmore [1980)

Hjern and Porter (1981} bottom up
Hiem {1982} . theories __

Gambar 2.3 Piramida teori dan model implementasi kebijakan
(Mara S, 2007)

1) Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi | (Top-
Down)

Model top-down diartikan implementasi diawali oleh
pemerintah yang harus diikuti masyarakat. Model ini pada dasarnya
mengikuti pendekatan preskriptif yang menafsirkan kebijakan
sebagai input dan implementasi sebagai faktor output. Karena
penekanan mereka pada keputusan pembuat kebijakan pusat, de
Leon (2001, 2) menggambarkan pendekatan top-down sebagai
"mengendalikan fenomena elit". Yang dimaksud fenomena elit
adalah apa yang terjadi/aktivitas pemerintah mempengaruhi
kebijakan publik yang akan dibuat. Dalam menjelaskan model top-

down ini dapat mengambil teori dan model oleh Metter dan Horn.
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Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan

Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy

Implementation (1975: 43). Proses implementasi ini merupakan

salah satu contoh model Top-Down. Model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik,

pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan

bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang

saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

a)

b)

Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang
realistis dengan sosio kultur yang terdapat di level pelaksana
kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu
ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit
memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang
dapat dikatakan berhasil.

Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Sumber daya yang dikelola meliputi manusia, alam, dan
informasi. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting
dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi
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menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah
ditetapkan.

Karakteristik dan agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian
kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri
yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Agen
pelaksana tersebut meliputi misalnya kementerian, dinas, dan
lembaga-lembaga terkait.

Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan
sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja
implementasi kebijakan publik. Jelas pada model ini pelaksana
sangat dominan peranannya. Kebijakan akan tergantung
pelaksana tersebut menerima atau tidak sebuah rancangan
kebijakan.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi
komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi, kesalahan kecil akan terhindari jika berkoordinasi

dengan baik.
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f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai Kinerja
implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van
Metter dan VVan Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal
turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah
ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak
kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja
implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi I

(Bottom-Up)

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul
sebagai kritik ternadap model pendekatan rasional (top down).
Parsons mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam
implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan
pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang
memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan
konsensus. Model pendekatan bottom up menekankan pada fakta
bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam
penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi

kebijakan bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith dalam
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Islamy (2004: 32), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu
proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi
kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan
politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan
untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat
sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (Fadlullah, 2002: 21), implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni sebagai berikut.

a. ldealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus
kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan
merangsang target grup untuk melaksanakannya.

b. Target groups yaitu bagian dari policy stakeholders yang
diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana
yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini
menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan
dapat menyesuaikan pola pola perilaku dengan kebijakan yang
telah dirumuskan.

c. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang
bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

d. Environmental factors yakni unsur-unsur di dalam lingkungan
yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya,
sosial, ekonomi dan politik.

3) Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi IlI
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(Hybrid)

Model rasional (top-down) memusatkan perhatian pada
institusi dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku.
Sintesis ini disempurnakan melalui pendekatan policy subsystem,
yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam
proses politik dan kebijakan. Pada proses ini dibatasi oleh parameter
yang relative stabil serta kejadian di luar subsistem. Secara lebih
jelas M. Irfan Islamy (2004: 33) menyatakan bahwa policy
subsystem adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi
publik maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu
kebijakan tertentu. Hal terpenting dari model implementasi ini
adalah kedudukannya sebagai bagian kesinambungan dari
pengambil kebijakan (engaging part of policy making) dan
(advocacy coalitions) atau pendampingan para aktor kebijakan
dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dengan kata lain
advocacy coalitions adalah aktor-aktor dari berbagai organisasi
publik dan privat yang memiliki serangkaian sistem terpercaya yang
berusaha merealisasikan tujuan.

Dari ketiga model di atas, untuk melihat bagaimana
implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) tampaknya tidak
bisa semata-mata menggunakan model rasional (top down) atau
model partisipasi (bottom up). Sebab, kebijakan MBS ini merupakan

kebijakan yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada
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masyarakat untuk mengembangkan pendidikan yang berada di
lingkungannya. Meskipun masyarakat diberi kewenangan ini, tetapi
dalam praktiknya pemerintah tidak lepas kontrol sama sekali
terhadap proses pengembangan pendidikan yang dijalankan oleh
masyarakat dan sekolah.

Sebagaimana Osborne dan Gaebler (2011) dalam
Reinventing Government mengungkapkan bahwa dalam school
based management peran birokrasi pada sektor pendidikan lebih
banyak bersifat steering than rowing. Kebijakan MBS ini berfungsi
untuk menjamin bahwa semakin rendahnya kontrol pemerintah
pusat, tetapi semakin meningkatkan otonomi sekolah untuk
menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber
daya yang ada di sekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi
dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, pendekatan sintesis tampaknya menjadi
model yang tepat untuk menganalisa kebijakan MBS. Melalui
pendekatan rasional (top down), persoalan-persoalan yang terkait
dengan pelaksana (implementer) dari pemerintah akan dianalisis
sesuai dengan posisinya. Sedangkan pelaksana kebijakan yang
berasal dari masyarakat akan dikupas dengan menggunakan

pendekatan bottom up.
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d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkatan
Kepala Madrasah
Pada realitanya, pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya
menunjukkan beragam hasil. Namun, secara garis besar penilaiannya
dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu berhasil dan tidak berhasil
atau gagal. Pembuat kebijakan tentunya memiliki harapan agar
kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan dan diterima
sebagaimana mestinya, akan tetapi di lapangan terdapat berbagai hal
yang mempengaruhinya sehingga dapat menyimpang menjadi
kegagalan. Jika demikian, para instansi atau pejabat yang berwenang
perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
sebuah kebijakan berhasil atau tidak. Berikut ini dijelaskan mengenai
faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan dan
faktor-faktor yang menghambatnya.
1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan
Menurut Sabatier & Mazmanian (1983: 7-14) terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam
kegiatan pelaksanaan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari tiga hal,
yaitu a) karakteristik dari masalah (tractability of the problems);
b) karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to
structure implementation); dan c¢) variabel lingkungan
(nonstatutory variables affecting implementations). Ketiga faktor

tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.
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a) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)

Terdapat empat poin inti dalam merumuskan

karakteristik dari masalah. Berikut penjelasan keempat poin

tersebut.

1)

)

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang
bersangkutan. Terdapat beberapa masalah sosial yang
secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan
tenaga guru dalam pendidikan, jalan berlobang. Namun,
di lain sisi terdapat pula permasalahan sosial yang sulit
diselesaikan, seperti korupsi, pengangguran,
kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tingkat
kesulitan dari masalah itu sendiri akan mempengaruhi
dalam keberhasilan suatu program dilaksanakan.

Tingkat diversifikasi kelompok sasaran. Dalam hal ini,
suatu program akan lebih mudah dilaksanakan jika
kelompok sasarannya bersifat homogen. Akan tetapi,
sebaliknya, jika kelompok yang ingin di sasaran
memiliki sifat heterogen yang tinggi, seperti status
sosial, ekonomi, mengenai umur, tingkat pendidikan,
pekerjaan dan lain sebagainya, maka pelaksanaan suatu
program juga akan lebih sulit diterapkan, karena tingkat
pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program

relatif berbeda pula.
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(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
Sebuah program akan lebih sulit di pelaksanaannya jika
yang disasara meliputi semua populasi wilayah. Namun,
sebaliknya, sebuah program relatif mudah di laksanakan
apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar
populasinya.

(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program
yang memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan
atau bersifat kognitif akan lebih mudah di
pelaksanaannya dibandingkan dengan program yang
bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to
structure implementation)
Dalam mendeskripsikan kebijakan/undang-undang,
dapat dikaji melalui tujuh poin berikut.

(1) Kejelasan muatan kebijakan. Semakin spesifik dan detail
konten sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah
dilaksanakan karena implementer mudah memahami
dan mengintegrasikannya dalam tindakan nyata.
Sebaliknya, kerancuan isi kebijakan dapat menimbulkan
multi interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan.

(2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan

teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis secara
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umum memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah
teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu
perlu ada modifikasi.

(3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap
kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor
yang paling krusial untuk setiap program sosial. Hal itu
disebabkan oleh setiap program membutuhkan
dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang
keseluruhannya membutuhkan biaya.

(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar
berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering
disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal
antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan
pelaksana.

(6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
Kasus korupsi yang banyak terjadi di negara-negara
dunia ketiga, khususnya Indonesia adalah salah satu
indeks yang menunjukkan betapa rendahnya tingkat
komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan
pekerjaan atau program-program

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk
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berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Program
yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat
untuk terlibat, maka akan mudah  mendapatkan
dukungan daripada program yang tidak melibatkan
masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau
termarginalkan. apabila hanya menjadi penonton
terhadap program yang ada di wilayahnya.
c) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting
implementations)
Pendeskripsian variabel lingkungan mencakup empat
aspek di bawah ini.

(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat
kemajuan teknologi. Masyarakat yang memiliki
pemikiran yang lebih terbuka dan terdidik relatif lebih
mudah menerima program pembaruan dibanding dengan
masyarakat yang masih tertutup dan konvensional.
Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu
dalam proses keberhasilan pelaksanaan program, karena
program-program tersebut dapat disosialisasikan dan
dilaksanakan dengan bantuan teknologi modern.

(2) Sportifitas publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan
yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan

dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat
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disinsentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat
dukungan publik.

(3) Sikap kelompok pemilih  (constituency groups).
Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat
memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan
melalui berbagai cara antara lain; (1) kelompok pemilih
dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang
dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai
komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2)
kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak
langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap
Kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat
pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

(4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan
implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana
untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam
kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat
badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam
membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan
prioritas tujuan tersebut.

2) Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan
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Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pelaksanaan, terdapat pula faktor-faktor  penghambat
pelaksanaan. Pembuat kebijakan dan implementor perlu
mengetahui faktor-faktor tersebut sebagai tindakan preventif dan
memastikan tidak ada kesalahan dalam tahap awal pelaksanaan.
Sunggono (1994: 149-153) menjelaskan mengenai faktor apa saja
yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan sebagai
berikut.

a) Isi kebijakan, tujuan dari suatu kebijakan tidak boleh masih
samar,kurang terperinci, dan memiliki sasaran prioritas yang
sangat umum. Kebijakan yang akan dilaksanakan harus dapat
menekan kekurangan-kekurangan yang cukup berarti. Jika
tidak, maka kekurangan lainnya seperti keterbatasan sarana
pendukung lainnya yang menyangkut waktu dan dana akan
sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.

b) Informasi, antara implementasi dengan sasaran harus
memiliki dukungan media komunikasi yang memadai, atau
sasaran juga diperankan dalam kegiatan sosialisasi.

c) Dukungan, implementasi harus mendapatkan dukungan
dana, sarana dan prasarana lainnya.

d) Pembagian potensi, dalam pelaksanaan harus tegak lurus
dengan pembagian tugas yang jelas. Sruktur organisasi yang

jelas akan terlihat masing-masing wewenang dan tanggung
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jawabnya.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini  memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain,
sebagai berikut.

Penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini adalah artikel
jurnal dengan judul “The Effectiveness of Policy Implementation in Managing
State-Owned Property: Case Study of Ministry of State Secretariat” yang
dilakukan oleh (Sugiyanto & Hamumuroata, 2011). Penelitian tersebut
bermaksud untuk untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan
pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara Tahun
2019 dengan menggunakan model pelaksanaan kebijakan George Edwards I11.
Pada penelitian itu diketahui bahwa pemanfaatan kekayaan negara yang
dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Daerah (BLU PPK)
Gelora Bung Karno dan Kemayoran telah efektif dari komunikasi yang
kepemimpinan di BLU PPK aktif berkoordinasi dalam kebijakan strategis.
Pengembangan divisi kerjasama telah efektif dalam mendorong kerjasama
yang saling menguntungkan dengan pihak swasta. Sikap para pelaksana selama
ini efektif dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Struktur
birokrasi masih lemah karena aspek pengawasan dan pengendalian intern
perjanjian kerjasama niaga yang tidak memenuhi kriteria Permenkeu 2017.
Keempat dimensi tersebut harus diperkuat dengan dimensi pengawasan dan

pengendalian internal guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan
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kebijakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada ranah
bagaimana pelaksanaan kebijakan dari instansi kementerian dalam praktiknya.
Perbedaannya, penelitian ini mengkaji mengenai PMA Nomor 24 Tahun 2018
tentang kepala madrasah yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Penelitian
yang dilakukan oleh Sugiyanto & Hamumu Rata mengkaji mengenai Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122/KM/06/2011
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian
Sekretariat Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahlers & Schubert (2015) juga memiliki
relevansi terhadap penelitian ini. Penelitian tersebut diberi judul “Effective
Policy Implementation in China’s Local State”. Penelitian itu bertujuan untuk
memperkenalkan kerangka kerja analitis baru dan menyarankan untuk
berfokus pada interaksi antara tingkatan administratif yang berbeda kabupaten,
kotapraja, dan desa untuk memahami pelaksanaan kebijakan lokal dalam hal
efektivitas prosedural dan hasilnya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah daerah, yang beroperasi di bawah tekanan keuangan, harus
dan memang menanggapi pedoman kebijakan dari tingkat atas, membuat cetak
biru pembangunan mereka sendiri, dan menunjukkan hasil. Pelaksanaan
kebijakan di negara bagian tunduk pada peraturan fiskal yang ketat dan
evaluasi kader untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Ada kelonggaran

untuk membengkokkan peraturan, seperti halnya ada fleksibilitas untuk
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menyesuaikan indikator, tetapi tidak ada cara untuk sepenuhnya menghindari
pembatasan ini. Pada saat yang sama, masyarakat semakin menuntut dan
kadang-kadang mendesak keras untuk tanggapan positif dari pemerintah
daerah. Dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan lokal,
pemerintah kabupaten bertindak secara strategis dengan menetapkan rencana
dan prioritas pembangunan mereka sendiri, mengalokasikan dana (langka),
bernegosiasi dengan tingkat atas mengenai target kebijakan, menutup barisan
dengan kota praja dan desa (atau memaksa mereka masuk kepatuhan), dan
dengan mengelola evaluasi kader, mobilisasi publik, dan inklusi yang
berorientasi pada tujuan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ahlers & Schubert. Persamaannya terletak pada
fokus kajian yang sama-sama meneropongi mengenai pelaksanaan kebijakan
publik apakah efektif atau tidak. Perbedaannya pada objek penelitian yang
digunakan, penelitian ini menelaah mengenai pelaksanaan kebijakan pada
madrasah di Pekalongan yang berkaitan dengan kepala madrasah, sedangkan
penelitian Ahlers & Schubert mengkaji kerangka kerja analitis baru di China
yang menunjukkan hubungan sentralisasi ke desentralisasi.

Penelitian lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini adalah
artikel jurnal dengan judul “Educational Policy Implementation Revisited”
yang dilakukan oleh (Young & Lewis, 2015). Penelitian itu bermaksud untuk
menguraikan alasan untuk masalah khusus ini tentang pelaksanaan kebijakan

pendidikan dan memberikan gambaran tentang artikel-artikel dalam masalah
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ini. Selain meringkas setiap artikel, kami menunjukkan bagaimana temuan dari
kontribusi yang berbeda melengkapi, menantang, dan memperumit tidak hanya
temuan dan kesimpulan dari karya lain dalam masalah ini, tetapi juga wawasan
yang diartikulasikan. Penelitian itu menunjukkan adanya kesamaan antara
rangkaian studi tersebut dan studi yang diulas di Odden (1991) dan Honig
(2006), terutama: (1) pelaksana membentuk pelaksanaan kebijakan, (2)
karakteristik kebijakan dan konteks memengaruhi pelaksanaan, (3) kebijakan
yang tidak memperhitungkan kompleksitas madrasah tidak mungkin
dilaksanakan secara efektif, dan (4) variasi dalam pelaksanaan adalah aturan
daripada pengecualian. Pada bagian ini Young & Lewis memanfaatkan artikel
dalam edisi ini menyarankan beberapa implikasi untuk arah masa depan untuk
penelitian teoritis dan empiris pada pelaksanaan dalam pendidikan. Tema
pertama ini diterima dengan baik di komunitas pendidikan. Namun, penelitian
ini tidak sepenuhnya memeriksa semua pelaksana (meskipun mengakui
keberadaan mereka dalam membangun konteks atau memperhatikan mereka
sebagai topik tambahan).

Terdapat persamaan di antara penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Young & Lewis. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang
sama-sama meneropongi mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang berlaku
di ranah pendidikan apakah efektif atau tidak. Perbedaannya pada objek
penelitian yang digunakan, penelitian ini menelaah mengenai pelaksanaan
kebijakan pada madrasah di Pekalongan yang berkaitan dengan kepala

madrasah, sedangkan penelitian Young & Lewis menunjukkan analisis dan
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perbandingannya terhadap hasil penelitian orang lain mengenai masalah yang
sama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khan & Khandaker, 2016) menunjukkan
relevansi terhadap penelitian ini. Penelitian itu memiliki judul “4 Critical
Insight into Policy Implementation and Implementation Performance”.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji keadaan dan status pelaksanaan
kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu dan faktor-faktor yang terkait dengan
kinerja pelaksanaan, berdasarkan tinjauan literatur dan analisis oleh para
peneliti. Melalui penelitian tersebut menghasilkan temuan berupa kelangkaan
pengembangan teoritis subjek ini sebagai perhatian utama untuk disiplin ini
dan penghalang untuk eksekusi yang sempurna. Ditemukan juga bahwa banyak
faktor terkait dengan Kkinerja kebijakan yang buruk, seperti kurangnya
koordinasi, pendanaan, komitmen, kemampuan di antara para pelaksana, dan
dukungan dari atas ke bawah. Akhirnya, dengan melihat secara kritis celah-
celah yang terkait dengan kinerja dalam pelaksanaan kebijakan, lima model
teoretis dikembangkan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini masing-masing
memiliki dasar rasional, organisasi, politik, birokrasi dan manajemen.
Diharapkan penerapan standar-standar ini akan membantu mengatasi masalah
yang mengarah pada keberhasilan kinerja kebijakan.

Penelitian ini  memiliki persamaan terhadap penelitian tersebut.
Persamaan tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian, baik penelitian ini
maupun penelitian yang dilakukan oleh Khan & Khandaker, sama-sama ingin

mengkaji mengenai keadaan dan status pelaksanaan kebijakan. Sehingga
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melalui hal tersebut dapat diketahui bagaimana kinerja pelaksanaan kebijakan
dalam praktiknya serta faktor-faktor yang menghambatnya. Di samping itu,
kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dari aspek objek penelitian.
Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan peraturan menteri yang memuat
mengenai kepala madrasah, sehingga fokus akan bertuju pada kepala madrasah
di Pekalonan. Penelitian Khan & Khandaker, menjelaskan bagaimana kinerja
kebijakan dalam proses pelaksanaannya secara luas dan umum.

Penelitian lain milik (Munawwaroh, et. al., 2020) dengan judul “Policy
Implementation of Working Culture Development in Ministry of Religious
Affairs”. Penelitian yang dilakukan mereka memiliki tujuan untuk mengetahui
dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya kerja
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
pengembangan Kementerian Agama. Dalam penelitian yang mereka lakukan
dapat diketahui bahwa Kementerian Agama belum mengembangkan budaya
kerja yang terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang mereka lakukan. Persamaan penelitian ini terletak pada ranah
telaah keefektifan pelaksanaan kebijakan oleh kementerian agama.
Perbedannya dapat dilihat dari segi kebijakan yang disoroti sebagai objek
penelitian. Meskipun sama-sama membahas mengenai kebijakan yang
dikeluarkan oleh kementerian agama, penelitian yang mereka lakukan berfokus

pada pengembangan budaya kerja di kementerian agama sesuai dengan
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2012.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh (Sembiring, 2018) dengan judul “Policy Implementation in Improving
Teachers’ Competence at the Ministry of Religion Affairs of North Sumatra
Province”. Dalam penelitian tersebut, tujuannya adalah untuk mengetahui
sejauh mana upaya peningkatan kompetensi guru PAI di Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi guru PAI yang mengajar di madrasah
umum. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Peningkatan kompetensi
guru menjadi prioritas utama pada seksi pendidikan agama Islam melalui
kegiatan perencanaan seperti workshop, pelatihan, seminar dan pendampingan
langsung kepada guru. Biaya dalam kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam
DIPA Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. 2)
Pelaksana workshop dan berbagai pelatihan adalah Dinas Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan Provinsi Sumatera Utara yang secara khusus mempunyai
tugas menyelenggarakan diklat. 3) Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini
adalah seluruh Guru PAI yang mengajar di madrasah umum. Pelaksanaan
kegiatan tersebut secara berkala diatur sesuai kebutuhan. Dengan demikian,
peningkatan kompetensi guru PAI di Kantor Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara telah terprogram dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sembiring adalah fokus kajian yang menelaah bagaimana pelaksanaan

kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Perbedaan kedua
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penelitian tersebut vyaitu objek yang diteliti berbeda. Penelitian ini
menggunakan objek penelitian kepala madrasah di Pekalongan dengan
landasan kebijakan PMA Nomor 24 Tahun 2018 mengenai kepala madrasah,
sedangkan penelitian Sembiring menggunakan objek penelitian peningkatan
kompetensi guru berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Keputusan
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5978 Tahun 2015.

Penelitian lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah
milik (Tambulasi & Chasukwa, 2020) yang memiliki judul “Institutional
Reproduction, Contradiction and Legitimacy Crisis: The politics of policy
Design and Practice in Malawi's Ministry Of Healsz ”. Dapat dilihat bahwa
penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengkaji politik dan dinamika desain
kebijakan dan realitas pelaksanaan kebijakan praktis transformasi
kelembagaan dalam konteks negara berkembang. Dalam penelitian tersebut
ditemukan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara desain kebijakan
transformasi kelembagaan dan praktik aktual dalam hal hasil pelaksanaan
transformasional. Mengambil reformasi desentralisasi di Kementerian
Kesehatan di Malawi sebagai studi kasus, dapat digarisbawahi bahwa realitas
kontekstual transformasi kelembagaan di negara tersebut telah
dimanifestasikan oleh kecenderungan ketergantungan jalur yang ditandai
dengan reproduksi yang terbentuk secara kontradiktif dengan logika
kelembagaan yang mendasarinya. Kebijakan yang dihasilkan dari reproduksi
dan kontradiksi dalam praktik kebijakan adalah krisis legitimasi institusional

yang ditandai dengan dukungan dari pengusaha institusional yang diuntungkan
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dari umpan balik positif dan peningkatan pengembalian institusi lama, dan
penantang yang menganggap reproduksi dan kontradiksi sebagai institusional
restriktif dan mismatching desain transformasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada ranah
bagaimana kondisi praktis pelaksanaan dari suatu kebijakan. Akan tetapi,
penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh
kementerian agama di Indonesia yang memuat tentang segala hal yang
berkaitan dengan kepala madrasah. Penelitian yang dilakukan Tambulasi &
Chasukwa mengkaji pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh
kementerian kesehatan di Malawi yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam
transformasi kelembagaan dan menyimpang dari landasan logika yang
mendasarinya.

Penelitian milik Manalu et al., (2020) dalam artikel jurnal yang berjudul
“Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Agama Islam
pada Madrasah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam”
menunjukkan relevansi terhadap penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam pada Madrasah Menengah Pertama Kota Subulussalam, dan
untuk menganalisis kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam di Madrasah
Menengah Pertama Kota Subulussalam. Melalui penelitian yang dilakukan
oleh Manalu dkk dapat ditemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri

Agama Rl Nomor 02 Tahun 2012 dalam hal komunikasi dan struktur birokrasi
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telah berhasil dilaksanakan pada Kantor Kemenag Subulussalam, tetapi belum
sepenuhnya berhasil dilaksanakan dalam hal sumber daya dan disposisi.
Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 02 Tahun 2012 sering
mengalami kendala di lapangan karena kondisi yang dihadapi kurang
mendukung dalam penerapannya sehingga kebijakan lebih lanjut bisa menjadi
kurang sejalan dengan peraturan yang dilaksanakan. Ketersediaan dana untuk
pelaksanaan pengawasan Pendidikan Agama Islam masih tergolong kurang.
Pengawas Pendidikan Agama Islam juga kurang aktif dalam keorganisasian,
khususnya organisasi profesi pengawas, serta kurang berkomitmen terhadap
pelaksanaan tugas pengawasan. Kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam
telah meningkat dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan
pelaksanaan pengawasan, tetapi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam
belum berhasil meningkat dalam hal pelaksanaan pengawasan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama.
Perbedaannya terletak pada kebijakan yang dikaji oleh peneliti, penelitian ini
menggunakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018
tentang kepala madrasah, sehingga fokus kajiannya mengenai bagaimana
eksistensi kepala madrasah sesuai dengan kebijakan tersebut atau tidak.
Penelitian Manalu dkk menggunakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
02 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Madrasah ditetapkan atas dasar pertimbangan, sehingga fokus

penelitian bertumpu pada pengawas pendidikan agama Islam di madrasah.
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Penelitian milik Sunengsih et al., (2021) dalam artikel jurnal dengan
judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tentang Pengawas Madrasah
dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah dalam Meningkatkan
Kinerja Guru Kota Bandung”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk
mengkaji bagaimana kinerja guru di kota Bandung kaitannya dengan
pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2013. Pada
penelitian tersebut ditemukan bahwa evaluasi hasil pelaksanaan program
pengawasan yang dilakukan pengawas pada kinerja guru yaitu; melaksanakan
evaluasi hasil pembinaan guru dan kepala madrasah, evaluasi pelaksanaan
penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah. Faktor kelemahan dan
hambatan pengawas dalam meningkatkan kinerja guru adalah kompetensi
pengawas yang masih lemah pada pengembangan bidang penelitian, beban
kerja pengawas yang cukup banyak, dukungan sarana dan prasarana untuk
kepentingan tupoksi pengawas, dan belum maksimalnya dukungan birokrasi.
Faktor pendukung pengawas yakni keberadaan PMA itu sendiri sebagai
pedoman dan payung hukum pengawas dalam menjalankan tupoksinya,
kompetensi pengawas yang cukup mumpuni pada bidang lain dan menyadari
penuh akan tupoksinya sebagai pengawas, berperan aktif sebagai motivator,
inovator, assessor, dan sebagai kolaborator para guru dan kepala madrasah.
Solusi pengawas adalah meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti
diklat secara intensif, memberdayakan dan selalu koordinasi dengan pokjawas
madrasah, pokjawas PAIS, dan kelompok MGMP, menggunakan teknik

pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi madrasah. Kesimpulan pada



104

penelitian Pelaksanaan PMA Nomor 31 tahun 2013 dalam meningkatkan
kinerja guru Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pengawas madrasah pada
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2013 pada kedua madrasah
tersebut sudah berjalan sesuai dengan harapan, walaupun belum begitu
optimal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama.
Perbedaannya terletak pada kebijakan yang dikaji oleh peneliti, penelitian ini
menggunakan PMA Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala madrasah, sehingga
fokus kajiannya mengenai bagaimana eksistensi kepala madrasah sesuai
dengan kebijakan tersebut atau tidak. Penelitian Sunengsih dkk menggunakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah, sehingga
fokus penelitian bertumpu pada kinerja guru di madrasah Kota Bandung.

Penelitian dengan judul “Political Communications of The Ministry of
Education and Culture about “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka
(Independent Learning, Independent Campus)” Policy: Effective?” dilakukan
oleh (Purike, 2021). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji
kebijakan baru mengenai “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
kebijakan ini kemungkinan akan mengalami kendala terutama dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif untuk

mencapai tujuan (output) dari kebijakan ini. Hasil dari penelitian tersebut



105

menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dapat efektif jika: (1) kebijakan
dapat diterima dan dipahami sebagaimana dimaksud oleh pemerintah; (2)
kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat disetujui oleh penerima dan
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang baik sesuai dengan yang
dipersyaratkan oleh pemerintah; (3) tidak ada kendala yang berarti untuk
menindaklanjuti dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, ditunjukkan
masih terdapat mis interpretasi mengenai isi kebijakan ini. Hasil kajian pustaka
menyebutkan bahwa lembaga pendidikan masih kesulitan menerapkan
kebijakan ini dalam penyesuaian kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
Mereka juga mengalami kendala untuk menindaklanjuti program link and
match pembelajaran mandiri dengan industri karena membutuhkan anggaran
yang besar dan banyak perguruan tinggi yang memiliki anggaran rendah.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ada pada
pembahasan bagaimana keefektifan suatu kebijakan dari instansi kementerian
dilaksanakan. Hal yang berbeda dari keduanya terletak pada objek kebijakan
yang dikaji. Penelitian ini mengkaji PMA Nomor 24 Tahun 2018 tentang
kepala madrasah, sedangkan penelitian tersebut menyoroti kebijakan 5
kebijakan tentang ‘Kampus Merdeka’, yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud No. 5 tahun 2020
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 6
Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada

Perguruan Tingggi Negeri dan Permendikbud No.7 tentang Pendirian,



106

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan
dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

C. Kerangka Berpikir

Menteri Agama telah menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala madrasah. Dengan begitu, seluruh
madrasah yang ada di Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan isi dari
peraturan tersebut, tidak terkecuali madrasah-madrasah Ibtidaiyah yang ada di
Kabupaten Pekalongan. Madrasah-madrasah tersebut berusaha untuk
memenuhi dan melaksanakan PMA tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan
kewajiban. Dalam hal itu, madrasah-madrasah tersebut menyusun strategi-
strategi agar dapat memenuhi sasaran dan tujuan dari penerapan kebijakan
tersebut. Proses strategi yang dilakukan berupa 1) Kebijakan umum; 2)
Penilaian situasi; 3) ldentifikasi isu; 4) Pembuatan keputusan; 5) Tindakan; 6)
Evaluasi. Setelah melalui proses-proses tersebut, strategi yang telah disusun
masih dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian,
bagaimana pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kepala
Madrasah di Kabupaten Pekalongan melalui strategi-strategi yang disusun dan

diterapkan.
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Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI)
di Kabupaten Pekalongan

Faktor Internal dan Ekstrnal

Manajemen madrasah Ibtidaiyah swasta dalam melaksanakan PMA No. 24 Tahun 2018

Proses Strategi:
Kebijakan umum
Penilaian situasi
Identifikasi isu
Pembuatan keputusan
Tindakan
Evaluasi

oukrownE

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta PMA Nomor 24 Tahun 2018

Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pekalongan

Gambar 2.4 Skema Kerangka Berpikir Penelitian




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terkait konstruksi
realitas yang terjadi untuk ditafsirkan (Cropley, 2019: 10). Pada metode
deskriptif kualitatif ini penggambaran dan penjelasan terhadap objek
diusahakan seobjektif mungkin dan apa adanya. Metode tersebut dipakai untuk
menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala madrasah yang dilakukan
olenh Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kabupaten Pekalongan. Metode
penelitian kualitatif dipilih karena mampu memahami keunikan. Terutama
pada proses tersebut, dapat dijelaskan dan digambarkan melalui metode
penelitian kualitatif, karena data-data dalam penelitian kualitatif berupa kata-
kata tertulis atau lisan serta perilaku-perilaku yang dapat diobservasi dari objek
penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan proses yang dilakukan
madrasah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Fokus penelitian ini pada strategi Madrasah
Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kebijakan

tersebut dalam lingkungannya.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini memerlukan studi langsung ke lapangan untuk
mendapatkan hasil yang maksimal. Tempat yang dipilih untuk melakukan

penelitian ini adalah madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Pekalongan,
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khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kabupaten Pekalongan
yang terdiri dari 2 (dua) madrasah Ibtidaiyah dibawah naungan ormas Islam
Nahdlatul Ulama dan 1 (satu) madrasah Ibtidaiyah dibawah naungan ormas
Islam Muhammadiyah, yakni 1) Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufiq Kajen, 2)
Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian dan 3) Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Tunjungsari. Pemilihan madrasah tersebut dilandasi oleh
sasaran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 mengenai
kepala madrasah, sehingga tempat yang wajib melaksanakan kebijakan
tersebut adalah seluruh madrasah, tidak terkecuali madrasah-madrasah yang
ada di Kabupaten Pekalongan. Alasan pemilihan pada madrasah-madrasah
tersebut dikarena pertimbangan Lembaga di bawah naungan Organisasi
Masyarakat Islam Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah, juga pertimbangan
keterwakilan lokasi madrasah wilayah dekat perkotaan, pertengahan dan
wilayah yang jauh dari pusat kota, juga pertimbangan jumlah siswa. Adapun

waktu penelitian dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO [ Kegiatan [Mar 2023 | Apr 2023 [ Mei 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | Agt 2023

IRBBPILRBUARBUILIRBURLEZELBILR

3

4

Pengajuan
Judul

Penyusunan
Proposal

Pra-
Penelitian

Seminar
Proposal

Revisi
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6 Pengambila
" | nData
; Analisis
" | Data
Penyusunan
8.
Laporan
9 Ujian
" | Terbuka
10. Perbaikan
Laporan

C. Subjek dan Informan Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
perilaku, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain
(Lofland dalam Moleong, 2013: 157). Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tempat dan peristiwa, informan, dan dokumen. Sumber
data peristiwa bertujuan untuk mengetahui terjadinya sesuatu dengan pasti dan
jelas. Dalam hal ini, peristiwa yang dimaksudkan adalah pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala madrasah pada
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kabupaten Pekalongan. Subjek dalam
penelitian ini adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang ada di
Kabupaten Pekalongan. Pemilihan subjek tersebut karena kepala madrasah
merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala
Madrasah. Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang diminta
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang

penelitian. Informan dari penelitian ini adalah Kasi madrasah, analis
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kepegawaian Kankemenag, pengawas madrasah, komite madrasah dan
pengurus yayasan pada madrasah swasta, Kepala Madrasah, dan pelaksana
pada seksi madrasah. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam
penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 pada Madrasah

Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pekalongan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling
strategis, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk
mendapatkan data-data (Sugiyono, 2012: 104-105). Teknik pengumpulan data
yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teknik, adapun teknik-

teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap perilaku atau aktivitas yang terjadi
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui
pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean, tes rangkaian perilaku
dan suasana dalam rangka tujuan penelitian (Sugiyono, 2012). Djaali
(2008: 75) mengatakan bahwa melalui observasi memberikan wawasan
yang kuat untuk penelitian karena observasi merupakan sebuah cara
mengamati sebuah tindakan secara langsung.

Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah pengamatan

langsung yang dilakukan pada bulan Juli terkait strategi yang disusun
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madrasah di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun
2018 tentang kepala madrasah. Namun sebelum melakukan pengamatan
langsung, peneliti telah menyusun kerangka panduan pengamatan
terhadap aspek-aspek yang perlu diamati, sehingga hasil pengamatan dapat
terarah dan hasil yang diperoleh juga akurat. Hasil pengamatan yang
diperoleh selanjutnya dibuat catatan lapangan yang komprehensif dengan

melibatkan subjek dalam penelitian ini.

. Wawancara

Wawancara sendiri merupakan kegiatan pertemuan dua orang
untuk tanya jawab dengan tujuan bertukar informasi dan ide, sehingga
dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara
mendalam ialah agar peneliti masuk dalam perspektif informan (Patton,
2014: 184). Wawancara meliputi wawancara terstruktur (structured
interview), wawancara semi terstruktur (semi terstructure interview), dan
wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Jenis wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.
Wawancara mendalam dilakukan kepada Kepala seksi Pendidikan
madrasah, analis kepegawaian, pengawas madrasah, ketua Yayasan,
komite madrasah, kepala madrasah dan pelaksana pada seksi Penma
dengan mengajukan pertanyaan secara luas yang berkaitan dengan fokus
penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penma, analis

kepegawaian, pengawas madrasah, ketua Yayasan, komite madrasah,
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kepala madrasah dan pelaksana pada seksi Penma. Wawancara yang
dilakukan tidak hanya berpedoman daftar pertanyaan, melainkan juga
dikembangkan sesuai informasi yang disampaikan subjek dan informan
penelitian untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan
pertama terkait strategi madrasah, dan rumusan kedua terkait faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA)

Nomor 24 Tahun 2018.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan yang memuat tentang sebuah peristiwa
yang telah terjadi. Menurut Creswell (2014: 261) teknik studi dokumentasi
dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip yang berkaitan
dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen merupakan segala macam
catatan berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu (Bogdan &
Biklen, 2007: 64). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-
karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dikumpulkan dalam
penelitian ini berupa catatan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018.

E. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik keabsahan data
yang digunakan. Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi dari beberapa

penggunaan prosedur untuk menelaah fenomena yang saling berkaitan dari



114

sudut pandang dan perspektif berbeda (Creswell, 2015: 339). Triangulasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber
memiliki arti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kevalidan suatu
informasi yang diperolen melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara mencocokkan data yang telah diperoleh antara satu data dengan
berbagi data yang bersumber dari subjek dan informan yang berbeda. Pada
penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali kebenaran
data dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda mulai dari
pengamatan, kegiatan wawancara, hasil rekaman, peristiwa dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24

Tahun 2018.

F. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, & Saldana (2014: 133) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung terus menerus hingga selesai. Aktivitas dalam analisis data, yakni
meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan
penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Langkah-langkah analisis

interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.
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Data Collection

Data
Reduction

Clonlusions:
Drawing/ verifying

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

1. Pengumpulan data
Langkah awal yang perlu dilakukan pada penelitian kualitatif dalam
analisis data dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data pada
penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis
dokumen. Teknik observasi dimaksudkan untuk mengamati pelaksanaan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala
Madrasah di Kabupaten Pekalongan. Begitu pula dengan teknik wawancara

dan dokumen diperlukan untuk menguatkan temuan pada saat observasi.

2. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih, fokus pada hal-hal yang
penting dengan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang
telah direduksi akan memiliki gambaran yang jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini

reduksi data dilakukan dengan memilih data dan memusatkan perhatian
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terhadap dokumen yang akan dianalisis yakni strategi-strategi pelaksanaan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang kepala
madrasah serta catatan-catatan pendukung lainnya berdasarkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

. Penyajian data

Pada penelitian kualiatatif penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 137) menyatakan bahwa
penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks naratif juga dapat
berupa grafik, matrik, network, dan chart. Penyajian data dalam penelitian
ini berupa rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis sehingga
deskripsi permasalahan dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data
mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni mengenai
manajemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama (PMA) 24 Tahun 2018 di madrasah Ibtidaiyah swasta

Kabupaten Pekalongan.

. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif bersifat temuan baru yang sebelumnya belum pernah
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ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang
sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Pada
penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis
strategi-strategi Madrasah Ibtidaiyah (M) di Kabupaten Pekalongan dalam
mengimplementasikan PMA Nomor 24 Tahun 2018, serta pada saat

Wwawancara.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Setting Penelitian

1. Profil Madrasah

a.

Profil MI Sullam Taufiq Kajen

MI Sullam Taufiq Kajen terletak di jalan Mandurorejo Kajen
No. 447, Tanjunganom, Nyamok, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah 51161. Program unggulan yang dimiliki MI Sullam
Taufiq Kajen diantaranya adalah: Program Full Day School, Program
Integrasi Kurikulum Madrasah dengan TPQ Program Tahfiz Al-Qur'an
(Target hafal minimal 2 juz) Program Tahsin Al-Qur'an Metode
Yanbu'a, Program Budaya Madrasah (Pembiasaan Karakter atau
Akhlakul Karimah), Program Pembiasaan Ibadah (Salat Dhuha, Shalat
Dhuhur berjamaah, dan doa), Program Rintisan Madrasah Inklusi
(Pendampingan siswa ABK oleh guru pendamping khusus), Program
Kunjungan ke Sumber Belajar/Luar Madrasah (Field Trip), Program
Outbound dan Outing Class, Program Ekstrakurikuler sesuai minat
bakat siswa setiap Sabtu: pramuka, drumband, rebana(simtudduror),
UKS atau dokter kecil, sport club, science club, tilawatil qur'an,

kaligrafi, seni tari.

Selain itu, MI Sullam Taufig juga menerapkan Konsep
Pendidikan Terpadu dan Integral. Mengedepankan Pelayanan

Pendidikan Prima, Memiliki Lokasi strategis di pusat kota Kajen,

118



119

Lingkungan kondusif dan suasana Islami, Pendidik Kompeten
berkualifikasi S1 dan S2, Dalam hal PPDB: membangun kerjasama
dengan TK dalam 1 (satu) Yayasan, membangun kerjasama kemitraan
dengan lembaga lain untuk promosi, Membangun citra positif madrasah
melalui medsos. Dalam hal membangun prestasi: menjadikan

ekstrakurikuler sebagai pembinaan prestasi.

Profil Ml Muhammadiyah Tunjungsari

Beralamat di Kauman RT. 004 RW. 001 DS. Tunjungsari,
Kecamatan Siwalan. Terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 82 orang dan
46 siswa Perempuan. adalah salah satu satuan pendidikan dengan
jenjang MI di Tunjungsari, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Jawa
Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, MI Muhammadiyah

Tunjungsari berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Profil M1 Salafiyah Ngalian

Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian merupakan salah satu
lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan
Kementerian Agama. Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian tersebut
terletak di Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Jawa
Tengah. Dilihat dari letak desanya, Desa Ngalian mudah dijangkau oleh
sarana transportasi, karena disamping jalannya sudah cukup baik juga
letaknya yang strategis berada dijalur jalan utama Kecamatan Tirto.

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngalian cukup agamis,
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dengan afiliasi ormas keagamaan di Desa Ngalian umumnya adalah
kaum Nahdliyin atau kaum NU dan sebagian lagi adalah ormas
Muhammadiyah. Kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat beragam
dari yang bekerja menjadi PNS, pedagang, pekerja, tukang becak, dan
lain sebagainya. Namun sebagian besar masyarakat desa Ngalian
bekerja sebagai buruh pabrik, karena di Desa Ngalian dan sekitarnya
terdapat beberapa pabrik yang dapat mendukung perekonomian

masyarakat Desa Ngalian.

Sedangkan letak Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian berada
di tengah-tengah perumahan penduduk, tepatnya di Desa Ngalian gang
VI Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Lembaga pendidikan ini
berdekatan dengan lembaga pendidikan yang lain. Walaupun letaknya
berdekatan dengan lembaga pendidikan yang lain, namun suasana

lembaga pendidikan yang satu dengan yang lain tidak saling terganggu.

Siswa-siswi MI Salafiyah Ngalian sebagian besar berasal dari
desa Ngalian itu sendiri. Mereka berasal dari latar belakang keluarga
yang berbeda-beda. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda-
beda, menjadikan M1 Salafiyah Ngalian memiliki siswa yang heterogen

dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda pula.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah

a. Visi Misi, dan Tujuan MI Sullam Taufig Kajen
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Visi Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufiq Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan adalah, Terwujudnya Insan yang Unggul dalam
Imtaq, Berakhlaqul Karimah dan Berprestasi. Indikator visi diantaranya
adalah 1) Unggul dalam pembiasaan dan pengamalan ajaran Islam
ahlus sunnah waljamaah, 2) Unggul dalam penanaman akhlakul
karimah, 3) Unggul dalam pengelolaan Pendidikan, 4) Unggul dalam
pengembangan kurikulum, 5) Unggul dalam proses pembelajaran, 6)

Unggul dalam prestasi akademik dan nonakademik.

Adapun misi dari MI Sullam Taufig Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan adalah, 1) Penyelenggaraan pendidikan madrasah yang
berkualitas, kompetitif dan terpercaya bagi masyarakat dan stakeholder
dan berorientasi pada pelayanan prima, 2) Menanamkan keimanan,
ketagwaan dan akhlakul karimah melalui pembiasaan dan
pengamalan nilai dan ajaran Islam Ahlussunnah waljamaah dalam
wujud budaya madrasah yang religius, 3) Membudayakan
Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
(PAKEM), 4) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
melalui pembimbingan dan pembinaan agar berprestasi baik akademik
maupun non akademik, 5) Menjalin kerjasama yang harmonis dan
konstruktif dengan sesama warga madrasah, stakeholder dan lembaga

lain dalam upaya pengembangan madrasah.

b. Visi Misi Ml Muhammadiyah Tunjungsari
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Sejak berdiri pada tahun 1958 di Desa Tunjungsari yang pada waktu
itu masih di bawah wilayah administrasi Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan sudah didirikan Madrasah tingkat dasar dibawah naungan
Muhammadiyah kemudian mendapatkan piagam Pengesahan
Perguruan Agama Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa
Tengah No0.02374, kemudian disahkan Departemen Agama Republik
Indonesia pada tangga 1 Februari 1978 dengan No.

LK/3.c/2897/Pgm.MI/7.

Tujuan Pendidikan Madrasah secara umum, tujuan pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjungsari adalah meletakkan
dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut.

Visi yang dirancang oleh MI Muhammadiyah Tunjungsari adalah
Terwujudnya Madrasah Ibtidaiyah yang religius, inovatif dan
kompetitif. =~ Adapun  misi yang dirancang  meliputi 1)
Menyelenggarakan kegiatan religius yang mendukung penguatan
agidah, ibadah, akhlak, dan silaturrahim. 2) Menyelenggarakan
kegiatan keagamaan secara kontinyu untuk memperkuat silaturahim
antar guru, orang tua dan Masyarakat. 3) Meningkatkan kemampuan
guru dalam melakukan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran.
4) Mengembangkan model-model pembelajaran inovatif untuk

memperkuat sinergitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual
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siswa. 5) Menyediakan fasilitas pembelajaran yang menunjang
terwujudnya kreatifitas siswa. 6) Meningkatkan wawasan peserta didik
dalam melakukan inovasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. 7)
Menyiapkan Madrasah yang kompetitif di bidang sains dan sosial

humaniora.

c. Visi Misi Ml Salafiyah Ngalian

Visi MI Salafiyah Ngalian adalah terwujudnya pendidikan yang
islami, unggul, berbudi pekerti, menguasai iptek, dan cinta tanah air.
Adapun Misi dari MI Salafiyah Ngalian, 1) Memberikan pendidikan
dasar tentang pengamalan Syari’at Islam dan akhlakul karimah dalam
kehidupan sehari-hari. 2) Melaksanakan pembelajaran yang kompetitif
dan berdaya saing. 3) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai sesuai dengan minat dan bakat peserta didik serta
tuntutan perkembangan zaman. 4) Mengembangkan pendidikan dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, peduli lingkungan dan

cinta tanah air.

Visi dan misi yang telah dirumuskan oleh M1 Salafiyah Ngalian ini
adalah dalam rangka membentuk siswa-siswi MI Salafiyah Ngalian
menjadi insan kamil, yakni manusia yang berilmu dan berakhlakul

karimah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian
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Data dari rumusan pertama, manajemen madrasah Ibtidaiyah swasta
dalammelaksanakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan, dapat

diuraikan melalui tabel berikut.
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Tabel 4.1 Deskripsi Data Kepala Madrasah, Ketua Yayasan, Pengawas Madrasah, dan Kepegawaian

No Manajemen Ml Sullar_n Taufiq Ml Muh_ammad_iyah MI Salafiyah Ngalian Kemenag
Kajen Tunjungsari Pekalongan
1. Perencanaan a. Pemilihan Kamad a. Pemilihan kamad Pemilihan
. . Pemilihan Kamad dilakukan dengan sepenuhnya kamad dimulai
a. Bagaimana dilakukan dengan sistem open diserahkan ke pihak dengan
perencanaan menunjuk guru dari recruitmen 3 (tiga) madrasah, yayasan pengajuan
pem||_|han kamad? madrasah lain untuk guru yang diambil hanya sebagai permohonan
b. Bangu_mana prosedur mutasi menjadi kepala untuk menjadi pengawas dan oleh yayasan
pemilihan dan madrasah. kandidat. memfasilitasi. madrasah
penganogkatan . Berdasarkan b. Berdasarkan hasil . Prosedur pemilihan beserta berkas-
kama_d. kedekatan pribadi ujian dan tes yang diserahkan juga berkas
c. Bagaimana kemudian ditunjuk dilakukan dari pihak kepada pihak persyaratan
persyaratan yang yang sudah memenubhi Dikdasmen (Majelis madrasah. sesuai dengan
dlgupakan un_tuk syarat. pendidikan dasar . Persyaratan paling ketentuan PMA.
menjaofl)l kandidat . Persyaratan sesuai dan menengah) tidak harus memenuhi Mendapatkan
kamad? baik administratif | c. Persyaratan yang ketentuan dan syarat rekomendasi
d. Apakah persyaratan maupun  dari  segi digunakan yang ditetapkan oleh dari Kantor
tersebut dibuat olen personal. disesuaikan dengan PMA dan kamad di Kementerian
madrasah a@u | 4 Tentu dibuat oleh PMA Kemenag. madrasah tersebut Agama
Y_ayasan? . Yayasan dengan tetap [ d. Persyaratan dibuat telah melebihi syarat kabupaten atau
e. Slapa yang te_rl_lbat mengacu pada PMA dari atasan sehingga yang ditentukan. kota.
dalam 5 pemilihan . Seluruh elemen yayasan dan . Dibuat oleh madrasah Panitia seleksi
kamad? sekolah, termasuk madrasah hanya sendiri, yayasan (pansel)

ketua Yayasan, guru,
dan pengawas.

penyelenggara.

sifatnya sebagai

dibentuk untuk
melaksanakan
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f.

g.

Apakah prosedur
pemilihan kamad
sesuai dengan PMA?

Apakah persyaratan
kandidat kamad
sesuai dengan PMA?

Kendala apa saja yang

dihadapi dalam
perencanaan
pemilihan kamad?
Bagaimana
solusinya?

f. Sejauh ini telah sesuai,

baik dari kelengkapan

berkas, ketentuan,
maupun  kecakapan
personal.

. Persyaratan =~ Kamad
telah sesuai dengan
PMA, bahkan
beberapa syarat seperti

golongan harus Ill, di
Ml tersebut telah
mencapai 4 (empat).

. Beberapa persyaratan

ada yang tidak bisa
langsung seperti serdik

harus  melampirkan
dalam jangka waktu
berapa lama karena

menunggu dari balai
diklat.

i. Menyiapkan jauh-jauh

waktu sebelum
pemilihan Kamad.

. Ketua yayasan dan

guru.

. Pemilihan Kamad

sesuai dengan PMA,
bahkan di Madrasah
tersebut jauh lebih
selektif dan
sistematis dalam
prosedur pemilihan
Kamad .

. Persyaratan yang

digunakan sesuai
dengan PMA .

. Kendala yang

dialami dari yayasan
menyatakan lamanya
proses pemilihan
kamad sehingga
tidak bisa secara
langsung
penunjukan, tetapi
terdapat beberapa
prosedur yang harus
dilalui. selain itu,
kendala yang
ditemukan juga
terjadi pada
pelaksanaannya.

fasilitator dan
pengarah.

. Semua elemen yang

ada di sekolah, seperti
guru, TU, dan
yayasan .

. Telah sesuai dengan

PMA, bahkan PMA
dijadikan sebagai
dasar dalam
pengangkatan Kamad

. Sudah sesuai seperti

golongan sudah 1lld

. Kendala yang dialami

selama proses
perencaan tidak ada,
semua anggota saling
bekerja dan kompak
dalam
menyelenggarakan
pemilihan kamad.

i. Tidak ada.

tugas memeriksa
secara seksama
kelayakan calon
Kamad.

Proses
administrasi.
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Solusinya tetap
mematuhi dan

menjalankan sesuai
prosedur yang ada,
selain itu perlunya
dimusyawarahkan

bersama dengan

yayasan dan atasan

Pengorganisasian

Bagaimana  struktur
organisasi  Yayasan
yang ada di madrasah
ini?

Bagaimana organisasi
yang ada di Yayasan

dapat menunjukkan
koordinasi yang baik?
Bagaimana ketua
Yayasan dalam
mengorganisir
Yayasan pada
pemilihan kamad?
Bagaimana
bentuknya?
Bagaimana
koordinasi yang
dilakukan  Yayasan

. Secara struktural ketua

Yayasan tetap
membawahi  kepala
madrasah dll.

. Dengan  melakukan

rapat rutinan secara
offline.

. Dengan  melakukan
komunikasi yang baik,
sehingga  terbangun
kedekatan dan
terorganisir ~ dengan
baik.

. Selalu melakukan
koordinasi

. Melibatkan Kemenag

untuk pengajuan surat
Calon Kamad adalah
bentuk koordinasi

Struktur yang

terbentuk mulai dari
Dikdasmen, yayasan

dan madrasah.
Dengan terus
melakukan

koordinasi sesama

guru maupun
Dikdasmen.
Ketua yayasan
mengkoordinir
pemilihan kamad

yang berkolaborasi

dengan pihak
madrasah. Tetapi
hanya sebagali
pelaksana.

Selalu
berkomunikasi.

struktur madrasah
pemangku tertinggi
tetap yayasan, tetapi
eksekutor adalah guru
atau pihak madrasah.
Dengan melakukan
rapat secara intensi
dalam satu bulan
mendekati pemilihan.
Mengorganisir
pemilihan kamad di
M1 Salfiyah ngalian
sepenuhnya
diserahkan ke pihak
madrasah .
Koordinasi melalui
WAG, dan rapat
intensif.

Melalui permohonan
surat rekomendasi

. proses verifikasi

dan evaluasi
usulan dari
Yayasan.

. Proses

pemilihan
Kamad
melibatkan kerja
tim yang
kolaboratif.

. Setiap anggota

panitia seleksi
memiliki
tanggung jawab
yang spesifik
sesuai dengan
peran dan
kompetensinya.

. Kasi Penma

terlibat secara
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dengan Kemenag
pada saat pemilihan
Kamad?

Bagaimana
keterlibatan Kemenag
dalam mengorganisir
Yayasan pada saat
pemilihan Kamad?
Adakah anggota lain
yang berperan dalam
mengorganisasi tugas

dalam pemilihan
kamad?
Apakah pembagian

tugas yang diberikan
kepada masing-
masing anggota dapat
berjalan dengan baik?

Apa saja kendala
yang dialami dalam
proses
pengorganisasian
pada pemilihan
kamad?

Bagaimana solusi

dalam menyelesaikan
kendala yang
dialami?

. Sejauh  ini

yang dilakukan dari
pihak madrasah.

. Dengan cara
memberikan surat
persetujuan  Kamad

yang diajukan, dan
beberapa surat lainnya
yang berkaitan dengan
administrasi
madrasah.

. Semua guru terlibat

dalam pemilihan
kamad, guru juga
sebagai panitia.

telah
berjalan baik, karena
di Ml tersebut
terbilang baru dan
pemilihan Kamad baru
sekali.

i. Tidak ada.
j. Semua aman.

. Bentuk koordinasi

yang dilakukan
yayasan dengan
Kemenag adalah
proses
penandatanganan
rekomendasi dari
Kemenag.

. Keterlibatan hanya

pada pengajuan surat
rekomendasi, selain
itu Kemenag
memberikan
masukan dan arahan
kepada madrasah
pada saat
penyerahan surat
rekomendasi.

. Tidak ada.
. Sejauh ini dapat

berjalan dengan
baik, karena saling
berkoordinasi
.dengan Dikdasmen.

i. Kendalanya ditemui

calon kamad yang
belum siap mejadi
kamad, karena hanya

—h

=

untuk calon kamad
yang terpilih
Memberikan masukan
dan arahan pada saat
penyerahan surat
rekomendasi.
Anggota lain tidak
ada, hanya internal
sekolah, guru, dan
Yayasan,

Masih adanya
tumpang tindih dalam
menjalankan tugas,
karena kekurangan
orang dan berkaitan
dengan anggaran.
Dalam
pengorganisasian
masih kekurangan
anggaran, sehingga
para guru dan TU
tidak mengerjakan
sesuai dengan
tupoksinya.
Perlunya melakukan
rapat koordinasi
semua elemen
madrasah baik

administratif
dalam pemilihan
Kamad.
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dilihat dari hasil tes
dari Dikdasmen.

j. Perlunya

menyiapkan
kesiapan mental
pada masing-masing
calon Kamad.

yayasan agar menjadi
perhatian khusus.

Pelaksanaan

Bagaimana
pelaksanaan
pemilihan kamad?
Kapan pemilihan
kamad dilaksanakan?
Jelaskan faktor
pendukung
pelaksanaan
pemilihan kamad?
Apakah prosedur
pemilihan kamad
sesuai dengan PMA?
Apakah persyaratan
kandidat kamad
sesuai dengan PMA?
Apakah PMA sesuai
apabila dijadikan
sebagai acuan dalam

. Pemilihan

kamad
dilaksanakan  sesuai
dengan prosedur dan
ketentuan yang
berlaku.

. Terhitung mulai 1 juli

2019-sekarang (5
tahun menjabat).

. Kandidat yang dipilih

sesuai dengan Kkriteria,

bahkan melebihi.
Semua anggota panitia
serempak dalam

pelaksanaan pemilihan
Kamad.

. Sejauh  ini  sudah
sesuai.

. Sesuai, kepala
madrasah mengetahui
isi dari PMA
diantaranya adalah

. Pemilihan kamad

dilaksanakan sesuai
dengan prosedur
yang diatur oleh
Dikdasmen.

. Pemilihan Kamad

dilaksanakan pada
bulan Juni-Juli
sampai dengan
turunnya SK.

. Semua elemen

membantu
melancarkan
jalannya pemilihan
Kamad, mulai dari
yayasan, guru dan
panitia pelaksana.

. Prosedur dilakukan

sesuai PMA, hanya
saja beberapa
tambahan prosedur

a. Dilaksanakan
bersamaan dengan
LPJ yang
melibatkan semua
elemen sekolah,
NU, komite dan
Yayasan.

b. Pada saat jabatan
kamad telah selesai
lima tahun.

c. Faktor pendukung
pelaksanaan
pemilihan kamad
adalah adanya
kerjasama dan
kekompakan semua
panitia, yakni
seluruh guru dan
staf.

d. Prosedur pemilihan
kamad yang

a. Waktu
pelaksanaan
pemilihan
Kamad tidak
sama di masing-
masing
madrasah karena
dilaksanakan
sesuai
kebutuhan
madrasah.

b. Proses
pengangkatan
Kamad biasanya
dilakukan sesuai
dengan
kebutuhan dan
situasi yang ada
di setiap
madrasah.
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pengangkatan
kamad?

Apakah kamad
melakukan  PKKM

secara periodic sesuai
PMA?

Apakah pernah ada
pergantian kamad di
tengah masa jabatan
karena  melakukan
pelanggaran dan
sejenisnya? Jika ada
bagaimana solusinya?
Bagaimana langkah-
langkah strategis
yang efektif dan

efisien dalam
mengatasi  kendala
tersebut?

Kendala apa saja
yang dihadapi selama
pelaksanaan
pemilihan kamad?
Bagaimana
solusinya?

minimal  pendidikan
S1, sudah memiliki
sertifikat kompetensi
sebagai kepala,

pengalaman mengajar
minimal 9 tahun, dan
pihak Yayasan juga
menekankan dalam hal
personalnya (disiplin,
tanggung jawab,
paham manajerial.

. Sesuai apabila PMA

dijadikan sebagai
acuan pengangkatan
Kamad.

. Melakukan, bahkan
PKKM tahunan

maupun 5 (lima) tahun
sekali.

. Karena masih baru,

jadi belum pernah ada.

i. Pertama dengan cara

dipanggil, klarifikasi,
mediasi, dan
keputusan akhir.

j. Sejauh ini tidak ada

kendala.

. Tidak ada.

ditambahkan oleh
Dikdasmen.

. Sesuai, bahkan

melebihi.

. Sesuai, karena

menjadi tolok ukur
pemilihan Kamad

. Melakukan PKKM 1

(satu) tahun.

. Kendala yang

ditemui, adanya
kamad yang
mengundurkan diri
karena sedang
melanjutkan studi
S2. Sehingga masa
jabatannya
digantikan oleh PIt.
Solusinya dengan
mencari pengganti
sementara.

i. Dengan kekompakan

semua guru dan
arahan dari yayasan
untuk mencari
pengganti sementara
Kamad

dilakukan di MIS
Ngalian telah sesuai
dengan PMA.

. Syarat yang

dipenuhi oleh calon
kamad telah sesuai
dengan PMA.

. Ketua yayasan

menyatakan sangat
sesuai karena PMA
pasti telah melalui
pengecekan dan
pengujian sebelum
disebarkan menjadi
acuan pengangkatan
kamad.

. Kamad melakukan

PKKM secara
periodik satu tahun
dan lima tahunan.

. Sejauh ini tidak ada

pergantian Kamad
di MIS Ngalian.

i. Tidak ada.
j. Tidak ada.
. Tidak ada.

c. Proses
pemilihan
Kamad dari
kalangan guru
swasta juga
sangat
tergantung pada
kebutuhan dan
kondisi di setiap
madrasah.
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j. Tidak ada kendala

yang ditemui dalam
pelaksanaan Kamad

. Tidak ada .

Controlling

Siapa saja  yang

terlibat dalam
pengawasan?
Bagaimana  bentuk

pengawasan  yang

dilakukan madrasah
dalam pemilihan
kamad?

Apakah pengawasan
juga melibatkan pihak
lain di luar madrasah?

Bagaimana
keterlibatan Kemenag
dalam hal
pengawasan?

Jika pengawasan
dilakukan oleh
yayasan dan

kemenag, apa saja
uraian tugas dari
keduanya?

Pengawasan

melibatkan pokjawas
(Kelompok Kerja
Pengawas) yang terdiri
dari berbagai unsur
mulai  dari  ketua,
sekretaris, bendahara,
hingga seksi pengawas

di masing-masing
lembaga, RA, MI,
MTs, dan MA.

Peran pengawas dalam
pemilihan kamad tidak
terlalu terlibat secara

langsung.
Kewenangan  penuh
ada pada yayasan.

Ketika yayasan sudah
menunjuk satu orang
calon kamad yang
memenubhi Kriteria,
maka pengawas akan

Pengawasan
melibatkan semua
unsur mulai dari
pengawas internal,
yayasan, dan
kementerian
agama.

Pengawas
memberikan
pandangan/wawasa
n kepada yayasan
dalam perekrutan
kamad.
Pengawasan
dilakukan oleh
pokjawas dengan
dibantu unsur lain
seperti yayasan,
kementerian
agama, dan
komite.
Keterlibatan
kementerian hanya

Pengawasan
dilakukan oleh
pokjawas
(pengawas yang
ditugaskan untuk
memonitoring
madrasah
tersebut).
Pengawas
memberikan
pembinaan,
monitoring, dan
evaluasi.
Pengawasan
dilakukan dengan
melibatkan pihak
luar seperti
yayasan dan
komite
madrasah.
Keterlibatan
Kementerian
Agama adalah

a. Kemenag
melakukan
pengawasan
kepatuhan
regulasi.

b. Kemenag
melakukan
monitoring
terhadap kinerja
Kamad guna
memastikan
bahwa
manajemen dan
kepemimpinan
madrasah
berjalan dengan
baik.

c. Penilaian
Kinerja Kepala
Madrasah
(PKKM).
Kemenag
memiliki
mekanisme
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Adakah standar
pengawasan yang
disusun oleh
yayasan/kemenag?

Apakah PMA dapat
dijadikan standar
baku dalam pemilihan
kamad?

Bagaimana
kewenangan
keduanya dalam
pengawasan?  Bisa
berjalan selaras atau
tumpang tindih?
Bagaimana yayasan
dan kemenag dalam
menyikapi kamad
terpilih?

Selama ini, apa saja
bentuk keberhasilan
dalam hal
pengawasan?
Apakah pengawasan
yang dilakukan sudah

optimal?
Apa saja faktor yang
mendukung dan

menghambat

membuatkan surat
rekomendasi.
Pengawasan hanya
dilakukan oleh satuan
pengawas internal.
Keterlibatan
kementerian  agama
dengan pengawas
hanya sebatas laporan
penilaian Kkinerja dan
pengajuan pemilihan
kamad.

Uraian tugas dari

pengawas berupa
memberikan penilaian,
pembinaan, dan
supervisi.

Pengawas menyusun
instrumen  penilaian
dengan merujuk pada
beberapa landasan
peraturan.

PMA dianggap sudah
memenubhi kriteria
untuk dijadikan
landasan  pemilihan
kamad.

sebatas persetujuan
dalam
penunjukkan
kamad terpilih.
Uraian tugas dalam
hal pengawasan
berupa
memberikan
masukan,
pembinaan, dan
pengarahan.
Standar
pengawasan lebih
mengikuti pada
PMA, dan
keputusan dirjen
pendis.

PMA sangat
relevan untuk
dijadikan standar
baku dalam
pemilihan kamad.
Kewenangan lebih
pada pengawasan
manajerial dan
pengawasan
akademik.

memberikan
persetujuan
dalam pemilihan
kepala madrasah.
Pengawasan
berkaitan dengan
akademik dan
manajerial.
Standar
pengawasan
merujuk pada
PMA dan
instrumen
penilaian.

PMA dianggap
relevan.
Kewenangan
lebih pada
penyusunan
regulasi
pengawasan.
Menyiapkan
pendampingan
dan pembinaan
yang diperlukan.
Keberhasilan
dalam
pengawasan

penilaian kinerja
Kamad, yang
dilakukan oleh
tim penilai yang
terdiri dari
pengawas, kasi
Penyelenggaraa
n Manajemen
Aparatur, dan
mungkin
melibatkan
unsur dari
kepegawaian.

. Laporan tahunan

menjadi alat
penilaian yang
penting dalam
memastikan
transparansi dan
akuntabilitas
dalam
pengelolaan
madrasah.

. Hasil dari

pengawasan dan
laporan kinerja

Kamad menjadi
dasar bagi
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keberhasilan

pengawasan yang
dilakukan?

. Bagaimana upaya
perbaikan yang
dilakukan madrasah
dan kemenag dalam

rangka perbaikan |i

kualitas
kamad?

pemilihan

Hubungan antara
kementerian ~ agama
dengan pengawas

dapat berjalan selaras
atau tidak tumpang

tindih, karena
tupoksinya berbeda.

Dalam menyikapi
kamad terpilih,

pengawas melakukan
pembinaan terkait
tugas dan kewajiban
kamad.

Keberhasilan ~ dapat
dilihat dari program
kerja madrasah, seperti
pergantian kurikulum,
dan lain-lain.

Selama  ini  jika
madrasah mengalami

kendala. Maka
pengawas akan
melakukan

pembinaan. Kendala
yang sering terjadi
adalah kamad kurang
tertib administrasi,
kamad belum siad

Dalam menyikapi
kamad terpilih,
yayasan akan
meminta pengawas
untuk melakukan
pembimbingan,
pembinaan, dan
monitoring.
Keberhasilan
dalam
menyelenggarakan
kegiatan yang
dapat menunjang
kompetensi dan
kinerja kamad.
Sudah optimal.
Pengawas diberi
kewenangan untuk
menggali model,
metode
kepengawasan
tersendiri sehingga
dapat menunjang
keoptimalan
Kinerja pengawas.

. Sering

mengadakan
kegiatan melalui

lebih ditunjukkan
pada capaian
Kinerja kepala
madrasah yang
baik.
Pengawasan
sudah optimal.
Faktor lebih pada
pelaksanaan di
lapangan baik
internal maupun
eksternal.

. Upaya perbaikan

lebih kepada
kegiatan-
kegiatan
pendampingan
yang dapat
menunjang
kompetensi
madrasah.

Kemenag untuk
memberikan
evaluasi dan
rekomendasi.

. Kemenag

biasanya
melibatkan
seorang
pengawas
pendidikan yang
bertugas untuk
mengawasi
kinerja Kamad
di madrasah.
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penilaian PKKM, dan
manajerial kamad
dengan guru-guru juga
kurang.

Upaya untuk
mengatasi kendala
yakni dengan
pembinaan dalam

bentuk workshop,
lokakarya.

kerja sama balai
diklat, dan
penguatan
madrasah untuk
melakukan inovasi.
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1. Manajemen Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam melaksanakan PMA

Nomor 24 Tahun 2018

Perencanaan pengangkatan kepala madrasah telah sesuai dengan PMA
PMA nomor 24 tahun 2018 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Terdapat 12 syarat yang menjadi indicator dalam ketentuan pemilihan
kamad, dalam hal ini syarat dalam perencanaan pengangkatan Kamad telah
sesuai dengan poin (a) beragama Islam, (b) memiliki kemampuan baca tulis
Al-Qur’an, (c) berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat
kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi yang
terakreditasi, (d) memiliki pengalaman manajerial di Madrasah, (e)
memiliki sertifikat pendidik, (f) berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun pada saat diangkat, (g) memiliki pengalaman mengajar paling singkat
9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,
(h) memiliki golongan ruang paling rendah IIl/c bagi guru pegawai negeri
sipil dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan
kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang
dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri
sipil, (i) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari
rumah sakit pemerintah, (j) tidak sedang dikenakan sanksi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, (K) memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja
guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan (L)
diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya
untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.. Ke-12 syarat
tersebut telah dipenuhi oleh MI Sullam Taufiq, MI Muhammadiyah
Tunjungsari dan MI Salafiyah Ngalian.

a. Perencanaan Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018

1) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepegawaian
Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan,  prosedur
perencanaan pengangkatan kepala madrasah adalah sebagai

berikut.

“Berdasarkan PMA No. 24 Tahun 2018, pengangkatan
kamad diserahkan ke masing-masing madrasah yang
bersangkutan. Tapi, harus ada rekomendasi dulu dari
kantor kemenag kabupaten/kota. Jadi, selama ini
prosesnya dari yayasan dalam hal ini madrasah swasta itu
mengajukan permohonan beserta lampiran berkas-berkas
persyaratan sesuai PMA No. 24 Tahun 2018, kemudian
dilanjutkan ke kami kemudian kami bentuk pansel (panitia
seleksi). Apakah persyaratan tersebut sudah sesuai dengan
PMA tersebut? Kalau sudah sesuai nanti kami acc,
dibuatkan rekomendasi dari pansel dulu. Dari Pansel
masuk ke kepegawaian, baru kami buatkan rekomendasi

tentang pengangkatan kepala madrasah tersebut”, (CLHW,
23/07/2023/SN).

Dalam wawancara ini, diungkapkan bahwa pengangkatan
kepala madrasah (Kamad) pada madrasah swasta tunduk pada
ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018.
Proses pengangkatan kepala madrasah melibatkan beberapa tahapan
yang perlu diikuti dengan cermat. Tahapan awal dimulai dengan
pengajuan permohonan oleh yayasan madrasah yang harus disertai
dengan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Agama (PMA). Permohonan ini tidak hanya
berdiri sendiri, melainkan juga harus mendapatkan rekomendasi dari
Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota terlebih dahulu

sebelum melangkah lebih jauh.
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Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, proses seleksi
menjadi tahapan penting dalam pengangkatan kepala madrasah.
Panitia seleksi (pansel) dibentuk untuk melaksanakan tugas
memeriksa secara seksama kelayakan calon Kamad. Persyaratan
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) menjadi
pedoman utama dalam penilaian ini. Pansel bertugas mengumpulkan
dan menganalisis data, melakukan wawancara, serta mengadakan

asesmen sesuai dengan kebutuhan.

Setelah melewati tahapan seleksi yang cermat, pansel
menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi
pihak yang berwenang dalam proses pengangkatan kepala
madrasah. Proses administratif terkait kepegawaian dilakukan
setelah rekomendasi diterima. Pengangkatan kepala madrasah
menjadi langkah terakhir yang didasarkan pada hasil seleksi dan

rekomendasi pansel.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengungkapkan
bahwa proses pengangkatan kepala madrasah pada madrasah swasta
telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018. Adanya prosedur yang
terstruktur dan melibatkan tahapan seleksi dan validasi rekomendasi
dari pihak berwenang diharapkan dapat menghasilkan kepala
madrasah yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang

ditetapkan.
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Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama

Kepala seksi Pendidikan Madrasah antara lain sebagai berikut.

“Pengangkatan kamad ada dua. Kamad dari PNS dan guru
swasta. Kalau dari PNS melalui seleksi, ada tim seleksi dari
sini. Kemudian kita usulkan melalui kanwil itu dengan
syarat-syarat yang sudah ditentukan antara lain, usia
maksimal 50 tahun, golongan maksimal Ill/c dan
sebagainya. Kalau swasta yang mengusulkan dari yayasan
nanti minta rekomendasi ke kita. Cuma dari sana ya ada
ketentuan. Jadi, yayasan mengusulkan ke kita.Kita
menerbitkan rekomendasi itu hanya sampai kita”, (CLHW,
23/07/2023/GN).

Hasil wawancara dengan GN selaku Kepala Seksi Pendidikan
Madrasah menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan kepala
madrasah, terdapat dua jalur yang berbeda. Pertama, untuk kandidat
dari kalangan PNS, mereka harus melalui proses seleksi yang
dipimpin oleh tim seleksi lokal. Setelah lulus seleksi, usulan
diajukan ke Kanwil dengan mematuhi syarat-syarat seperti usia
maksimal 50 tahun dan golongan maksimal Ill/c. Kedua, guru
swasta yang ingin menjadi kepala madrasah akan diusulkan oleh
yayasan tempat mereka bekerja. Instansi yang berwenang akan
meminta rekomendasi dari pihak seperti Kepala seksi Pendidikan
madrasah, yang dapat memainkan peran penting dalam
pertimbangan pengangkatan. Selain itu, yayasan atau instansi terkait
mungkin juga memiliki persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh

calon kepala madrasah.
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SN selaku Analis Kepegawaian mengungkapkan bahwa
prosedur pemilihan kepala madrasah swasta bermula dari madrasah
yang mengajukan nama yang akan diusulkan sebagai kepala

madrasah yang baru.

“Prosesnya langsung di masing-masing madrasah sendiri,
ya. Yang masuk ke kami itu biasanya sudah langsung
nama. Mungkin di sana ada pemilihan, tapi kami tidak tahu
prosesnya seperti apa untuk yang di sana karena itu kan
privasi madrasah itu sendiri. Setelah diterbitkan SK,
biasanya dari sana menerbitkan SK dulu, biasanya sana
yang menunjuk, ini orang ini yang kami tunjuk sebagai
kepala madrasah. Baru dari pihak yayasan mengajukan
nama beserta persyaratannya ke kami. Baru nanti kami
panselkan setelah sesuai dengan PMA nomor 24 kemudian
kami terbitkan rekomendasinya”, (CLHW,
23/07/2023/SN).

Dari hasil wawancara yang dijabarkan, tampak bahwa proses
pengangkatan kepala madrasah (kamad) pada institusi madrasah
swasta memiliki sejumlah tahapan yang dijalankan dalam kerangka
regulasi PMA Nomor 24 Tahun 2018. Meskipun demikian, terdapat
nuansa yang mencirikan kompleksitas proses tersebut, di mana
elemen-elemen yang terlibat menampilkan keterkaitan yang bersifat
hierarkis serta aspek-aspek kerahasiaan yang turut mempengaruhi
transparansi dan pemahaman eksternal tentang keseluruhan proses.

Pertama, dalam dimensi institusional, proses awal
pengangkatan kepala madrasah dirumuskan di dalam lingkup setiap
madrasah swasta. Melalui tahap internal yang mengacu pada
mekanisme privasi madrasah, calon Kamad ditunjuk oleh madrasah.

Dalam tahap ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
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kepala madrasah di dalam lingkungan madrasah tidak dijelaskan
secara rinci, memberikan kesan bahwa prinsip kerahasiaan
dihormati.

Proses selanjutnya berfokus pada peran pansel yang dibentuk
oleh lembaga. Pansel memiliki tanggung jawab untuk memastikan
kesesuaian proses pengangkatan dengan landasan regulatif
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018. Meskipun
tahap pemilihan calon kepala madrasah yang berlangsung di
madrasah tidak diungkapkan secara rinci, pansel melaksanakan
tugasnya dengan pendekatan yang mencerminkan penilaian
berdasarkan ketentuan-ketentuan objektif yang telah ditetapkan
dalam regulasi.

Penggunaan regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
24 Tahun 2018 sebagai pijakan bagi keputusan pansel
mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kualifikasi dan
karakteristik kepala madrasah terpilih mematuhi standar yang telah
diatur secara nasional. Keputusan pansel yang dihasilkan berbentuk
rekomendasi yang merangkum pemahaman mendalam terhadap
persyaratan dan parameter yang telah ditetapkan dalam peraturan
tersebut.

Hasil wawancara dengan pihak madrasah mencerminkan
adanya proses pengangkatan kepala madrasah pada madrasah

swasta yang melibatkan dua ranah utama: internal madrasah yang
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berfokus pada pemilihan calon kepala madrasah, dan eksternal
melalui keterlibatan pansel yang mengoperasikan tugasnya dengan
merujuk pada kerangka regulatif yang diakui secara nasional.
Meskipun berbagai tahapan dan aspek-aspek dalam proses tersebut
dinyatakan dalam wawancara, elemen-elemen kerahasiaan
madrasah dan spesifikasinya memberikan lapisan kompleksitas
yang dapat memengaruhi pemahaman luas terhadap proses
pengangkatan Kamad secara keseluruhan.

Persyaratan pengangkatan kepala madrasah di Kabupaten
Pekalongan mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
24 Tahun 2018.

“Persyaratan semua dari PMA. Kita mengacu pertama ke
PMA-nya dulu. Kalau aturan dari madrasah biasanya

mungkin privasi dari masing-masing madrasah itu sendiri”
(CLHW, 23/07/2023/SN).

Proses pengangkatan kepala madrasah pada madrasah swasta
mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun
2018 sebagai pedoman utama. Persyaratan diambil dari Peraturan
Menteri Agama (PMA) ini. Meskipun ada privasi dalam mekanisme
pemilihan kepala madrasah di madrasah, membentuk pansel untuk
memastikan seleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama
(PMA). Panitia seleksi melakukan penilaian obyektif terhadap
kelayakan calon kepala madrasah dan mengeluarkan rekomendasi
berdasarkan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama

(PMA).
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Persyaratan pengangkatan kepala madrasah juga melihat
rekam jejak kandidat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara
dengan kepala seksi Pendidikan madrasah.

“Persyaratan yang digunakan tentu saja sesuai PMA.
Kalau persyaratan yang lain tentu kita melihat rekam jejak
yang di aturan kan tidak ada. Ketika calon pernah ada
catatan tersendiri atau mungkin dia sudah pernah jangka

hukuman sesuai jangka waktu, nah itu kita melihat rekam
jejak”, (CLHW, 23/07/2023/GN).

Dalam pengangkatan Kepala Madrasah, persyaratan yang
digunakan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA)
yang berlaku. Selain itu, aspek lain yang sangat diperhatikan adalah
rekam jejak calon. Jika calon Kepala Madrasah pernah memiliki
catatan khusus atau mungkin pernah menjalani hukuman sesuai
jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan, maka rekam jejak
tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi
dan pengangkatan. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan
berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) dan evaluasi rekam
jejak adalah dua faktor kunci yang diperhatikan dalam menentukan
kelayakan calon untuk menduduki posisi kepala madrasah.

2) Perencanaan Pengangkatan Kepala Madrasah MI Sullam

Taufig Kajen

Perencanaan pengangkatan kepala madrasah telah sesuai
dengan PMA PMA nomor 24 tahun 2018 yang ditetapkan oleh
Kemenag. Terdapat 12 syarat yang menjadi indikator dalam

ketentuan pemilihan kepala madrasah, dalam hal ini syarat
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dalam perencanaan pengangkatan Kamad telah sesuai dengan

poin (a), (b), (<), (d), (&), (), (). (h) (), (), (K), dan (L). Ke-12

syarat tersebut telah dipenuhi oleh MI Sulla Ttaufig.

Melalui hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, strategi
yang digunakan oleh ketua yayasan dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) beragam. Diantaranya adalah
keterlibatan yayasan dalam semua aspek manajemen mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada
pengendalian atau evaluasi. Selain itu pula, ditemukan ketua
yayasan yang sepenuhnya memberikan wewenang kepada
madrasah dalam proses pemilihan Kamad, sehingga
keterlibatannya tidak berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama (PMA). Beberapa aspek yang perlu dijabarkan
dalam hasil penelitian mengenai keterlibatan ketua Yayasan
dalam proses pemilihan kepala madrasah yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Agama (PMA) adalah sebagai berikut.

Perencanaan dalam konteks manajemen merujuk pada
proses merencanakan langkah-langkah, tujuan, dan tindakan
yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal
ini melibatkan identifikasi sasaran, pengembangan strategi,
alokasi sumber daya, dan penentuan langkah konkret yang akan
diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pemilihan

kepala madrasah merupakan proses penting dalam memilih
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pemimpin yang tepat untuk madrasah termasuk identifikasi dan
ajuan panggilan kepada individu yang memenuhi Kkriteria untuk

mengajukan diri sebagai calon kepala madrasah.

Perencanaan pemilihan kepala madrasah melibatkan
langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan pemilihan
seorang kepala madrasah yang tepat dan berkualitas. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki
kualifikasi, kompetensi, dan visi yang sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan madrasah. Dalam perencanaan pemilihan Kamad,
ketua Yayasan memiliki otoritas untuk menentukan kepala

selanjutnya.

Beberapa hal yang difokuskan dalam perencanaan
diantaranya adalah bagaimana perencanaan pemilihan kamad,
prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad, persyaratan yang
digunakan untuk menjadi kandidat kamad, persyaratan dibuat
oleh madrasah atau Yayasan. Siapa saja yang terlibat dalam
pemilihan kamad, apakah prosedur pemilihan kamad sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama (PMA), dan apakah
persyaratan kandidat kamad sesuai dengan Peraturan Menteri
Agama (PMA). Seperti hasil wawancara dengan ketua Yayasan
MI Sullam Taufig Kajen yang berkaitan dengan perencanaan

dan prosedur pemilihan Kamad.
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“Sekolah ini masih terbilang baru, jadi masih dalam
proses merintis. Kebetulan saya punya teman yang sudah
sesuai dengan ketentuan PMA dalam menjabat kepala
sekolah. Maka saya minta untuk mutasi dan menjadi
kepala di MI ini” (CLHW/C/24/8/23).

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara
kepada kepala MI Sullam Taufig, bahwa kepala madrasah
pertama diminta untuk mutasi dan ditawari untuk menjadi

kepala madrasah.

“Saya menjadi kepala sekolah mulai 1 juli 2019-
sekarang, sebelumnya mengajar di madrasah lain sebagai
guru dan mutasi kemudian ditawari untuk menjadi
kepala dan diberikan SK” (CLHW/SA/24/8/23).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa
proses perencanaan yang dilakukan oleh MI Sullam Taufiq
Kajen dalam pemilihan kamad didasarkan pada kedekatan
antar personal antara ketua Yayasan dan calon kamad.
Prosedur pemilihan kamad secara langsung ditunjuk oleh
ketua Yayasan dengan tetap berpegang pada syarat dan
ketentuan PMA. Adapun persyaratan secara administratif dan
penilaian personal tetap menjadi perhatian ketua Yayasan.
Misalnya dalam hal ini terdapat sertifikat pendidik atau serdik
belum siap. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada

kepala madrasah.

“Saya sudah masuk kriteria, bahkan golongan sudah
empat, beberapa yang saya ketahui syaratnya
diantaranya adalah minimal pendidikan S-1, sudah
memiliki  sertifikat kompetensi sebagai kepala,
pengalaman mengajar minimal sembilan tahun, dan
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pihak Yayasan juga menekankan dalam hal personalnya
(disiplin, tanggung jawab, paham, dan manajerial.
Sejauh ini sudah sesuai PMA dan sudah dipenuhi. Hanya
saja beberapa ada vyang tidak bisa langsung
persyaratannya seperti serdik harus dari balai diklat, bisa
dipenuhi tetapi dalam jangka waktu berapa waktu karena
diklat juga agak susah, jadi ada beberapa syarat yang
dipenuhi setelah menjabat” (CLHW/SA/24/8/23).

Artinya dalam hal ini adalah, pemilihan kamad yang
ditunjuk oleh ketua Yayasan tidak serta merta memilih.
Tetapi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA)
yang berlaku. Persyaratan seperti serdik yang disampaikan
oleh SA menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki
calon Kamad. Pernyataan yang disampaikan di atas, masih
kurang atau belum siapnya calon kepala madrasah secara
administratif. Kelengkapan administrasi justru dilengkapi
setelah menjabat menjadi kepala madrasah. Hal ini
disebabkan karena sulitnya berhubungan dengan balai diklat.
Namun dalam hal ini tidak menjadi masalah serius untuk
menjadi kepala madrasah, mengingat kekurangan dari syarat
tersebut dapat diusulkan pasca menjadi kepala madrasah.

Selanjutnya berkaitan persyaratan pemilihan kamad
dibuat oleh madrasah atau Yayasan. Hasil penelitian yang
ditemukan bahwa persyaratan dibuat oleh Yayasan dengan
tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA).
Adapun yang terlibat dalam pemilihan kamad ialah seluruh

elemen madrasah, termasuk ketua Yayasan, guru, dan
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pengawas. Prosedur dalam pemilihan kepala madrasah,
sejauh ini telah sesuai, baik dari kelengkapan berkas,
ketentuan, maupun kecakapan personal. Kepala madrasah
juga menambahkan bahwa ia telah melaksanakan Penilaian
Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) pada periode tahunan,
baik satu tahun maupun lima tahun. Berikut pernyataan oleh
kepala madrasah.

“Saya melakukan PKKM secara teratur baik tahunan

maupun lima tahunan, karena juga dijadwalkan dan
diingatkan oleh pengawas” (CLHW/SA/24/8/23).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala
madrasah melakukan kegiatan Penilaian Kinerja Kepala
Madrasah (PKKM) secara rutin dan teratur. Dengan
demikian, dalam proses perencanaan pemilihan dapat
disimpulkan bahwa MI Sullam Taufig Kajen melakukan
perencanaan pemilihan Kamad dengan terstruktur dan
mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Agama (PMA)
dari Kemenag. Mulai dari persyaratan yang tertulis dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018
dalam Pasal 6 Ayat 1 mengatur tentang ketentuan Kepala
Madrasah mengenai kepala madrasah mulai dari tugas,
fungsi, dan tanggung jawab, (syarat menjadi kepala
madrasah, kompetensi, cara dan mekanisme pengangkatan
dan pemberhentian kepala madrasah), hak dan beban kerja

kepala madrasah, dan penilaian kinerja serta pengembangan
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keprofesian kepala madrasah. Dengan demikian hal ini
terdapat adanya keselarasan dan kesesuaian antara Peraturan
Menteri Agama (PMA) dengan calon Kamad dari MI Sullam
Taufig.

3) Perencanaan Kepala MI Muhammadiyah Tunjungsari

Perencanaan pengangkatan kepala madrasah telah sesuai
dengan PMA PMA nomor 24 tahun 2018 yang ditetapkan oleh
Kemenag. Terdapat 12 syarat yang menjadi indikator dalam
ketentuan pemilihan kamad, dalam hal ini syarat dalam
perencanaan pengangkatan Kamad telah sesuai dengan poin (a),

(b), (¢, (d), (&), (), (@), (h) (1), (1), (K), dan (L). Ke-12 syarat

tersebut telah dipenuhi oleh MI Muhammadiyah Tunjungsari.

Perencanaan  pemilihan  kepala  madrasah  perlu
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan
partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Dengan merancang
proses yang baik, madrasah dapat memilih kepala yang
kompeten dan berkualitas untuk memimpin lembaga pendidikan
tersebut. Melalui hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan, komponen perencanaan yang ditanyakan berkaitan
dengan perencanaan pemilihan kepala madrasah, prosedur
pemilihan dan pengangkatan kamad, persyaratan yang
digunakan untuk menjadi kandidat kamad, persyaratan tersebut

dibuat oleh madrasah atau Yayasan. Kemudian siapa saja yang
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terlibat dalam pemilihan kamad, apakah prosedur pemilihan
kepala madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama
(PMA), persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA atau
tidak. Hasil wawancara dengan kepala MI Muhammadiyah

Tunjungsari sebagai berikut.

“saya sementara sebagai Plt, mulai tanggal 1 Juli, karna
kemarin ada kepala sekolah yang mengundurkan diri,
dan saya diminta untuk mengisi kekosongan sementara
sampai nanti prosesnya selesai. Sekitar 3 bulan dan Saya
ditunjuk di Dikdasmen cabang untuk diminta sebagai PIt.
Kemudian PIt hanya bersifat sementara dan maksimal
sampai 30 Desember” (CLHW/R/24/8/23).

Pernyataan di atas disampaikan oleh RD selaku Plt yang
mengisi sementara sebagai kepala madrasah. RD menyampaikan
bahwa dalam masa kepemimpinannya dimulai sejak 1 Juli
sampai dengan nanti batas akhirnya adalah 30 Desember.
Penunjukan Ridwan sebagai PIt oleh Dikdasmen dilakukan
karena kepala madrasah yang bertugas mengundurkan diri. Hal
ini karena kepala madrasah yang menjabat baru satu tahun
mengundurkan diri karena sedang mengambil kuliah S2 di UIN
Pekalongan. Tetapi selama masa kepemimpinan selama satu
tahun berjalan, kepala sekolah rutin melakukan Penilaian
Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). Hal ini dibuktikan dengan
hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala madrasah yang

telah mengundurkan diri.
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“Saya menjabat baru satu tahun, secara administratif juga
sudah lengkap, tetapi saya mengundurkan diri sebagai
kepala sekolah karena sedang fokus melanjutkan studi
S2 di UIN Pekalongan. Namun, selama menjabat selama
satu tahun saya melakukan PKKM”

(CLHW/NH/24/8/23).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan
bahwa NH selaku kepala madrasah yang menjabat baru satu
tahun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai kepala madrasah, Dengan demikian, Dikdasmen
menunjuk RD sebagai pengganti sementara untuk menjadi
kepala madrasah di MI Muhammadiyah Tunjungsari. Data yang
berkaitan dengan pengunduran diri di MI tersebut tidak hanya
sekali, tetapi juga ditemukan pada tahun 2022. Kepala madrasah
perempuan mengundurkan diri karena hamil dan melahirkan,
sehingga pengajuan tersebut dikabulkan oleh pimpinan daerah
Muhammadiyah dan tidak keberatan untuk mengabulkan

permintaan dari kepala madrasah yang bersangkutan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, kejadian pengunduran
diri  yang dilakukan oleh kepala madrasah di Ml
Muhammadiyah Tunjungsari bukan kali pertama. Tetapi
sebelumnya telah ditemukan data yang menunjukkan adanya
pengunduran diri dari kepala sebelumnya. Dengan demikian,
selama dua tahun terakhir, terhitung mulai 2022-2023 terdapat

dua kepala madrasah yang mengundurkan diri.
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“Saya menjabat baru satu tahun, secara administratif juga
sudah lengkap, tetapi saya mengundurkan diri sebagai
kepala sekolah karena sedang fokus melanjutkan studi S-
2 di UIN Pekalongan. Namun, selama menjabat selama
satu tahun saya melakukan PKKM”
(CLHWI/NH/24/8/23).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan
bahwa NH selaku kepala madrasah yang menjabat baru satu
tahun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai kepala sekolah. dengan demikian, Dikdasmen
menunjuk RD sebagai pengganti sementara untuk menjadi
kepala madrasah di MI Muhammadiyah Tunjungsari. Data yang
berkaitan dengan pengunduran diri di MI tersebut tidak hanya
sekali, tetapi juga ditemukan pada tahun 2022. Kepala madrasah
perempuan mengundurkan diri karena hamil dan melahirkan,
sehingga pengajuan tersebut dikabulkan oleh pimpinan daerah
Muhammadiyah dan tidak keberatan untuk mengabulkan

permintaan dari kepala madrasah yang bersangkutan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, kejadian
pengunduruan diri yang dilakukan oleh kepala madrasah di Ml
Muhammadiyah Tunjungsari bukan kali pertama. Tetapi
sebelumnya telah ditemukan data yang menunjukkan adanya
pengunduran diri dari kepala sebelumnya. Dengan demikian,
selama dua tahun terakhir, terhitung mulai 2022-2023 terdapat
dua kepala madrasah yang mengundurkan diri. Adapun hasil

wawancara dengan Plt berkaitan dengan perencanaan pemilihan
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kepala madrasah dan prosedur yang dijalankan adalah sebagai

berikut.

“Dari pihak sekolah biasanya mengajukan kandidat nanti
diajukan ke Dikdasmen kecamatan Siwalan, kemudian
diajukan ke Dikdasmen kabupaten Pekalongan
kemudian di sana nanti ada ujian atau semacam seleksi.
Kemudian akan dilihat dari hasil ujian, misalnya ada tiga
kandidat dengan nilai tertinggi lalu dirangking. Lalu
dikembalikan ke cabang untuk dipilih menjadi kepala ya
mana” (CLHW/R/24/8/23).

Pemilihan Kamad vyang dilakukan oleh Ml
Muhammadiyah Tunjungsari lebih tersistem dan memiliki alur
yang pasti. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pernyataan
informan Ridwan, selaku PIt yang menggantikan kepala
madrasah. Selain itu, penjelasan lain ditambahkan oleh pihak
Yayasan, yang menjabarkan mengenai prosedur pemilihan

kepala madrasah.

“Pertama dari Yayasan membuka open recruitmentatau
secara internal meminta ke sekolah untuk menjaring
guru-guru dengan nilai tertentu, misalnya ada sepuluh
kandidat. Nanti akan diambil tiga terbesar dari nilai
tertinggi dan yang memiliki potensi untuk menjadi
Kamad. Kemudian kita ajukan ke tingkat kabupaten, dari
sana diberikan tes atau ujian misalnya bacaan al
qurannya bagaimana, visinya bagaimana nanti dites
kemudian bagaimana bila terpilih menjadi kepala
sekolah kedepannya. Setelah terlihat tiga terbaik,
kabupaten mengembalikan ke pihak Yayasan untuk
dipilih” (CLHW/IAM/24/8/23).

Penjelasan di atas diungkapkan oleh sekretaris Yayasan
MI Muhammadiyah Tunjungsari. Hasilnya menunjukkan bahwa

prosedur pemilihan kepala madrasah terlebih dahulu dimulai
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dari open recruitment di dalam madrasah tersebut. Tujuannya
adalah menjaring seluruh guru yang memiliki potensi untuk
memimpin sebagai kepala madrasah. Selanjutnya nama-nama
yang berhasil disaring diproses ke tingkat kabupaten untuk diuji
lebih dalam, baik dari segi kepribadian, kejelasan visi-misi, dan
progres kedepan apabila terpilih menjadi kepala madrasah.
Prosedur selanjutnya keputusan tidak ditentukan oleh
Dikdasmen kabupaten, tetapi dikembalikan lagi kepada pihak
madrasah untuk menentukan kepala madrasah. Penentuan
Kepala madrasah diambil dari skor tertinggi dari ketiga kandidat
yang lolos. Hal ini tentu dengan pertimbangan dan kelengkapan
administrasi sebagai calon kepala madrasah, seperti yang

diungkapkan oleh sekretaris Yayasan, dibawabh ini.

“Syarat menjadi Kamad karena ini adalah Yayasan
Muhammadiyah maka dia harus memiliki nomor baku
Muhammadiyah, bekerja disini sudah lebih dari satu
tahun dan kalau pns minimalnya sudah harus Illc
golongannya. Itu syaratnya, kalau sudah kita ajukan ke
sana. Kalau kurang dari itu kami tidak bisa mengajukan.
Syarat yang dibuat tersebut dibuat berdasarkan
sinkronisasi antara PMA, sekolah dan Yayasan, itu yang
pns. Tetapi kalau tidak pns yang menjadi Kamad maka
otoritas dimiliki Yayasan karena tidak berkaitan dengan
kemenag, internal saja” (CLHW/IAM/24/8/23).

Penjelasan lain juga ditambahkan oleh pihak Yayasan
terkait syarat yang sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA)
apabila kamad terpilih dari golongan PNS, dan syarat lain yang

dibuat apabila kamad terpilih dari golongan non-PNS. Selain
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itu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala

madrasah juga disampaikan oleh Yayasan, sebagai berikut.

“Adapun SK kamad yang dari cabang, dikirim ke daerah
dari Dikdasmen melalui file memberikan SK ke kamad
yang terpilih. Tetapi kalau pns kami meminta surat
rekomendasi dari kemenag. Yang terlibat dalam
pemilihan kamad adalah Majelis Dikdasmen cabang,
penyelenggara, dan majelis Dikdasmen daerah. Sekolah
hanya bertugas untuk menjaring guru-guru yang
potensial menjadi kamad. Selain itu, pemilihan kamad
telah sesuai dengan PMA, misalnya dalam hal
administratif seperti harus memiliki sertifikat kepala
sekolah, memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki
kemampuan manajerial telah terpenuhi”
(CLHWI/1AM/24/8/23).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan
bahwa kandidat-kandidat Kamad yang dicanangkan, telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang ada. Pihak
Yayasan juga memberikan peraturan ketat terhadap calon kepala
madrasah termasuk dalam hal persyaratannya. Namun, dalam
lancarnya pemilihan kamad kendala yang ditemui adalah
lamanya proses atau jalannya pemilihan Kamad, sehingga pihak
madrasah tidak dapat serta merta menunjuk kemudian beberapa
bulan langsung jadi. Tetapi harus melalui sistem yang panjang

dan prosedural.

Pada saat pemilihan kepala madrasah, di Ml tersebut
memberikan kepada seluruh guru sebaran surat kesanggupan
untuk menjadi kepala madrasah. Yayasan tidak menunjuk salah

satu, tetapi siapa yang bersedia maka ia yang akan diproses.
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Perencanaan pemilihan Kamad di MI Muhammadiyah
cenderung lebih sportif, artinya tidak ada pemihakan secara
personal dari ketua Yayasan kepada salah satu guru untuk
menjadi calon Kamad, sehingga sistem yang dilakukan lebih
sistematis. Perencanaan pemilihan juga telah disesuaikan

dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa MI
Muhammadiyah Tunjungsari telah melakukan pemilihan Kamad
sesuai dengan PMA No. 24 tahun 2018 mengenai syarat dan
ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Kementerian Agama. Secara prosedural juga dilaksanakan yang
berkaitan dengan surat rekomendasi untuk memperoleh SK

kepala madrasah.

Perencanaan pengangkatan Kepala M1 Salafiyah Ngalian

Perencanaan pengangkatan kepala madrasah telah sesuai
dengan PMA nomor 24 tahun 2018 yang ditetapkan oleh
Kemenag. Terdapat 12 syarat yang menjadi indikator dalam
ketentuan pemilihan kamad, dalam hal ini syarat dalam
perencanaan pengangkatan Kamad telah sesuai dengan poin (a),

(b), (‘). (d), (e), (), (9). (h) (i), (), (K), dan (L). Ke-12 syarat

tersebut telah dipenuhi oleh MI Salafiyah Ngalian.
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Perencanaan pemilihan kepala madrasah selanjutnya
adalah MI Salfiyah Ngalian. Hasil wawancara yang diperoleh
berdasarkan observasi dan tanya jawab secara langsung dengan
ketua Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tidak terlibat banyak
dalam proses pemilihan sampai dengan pengangkatan kepala
madrasah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan

ketua Yayasan MI Salafiyah Ngalian.

“Dari pihak Yayasan biasanya diserahkan langsung kepada
dewan guru, kita hanya mengawasi dan memfasilitasi.
Karena yang tahu betul mengenai kualitas guru atau calon
kepala sekolah atau kandidatnya adalah guru. Kalau kita
kurang mengetahui kepandaian mereka, jadi kita hanya
menyediakan fasilitas aja dan kita sifatnya hanya mengawal.
Pemilihan juga Yayasan tidak terlalu andil, karena yang tahu
betul adalah internal guru-guru disini, biasanya hanya
meminta saran atau masukan” (CLHW/B/24/8/23).

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak Yayasan dari Ml
salafiyah Ngalian menyatakan bahwa posisi Yayasan tidak
menempati otoritas tertinggi untuk menentukan kandidat
Kamad. Tetapi justru dari pihak madrasah dan guru-guru sendiri
yang menentukan jalannya dalam proses pemilihan kepala
madrasah. Yayasan hanya sebagai fasilitator dan pemberi saran
apabila pihak madrasah memerlukan. Pemilihan kepala
madrasah sepenuhnya diberikan dan diatur oleh madrasah.
Termasuk dalam hal administrasi seperti standar operasional
prosedur (SOP) pemilihan kepala madrasah, berkas-berkas

persyaratan Kamad, dan segala hal yang berkaitan dengan
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perencanaan kepala madrasah sepenuhnya di bawahotoritas
madrasah, bukan Yayasan. Dengan demikian, dalam proses
perencanaan ini, Yayasan tidak banyak terlibat dan mengetahui
alur atau prosedur dalam pemilihan kepala madrasah Yayasan
juga menambahkan bahwa pihaknya hanya sebagai pemantau
jalannya pemilihan kepala madrasah. Sesuai dengan hasil

pernyataannya di bawabh ini.

“Yang terlibat dalam proses pemilihan adalah pengurus,
Carub, dan dewan guru. Tetapi sekolah juga mengadakan
rapat koordinasi Bersama Yayasan untuk pemilihan Kamad.
Namun berkaitan dengan suara murni wewenang dari guru
dan sekolah. Di sana kita hanya memantau. Sehingga yang
terlibat dalam pemilihan Kamad murni dari sekolah selain
itu tidak ada.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan
Yayasan tidak banyak andil dalam pemilihan kepala madrasah,
sehingga hasil wawancara yang didapat tidak banyak
mendapatkan informasi. Otoritas tertinggi tetap berada di
madrasah dan para guru, sebab bagaimanapun para guru lebih
mengetahui lapangan dibanding dengan Yayasan. Dalam
wawancara dengan Yayasan, ia juga menambahkan bahwa
administrasi atau persyaratan pengangkatan Kamad sejauh ini
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA). Seperti
minimal lamanya mengajar, berkas-berkas atau dokumen
pendukung menjadi kepala madrasah, sampai dengan pendalam

secara personal atau mengetahui bahwa calon kamad memiliki
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karakter yang baik. Memahami konsep manajerial untuk

memimpin, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan, perencanaan terkait pengangkatan kepala madrasah
telah berjalan dengan baik. Perencanaan di MI Sullam Taufik
dalam hal pemilihan kepala madrasah didasarkan pada
kedekatan personal. Namun secara administratif yang dipilih
menjadi kamad telah sesuai dengan kriteria dan syarat. Dengan
demikian, MI Sullam Taufiq dalam hal perencanaan dapat
dikatakan baik dan berhasil. Kedua, perencanaan Yyang
dilakukan oleh MI Muhammadiyah Tunjungsari jauh lebih
terencana baik secara syarat maupun prosedural, hal ini
dibuktikan  dengan  perencanaan  pemilihan  kamad,
pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada pengendalian
dalam pengangkatan kepala madrasah. Kemudian, perencanaan
yang dilakukan di MI Salafiyah Ngalian secara otoritas
sepenuhnya diberikan kepada panitia pemilihan kamad.
Yayasan tidak begitu andil dalam perencanaan pengangkatan

kepala madrasah.

b. Pengorganisasian Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018

1) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
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Pengorganisasian dalam teori manajemen merujuk pada
proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya, tugas, dan
wewenang di dalam suatu struktur yang terkoordinasi, guna
mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektivitas. Hal ini
melibatkan pembagian pekerjaan, pembentukan hierarki, serta
alokasi tanggung jawab dan wewenang secara sistematis untuk
menciptakan keselarasan dan arah kerja yang terarah. Dalam hal
pengangkatan kepala madrasah, Kementerian Agama Kabupaten
Pekalongan memiliki pengorganisasian. Berikut hasil wawancara
dengan bagian kepegawaian terkait keterlibatan Kementerian
Agama dalam pengorganisasian pengangkatan kepala madrasah

khususnya swasta di Kabupaten Pekalongan.

“Kalau keterlibatan kita hanya kasih masukan harusnya yang
diangkat sesuai dengan pendidikannya. Untuk pengalaman
kerjanya, untuk golongannya, itu untuk PNS vya.Kalau
swasta itu tergantung dari yayasan, karena kita tidak bisa
menekan ini yang harus diangkat karena itu sudah ranahnya
yayasan itu sendiri.Tapi, kita hanya memberi rekomendasi
atas usulan dari  yayasan tersebut”, (CLHW,

23/07/2023/SN).

Hasil wawancara mengarah kepada keterlibatan Kementerian
Agama (Kemenag) dalam mengorganisir yayasan dalam konteks
pemilihan Kepala Madrasah. Berdasarkan informasi yang
disampaikan, keterlibatan Kementerian Agama tampaknya bersifat

pembatasan dan penasihat.
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Dalam proses pemilihan kepala madrasah, keterlibatan
Kementerian Agama tampak terbatas dan memiliki peran sebagai
penasihat. Ditekankan bahwa kepala madrasah yang diangkat harus
sesuai dengan pendidikan, pengalaman kerja, dan golongan,
terutama untuk PNS. Namun, dalam kasus madrasah swasta,
keterlibatan Kemenag lebih rendah karena yayasan memiliki
kewenangan penuh dalam menentukan kepala madrasah.
Kementerian Agama hanya memberikan rekomendasi berdasarkan

usulan dari yayasan.

Dalam konteks pemilihan kepala madrasah, Kementerian
Agama memiliki peran terbatas sebagai penasihat dan pemberi
rekomendasi. Kewenangan utama dalam menentukan Kamad pada
madrasah swasta tetap ada pada yayasan yang mengatur madrasah

tersebut.

Dalam proses pemilihan Kepala Madrasah, beberapa pihak
terlibat dalam mengorganisir tugas dengan tujuan memastikan
kelancaran dan transparansi. Panitia Seleksi (Pansel), yang terdiri
dari anggota seperti Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pendidikan
Madrasah, Analis Kepegawaian, Pengawas Madrasah serta
pelaksana Seksi Pendidikan madrasah, memainkan peran sentral
dalam melakukan seleksi calon Kamad. Setelah proses seleksi
selesai, rekomendasi dari pansel menjadi dasar untuk mengusulkan

Kamad kepada pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan Surat
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Keputusan (SK) Kepegawaian. Meskipun SK  tersebut
ditandatangani oleh kepala kantor, rekomendasi dan hasil seleksi
menjadi landasan untuk keputusan tersebut, memastikan bahwa
pemilihan kepala madrasah berlangsung dengan integritas dan
transparansi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan SN selaku analis

kepegawaian di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

“Yang membuat SK  Kepegawaian tapi  yang
menandatangani tetap kepala kantor tapi harus dipanselkan
dulu. Terdiri dari kepegawaian, kasubbag TU, kasi penma,
sama pihak pelaksana penma. Kami panselkan dulu, hasil
pansel nanti ada berita acaranya sebagai dasar untuk
membuat rekomendasi baru ditandatangani oleh kantor”,

(CLHW, 23/07/2023/SN).

Keterlibatan Kemenag dalam pengangkatan kamad juga

disampaikan oleh GN selaku Kasi Penma.

“Kita melihat apa yang diusulkan di lampiran, terpenuhi atau
tidak.Kalau kamad dari yayasan atau swasta itu berarti
pilihan dari yayasan itu sendiri, berarti kita percaya.Kita
komunikasi lebih lanjut jika tidak memenuhi syarat saja. Di
sana kan pasti ada hasil musyawarah dari para pengurus
yayasannya jadi kami anggap sana yang tahu persis”,
(CLHW, 23/07/2023/GN).

Kemenag terlibat dalam mengorganisir Yayasan pada saat
pemilihan Kepala Madrasah dengan cara yang berfokus pada
proses verifikasi dan evaluasi usulan dari Yayasan. Dalam proses
ini, Kemenag akan memeriksa lampiran-lampiran yang diajukan
oleh Yayasan, yang mungkin berisi informasi tentang calon kepala

madrasah yang diusulkan. Kementerian Agama kemudian akan
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menilai apakah persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi atau

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika calon kepala madrasah berasal dari Yayasan atau guru
swasta, keputusan akhir dalam pemilihan biasanya tergantung pada
Yayasan itu sendiri. Kemenag akan mempercayai keputusan yang
dihasilkan oleh Yayasan karena diharapkan bahwa Yayasan telah
melalui proses musyawarah internal dan mempertimbangkan calon
dengan baik. Namun, jika dalam penilaian Kemenag ditemukan
bahwa calon kepala madrasah tidak memenuhi syarat atau ada
ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka Kemenag
akan Dberkomunikasi lebih lanjut dengan Yayasan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa pengawasan Kementerian Agama
dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan
kepala madrasah dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sambil tetap memberikan otonomi kepada
Yayasan dalam memutuskan calon kepala madrasah yang dianggap

paling sesuai.

GN juga menyatakan bahwa dalam hal mengorganisasi
pengangkatan kepala madrasah, Kementerian Agama setempat
memiliki tim.

“Terkait pemilihan kamad yang bertugas itu dari
kepegawaian, kemudian dengan tim pansel setiap ada usulan
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jabatan ada panitia seleksi. Panitia seleksi yang baku itu
kalau terkait dengan guru itu saya terlibat penma, kemudian
kepegawaian, kemudian kasubbag TU otomatis, kemudian
melibatkan para KASI”, (CLHW, 23/07/2023/GN).

Dalam pengorganisasian tugas dalam pemilihan Kepala
Madrasah, terlibat beberapa anggota yang memiliki peran yang
terdefinisi dengan jelas. Proses ini diawali dengan bagian
kepegawaian, yang bertanggung jawab atas administrasi dan
persyaratan calon kepala madrasah. Mereka memverifikasi data

dan dokumen yang diajukan oleh yayasan.

Kemudian, tim pansel atau panitia seleksi dibentuk setiap kali
ada usulan untuk jabatan kepala madrasah. Tim ini terdiri dari
beberapa anggota yang memiliki pengetahuan dan kompetensi
yang relevan untuk menilai calon kepala madrasah berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.Tim pansel ini berfungsi
untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pemilihan kepala madrasah dari guru swasta,
Kepala seksi Pendidikan madrasah memainkan peran penting.
Mereka terlibat dalam memberikan rekomendasi atau penilaian
terhadap calon Kamad dari sektor swasta. Kasubbag Tata Usaha
juga turut berperan dalam mengkoordinasikan aspek administratif

yang terkait dengan pengangkatan kepala madrasah.
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Selain itu, para Kasi yang bertugas juga dapat dilibatkan dalam
proses pemilihan kepala madrasah terkait guru swasta. Mereka
memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan
kebutuhan madrasah di wilayah mereka dan memberikan masukan

berharga dalam penilaian calon kepala madrasah.

Dengan keterlibatan berbagai anggota ini, proses pemilihan
kepala madrasah diharapkan dapat berjalan dengan transparan,
objektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masing-
masing anggota tim memiliki peran yang khusus dalam
memastikan bahwa calon kepala madrasah yang terpilih memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan

tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut.

GN juga menyatakan bahwa pembagian tugas yang diberikan

kepada tiap-tiap anggota dapat berjalan dengan baik.Top of Form

“Panitia seleksi bekerja secara kolektif, utamanya nanti
kalau PNS kepegawaian bagian melihat DUK (Data Urutan

Kepegawaian). Kalau kita terlibatnya secara administrasi”,
(CLHW, 23/07/2023/GN).

Pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing
anggota panitia seleksi dapat berjalan dengan baik. Proses
pemilihan kepala madrasah melibatkan kerja tim yang kolaboratif,
dengan setiap anggota panitia seleksi memiliki tanggung jawab

yang spesifik sesuai dengan peran dan kompetensinya.
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Dalam konteks ini, anggota dari bagian kepegawaian
bertanggung jawab untuk melihat Data Urutan Kepegawaian
(DUK) calon kepala madrasah dari kalangan PNS. Hal ini
mencerminkan tugas mereka dalam memastikan bahwa calon
kepala madrasah memenuhi syarat administratif dan memiliki

rekam jejak yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala seksi Pendidikan madrasah terlibat
secara administratif dalam pemilihan kepala madrasah yang
berasal dari guru swasta atau yayasan. Mereka berperan dalam
memberikan rekomendasi atau penilaian terhadap calon Kamad
dari sektor swasta. Peran administratif ini penting untuk

memastikan proses berjalan dengan baik dan transparan.

Dengan pembagian tugas yang jelas seperti ini, setiap anggota
panitia seleksi dapat fokus pada tugasnya masing-masing sehingga
proses pemilihan kepala madrasah dapat berlangsung dengan
lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerja tim dan
kolaborasi antar anggota panitia menjadi kunci keberhasilan dalam

menjalankan tugas ini.

MI Sullam Taufiq Kajen

Pengorganisasian adalah proses mengatur berbagai elemen
dalam suatu sistem atau entitas untuk mencapai tujuan tertentu. Hal

ini melibatkan pengelompokan tugas-tugas, tanggung jawab,
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sumber daya, dan orang-orang dalam suatu struktur yang
terkoordinasi  untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang

penting dalam mengelola perusahaan, organisasi, atau proyek.

Pengorganisasian dalam pemilihan kepala madrasah (sekolah
Islam) adalah proses penting dalam menjalankan proses pemilihan
kepemimpinan yang adil, transparan, dan efisien. Pemilihan kepala
madrasah melibatkan berbagai tahapan dan langkah-langkah untuk
memastikan bahwa individu yang tepat terpilih untuk memimpin
madrasah dengan baik. Menetapkan prosedur dan aturan yang jelas
untuk pemilihan kepala madrasah. Penentuan kriteria kelayakan
calon, tahapan pemilihan, batasan waktu, dan tata cara pengajuan
kandidat. Menentukan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh
calon kepala madrasah. Kriteria ini dapat mencakup pendidikan,
pengalaman, kompetensi, integritas, dan nilai-nilai keagamaan.
Dalam proses pengorganisasian diperlukan kekompakan oleh

semua pihak.

Pentingnya pengorganisasian kepala madrasah merupakan
proses pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek dalam
kepemimpinan seorang kepala madrasah. Kepala madrasah
memiliki peran kunci dalam mengelola sekolah Islam, mengambil

keputusan, dan memastikan sekolah berfungsi dengan baik.
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Pertanyaan seputar pengorganisasian di MI Sullam Taufiq
Kajen difokuskan ke dalam beberapa hal, diantaranya adalah
bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di madrasah,
bentuk koordinasi yang baik, bagaimana ketua Yayasan dalam
mengorganisir pemilihan Kamad, koordinasi antara Yayasan dan
kemenag, adakah anggota lain yang berperan, dan bagaimana
jalannya masing-masing anggota agar proses pengorganisasian

berjalan dengan baik.

“Secara struktural ketua Yayasan tetap membawahi kepala
sekolah dll, koordinasinya dengan melakukan rapat rutinan
secara offline, melakukan komunikasi yang baik, sehingga
terbangun kedekatan dan terorganisir dengan baik”
(CLHWI/C/24/8/23).

Ketua Yayasan di atas menyatakan bahwa otoritas tertinggi
untuk mengkoordinir bawahan seperti madrasah dan guru-guru
adalah pihak Yayasan. Dalam memudahkan pengorganisasian
dilakukan koordinasi yang baik antara Yayasan, kepala madrasah,
dan guru-guru. Bentuknya adalah dengan melakukan rapat
koordinasi melalui offline. Tujuannya agar terbangun kedekatan

dan kerja sama yang baik.

Pengorganisasian  selanjutnya  berkaitan dengan
keterlibatan dan koordinasi antara kemenag dan Yayasan.
Kemudian keterlibatan antara kemenag dan Yayasan bentuknya
adalah pengajuan surat Calon kepala madrasah dan koordinasi

yang dilakukan dari pihak madrasah. Selain itu juga memberikan



168

surat persetujuan Kamad yang diajukan, dan beberapa surat lainnya
yang berkaitan dengan administrasi madrasah. Hal ini dituturkan

oleh ketua Yayasan.

“Keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan dalam
pengorganisasian antara kemenag dan yayasan bentuknya
adalah meminta surat rekomendasi. Sehingga kegiatan itu
sudah disebut berkaitan. Nah, kalau mengorganisasi dalam
pemilihan kamad yang terlibat adalah semua guru. Semua
anggota terlibat dalam pemilihan kamad, guru juga sebagai
panitia. Sejauh ini untuk mengorganisir telah berjalan baik,
karena di MI tersebut terbilang baru dan pemilihan Kamad
baru sekali”(CLHW/C/24/8/23).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian
yang meliputi koordinasi antara Yayasan dan kementerian
Agama, anggota lain yang berperan dalam pemilihan kepala
madrasah, dan bagaimana jalannya masing-masing anggota agar
proses pengorganisasian berjalan dengan baik. Hasil wawancara
yang didapat menyatakan bahwa bentuk koordinasi antara
yayasan dan Kementerian Agama adalah dengan meminta surat
rekomendasi kepada Kementerian Agama dari kepala madarasah
yang dipilih. Hal yang demikian adalah bentuk koordinasi dan
hubungan antara yayasan dan Kementerian Agama. Adapun
pengorganisasian anggota, sejauh yang disampaikan dapat
berjalan dengan baik. Dengan melibatkan seluruh elemen di

madrasah dalam proses lancarnya pemilihan kepala madrasah.

3) MI Muhammadiyah Tunjungsari
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Pengorganisasian adalah proses mengatur berbagai elemen
dalam suatu sistem atau entitas untuk mencapai tujuan tertentu.
Hal ini melibatkan pengelompokan tugas-tugas, tanggung
jawab, sumber daya, dan orang-orang dalam suatu struktur yang
terkoordinasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang

penting dalam mengelola perusahaan, organisasi, atau proyek.

Pengorganisasian dalam pemilihan kepala madrasah
(sekolah Islam) adalah proses penting dalam menjalankan proses
pemilihan kepemimpinan yang adil, transparan, dan efisien.
Pemilihan kepala madrasah melibatkan berbagai tahapan dan
langkah-langkah untuk memastikan bahwa individu yang tepat
terpilih untuk memimpin madrasah dengan baik. Menetapkan
prosedur dan aturan yang jelas untuk pemilihan kepala
madrasah. Penentuan kriteria kelayakan calon, tahapan
pemilihan, batasan waktu, dan tata cara pengajuan kandidat.
Menentukan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh calon
kepala madrasah. Kriteria ini dapat mencakup pendidikan,
pengalaman, kompetensi, integritas, dan nilai-nilai keagamaan.
Dalam proses pengorganisasian diperlukan kekompakan oleh

semua pihak.

Pengorganisasian  adalah  proses  merencanakan,

mengelola, dan mengatur sumber daya, orang, dan kegiatan agar
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dapat mencapai tujuan suatu organisasi dengan efisien dan
efektif. Pengorganisasian menjadi salah satu fungsi manajemen
yang penting dalam setiap jenis organisasi, termasuk
perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, madrasah,
dan lain sebagainya. Pengorganisasian yang dilakukan oleh
Yayasan Ml Muhammadiyah Tunjungsari ialah melalui rapat
koordinasi baik melalui WA grup maupun pertemuan intensif

tiap bulan. Seperti pernyataan sekretaris Yayasan di bawah ini.

“untuk pengorganisasian biasanya dilakukan dengan dua
cara, pertama melalui WA grup untuk koordinasi, kedua
dengan pertemuan secara intensif. Apalagi kalau sedang ada
kegiatan pemilihan kamad seperti ini, rapat bisa dilakukan
setiap bulan” (CLAW/IAM/24/8/23).

Melalui pernyataan di atas, disampaikan bahwa untuk
mengkoordinir semua anggota pada pemilihan kepala madrasah
dengan cara koordinasi melalui WA grup maupun pertemuan
secara intensif. Sejauh ini belum ada koordinasi yang dilakukan
dengan pendekatan seperti melalui outbond bersama dengan
guru-guru atau intern panitia. Selanjutnya adalah koordinasi
yang dilakukan antara Yayasan dengan kemenag berupa adanya
interaksi administrasi seperti permohonan surat rekomendasi
untuk dibuat SK dan lain-lain. Berikut pernyataan dari pihak

Yayasan.

“Koordinasi dengan kemenag yang kita lakukan adalah
meminta surat rekomendasi kepada kemenag, tentunya
dalam hal ini sudah diketahui oleh pengawas. Begitu diberi
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SK dari kemenag, maka akan diberikan ke yang
bersangkutan yaitu Kamad terpilih dan tentunya sudah

diketahui oleh pengawas kemenag maupun sekolah”
(CLAW/1AM/24/8/23).

Koordinasi yang dibentuk di MI Muhammadiyah
Tunjungsari dengan Kementerian Agama tidak jauh berbeda
dengan sekolah sebelumnya, yakni MI Sullam Taufig Kajen.
Bentuknya berupa koordinasi atau interaksi timbal balik
administrasi berupa permohonan surat rekomendasi untuk calon
Kamad. Sejauh hasil wawancara, ditemukan koordinasi lebih
antara Yayasan dan kemenag selain hanya dengan permohonan
surat rekomendasi calon Kamad, seperti hadirnya kemenag
dalam acara pelantikan atau pemilihan dengan memberikan
arahan maupun masukan. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil

wawancara dengan pihak Yayasan.

“Selain keterlibatan kemenag dari surat rekomendasi, pihak
kemenag juga memberikan rekomendasi surat tersebut ke
pihak sekolah. Kemudian memberikan arahan kepada

Yayasan, sekolah, maupun pihak kamad yang terpilih”
(CLAW/1AM/24/8/23).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pihak yayasan dan Kementerian Agama memiliki
keterkaitan yang kuat, dijelaskan bahwa Kementerian Agama
memberikan arahan kepada pihak madrasah dengan
menyertakan surat rekomendasi. Hubungan yang terjalin
dengan baik membentuk kedekatan antara dua belah pihak.

Dengan demikian, akan memudahkan koordinasi antara
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kemenag dan Yayasan. Pengorganisasian yang ditemukan di Ml
Muhammadiyah Tunjungsari lebih banyak dilakukan oleh
Dikdasmen cabang dan pusat, sehingga secara tupoksinya lebih
terstruktur. Guru dan panitia madrasah hanya bertugas untuk
menjaring guru-guru yang memiliki potensi untuk menjadi
kepala madrasah. Selebihnya diserahkan dan dikoordinir pihak
cabang maupun kabupaten. Namun, yang ditemukan dalam
hasil wawancara, pengorganisasian yang terbentuk dalam
pemilihan kepala madrasah di MI Muhammadiyah dapat
berjalan dengan baik, sehingga tidak banyak menimbulkan

masalah.

M1 Salafiyah Ngalian

Pengorganisasian pemilihan kepala madrasah adalah
proses penting untuk menentukan kepala madrasah yang akan
memimpin lembaga Pendidikan. Pengorganisasian dalam
pemilihan kepala madrasah harus dilakukan dengan
transparansi, integritas, dan keadilan untuk memastikan bahwa
individu yang terbaik dipilih untuk memimpin madrasah dan
mendorong kemajuan pendidikan di lembaga tersebut.
Pengorganisasian selanjutnya adalah MI Salafiyah Ngalian,
dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh yayasan di MI
tersebut tidak banyak terlibat dalam prosesnya. Data yang

didapat menunjukkan bawah otoritas memimpin dan
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mengorganisir maupun melaksanakan pemilihan kepala
madrasah sepenuhnya dilakukan oleh madrasah. Seperti

penjelasan Yayasan di bawah ini.

“Yayasan hanya sebagai fasilitator, artinya semua kegiatan
dan perencanaan kami serahkan ke pihak sekolah. Biasanya
guru-guru yang mengkoordinir. Karena kebanyakan pihak
Yayasan sudah pada sibuk, misalnya saya ini, untuk
diwawancara saya harus izin kerja sehingga kami
menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Keterlibatannya
biasanya diajak rapat koordinasi, dimintai arahan atau
masukan” (CLHW/B/24/8/23).

Melalui pernyataan tersebut, pihak Yayasan tidak
berperan banyak dalam hal pengorganisasian pemilihan kamad.
Sepenuhnya diserahkan kepada pihak madrasah, panitia
pelaksana, dan para guru. Kesibukan para yayasan yang
menjadikan otoritas kepemimpinan dalam pemilihan kepala
madrasah diserahkan kepada madrasah. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa setiap lembaga, khususnya madrasah
memiliki sistem yang berbeda-beda, sehingga memiliki
kebijakan  dalam  setiap  proses perencanaan  dan
pengorganisasian dalam pemilihan Kamad. Dengan demikian
memberikan kesimpulan bahwa Kketerlibatan kementerian
agama dan Yayasan dalam pengorganisasian pelaksanaan
pemilihan kepala madrasah sepenuhnya diketahui oleh sekolah,

bukan Yayasan.
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Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian
pemilihan kepala madrasah disampaikan oleh pihak yayasan
tidak ada. Tetapi terdapat kendala lain yang ditemukan di
lapangan berkaitan dengan maksimalnya pengelolaan sehingga
menjadi sebuah masalah. Seperti keuangan dan sarana prasarana
maupun pekerjaan guru atau staf yang tidak sesuai dengan
tupoksinya. Seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara

di bawah ini.

“Kita masalahnya lebih ke keuangan, seperti kebersihan,
guru yang harus kerjaan TU sehingga ini mengakibatkan
tumpang tindih karena berkaitan dengan anggaran. Fokus
saya belum sampai ke sana, jadi ini menjadi masalah. Tetapi
sejauh pemilihan Kamad, saya rasa aman saja dan berjalan
lancar” (CLHW/B/24/8/23).

Berdasarkan pernyataan di atas, kendala yang ditemui
tidak pada saat pengorganisasi pemilihan Kamad tetapi kendala
secara keseluruhan yang terjadi dalam pengelolaan sekolah
tersebut. Misalnya dalam konteks pengorganisasian masih
ditemukan guru atau staf yang tidak mengerjakan sesuai dengan
tupoksinya. Hal ini diakibatkan karena minimnya anggaran dari
madrasah sehingga semua elemen termasuk guru dan staff harus

bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hasil yang ditemukan dari ketiga madrasah tersebut
menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian, ketiganya telah

berjalan dengan baik. MI Sullam Taufig mengorganisir seluruh



175

anggota dengan baik, peran kepala dan ketua yayasan
berpengaruh dalam mengorganisasi anggotanya. Kedua, MI
Muhammadiyah Tunjungsari juga melakukan pengorganisasian
yang maksimal terhadap anggotanya. Selain itu, Ml Salafiyah
Ngalian tidak kalah baik dalam mengorganisasi, hanya saja
peran Yayasan di madrasah tersebut tidak begitu andil dalam
mengorganisir anggotanya. Seluruhnya diberikan kepada kepala

madrasah.

c. Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018

1) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Pelaksanaan pengangkatan Kamad dilaksanakan oleh pihak
yayasan dan juga Kemenag. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala
Madrasah (Kamad) dari kalangan guru swasta adalah sebuah
langkah yang sistematis dan transparan. Proses dimulai dengan
langkah pertama, yaitu pengusulan calon kepala madrasah oleh
Yayasan tempat calon tersebut bekerja. Yayasan memiliki
pemahaman yang mendalam tentang calon karena mereka
berinteraksi dengan mereka sehari-hari dan memiliki peng etahuan

yang akurat mengenai kemampuan dan pengabdian calon.

Sebagai salah satu kriteria utama dalam pemilihan kepala
madrasah dari guru swasta, pengabdian calon selama minimal

sembilan tahun dalam bidang pendidikan menjadi fokus utama
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dalam evaluasi. Kriteria ini mencerminkan pentingnya pengalaman

dan komitmen calon terhadap dunia pendidikan.

Selanjutnya, usulan calon kepala madrasah oleh Yayasan
akan dievaluasi oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag
akan menilai apakah calon tersebut memenuhi syarat-syarat yang
telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Jika calon memenubhi
kriteria-kriteria tersebut, Kemenag akan memberikan rekomendasi
resmi untuk pengangkatan calon Kamad. Rekomendasi ini menjadi
persetujuan akhir dalam proses pemilihan kepala madrasah dari
guru swasta, dan calon yang mendapat rekomendasi dapat diangkat

sebagai kepala madrasah.

Proses ini menekankan pentingnya kolaborasi antara
Yayasan, sebagai pihak yang paling mengenal calon kepala
madrasah, dan Kementerian Agama, sebagai pihak yang
memastikan kelayakan dan kepatuhan terhadap regulasi yang
berlaku dalam pengangkatan kepala madrasah. Dengan demikian,
pelaksanaan pemilihan Kamad dari guru swasta menjadi suatu

proses yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pemaparan tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama

kepala seksi pendidikan madrasah sebagai berikut.

“Kalau dari guru swasta itu dari yayasan langsung. Mereka
mengusulkan untuk yayasannya sendiri jadi mereka yang
tahu persis sehari-hari. Kemudian sana mengusulkan ke kita.
Kita melihat kalau dia sudah melakukan pengabdian selama
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sembilan tahun nanti kita beri rekomendasi”, (CLHW,
23/07/2023/GN).

Waktu pelaksanaan pemilihan kepala madrasah tidak sama di
masing-masing madrasah karena dilaksanakan sesuai kebutuhan
madrasah. Pemilihan Kepala Madrasah (Kamad) tidak memiliki
jadwal atau periodisitas tertentu seperti proses pemilihan umum
pada umumnya. Proses pengangkatan kepala madrasah biasanya
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di setiap
madrasah. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang ditentukan secara

pasti untuk pemilihan kepala madrasah.

Proses pemilihan kepala madrasah dari kalangan guru swasta
juga sangat tergantung pada kebutuhan dan kondisi di setiap
madrasah. Ketika madrasah merasa perlu untuk mengganti atau
mengisi jabatan kepala madrasah, mereka akan mengambil langkah-
langkah untuk mengusulkan dan melaksanakan pemilihan sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, pemilihan kepala madrasah dilakukan
secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di
masing-masing madrasah, dan tidak memiliki jadwal yang tetap atau

serempak.Top of Form

2) MI Sullam Taufiq Kajen

Pelaksanaan dalam manajemen merujuk pada langkah-

langkah atau tindakan konkret yang diambil untuk mewujudkan
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rencana atau strategi yang telah dirancang. Ini adalah salah satu
tahap penting dalam proses manajemen yang melibatkan eksekusi,
monitoring, dan kontrol agar tujuan organisasi atau proyek dapat
tercapai. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan pemimpin yang

berkualitas, tim yang terampil, dan perencanaan yang matang.

Kepala madrasah memiliki peran yang penting dalam
memastikan bahwa pendidikan di madrasah berjalan dengan baik
dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Pemimpin yang
berperan dalam membentuk masa depan siswa dan madrasah. Oleh
karena itu, kepala madrasah harus memiliki kualifikasi pendidikan
dan keterampilan kepemimpinan yang sesuai serta berkomitmen

untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Pelaksanaan pemilihan kepala madrasah berkaitan dengan
bagaimana pelaksanaan pemilihan kamad, waktu pemilihan kepala
madrasah, faktor pendukung pelaksanaan, prosedur pemilihan
kepala madrasah, persyaratan kandidat Kamad yang sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) atau belum. Kemudian
apakah Peraturan Menteri Agama (PMA), sesuai apabila dijadikan
sebagai acuan dalam pengangkatan kepala madrasah. Sampai pada
apakah kepala madrasah terpilih melakukan Penilaian Kinerja
Kepala Madarasah (PKKM) secara periodik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA), serta kendala dan

penyelesaiannya.
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Hasil wawancara dengan ketua yayasan di MI Sullam
Taufiqg Kajen menjelaskan bahwa pelaksanaan kepala madrasah
dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan ketua Yayasan.

“Pelaksanaan pemilihan Kamad kami lakukan secara
prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti
yang dijelaskan di PMA. Pemilihan kamad ini dilaksanakan
terhitung mulai 1 Juli 2019-sekarang, berarti sudah lima
tahun menjabat. Kandidat yang dipilih juga sudah sesuai
dengan kriteria, bahkan melebihi. Selain itu juga semua

anggota serempak dalam pelaksanaan pemilihan Kamad”
(CLHWY/C/24/8/23).

Pemilihan kepala madrasah dilakukan sesuai dengan
ketentuan PMA yang berlaku. Kepala Ml Sullam Taufiq sudah
menjabat selama lima tahun kandidat yang terpilih menurut
penuturan Yayasan telah sesuai, bahkan beberapa syarat melebihi
dari ketentuan yang dicanangkan oleh kemenag. Seperti kepala
madrasah sendiri telah mengetahui isi dari Peraturan Menteri Agama
(PMA), diantaranya adalah minimal pendidikan S-1 sedangkan
kepala madrasah yang menjabat saat ini di MI Sullam Taufiq telah
S-2, sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai kepala, dan
ketentuan mengajar minimal sembilan tahun bahkan lebih. Artinya,
prosedur pengangkatan kepala madrasah di MI tersebut telah
memenuhi kriteria dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama

(PMA).
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Selain prosedur dan pelaksanaan, pihak yayasan juga
menekankan dalam kepribadian calon kepala madrasah. Seperti
memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, memiliki etika yang baik,
dan paham manajerial. Hal ini disampaikan oleh Yayasan yang
menyatakan bahwa calon kepala madrasah yang diajukan telah
memiliki kualifikasi baik. Ketentuan yang tertera di Peraturan
Menteri Agama (PMA), diantaranya adalah memiliki kemampuan
baca tulis Al-Qur’an, berpendidikan paling rendah sarjana atau
diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi Yyang terakreditasi. Memiliki pengalaman
manajerial di Madrasah, memiliki sertifikat pendidik, berusia paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat, memiliki
pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam)

tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Lebih dari itu, calon kepala madrasah yang ada di MI Sullam
Taufiq telah memiliki golongan 1V/b, golongan yang melebihi dari
persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama (PMA).
Peraturan Menteri Agama (PMA) sendiri menuliskan syarat paling
rendah I1l/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki golongan
ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang
dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan

dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil.
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Dengan demikian, calon kepala madrasah yang ada di sekolah
tersebut telah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Peraturan
Menteri Agama (PMA). Selain kesesuaian tersebut, pihak Yayasan
juga menyatakan rasa setujunya apabila Peraturan Menteri Agama
(PMA) dijadikan sebagai rujukan pengangkatan kepala madrasah.

Seperti pernyataan ketua Yayasan di bawah ini.

“Menurut saya, apabila PMA dijadikan sebagai acuan
pengangkatan Kamad, saya rasa telah sesuai. Karena itu
menjadi dasar dalam pengangkatan. Kepala madrasah
melakukan PKKM, bahkan PKKM tahunan maupun 5 tahun
sekali. Karna kan juga diingatkan sama pengawas, jadi tidak
pernah absen PKKM. Kalau kasus yang terjadi seperti
pemberhentian kepala sekolah karena masalah sejauh ini
tidak ada, karena masih baru, jadi belum pernah
ada. Walaupun misalnya ada, Langkah pertama dengan cara
dipanggil, klarifikasi, mediasi, dan keputusan akhir. Kendala
yang ditemukan juga tidak ada” (CLHW/C/24/8/23).

Tidak hanya dari yayasan, tetapi kepala Madrasah juga
menyatakan hal demikian. Bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA)
yang dijadikan sebagai dasar syarat pengangkatan kepala madarasah
juga disepakati. Kepala madrasah sendiri telah melakukan Penilaian
Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) rutin satu tahunan dan lima
tahunan. Pengawas selain bertugas mengawasi juga mengingatkan
kamad untuk melakukan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah
(PKKM) rutin. Dalam pelaksaan pemilihan kamad di MI sullam
Taufig tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik dan lancar,

sehigga tidak diperlukan solusi dalam pertanyaan yang diajukan.

3) MI Muhammadiyah Tunjungsari
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Fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar
semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang
sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
Dengan kata lain, fungsi manajemen pelaksanaan adalah proses
implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan
yang telah disusun sebelumnya baik pada level manajerial maupun
operasional dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan pemilihan kepala madrasah yang ada di Ml
Muhammadiyah  Tunjungsari  dilakukan  secara teratur.
Penyelenggaraan pemilihan kamad lebih banyak dilakukan di
cabang dan pusat Muhammadiyah, sehingga sekolah hanya
menerima hasil seleksi yang tepat berdasarkan nilai yang telah
keluar. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala madrasah
hasil wawancara ditemukan beberapa jawab, berikut adalah hasil
yang didapat.

“Waktu pemilihan kamad dilakukan pada tahun 2020. Jadi
sudah jalan tiga tahun ini, untuk faktor pendukung
pelaksanaan pemilihan Kamad, kamad yang menjadi
kandidat yang pertama harus bisa baca al Qur’an harus fasih,

tartil, dan juga bisa menulis arab. Selain itu juga
pengetahuannya bagaimana”(CLHW/IAM/24/8/23).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan
bahwa waktu pemilihan kamad dilakukan pada tahun 2020 dan
berjalan tiga tahun hingga sekarang. Faktor pendukung

pelaksanaan pemilihan kamad adalah calon kepala madrasah yang
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telah memenuhi kriteria seperti membaca al Qur'an secara fasih dan
memiliki pengetahuan yang cukup untuk memimpin sehingga ini
menjadi faktor pendukung dalam pemilihan Kamad. Jawab lain
dari Yayasan mengenai faktor pendukung dalam memudahkan
pemilihan kamad adalah banyaknya kelebihan yang telah terpenuhi
dari Peraturan Menteri Agama (PMA). Pelaksanaan pemilihan
kamad juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama
(PMA). Seperti pernyataan informan di bawah ini.

“Pelaksanaan sesuai dengan PMA, golongan kamad disini
juga sudah golongan 1l1/d. saya setuju sekali apabila PMA
dijadikan dasar pemilihan kamad, maksimalnya adalah 56
tahun, lima tahun dia punya kesempatan memimpin empat
tahun jadi sudah pas sampai pensiun. Kamad melakukan
PKKM ada satu tahun sekali. Karna kan ada monitor dan
evaluasi kalo bagus bisa diteruskan kalau nggak berarti
dicukupkan. Kasus atau kendala adalah adanya penggantian
kepala pada saat itu ada satu, terpilih perempuan,
kesehatannya menurun jadi tidak bisa melakukan tugas
menjadi kepala sekolah karena merasa tidak mampu dan
akhirnya mengundurkan diri dan itu kita mengajukan dalam
waktu satu tahun. Selain itu tidak ada kendala lain atau
kejadian lain ditemukan”(CLHW/IAM/24/8/23).

Pernyataan diatas menunjukkan bentuk persetujuan dan
dukungan terhadap Kemenag mengenai Peraturan Menteri Agama
(PMA) vyang dijadikan sebagai dasar pengangkatan kepala
madrasah. Selain itu, koordinasi antara pengawas dan kamad juga
berjalan dengan baik sehingga kamad melakukan Penilaian Kinerja

Kepala Madrasah (PKKM) secara rutin. Adapun kendala yang

ditemukan adalah adanya kepala madrasah yang mengundurkan
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diri dengan alasan Kesehatan menurun dan tidak memungkinkan
dalam memimpin. Pengajuan tersebut kemudian dikabulkan oleh
pihak kemenag dan telah dibuatkan SK pengundurandiri secara
terhormat. Permasalah tersebut kemudian diadakan langkah
strategis untuk mengatasi hal-hal yang demikian seperti dipanggil
terlebih dahulu dan dimintai klarifikasi. Sesuai dengan pernyataan
yang disampaikan oleh Yayasan menyikapi masalah yang ada.
“Kita panggil dulu, ada apa kalau diteruskan bagaimana,
kalo tidak yakin bagaimana. Kita cari masalahnya apa oh
ternyata secara Kesehatan tidak memungkinkan dan tidak
ada peraturan tertulis yg menyatakan apabila kamad

melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi. Tetapi hanya
dilaksanakan secara kondisional”(CLHW/IAM/24/8/23).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
kamad dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematis baik
dari kemenag maupun dari Dikdasmen cabang dan pusat. Faktor
pendukung pelaksanaan kamad berupa adanya kekompakan semua
elemen yang mendukung terlaksananya pemilihan kamad.
Beberapa masalah yang ditemukan seperti pengunduran kepala
madrasah selama menjabat dapat diatasi dengan baik, sejauh tidak
melanggar norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian,
pelaksanaan pemilihan kamad di Ml Muhammadiyah Tunjungsari
dikatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang
berlaku, baik dari syarat maupun kesesuaian administrasi calon

kepala madrasah.
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4) MI Salafiyah Ngalian

Pelaksanaan adalah tahap atau proses dari suatu kegiatan atau
rencana yang dilakukan secara konkret atau praktis. Ini adalah
tahap di mana rencana atau konsep yang telah dibuat dijalankan
atau dilaksanakan dalam tindakan nyata. Pelaksanaan melibatkan
penerapan rencana, penggunaan sumber daya, dan melakukan
tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam berbagai konteks, pelaksanaan dapat merujuk
pada berbagai jenis kegiatan atau proyek, termasuk pelaksanaan
proyek konstruksi, pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelaksanaan
strategi bisnis, pelaksanaan penelitian, dan banyak lagi. Penting
untuk mencatat bahwa pelaksanaan dapat menjadi tahap yang kritis
dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai jenis proyek atau
aktivitas, karena ide dan hasil perencanaan diubah menjadi
tindakan.

Hasil wawancara dengan ketua Yayasan menjelaskan bahwa
pelaksanaan pemilihan kamad dilakukan bersamaan dengan
laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Berikut jawaban dari
informan ketua Yayasan MI Salafiyah Ngaliyan

“Biasanya diadakan langsung dengan LPJ per periode, nah
disitu ada pengurus NU, komite yang hadir dan langsung
pemilihan suara. Tetapi kita hanya memantau. Pemilihan per
empat tahun sekali dan pasti ada pemilihan meskipun hasil
evaluasi baik, tetap dilaksanakan pemilihan tidak kemudian

diperpanjang, soalnya kalau diperpanjang apabila ada hal-
hal yang menjadi masalah nanti takutnya kurang srek. Calon
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kamad tetap beberapa ada kandidat, tidak hanya Tunggal”
(CLHWI/B/24/8/23).

Selain pernyataan di atas, ketua yayasan juga menyampaikan
faktor pendukung terlaksananya pemilihan kamad serta penjelasan
mengenai Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) yang rutin
dilakukan oleh kepala madrasah.

“Faktor yang mendukung terlaksanya pemilihan adalah
kepercayaan dari teman-teman dan kekompakan dari teman-
teman. Prosedur pemilihan sesuai dengan PMA, syaratnya
juga. PMA juga telah sesuai apabila dijadikan sebagai acuan
bahkan sangat sesuai soalnya kan mungkin sudah diuji dari
usia sampai dengan kriteria yang lain. PKKM jugarutin
dilakukan oleh kamad, dan sejauh ini kendala yang ditemui
tidak ada. Belum ada kejadian kamad mengundurkan diri
atau terlibat masalah” (CLHW/B/24/8/23).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kepala madrasah di MI Salafiyah Ngaliyan
menunjukkan adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik antar
elemen. Pelaksanaan pemilihan kamad dilakukan bersamaan
dengan LPJ yang dihadiri oleh semua guru, staf, banom NU,
komite, dan yayasan. Sistem yang dilaksanakan adalah demokratis,
artinya apabila kepala madrasah sebelumnya terpilih lagi, maka
tetap diadakan pemilihan suara. Hal ini untuk mengantisipasi

apabila dilakukan perpanjangan kepemimpinan salah satu anggota

ada yang tidak setuju sehingga akan menimbulkan masalah.

Selain itu, faktor terlaksananya pemilihan kamad adalah

adanya kepercayaan dan Kerjasama semua elemen. Prosedur
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pemilihan kamad telah sesuai, bahkan setuju apabila Peraturan
Menteri Agama (PMA) dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan
kamad. Mengingat dalam hal ini tentu Peraturan Menteri Agama
(PMA) telah melalui pertimbangan yang matang sebelum dijadikan
sebagai dasar pengangkatan Kamad. Terakhir, kendala yang
ditemukan dalam proses pemilihan kamad sejauh ini tidak ada,
artinya pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan aturan

yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga madrasah yang
menjadi objek penelitian dalam manajemen pengangkatan kepala
madrasah telah memiliki kesesuaian dalam pengangkatan kepala
madrasah. Secara prosedural, pelaksanaan pengangkatan MI
Sullam Taufik telah melaksanakan dengan tertib administratif.
Pihak yayasan sebagai pemangku tertinggi memiliki andil dan
peran yang dapat menentukan serta melaksanakan terpilihnya
kepala madrasah. MI Muhammadiyah Tunjungsari jauh lebih
tertib secara administratif dan prosedur yang dijalankan. Seluruh
elemen baik Yayasan, pihak Dikdasmen, dan guru terlibat aktif
dalam proses pengangkatan Kamad. MI Salafiyah Ngalian
memberikan hasil kurang optimalnya pihak Yayasan dalam
melaksanakan tugas sebagai pemangku kebijakan tertinggi dalam

pengangkatan kepala madrasah.
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d. Pengendalian PMA Nomor 24 Tahun 2018

1) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Pengendalian dalam teori manajemen merujuk pada proses
pemantauan, penilaian, dan pengaturan aktivitas organisasi untuk
memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan
efektif dan efisien. Pengendalian dalam hal ini adalah pengawasan
yang dilakukan oleh Kemenag terhadap Kamad terpilih.
Berdasarkan hasil wawancara, SN sebagai kepegawaian

menyatakan hal berikut.

“Kalau untuk pengawasan kamad swasta dari pengawas
monitoring ke sana. Dari kamad juga membuat laporan ke
penma.Biasanya bentuk laporannya dibuat satu tahun
sekali.Tapi, pengawasan tetap dilakukan biasanya minimal
triwulan. Tapi untuk laporan dibuat setahun sekali ya karena
itu kan untuk penilaian kinerja kepala madrasah itu PKKM
namanya dan itu ada tim penilai dari kemenag terdiri dari
pengawas, kasi penma, biasanya dari kepegawaian juga
karena kaitannya dengan kinerja”, (CLHW, 23/07/2023/SN).
Pengawasan dalam konteks pengelolaan Kepala Madrasah
(Kamad) di madrasah swasta melibatkan peran serta dari yayasan
dan Kementerian Agama (Kemenag). Uraian tugas keduanya
berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pertama,
yayasan melakukan pengawasan umum. Yayasan bertanggung
jawab untuk melakukan pengawasan umum terhadap jalannya
proses pengelolaan madrasah, termasuk pemilihan Kamad. Kedua,

yayasan melakukan monitoring kinerja Kamad. Yayasan terlibat

dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja Kamad yang telah
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terpilin. Ini dapat meliputi evaluasi terhadap implementasi
program-program madrasah dan pencapaian tujuan.Katiga,
yayasan membuat laporan tahunan.Yayasan membuat laporan
tahunan yang mungkin penilaian kinerja Kamad, perkembangan

madrasah, serta capaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Peran dan fungsi Kemenag dalam melakukan pengendalian
adalah sebagai berikut. Pertama, Kemenag melakukan
pengawasan kepatuhan regulasi. Kemenag memiliki peran dalam
mengawasi bahwa pemilihan Kamad di madrasah swasta dilakukan
sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018. Kedua, monitoring kinerja
kepala madrasah. Kementerian Agama melakukan monitoring
terhadap kinerja kepala madrasah guna memastikan bahwa
manajemen dan kepemimpinan madrasah berjalan dengan baik.
Ketiga, Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). Kemenag
memiliki mekanisme penilaian kinerja kepala madrasah, yang
dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas madrasah,
Kasi Pendidikan madrasah, dan melibatkan unsur dari
kepegawaian. Laporan tahunan Kamad juga terkait dengan

penilaian ini.

Dalam keseluruhan gambaran, yayasan dan Kementerian
Agama memiliki peran dalam mengawasi, memantau, dan menilai

kinerja kepala madrasah serta jalannya proses pengelolaan
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madrasah.Yayasan memiliki fokus pada pengawasan umum dan
evaluasi kinerja kepala madrasah, sedangkan Kementerian Agama
lebih menitikberatkan pada kepatuhan regulasi dan penilaian
kinerja melalui mekanisme seperti Penilaian Kinerja Kepala
Madrasah (PKKM). Laporan tahunan menjadi alat penilaian yang
penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan madrasah.

Dalam hal pengendalian melalui pengawasan, terdapat
standar pengawasan yang disusun oleh yayasan/kemenag dalam
konteks pengelolaan Kepala Madrasah (Kamad) di madrasah
swasta. Standar ini dikeluarkan oleh Kasi Pendidikan Madrasah
(Penma) atau pengawas madrasah yang berperan aktif dalam
menilai kinerja kepala madrasah. Hal tersebut sesuai dengan hasil

wawancara dengan SN.

“Ada. Itu biasanya dari penmanya. Karena madrasah-
madrasah swasta lininya langsung ke penma. Jadi gini,
kamad kan ada yang diangkat dari PNS ada yang dari
madrasah swasta maksudnya pegawai swasta. Dari
kepegawaian tidak bisa mencampur urusan pegawai yang
non PNS, karena tugas kepegawaian hanya dari yang PNS-
PNS saja. Jadi yang langsung menilai itu dari penma dan
pengawas itu yang berperan aktif dalam menilai kinerja
kepala madrasahnya” (CLHW, 23/07/2023/SN).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat
perbedaan dalam pengelolaan Peraturan Menteri Agama (PMA)

antara yang diangkat dari pegawai PNS dan yang diangkat dari
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pegawai non-PNS (pegawai swasta). Dalam hal ini, tugas
kepegawaian yang berhubungan dengan PNS-PNS diatur oleh
kepegawaian, sedangkan pengawasan dan penilaian kinerja Kamad
di madrasah swasta lebih banyak dilakukan oleh pihak pendidikan

madrasah dan pengawas yang berwenang.

Dengan demikian, tampak bahwa pengawasan dan penilaian
kinerja Peraturan Menteri Agama (PMA) di madrasah swasta
terutama dilakukan oleh pihak yang berhubungan langsung dengan
kepegawaian, seperti Penma dan pengawas. Standar pengawasan
dan penilaian ini mungkin dirancang untuk memastikan bahwa
Kamad, terlepas dari latar belakangnya (PNS atau non-PNS),
menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan

mencapai tujuan organisasi dengan baik.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam
pengawasan terkait dengan kinerja Kepala Madrasah. Pengawasan
ini bertujuan untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Agama
(PMA) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan

hasil wawancara dengan GN selaku kasi Pendidikan madrasah.

“Nanti melibatkan dari pengawasnya, itu biasanya
mengadakan pengawasan tentang kinerja dari kamad.Kamad
juga  harus membuat laporan kerja®, (CLHW,
23/07/2023/GN).
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Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran penting
dalam pengawasan terkait kinerja Kepala Madrasah (Kamad).
Dalam konteks ini, Kemenag biasanya melibatkan seorang
pengawas pendidikan yang bertugas untuk mengawasi kinerja
Kamad di madrasah. Pengawas ini melakukan evaluasi terhadap
berbagai aspek, termasuk pelaksanaan program pendidikan,
manajemen, dan administrasi madrasah yang dipimpin oleh kepala

madrasah.

Selain itu, kepala madrasah memiliki kewajiban untuk
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala
kepada Kemenag. Laporan ini mencerminkan pencapaian,
tantangan, dan perkembangan yang terjadi di madrasah selama

kepemimpinan kepala madrasah.

Hasil dari pengawasan dan laporan kinerja kepala madrasah
menjadi dasar bagi Kemenag untuk memberikan evaluasi dan
rekomendasi. Rekomendasi ini dapat berupa saran perbaikan atau
perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di madrasah. Dengan adanya proses pengawasan dan
pelaporan ini, Kemenag memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa madrasah menjalankan tugasnya sesuai dengan
standar pendidikan yang telah ditetapkan, dan bahwa Kamad

menjalankan tugasnya dengan baik. Ini adalah salah satu upaya
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Kementerian Agama dalam menjaga mutu dan akuntabilitas

pendidikan di lingkungan madrasah.

Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufig Kajen

Sistem pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah Sullam
Taufiq telah terlaksana dengan baik. Berbagai bentuk kegiatan
mulai dari pemilihan kepala madrasah hingga pembinaan dan
monitoring dilakukan secara transparan. Pendekatan yang
transparan dalam berbagai bentuk kegiatan, termasuk pemilihan
kepala madrasah, pembinaan, dan monitoring, merupakan prinsip
yang penting dalam manajemen sekolah atau madrasah.
Transparansi membantu memastikan akuntabilitas, partisipasi yang
lebih besar dari semua pemangku kepentingan, dan pemantauan

yang efektif terhadap kinerja madrasah.

Pada tahap perencanaan, keterlibatan pengawas dalam

pemilihan kamad disampaikan melalui wawancara berikut.

“Tupoksi pengawas madrasah? memberikan pembinaan,
supervisi, penilaian. Keterlibatan pengawas madrasah dalam
tahap perencanaan pemilihan kamad? Pengawas madrasah
tidak terlibat di dalam perencanaan. Biasanya dari pihak
yayasan itu sudah menunjuk seseorang untuk dijadikan
kepala yang memenuhi Kriteria tentunya. Setelah menurut
yayasan sudah memenuhi kriteria, kemudian meminta
pengawas untuk merekomendasikan. Jadi penunjukan
dilakukan oleh yayasan. Pengajuan rekomendasi dilakukan
oleh pengawas. Jadi prosedur pemilihan kamad sudah
dimatangkan oleh yayasan.” (CLHW/26/08/23/MS)
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Pengawas madrasah memiliki beberapa peran dan
tanggung jawab yang meliputi pembinaan, supervisi, penilaian.
Dalam tahap pemilihan kepala madrasah, pengawas tidak terlibat
di dalam tahap perencanaan. Pihak yayasan biasanya telah
menunjuk satu orang kepala madrasah yang memenuhi Kriteria.
Pada tahap ini pengawas hanya sebatas memberikan rekomendasi.
Jadi prosedur pemilihan kepala madrasah telah dimatangkan oleh
pihak yayasan. Pada prinsipnya, pengawas pendidikan atau
supervisor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
pemilihan kepala madrasah adalah keputusan yang baik dan

berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang tepat.

Namun sebenarnya, terlibatnya pengawas dapat
mengurangi potensi konflik internal di dalam madrasah yang
mungkin timbul jika proses seleksi kepala madrasah sepenuhnya
dilakukan oleh pihak internal. Rekomendasi yang diberikan oleh
pengawas harus didasarkan pada kriteria dan standar yang jelas,
dan calon kepala madrasah harus memiliki kesempatan untuk
memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap rekomendasi
tersebut. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti komite
seleksi atau dewan pendidikan, dalam proses pengambilan
keputusan akhir untuk memastikan bahwa rekomendasi pengawas

dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain yang relevan.
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Tahap selanjutnya, yakni pembinaan kamad terpilih yang
dilakukan oleh pengawas. Berikut paparan yang disampaikan oleh

MS.

“Kinerja pengawas setelah yayasan mengajukan ke
pengawas? Diantaranya adalah melakukan pembinaan apa
yang harus dilakukan kepala madrasah. Pembinaan bukan
kepada kandidat tetapi yang sudah resmi dipilih. Kemudian
kita rekomendasikan ke kemenag, ini yang akan diangkat
sebagai kamad. Tidak ada proses pencalonan lebih dari satu.
Selama ini belum pernah, yayasan hanya mengajukan satu
nama kamad. Penunjukan kamad ada dasarnya atau tidak?
Itu lebih cara pandang yayasan dalam menentukan kamad.
Mungkin karena kinerjanya, atau yang lainnya saya tidak
tahu. Pengawas tidak mengetahui kriteria kamad itu lebih
pada yayasan. Kewenangan penuh ada di pihak yayasan.”

(CLHW/26/08/23/MS)
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa

pembinaan akan dilakukan setelah kepala madrasah resmi terpilih.
Pengawas membuat rekomendasi yang diajukan ke Kementerian
Agama dimana proses pencalonan kepala madrasah dilakukan
lebih dari satu. Dalam tahap ini, pihak pengawas juga tidak
mengetahui  kriteria  pemilihan  kepala madrasah, sebab
kewenangan penuh ada pada pihak yayasan. Meski demikian, tidak
semua yayasan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan
kriteria dan memilih kepala madrasah, terdapat beberapa yayasan
yang juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,
seperti dewan guru, komite sekolah, atau komunitas setempat. Hal
ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala madrasah yang

terpilin  memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan
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pendidikan madrasah dan mampu mengemban tugas

kepemimpinan dengan baik.

Yayasan yang bertanggung jawab dalam menentukan
kriteria pemilihan kepala madrasah biasanya memiliki peran
penting dalam memastikan kepala madrasah yang terpilih memiliki
kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan
madrasah. Pada pelaksanaannya, yayasan akan membentuk sebuah
komite seleksi atau panel untuk mengevaluasi calon kepala
madrasah berdasarkan kriteria-kriteria ini dan memilih calon yang
paling sesuai untuk posisi tersebut. Selain itu, mereka juga dapat
melibatkan staf, orangtua, atau anggota komunitas dalam proses
seleksi untuk mendapatkan beragam sudut pandang dan

memastikan keputusan yang terbaik untuk sekolah.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pengawas setelah

kamad terpilih.

“Pembinaan setelah kamad terpilih bagaimana? Bagaimana
pembinaan sesuai dengan PKKM. Kemudian, waktu
kunjungan kemudian kami sampaikan beberapa informasi.
Hasil penilaian diserahkan kepada pengawas, kepala
madrasah, dievaluasi apa saja Kkinerja yang belum
terselesaikan dalam satu tahun. Ada evaluasi yang diberikan
pengawas kepada yayasan atau madrasah. berupa
pengadministrasian terkait PKKM yang belum bisa
terpenuhi. Jadi di dalam PKKM sudah menyeluruh terkait
supervisi kepala madrasah, manajerial, sampai dengan
kewirausahaan, dan kinerja pada tahun keempat. Kelima
poin tersebut merupakan unsur yang harus dinilai dalam
PKKM.” (CLHW/26/08/23/MS)
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Pembinaan kepala madrasah terpilih didasarkan pada kriteria
Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). Unsur-unsur yang
terdapat dalam PKKM menjadi indikator dalam melakukan
pembinaan terhadap kepala madrasah. Komponen tersebut
meliputi supervisi madrasah, manajerial, kewirausahaan, dan
prestasi kinerja pada tahun keempat. Penilaian kinerja kepala
madrasah biasanya melibatkan evaluasi yang dilakukan oleh
Dewan Madrasah atau komite evaluasi yang ditunjuk oleh otoritas
pendidikan setempat. Hasil dari penilaian ini dapat digunakan
untuk memberikan umpan balik kepada kepala madrasah dan
membantu dalam perencanaan pengembangan dan perbaikan
madrasah. Apabila ditemukan permasalahan yang mengganggu
sistem pendidikan di madrasah, maka pengawas dan yayasan akan

bekerja sama untuk menyusun strategi perbaikannya.

Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) menjadi hasil
yang akan memberikan gambaran terhadap madrasah terkait
kinerja kamad. MS menyampaikan bahwa proses pergantian

kamad merupakan kewenangan dari yayasan.

“Ganti Kamad? Kalau di MI begitu, dia terus. Jadi tidak ada
sistem ganti. Yayasan yang menentukan kamad dapat terus
melanjutkan masa tugasnya atau tidak. Disesuaikan dengan
evaluasi kinerja. Dulu mungkin pernah ada, kamad dia terus
tidak diganti sampai usia pensiun. Ada juga kamad yang
menjabat sejak madrasah berdiri hingga saat ini. Cara
pengangkatan kamad baru setelah pensiun? Kiriteria
berdasarkan yayasan. Kemudian komunikasi dengan
pengawas dan kemenag. Misalnya masa kerjanya baru
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beberapa bulan atau belum lama. Jadi pemberian masukan
dari pengawas maupun kemenag. Jika masa kerjanya kurang
maka itu tidak bisa. Mayoritas yang menjadi kamad adalah
pihak swasta. Biasanya dipimpin oleh orang luar yayasan.
Melihat SDM yang memenuhi Kkriteria, bukan karena
keluarga.” (CLHW/26/08/23/MS)

Pergantian kepala madrasah menjadi kewenangan yayasan.
Pihak yayasan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan
keberlanjutan kepemimpinan seorang kamad. Hal tersebut
didasarkan pada Kkinerja yang telah dilakukan selama ini.
Berdasarkan paparan dari MS terdapat madrasah yang tidak
melakukan pergantian kamad. Alasan tidak terjadinya pergantian
kamad menjadi kewenangan yayasan yang tidak dapat diuraikan.
Adapun madrasah yang melakukan pergantian kamad. Indikator
utama untuk memilih kamad menurut pihak yayasan adalah masa
kerja. Apabila masa kerjanya kurang, maka tidak dapat dijadikan
kandidat calon kepala madrasah. Umumnya yang menjadi kepala
madrasah adalah orang dari luar yayasan dengan melihat

kompetensi yang dimiliki.

Terkait pengawasan yang dilakukan, pengawas terdiri dari

berbagai unsur.

“Struktur pengawas madrasah? Ketua pokjawas, sekretaris,
staf, Ml ada enam pengawas, mendapat tambahan tugas di
RA juga. Pengawas melakukan monitoring terhadap kamad
terpilih? Pengawas menyiapkan instrumen kamad terpilih.
Apabila ada kasus hanya sebatas pembinaan. Untuk sampai
tahap pemberhentian adalah wewenang yayasan.”
(CLHW/26/08/23/MS)
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Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa
struktur pengawas madrasah terdiri dari ketua pokjawas, sekretaris,
dan staf pengawas. Struktur tersebut memiliki tingkat kompleksitas
yang berbeda-beda. Selain itu, peraturan dan praktik pengawasan
madrasah juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Dalam
melaksanakan monitoring, pengawas menyiapkan instrumen
penilaian dan apabila ditemukan kasus, tugas pengawas hanya
sebatas memberikan pembinaan. Adapun pemberhentian kepala

madrasah merupakan kewenangan dari yayasan.

“Koordinasi di unsur pengawas? Koordinasi dilakukan
setiap hari jumat, karena sekolah banyak yang libur.
Digunakan untuk persiapan monitor, supervise, pembinaan-
pembinaan dikoordinasikan bersama. Rapat koordinasi tidak
ter skema, jadi rapat dilakukan seperlunya. Pengawas
melibatkan pihak lain dalam melakukan controlling? Hanya
pengawas internal saja. Kalau ada permasalahan pengawas
melakukan komunikasi dengan komite.”

(CLHW/26/08/23/MS)
Kegiatan koordinasi menjadi bagian penting dalam sistem

kepengawasan madrasah. Koordinasi biasanya dilakukan setiap
hari Jumat, karena banyak madrasah yang libur. Pada kesempatan
tersebut digunakan untuk persiapan monitoring, supervisi, dan
pembinaan-pembinaan untuk madrasah. Selama melaksanakan
pengawasan dan ditemukan permasalahan, pengawas melakukan
komunikasi dengan komite. Dengan demikian, adanya kerja sama
yang baik antara pengawas dan komite sekolah dapat berkontribusi

pada pengembangan dan peningkatan madrasah. Kedua entitas ini
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harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa pendidikan yang
diberikan di madrasah adalah berkualitas dan sesuai dengan standar

yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan yang berlaku.

Selama pengawasan terdapat beberapa kendala yang dialami

pengawas. Hal tersebut diungkapkan oleh MS sebagai berikut.

“Kendala dalam pengawasan? Tidak ada, menjalankan apa
yg telah dirumuskan yayasan. Kemudian menindaklanjuti,
apabila ada kekurangan, pengawas melakukan pembinaan.
Kemudian permasalahan kamad vyang tidak tertib
administrasi, kamad belum siap di PKKM. Kamad kurang
koordinasi juga dengan guru-guru, manajerial kamad dengan
guru-guru. Upaya mengatasi? Mengadakan pembinaan, kita
rumuskan solusi agar tidak terjadi kembali. Mengundang
kamad, guru  duduk bersama melakukan pembinaan.
Pembinaan lainnya berupa workshop, pelatihan. Setiap
pengawas membawahi 20 madrasah dari total 127 Ml (126
swasta + 1 negeri) sekabupaten. Ada 6 pengawas untuk 127
MI.  Pengawasan dilakukan secara koordinasi melalui
evaluasi, memonitor.” (CLHW/26/08/23/MS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa kendala dalam pengawasan adalah kepala madrasah tidak
menjalankan program yang dirumuskan yayasan, tidak tertib
menjalankan administrasi, dan belum siap untuk mengikuti
penilaian kinerja kepala madrasah (PKKM). Selain itu, kamad
kurang melakukan koordinasi juga dengan guru-guru diinternal
madrasah. Dalam menyikapi hal tersebut, pengawas melakukan
pembinaan untuk merumuskan solusi dari berbagai permasalahan
yang terjadi. Pembinaan dilakukan dengan mengadakan workshop

dan pelatihan.
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3) MI Muhammadiyah Tunjungsari

Manajemen pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Tunjungsari memiliki kesamaan dengan
Sullam Taufig Kajen. Pengendalian yang dilakukan mencakup
pengawasan dalam pemilihan kepala madrasah, pembinaan,
monitoring kinerja kepala madrasah, dan evaluasi. Berdasarkan

hasil wawancara di lapangan diperoleh temuan sebagai berikut.

Keterlibatan pengawas dalam perencanaan pemilihan
kepala madrasah dapat menjadi langkah yang penting untuk
memastikan proses pemilihan kepala madrasah berjalan dengan
baik dan adil. Hal tersebut diungkapkan melalui hasil

wawancara berikut.

“Keterlibatan pengawas madrasah dalam perencanaan?
Keterlibatan pengawas madrasah di dalam perencanaan
hingga pengangkatan kamad. Sebagai pengawas diberi
informasi dari kamad yang menjabat atau pengurus yayasan
memberikan informasi terkait akan dilakukan pergantian
kamad. Adanya koordinasi antara yayasan dan pengawas
khususnya terkait persyaratan pemilihan kamad. Pengawas
memberikan pedoman dengan merujuk pada PMA nomor 24
tahun 2018. Yayasan juga meminta tata cara secara
administrasi. Pengawas menyampaikan bahwa madrasah
yang dikelola masyarakat atau yayasan ini ketika
pengangkatan kamad, dipilih melalui kewenangan yayasan,
suara guru-guru, pengawas, Kemudian selanjutnya, setelah
terjadi proses administrasi di tingkat yayasan, akhirnya
meminta rekomendasi dari kantorkementerianagama. Dalam
hal ini, kamad harus mendapatkan rekomendasi dari kakan
kabupaten kemenag, sehingga mereka legal atau sah
menduduki jabatan sebagai kamad. Kalau yang PNS nanti
otomatis SK dari kakan kemenag, dan kakanwil. Pengawas
sering dimintai terkait pandangan, wawasan, dan perekrutan
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kriteria kamad. Sering dilibatkan bahkan sampai pelantikan
hingga ke pengurus daerah, Muhammadiyah itu sampai ke
pengurus daerah. Hasil akhir di PCM (Pengurus Cabang
Muhammadiyah).” (CLHW/26/08/23/MS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh
temuan bahwa pengawas diberi informasi dari kamad yang
menjabat atau pengurus yayasan mengenai rencana pergantian
kamad. Pengawas memiliki tanggung jawab penting dalam
memastikan transisi berjalan lancar dan terorganisir. Pergantian
kamad adalah waktu yang krusial dalam kehidupan yayasan, dan
peran pengawas sangat penting dalam menjaga stabilitas dan
kelancaran proses ini. Koordinasi antara yayasan dan pengawas
terkait persyaratan pemilihan Kamad adalah langkah yang
penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung
dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengawas pemilihan harus merujuk ke Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 yang mencakup panduan
dan peraturan terkait pemilihan kepala madrasah. Pengawas
harus memahami dengan baik isi ke Peraturan Menteri Agama
(PMA) dan memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan
kepada yayasan dan calon Kamad tentang persyaratan dan

prosedur yang harus diikuti.

Yayasan berkontribusi dalam menyusun tata cara
administrasi untuk pemilihan ke Peraturan Menteri Agama

(PMA). Hal ini mencakup jadwal pemilihan, proses pendaftaran
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calon, mekanisme pemungutan suara, dan sebagainya. Tata cara
ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang
berlaku. Setelah selesai proses administrasi dari yayasan
selanjutnya melakukan pengajuan rekomendasi dari Kantor
Kementerian Agama (Kemenag) untuk menetapkan Kepala
Madrasah (Kamad). Dalam hal ini, kamad harus mendapatkan
rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten, sehingga
mereka legal atau sah menduduki jabatan sebagai kamad.
Adapun keputusan akhir berada di PCM (Pengurus Cabang

Muhammadiyah).

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa yayasan memiliki
kebijakan penuh dengan mempertimbangkan masukan dari

pengawas.

“Pembuatan prosedur dari pengawas? Kebijakan penuh ada
di yayasan, tapi dari pengawas memberi masukan
berdasarkan rujukan dari PMA vyang ada. Biasanya
memberikan pandangan, masukan saja. Walau kewenangan
penuh ada pada yayasan. Kalau yayasan biasanya ditambah
dengan bukti keaktifan organisasi. Pemilihan calon kamad
harus merujuk pada kriteria, hampir 90% terpenuhi. Jarang
yayasan menetapkan standar dalam tanda petik “yang
penting orangnya dekat dengan yayasan” kini sudah jarang
terjadi. Misal di Ml lain (Kedungjaran), orang yang ditunjuk
untuk menjadi kamad bukan orang muhammadiyah, tapi
organisasinya dari NU. Tapi karena yayasan itu netral,
menunjuknya personal bukan dari organisasinya, maka
beliau ditunjuk dari kamad. Yayasan mengedepankan
profesional. Sejak saya jadi pengawas di sini, tahun 2017 itu
sudah yayasan yang ditunjuk. padahal disini ada PNS
sebanyak empat dan semuanya senior, golongannya sudah
Illc tetapi tidak ditunjuk jadi kepala. Yang kepala tadinya Bu
Ana tapi sertifikasi swasta. Baru beralih ke yang PNS. Jadi
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tidak mengedepankan yang negeri harus jadi kamad, tidak
seperti itu. Jadi siapapun yang memenuhi Kriteria, yang
dianggap pinter memimpin membawa madrasah biasanya
ditunjuk oleh yayasan.” (CLHW/26/08/23/MS)

Penunjukkan kepala madrasah tidak didasarkan pada
faktor kekeluargaan, tapi merujuk pada kompetensi yang
dimiliki. MS menyampaikan bahwa di MI Kedungjaran orang
yang ditunjuk bukan dari Muhammadiyah, tapi dari NU. Hal
tersebut menunjukkan yayasan netral, penunjukkan dilakukan
dari segi personalnya bukan dari organisasinya. Kemudian
kamad yang ditunjuk tidak selalu yang bergolongan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), tetapi swasta juga diutamakan. Intinya bagi
mereka yang dianggap memenubhi Kriteria, dapat memimpin dan
membawa madrasah ke arah yang lebih baik biasanya akan

ditunjuk oleh yayasan.

“Koordinasi yang dilakukan pengawas dalam memonitoring
kinerja kamad? Sesuai dengan aturan pengawas madrasah
yang ada di kemenag. Kita mengikuti peraturan
PERMENPAN RB nomor 21 tahun 2010 yang mengatur
tentang jabatan pengawas. Di situ sudah ada aturan Kinerja
untuk pengawas. Yang kedua PMA nomor 2 tahun 2012 itu
lebih mengatur pada pengawas madrasah dan PAI. Maka
tugas dari pengawas madrasah yang pada dasarnya adalah
pengawasan manajerial dan pengawasan akademik yang
terkait dengan madrasah ini berarti kita punya tugas
pembimbingan, pembinaan, dan monitoring terhadap kamad
mulai dari RA sampai dengan MA. Serta guru-gurunya, kita
memiliki tugas pengawasan akademik, contoh konkretnya
kita dulu menilai kinerja guru, sehingga kita harus membagi
binaan kita sesuai dengan wilayah dan cakupannya Kkita
laksanakan.” (CLHW/26/08/23/MS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui

bahwa pengawasan dilandaskan pada Permen PANRB No. 21
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tahun 2010 yang mengatur tentang jabatan pengawas. Kemudian
merujuk juga pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2
tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan Pendidikan Agama
Islam (PAI). Tugas dari pengawas madrasah melibatkan banyak
aspek, termasuk pengawasan manajerial dan pengawasan
akademik. Tugas tersebut meliputi pembimbingan, pembinaan,
dan monitoring terhadap kamad mulai dari Raudhatul Athfal
(RA) sampai dengan Madrasah Aliyah (MA). Pengawasan
manajerial terdiri dari kegiatan memberikan panduan dan arahan
kepada pengelola madrasah tentang manajemen administratif,
keuangan, dan sumber daya manusia, membantu dalam
pengembangan  perencanaan  strategis, program-program
madrasah, serta perbaikan proses manajemen secara
keseluruhan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berkaitan dengan

manajemen madrasah.

Kemudian pengawasan akademik berkaitan dengan
tugas memberikan bimbingan kepada guru-guru dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran,
membantu dalam pengembangan kurikulum madrasah agar
sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku, melakukan
pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar siswa, dan penerapan metode pembelajaran yang efektif.
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Pengawas madrasah memiliki peran penting dalam memastikan
bahwa madrasah menjalankan tugasnya dengan baik, baik dalam
hal manajemen maupun pendidikan. Mereka juga berkontribusi
pada peningkatan mutu pendidikan Islam dari RA hingga MA
melalui pembimbingan, pembinaan, dan monitoring yang

berkelanjutan.

Setiap minggu dalam satu bulan, pengawas selalu

melakukan koordinasi.

“Bagaimana koordinasi antara pengawas? Kalau di
Kabupaten Pekalongan sudah diberi bimbingan itu harus
update pengetahuan atau koordinasi dilakukan setiap Jumat.
Sebagai ketua pokjawas madrasah, tugas-tugas itu kita
jabarkan setiap bulan sesuai dengan tugasnya mulai dari
pembinaan, pemantauan 8 standar, penilaian Kinerja guru,
PKKM bagi kepala, bimbingan profesionalisme, bimbingan
terhadap KKG & MGMP dilaksanakan berdasarkan
instrumen dan tugas yang ada, sehingga dapat menjadi
laporan yang setiap tahunnya kita laporkan pada kakan

kemenag untuk mendapatkan pengesahan.”
(CLHW/26/08/23/MS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa koordinasi antar pengawas di Kabupaten Pekalongan
dilaksanakan setiap hari Jumat. MS sebagai ketua pokjawas
menguraikan tugas yang meliputi pembinaan, pemantauan
delapan standar, penilaian kinerja guru, Penilaian Kinerja
Kepala Madrasah (PKKM), bimbingan profesionalisme,
bimbingan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) berdasarkan

instrumen yang telah ditetapkan. KKG dan MGMP adalah forum
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tempat guru-guru berkumpul untuk berbagi pengalaman,
pengetahuan, dan sumber daya terkait pengajaran dan
pembelajaran. Bimbingan terhadap KKG dan MGMP dapat
mencakup dukungan dalam perencanaan  kurikulum,
pengembangan materi pelajaran, dan pertukaran ide untuk

meningkatkan kualitas pengajaran.

Semua konsep ini memiliki peran penting dalam
pengembangan pendidikan yang berkualitas dan peningkatan
kinerja guru. Dengan mengimplementasikan praktik-praktik
dengan baik, sekolah dan sistem pendidikan dapat berusaha

mencapai hasil pendidikan yang lebih baik bagi siswa mereka.

Terkait pelaksanaan pemilihan kepala madrasah

diungkapkan MS sebagai berikut.

“Pelaksanaan pemilihan kamad dilaksanakan berapa kali?
Rata-rata kalau yang di yayasan bahwa setiap empat tahun
ditinjau perlu dipilih lagi atau tidak. Tapi kalau kepalanya
sebelum empat tahun ada permasalahan, maka perlu
dipertimbangkan ulang. Aturan menjabat itu dua periode.
Yayasan juga menerapkan demikian. Tapi tidak semua
yayasan, ada 4 tahun ditinjau kembali. Ada juga yang
ditunjuk terus, figure tersebut mungkin dibutuhkan yayasan
untuk mengembangkan madrasah yang besar. Periodenya
sudah sampai dua kali lebih. Ada yayasan yang kamadnya
hanya itu saja, tidak ganti baik yang berstatus swasta maupun
PNS. Kalau di MIM Tunjungsari sudah menerapkan PMA,
dan rata-rata ada pergantian” (CLHW/26/08/23/MS).

Pemilihan kepala madrasah di masing-masing
yayasan umumnya dilakukan setiap empat tahun sekali. Kinerja

kepala madrasah yang menjabat perlu ditinjau ulang untuk
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menentukan layak dan tidaknya untuk menjabat kembali.
Namun, apabila terdapat kepala madrasah yang bermasalah
sebelum masa tugas selesai, maka tidak berkesempatan untuk
dipilih kembali. Kepala madrasah dapat menjabat sebanyak dua
kali periode. Di sisi lain, terdapat madrasah yang menunjuk
figure tersebut terus menerus karena dianggap layak dan
mumpuni untuk mengembangkan madrasah, periodenya dapat
dua kali lebih. Ada Pula madrasah yang tidak pernah ganti
kamad baik yang berstatus sebagai PNS maupun swasta.
Sementara di MI Muhammadiyah Tunjungsari telah melakukan
pergantian kamad dan disesuaikan dengan PMA yang berlaku.
Disampaikan oleh MS bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA)
sudah sesuai untuk dijadikan standar pemilihan kepala

madrasah.

“Apakah PMA sesuai untuk dijadikan sebagai kriteria
pengangkatan kamad? Saya kira PMA ini dari pasal hingga
ayat-ayatnya sudah  memenuhi  untuk pengaturan
pengangkatan kamad. Karena ini regulasinya juga hampir
sama dengan Kemendikbud, jadi bisa sinkron. Pengaturan
pendidikan, kamad, hingga guru-guru sudah sinkron dari
butir-butir ayatnya.” (CLHW/26/08/23/MS).

Penentuan standar pemilihan kepala madrasah adalah hal
yang penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di
lembaga pendidikan Islam. PMA (Peraturan Menteri Agama)
adalah salah satu aspek penting dalam menilai kualifikasi

seorang kepala madrasah. Menurut MS, PMA No. 24 tahun 2018
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sudah sesuai untuk dijadikan sebagai standar pemilihan kepala
madrasah. Sebab, regulasi di dalamnya hampir sama dengan
Kemendikbud sehingga bisa selaras. Pengaturan pendidikan,
pemilihan kepala madrasah, hingga regulasi terkait kinerja guru

telahselaras dilihat dari butir-butir ayatnya.

Standar pengawasan yang dilakukan merujuk pada ke

Peraturan Menteri Agama (PMA) dan keputusan Dirjen Pendis.

“Standar pengawasan yang disusun oleh pengawas?
Pengawas lebih mengikuti PMA, keputusan dirjen pendis,
kalau itu ada aturan-aturan yang pokok. Maka Kkita
tindaklanjuti langsung. Kalau yang belum ada, seperti
instrumen untuk monitoring, evaluasi maka itu akan disusun
oleh pokjawas. Misal materi ini kita binakan, tapi belum ada
petunjuknya. Maka kita membuat inovasi sendiri, membuat
kreativitas. Kalau saya mematenkan pada aturan baku, maka
guru-guru saya tidak kreatif dan inovatif. Maka kami
mencoba keluar dari aturan baku. Jadi biar tidak terpaku.”
(CLHWY/26/08/23/MS).

Berdasarkan penjelasan MS, pengawasan dilakukan
dengan mengikuti ke Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
24 tahun 2018 dan keputusan Dirjen Pendis. Keduanya menjadi
dua sumber acuan dalam pengawasan madrasah. Selain itu,
pengawas juga menyusun instrumen untuk evaluasi dan
monitoring. Apabila terdapat materi pengawasan yang belum
ada petunjuknya, maka pengawas akan menyusun kelengkapan
nya. MS juga menyampaikan bahwa tidak terlalu terpaku pada
aturan baku, sebab dapat membuat guru tidak kreatif dan

inovatif. Keluar dari aturan baku bukan berarti mengabaikan
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norma-norma pendidikan atau menciptakan kekacauan.
Sebaliknya, hal ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan
belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan

siswa dan guru.

Pada tahap evaluasi, pengawas tidak hanya
memonitoring kinerja kepala madrasah, melainkan juga guru-

gurunya.

“Evaluasi madrasah yg dilakukan pengawas kaitanya
PKKM? Pengawas memiliki tugas, evaluasi guru itu masuk
pengawasan akademik. Jadi sebetulnya pengawas menilai
kinerja guru dalam pembelajaran, dan dilakukan sesuai
kemampuan pengawas dan ketersediaan waktunya. Sehingga
nanti melahirkan PKG baik untuk kenaikan pangkat atau
apa. Hal itu merupakan penilaian pengawas. Kemudian
belum lama ini, penilaian kinerja guru sekarang yang menilai
kamad. Tapi, pengawas memverifikasi hasil penilaian
kepada guru. Penilaian kamad memang pengawas melalui
PKKM.” (CLHW/26/08/23/MS).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa pengawas juga melakukan pengawasan akademik
terhadap kinerja guru. Pengawas menilai kinerja guru dalam
pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa guru-guru di madrasah memberikan pengajaran yang
berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.
Hal tersebut dilakukan sesuai kemampuan pengawas dan
ketersediaan waktu. Namun saat ini, penilaian Kinerja guru
dilakukan oleh kepala madrasah. Penilaian kinerja guru oleh

kepala madrasah adalah salah satu bagian penting dari
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manajemen sekolah. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi
sejauh mana guru telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya
dalam mengajar dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan di
madrasah. Hasil akhir penilaian dari kepala madrasah kemudian
diverifikasi oleh pengawas. Adapun kepala madrasah dinilai

pengawas melalui Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM).

Apabila nilai PKKM rendah, maka pengawas akan
memberitahukan kepada pihak yayasan untuk menentukan

kedudukan kepala madrasah.

“Cara mengatasi jika nilai PKKM rendah? Jadi sebetulnya
PKKM itu orientasinya, 1) kepada pribadi sebagai bukti
kinerja kamad, 2) bagi PNS sebagai dasar kelayakan
penerimaan tunjangan atau sertifikasi bagi PNS, 3) sebagai
laporan pada pihak pengurus madrasah atau yayasan untuk
mengetahui kinerja kamad (ini untuk yang tahunan), kalau
yang empat tahun yang menilai PKKM banyak mulai dari
kasi madrasah, pengawas, penilai dua orang, guru, tendik,
komite, yayasan. Semuanya terlibat, jadi semua tahu sampai
prestasi kinerja kamad nya seperti apa. Misal nanti hasil
PKKM buruk, maka pengawas akan memberitahukan
kepada pihak yayasan. Silahkan dapat dijadikan sebagai
dasar penentuan posisi kamad saat ni.”
(CLHW/26/08/23/MS)

Penilaian Kinerja Kepala Madrasah atau yang sering
disebut dengan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM)
memiliki beberapa orientasi, yakni sebagai bukti kinerja kepala
madrasah, dasar kelayakan penerimaan tunjangan bagi PNS,
bukti laporan kepada pihak pengurus madrasah atau yayasan
untuk mengetahui kinerja kepala madrasah yang dilakukan

setiap tahun. Adapun penilaian empat tahunan/PKKM dinilai
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oleh banyak komponen mulai dari kasi madrasah, pengawas,
penilai dua orang, guru, tendik, komite, dan yayasan. Semuanya
terlibat, sehingga menunjukkan bukti transparansi dalam
penilaian tersebut. Apabila penilaian PKKM diperoleh hasil
yang buruk, maka pengawas akan memberitahukan kepada
pihak yayasan sebagai dasar penentuan kedudukan kepala

madrasah.

“Pembinaan dari pengawas berupa workshop untuk kamad?
Karena jangkauannya jauh, dan banyaknya madrasah yang
dibina. Kalau pembinaan yang paling efektif itu melalui
KKG (Kelompok Kerja Guru), tingkat kecamatan. Sehingga
banyak guru di situ yang dibina sifatnya penguatan atau
penyampaian informasi baru. Yang kedua, ada pembinaan
khusus di madrasah tersebut atau biasa disebut dengan istilah
IHT (In House Training), itu cukup satu madrasah. Ketiga,
selaku pokjawas biar madrasah memiliki persepsi yang sama
terkait kebijakan atasan, terkadang kami adakan kerja sama
dengan KKG KKMI dalam bentuk workshop, lokakarya,
maupun pertemuan ilmiah yang terkadang banyak
pesertanya. Ketika kami memberikan pembinaan awal
terkait PKKM dilakukan secara serempak. Mengadakan
acara di hotel, kemudian pembiayaan kita peroleh dari guru-
guru. Kalau guru itu berasal dari PKB, maka guru dapat
mengambil dana dari sekolah dengan catatan sekolah itu
mampu. Misal,kamad diundang untuk dibina. Kemudian
madrasah dapat memberikan pendanaan untuk kamad
mengikuti kegiatan tersebut.” (CLHW/26/08/23/MS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa pembinaan pengawas untuk kepala madrasah berupa
workshop. Menurut MS, pembinaan yang paling efektif adalah
melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) per kecamatan,
kegiatannya berupa penguatan atau penyampaian informasi

baru. Kemudian, adanya pembinaan khusus di madrasah atau
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biasa disebut dengan istilah IHT (In House Training).
Selanjutnya, pengawas juga memiliki program lokakarya,
workshop, maupun pertemuan ilmiah lainnya untuk memberikan
persepsi yang sama dari kebijakan yang berlaku. Keseluruhan
pendanaan dari kegiatan tersebut dibebankan kepada peserta

baik guru maupun kepala madrasah.

Peran pengawas di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah
telah maksimal. Hal tersebut disampaikan melalui hasil

wawancara berikut.

“Pengawasan sudah optimal? Peran pengawas sudah
maksimal. Membawabhi banyak MI, apakah sudah optimal?
Pengaws diberi kewenangan untuk menggali model, metode
kepengawasan tersendiri. Menilai kinerja guru sudah kamad,
atau guru senior untuk menilai kinerja guru lainnhya. Maka
pengawas tinggal menilai kamad maka tidak akan repot.
Ditambah dengan teknologi digital, lebih memudahkan
pengawasan.” (CLHW/26/08/23/MS)

Pengawasan di MIS dikatakan optimal, sebab pengawas
diberi  kewenangan untuk menggali model, metode
kepengawasan tersendiri. Penggalian model atau metode
pengawasan harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung
jawab. Hal ini membantu memastikan bahwa prosesnya adil,
transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa
melanggar hak atau privasi pihak-pihak yang terlibat. Di sisi
lain, penilaian guru sudah dilakukan oleh kepala madrasah,
sehingga pengawas hanya menilai kepala madrasah. Ditambah

dengan kecanggihan teknologi digital yang semakin membuat
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semuanya mudah. Dengan kerja sama yang baik antara
pengawas, kepala madrasah, dan staf pendidikan madrasah dapat
terus meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada

siswa.

Dalam meningkatkan kualitas pemilihan kepala
madrasah, pengawas memiliki strategi dan beberapa upaya. Hal

tersebut dijelaskan melalui wawancara berikut.

“Upaya perbaikan kualitas pemilihan dan kinerja kamad?
Gerakan saya didukung oleh kakankemenag, kasi, kamad,
dimulai dari merawat ekstrakurikuler pramuka, sering
mengadakan pertemuan kamad yang sering dinamakan
diseminasi PKB merujuk pada penguatan kompetensi kamad
untuk menilai guru PKG. Melalui kerja sama dengan balai
diklat, dalam rangka peningkatan kamad, penguatan
madrasah dapat melakukan inovasi. Kami juga sudah
melakukan pembinaan penyusunan KOM (Kurikulum
Operasional Madrasah) yang itu merupakan pelaksanaan
dari IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). Agar kamad
tahu penyusunan kurikulum, karena itu sebagai pedoman.”
(CLHW/26/08/23/MS)

Upaya yang dilakukan pengawas dalam menjaga
kualitas pemilihan kamad adalah dengan melakukan pertemuan
yang sering dinamakan PKB (Penguatan Kompetensi
Berkelanjutan Kepala Madrasah). Penguatan kompetensi kepala
madrasah adalah suatu langkah penting dalam meningkatkan
kualitas manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan.
Kepala madrasah memiliki peran kunci dalam memastikan
efektivitas pendidikan di madrasah. Hal tersebut dilakukan

dengan melakukan kerja sama dengan balai diklat. Selain itu,
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pengawas juga melakukan pembinaan penyusunan KOM
(Kurikulum Operasional Madrasah) sebagai bentuk pelaksanaan
dari IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka). Hal tersebut
bertujuan agar kepala madrasah mengetahui penyusunan
kurikulum. Dengan kompetensi yang kuat, kepala madrasah
dapat lebih efektif dalam memimpin dan mengelola madrasah
mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada
prestasi siswa dan keberhasilan lembaga pendidikan secara

keseluruhan.

M1 Salafiyah Ngalian

Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngalian merupakan
madrasah yang tidak dapat melepaskan diri dari kepengawasan.
Keterlibatan pengawas dalam sistem madrasah meliputi
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Komponen tersebut
menjadi aspek penting yang memandu madrasah dalam
menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Keterlibatan
pengawas dalam perencanaan pemilihan kepala madrasah dapat
menjadi langkah yang penting untuk memastikan proses
pemilihan kepala madrasah berjalan dengan baik dan adil. Hal

tersebut diungkapkan melalui hasil wawancara berikut.

“Tugas kami menjaga dan membina guru agar tetap
profesional dalam menjalankan tugasnya, melakukan
supervisi terhadap Kinerja kepala sekolah, guru, staf
sekolah, dan madrasah secara keseluruhan. Sifatnya
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hanya memberikan informasi kepada madrasah yang di
negeri dan swasta bahwa pemilihan kamad itu memang
berbeda apabila merujuk pada PMA. Jadi terlibatnya
tidak secara langsung, tetapi lebih kepada pembinaan.
Dari pihak madrasah mengajukan permohonan
pergantian kamad, untuk yang negeri prosedurnya
seperti apa, begitu pula dengan yang di swasta seperti
apa. Terkait prosedur pemilihan kamad, pengawas tidak
terlibat secara langsung. Perumusan prosedur dilakukan
oleh yayasan, peran pengawas hanya sebatas
memberikan saran. Kompetensi kepala madrasah
seperti leader, motivasi, pedagogik juga menjadi
pertimbangan.” (CLHW/26/08/23/SB)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat
diketahui bahwa pengawas madrasah memiliki peran penting
dalam perencanaan hingga pengangkatan kepala madrasah.
Peran pengawas madrasah meliputi 1) menjaga dan membina
guru agar tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, 2)
melakukan supervisi terhadap kinerja kepala madrasah, guru,
staf madrasah, dan madrasah secara keseluruhan, 3) membantu
kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana
kerja, pengawasan, dan evaluasi, 4) memberikan masukan

kepada kepala madrasah dalam pengambilan keputusan terkait

pengangkatan kepala madrasah.

Dalam pengangkatan kepala ~madrasah, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data untuk
memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala madrasah.
Selain itu, kepala madrasah juga memiliki tugas dalam

pengawasan terhadap kinerja guru, yang meliputi beberapa hal
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yang harus diperhatikan, seperti kepatuhan guru terhadap
kurikulum dan program kerja. kualitas pembelajaran yang
disampaikan oleh guru, kedisiplinan guru dalam menjalankan
tugasnya. Dalam hal ini, pengawas madrasah dapat membantu
kepala madrasah dalam melakukan supervisi terhadap kinerja

guru.

Pada tahap ini, pengawas tidak terlibat secara langsung
sebab kewenangan penuh dalam menentukan prosedur
pemilihan kepala madrasah berada di tangan yayasan. Pengawas
hanya akan memberikan pendampingan berupa ketentuan yang
harus diperhatikan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2018 tentang kepala madrasah. Selain itu, pengawas juga
memberikan saran atau masukan dari rumusan-rumusan yang
disusun oleh yayasan dalam pemilihan kepala madrasah. Dengan
demikian, peran pengawas dalam tahap perencanaan hanya
sebatas memonitoring kinerja yang dilakukan oleh pihak
yayasan. Apabila ketentuan yang dirumuskan menyimpang dari
aturan, maka tugas pengawas adalah memberikan pengarahan
dan pendampingan. Tujuannya agar pemilihan kepala madrasah
dilaksanakan secara transparan, langsung, umum, bersih, jujur,

dan adil.
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Pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung
menjadi metode yang efektif. Hal tersebut disampaikan oleh

narasumber sebagai berikut.

“Rambu-rambu pemilihan sudah diberikan. Kami justru
khawatir jika nanti terlibat langsung malah jadi
mendominasi. Sehingga dengan pengawasan secara tidak
langsung ini mereka memiliki keleluasaan untuk memilih

siapa yang akan dijadikan kandidat kamad. Kebebasan
diberikan kepada madrasah dengan merujuk pada
ketentuan yang telah ditetapkan.” (CLHW/26/08/23/SB)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan

bahwa pengawasan yang dilakukan adalah secara tidak langsung
dengan memberikan rambu-rambu di awal. Pengawasan ini
mengacu pada metode pemantauan yang diterapkan di
lingkungan madrasah, yang biasanya digunakan untuk
memantau Kinerja guru, dan manajemen madrasah tanpa campur
tangan langsung atau partisipasi fisik. Pengawasan semacam ini
dapat membantu  meningkatkan  kualitas  pendidikan,
memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan regulasi, serta
memantau perkembangan siswa. Pengawasan ini dianggap
efektif, sebab jika keterlibatan pengawas dilakukan secara
langsung, maka yang ditakutkan adalah akan mendominasi. Jadi
pengawas berupaya untuk memberikan keleluasaan kepada
yayasan untuk memilih siapa pun yang akan dijadikan sebagai

kandidat kepala madrasah. Namun tentunya tetap merujuk pada

beberapa aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
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Pengawasan tidak langsung di madrasah adalah salah satu aspek
penting dalam menjaga mutu pendidikan, etika, dan kepatuhan
terhadap aturan. Penting untuk memastikan bahwa pengawasan
ini dilakukan secara adil, profesional, dan sesuai dengan nilai-

nilai pendidikan yang diinginkan oleh madrasah.

Dalam pelaksanaannya, prosedur pemilihan kepala
madrasah telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama

(PMA).

Prosedur  pemilihan  sesuali PMA?  Sudah,
disosialisasikan ke madrasah terkait PMA untuk
pengangkatan kamad. Koordinasi pengawas? Pokjawas
ada rapat tahunan, semester, bulanan, dan refresh.
Mereka diberikan refreshment, setiap tahun ajaran ada
perubahan yang sifatnya berkaitan dengan pemilihan
kamad. Kemudian dibahas melalui agenda rapat tersebut.
(CLHWY/27/08/23/SB)

Merujuk pada paparan di lapangan bahwa prosedur
pemilihan kepala madrasah telah berpedoman pada PMA No. 24
Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PMA No. 58 Tahun
2017. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya sosialisasi
terhadap peraturan tersebut. Sosialisasi Peraturan Menteri
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018 adalah proses penting yang
harus dilakukan untuk menginformasikan dan mempersiapkan
semua pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala madrasah,

baik itu para pemilih, calon kepala madrasah, maupun staf
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administrasi madrasah. Sosialisasi ini  bertujuan untuk
memastikan bahwa pemilihan kepala madrasah berjalan dengan
transparan, demokratis, dan adil. Sosialisasi ini dilakukan
dengan memberikan informasi terkait rencana pemilihan kepala
madrasah, menyediakan informasi terkait tata cara, syarat calon
kepala madrasah. Kemudian menjelaskan tahapan pemilihan
kepala madrasah sampai dengan pengumuman hasil kepala
madrasah terpilih. Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA)
yang baik dan tepat sasaran akan membantu memastikan bahwa
pemilihan kepala madrasah berlangsung dengan transparan, adil,
dan demokratis, serta akan meningkatkan partisipasi aktif dari

semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Dalam melaksanakan tugas ini satuan Kkinerja
pengawas yang bernama Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas)
perlu melakukan koordinasi. Tujuan dilakukannya koordinasi
adalah untuk menentukan pembagian tugas yang mampu
mendukung keberhasilan pengawasan. Koordinasi antar
pengawas madrasah menjadi aspek krusial dalam memastikan
efektivitas pengawasan dan pengelolaan pendidikan di
madrasah. Pengawas madrasah biasanya bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa madrasah mematuhi standar
pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memfasilitasi

perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Koordinasi yang
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dilakukan pengawas biasanya dilakukan dalam bentuk rapat
tahunan, semester, bulanan, dan program penyegaran
(refreshment course). Anggota pengawas diberikan refreshment
untuk membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam hal
pengawasan. Selain itu, pengawas juga melakukan komunikasi
rutin melalui grup Whatsapp, dan grup diskusi online lainnya
yang memfasilitasi komunikasi sehari-hari. Koordinasi antar
pengawas madrasah adalah kunci untuk mencapai pengawasan
pendidikan yang efektif dan untuk memastikan bahwa madrasah
memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Melalui
komunikasi dan kerja sama yang baik, pengawas madrasah dapat
bekerja bersama-sama untuk memajukan sistem pendidikan dan

meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam menjalankan tugasnya, pembagian tugas
pengawas dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas

dan kebutuhan madrasah.

“Pembagian tugas sesuai dengan binaan masing-
masing. Misal ini madrasah X akan ditangani oleh
pengawas yang bersangkutan. Penilaian PKKM itu
harus ada pengawas satu atau disebut pengawas bina
dan pengawas dua. Pengorganisasian tugas sudah
berjalan dengan baik, ada bidang diklat, humas, dan
lain-lain. Mereka sudah berkoordinasi sinkron. Itu
berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.”
(CLHW/26/08/23/SB).
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Setiap pengawas madrasah harus memiliki peran dan
tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas ini harus
didasarkan pada keahlian dan kekuatan individu, sehingga setiap
pengawas dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan
bidangnya. Pada struktur pengawasan terdiri dari bidang diklat,
humas, dan lain-lain. Selain pembagian tugas, pengawas juga
harus juga harus berkoordinasi dengan instansi pendidikan
lainnya, seperti Dinas Pendidikan, untuk memastikan bahwa
madrasah memenuhi semua regulasi dan pedoman pendidikan

yang berlaku.

Pembagian tugas pengawas harus didasarkan pada
kebutuhan madrasah dan ketersediaan sumber daya manusia.
Penting juga untuk memiliki koordinasi dan komunikasi yang
baik antara pengawas, sehingga mereka dapat bekerja sama
untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh
madrasah. Selain itu, pembagian tugas ini juga harus selaras
dengan regulasi pendidikan dan pedoman yang berlaku di
wilayah. Dalam melakukan tugasnya, pengawas madrasah juga
harus bekerja sama, berkomunikasi, danberkoordinasidengan
baik agar dapat mencapai tujuan bersama dalam pengembangan
pendidikan di madrasah.

Penilaian Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM)
dan juknis yang dilakukan pengawas sebagai berikut.
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“Ada juknis yang dimiliki pengawas? Itu masuknya
ke dalam schedule jurnal, kegiatan apa yang harus
dilakukan pengawas madrasah. Pelaksanaan PKKM
bagaimana? Pelaksanaan PKKM dilakukan mulai
tahun 2019. Tinggal mereka menjadi kamad itu berapa
tahun, dalam skala empat tahun. Kalau masa kamad
sudah empat tahun, maka kita minta tim yang akan
menilai. Tapi kalau yang tahunan itu hanya dilakukan
oleh pengawas bina dan pengawas dua. Apa saja yang
dilakukan  dalam  penilaian PKKM?  Dari
manajerialnya, empat kompetensi dari kepala
madrasah, dan prestasi-prestasi kamad. Kalau prestasi
itu terjadi pada penilaian empat tahunan.”

(CLHW/26/08/23/SB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
petunjuk teknis yang dimiliki pengawas berupa schedule jurnal
yang memuat kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas
madrasah. Dokumen ini berisi empat informasi tentang peran,
tanggung jawab, tugas, prosedur, dan aturan yang harus diikuti
oleh pengawas madrasah dalam rangka mengawasi dan
mendukung pengembangan madrasah. Dalam juknis diatur
terkait langkah-langkah konkret yang harus diikuti oleh
pengawas madrasah dalam melakukan pengawasan, termasuk
jadwal kunjungan, jenis evaluasi yang harus dilakukan, dan
pelaporan hasil pengawasan. Adanya juknis ini sangat penting
dalam menjaga konsistensi dan kualitas pengawasan di
madrasah-madrasah di seluruh wilayah. Pengawas madrasah
perlu memahami dan mengikuti petunjuk teknis dalam

menjalankan tugas mereka agar dapat berkontribusi secara

efektif dalam meningkatkan pendidikan di madrasah.
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Salah satu kegiatan penting yang dilakukan pengawas
madrasah adalah penilaian tahunan dan Penilaian Kinerja
Kepala Madrasah (PKKM) 4 (empat tahunan). Penilaian kinerja
kepala madrasah merupakan proses evaluasi yang dilakukan
terhadap kinerja seorang kepala madrasah atau kepala sekolah di
lingkungan madrasah. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah
untuk menilai sejauh mana kepala madrasah telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan umpan balik
yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.
Penilaian kinerja kepala madrasah biasanya mengacu pada
aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian
Agama, khususnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24
Tahun 2018. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator,
yakni evaluasi sejauh mana kepala madrasah telah berhasil
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti
meningkatkan mutu pendidikan, mencapai target akademik, dan
mencapai sasaran-sasaran pengembangan lainnya. Kemudian
penilaian terhadap kemampuan kepala madrasah dalam
memimpin dan mengelola madrasah, termasuk kemampuan
dalam memotivasi staf, mengambil keputusan, dan
merencanakan strategi pengembangan. Pada penilaian 4
tahunan, prestasi-prestasi yang berhasil diraih kepala madrasah

juga menjadi aspek/komponen penilaian.
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Proses penilaian kinerja kepala madrasah biasanya
melibatkan berbagai pihak, seperti Komite Madrasah,
supervisor pendidikan, dan tim penilai. Hasil dari penilaian
kinerja ini dapat digunakan untuk memberikan umpan balik
kepada kepala madrasah dan merencanakan pengembangan
lebih lanjut, serta dalam pengambilan keputusan terkait

kepemimpinan kepala madrasah.

Apabila kepala madarsah terpilih terbukti melakukan
pelanggaran, maka terdapat beberapa sanksi yang telah

ditetapkan, seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut.

“Apabila kamad terpilih terbukti melakukan
pelanggaran, sanksi seperti apa? Langkah pertama
adalah  pembinaan, langkah kedua adalah
peringatan, dan yang ketiga adalah koordinasi
dengan pengurus yayasan. Bentuk pembinaan yang
tidak bermasalah, di sela-sela rapat dengan kamad
tingkat kecamatan selalu dilakukan pembinaan
kamad setiap bulan. Kemudian yang sifatnya
internal kepada madrasah lebih pada kamad yang
bermasalah. Pembinaan dalam kegiatan KKM
(Kelompok Kerja Kepala Madrasah). Tapi jika ada
kamad yang bermasalah langsung dilakukan
pembinaan secara pribadi. Kegiatan KKM berupa
workshop, sosialisasi, atau rapat-rapat biasa.
Tergantung pada materi yang diberikan sangat
krusial atau tidak. Misal ada informasi terbaru, ini
harus kita adakan besok, informasi yang sifatnya
sederhana bisa berupa sosialisasi. Materi biasa,
maka hanya dilakukan rapat kecil/biasa. Pembinaan
yang dilakukan apakah efektif untuk meningkatkan
kinerja kamad? Jelas ada peningkatan Kkinerja
setelah dilakukan pembinaan secara bulanan
maupun secara internal pribadi.Yang jelas ada
peningkatan. Termasuk ada kurikulum, Kita
sampaikan melalui rapat atau pembinaan langsung
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agar dapat disampaikan kepada guru-guru yang
terdapat di madrasah. Adanya rapat KKM segala
informasi dapat cepat tersampaikan.”

(CLHW/26/08/23/SB).

Tugas dan peran pengawas madrasah tidak berhenti
pada penilaian kepala madrasah. Tugas lain seperti pembinaan
terhadap kinerja kepala madrasah juga menjadi aspek penting
yang perlu diperhatikan. Pembinaan terhadap kepala madrasah
adalah proses untuk membantu kepala madrasah dalam
mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi
yang diperlukan untuk memimpin madrasah dengan efektif.
Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di madrasah dan menciptakan lingkungan belajar
yang baik bagi siswa. Pembinaan juga menjadi bagian tindak
lanjut dari sanksi yang diterima kepala madrasah yang terbukti
melakukan pelanggaran. Selain pembinaan, pengawas juga akan
memberikan peringatan dan teguran dengan berkoordinasi
dengan pengurus yayasan. Adapun pembinaan yang sifatnya

untuk pengembangan kompetensi biasanya dilakukan setiap

bulan dan secara internal.

Dalam mengembangkan kompetensinya, kepala
madrasah perlu terus-menerus mengikuti pelatihan dan kursus
untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen
pendidikan, perubahan kurikulum, evaluasi kinerja guru, dan

isu-isu terkini dalam dunia pendidikan. Hal ini akan membantu
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mereka mengambil keputusan yang lebih baik untuk madrasah.
Pengawas akan memfasilitasi kegiatan ini dalam bentuk
workshop, sosialisasi, dan rapat formal lainnya. Kepemimpinan
yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan madrasah. Oleh
karena itu, kepala madrasah perlu mengembangkan
keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi yang baik,
pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan kemampuan untuk

memotivasi dan memimpin tim.

Keberhasilan pengawasan madrasah tentunya tidak
terlepas dari berbagai komponen, seperti adanya rapat KKMI.
Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) adalah sebuah
wadah kerja sama antara madrasah ibtidaiyah (MI) dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan di tingkat MI. Melalui
Kolompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), para pendidik
dan tenaga kependidikan di tingkat MI dapat saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan mutu
pendidikan Islam di berbagai wilayah. Anggota KKMI biasanya
terdiri dari kepala madrasah, guru-guru MI, serta tenaga
pendidik dan kependidikan lainnya yang terlibat dalam
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat MI.
Mereka secara sukarela bergabung dalam kelompok ini. KKMI
menyelenggarakan berbagai aktivitas, seperti rapat koordinasi,

pelatihan guru, lokakarya, diskusi tentang metode pembelajaran
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terbaik, serta pertukaran sumber daya dan pengalaman dalam
pengelolaan MI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kompetensi anggota serta meningkatkan
kualitas pembelajaran di MI. Hal tersebut merupakan langkah
yang penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan

pendidikan M.

Bentuk pengawasan lainnya adalah memberikan

pendampingan terhadap kepala madrasah terpilih.

“Bentuk pengawasan baik di dalam pemilihan atau
pengawasan dalam kamad bertugas? Kamad terpilih
yang terbaru itu dilakukan pembimbingan atau
pendampingan terkait sistem adminstrasi, manajerial,
akademik, supervisi. Karena baru, maka harus
didampingi. Kalau yang sedang memipin nanti
pembinaannya berupa KKM. ” (CLHW/26/08/23/SB)

Pembinaan dan pendampingan terhadap kepala
madrasah terpilih adalah langkah penting dalam memastikan
bahwa kepala madrasah baru memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola
madrasah dengan efektif. Pendampingan dilakukan dalam hal
administrasi, manajerial, akademik, dan supervisi. Pelatihan
dalam hal kepemimpinan dilakukan dalam bentuk pelatihan
dalam manajemen madrasah, kepemimpinan, komunikasi dan
perencanaan strategis. Kemudian, pengembangan keterampilan
manajerial, seperti pengelolaan sumber daya manusia,

keuangan, dan fasilitas sekolah. Pengawas memberikan
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motivasi/dorongan untuk mengembangkan kepemimpinan
inovatif dengan memunculkan ide-ide baru dalam pendidikan,
pengembangan kurikulum, dan pemahaman terhadap kebutuhan
siswa. Pembinaan dan pendampingan yang efektif akan
membantu kepala madrasah terpilih dalam mengembangkan
kemampuan  kepemimpinan dan  manajerialnya serta
memastikan keberhasilan madrasah dalam mencapai tujuan

pendidikan.

Keberhasilan kepemimpinan madrasah juga ditentukan
oleh pemilihan kamad yang tepat dan sesuai dengan kondisi
madrasah. Hal tersebut diungkapkan SB melalui wawancara

berikut.

Apakah PMA sesuai jika dijadikan sebagai prosedur
pemilihan kamad? PMA sudah sesuai dan memenubhi
kriteria untuk pengangkatan kamad. Kalau di dalam
PMA ada unsur yang belum diatur, maka dari pengurus
yayasan terdapat kriteria khusus yang ditetapkan. Jadi
ada tambahan ketentuan lain di luar dari PMA
disesuaikan dengan situasi dan kondisi madrasah.”
(CLHW/26/08/23/SB)

Prosedur pemilihan kepala madrasah turut berpengaruh
pada pemerolehan kamad yang berkualitas untuk memimpin
madrasah. Prosedur tersebut harus disesuaikan dengan peraturan
menteri agama yang mengatur terkait pengangkatan kepala
madrasah, yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24
Tahun 2018. Peraturan tersebut dianggap sesuai dan memenubhi

kriteria untuk dijadikan standar baku dalam pemilihan kepala
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madrasah. Namun, kriteria untuk pemilihan kepala madrasah
dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bisa
tergantung pada berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah,
tuntutan lokal, dan kebutuhan pendidikan. Berdasarkan hasil
wawancara diperoleh data bahwa jika terdapat kriteria lain yang
belum diatur dalam PMA No. 24 Tahun 2018, maka pihak
yayasan akan membuat kriteria tambahan untuk melengkapi

ketentuan yang belum ada dalam PMA.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan selama ini telah
berjalan secara optimal. Namun terdapat beberapa kendala yang
menghambat kinerja pengawas. Hal tersebut diungkapkan SB

dalam wawancara berikut.

“Apakah pengawasan yang dilakukan sudah berjalan
optimal? Sudah optimal,misalnya terkait dengan
penilaian PKKM. Kemudian penilaian tahunan, mereka
kita siapkan untuk dinilai dan nanti akan terlihat
bagaimana perkembangan kinerja mereka. Faktor
kendala? Kendalanya, banyak kegiatan yang harus
diselesaikan oleh kamad, sehingga pengumpulan berkas
laporan administrasi terlambat. Benturan-benturan
kegiatan kamad membuat hal tersebut menjadi tergeser.
Upaya untuk mengatasi?Melakukan pendampingan,
melakukan toleransi waktu.” (CLHW/26/08/23/SB)

Berdasarkan wawancara dengan SB diketahui bahwa
terdapat beberapa kendala dalam pengawasan kinerja kepala
madrasah. yakni pengumpulan berkas administrasi yang
terlambat, benturan-benturan kegiatan kepala madrasah yang

membuat beberapa hal menjadi terhambat. Keterlambatan ini
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dapat berdampak negatif pada beberapa hal. Pertama,
mengganggu dalam proses pengambilan keputusan dan
perencanaan. Kedua, penundaan dalam pencairan dana atau
pengambilan keputusan penting lainnya. Ketiga,
mengindikasikan kurangnya kedisiplinan dalam diri kepala
madrasah. Dalam mengatasi kendala tersebut pengawas
memiliki beberapa strategi atau upaya untuk mengatasinya,
yakni menyusun jadwal tepat waktu untuk pengumpulan berkas
administrasi, melakukan pendampingan berupa komunikasi
yang efektif antara pengawas dan semua unsur yang terdapat
dalam madrasah, memberikan sanksi dan reward, dan toleransi
waktu. Pada akhirnya, jika kendala-kendala tersebut dapat
diatasi dengan baik, maka akan lebih mudah untuk menjalankan

pengawasan madrasah kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga madrasah memiliki
pola pengawasan yang hampir sama dalam proses pelaksanaan
pemilihan kepala madrasah hingga pembinaan kamad terpilih.
Pertama, pengawasanyang dilakukan MI Sullam Taufik Kajen
dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur mulai dari satuan
pengawas, yayasan, madrasah, dan komite. Dalam menjalankan
tugasnya, pengawasan dilakukan secara tidak langsung artinya

yayasan diberikan keleluasaan untuk menjalankan proses
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pemilihan kamad. Kedua, MI Muhammadiyah Tunjungsari
melakukan pengawasan dengan melibatkan semua unsur mulai
dari pengawas internal, yayasan, dan kementerian agama.
Pengawasan pada madrasah ini dilakukan dengan mengikuti
PMA dan keputusan Dirjen Pendis. Ketiga, seperti dua
madrasah sebelumnya, pengawasan MI Salafiyah Ngaliyan
dilakukan oleh pokjawas dengan melibatkan unsur yayasan.
Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama
(PMA) dengan menyusun beberapa regulasi tambahan yang

belum diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).
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Tabel 4.2 Tabulasi Pelaksanaan Pengangkatan Kepala M1 Swasta Berdasarkan
PMA 24 Tahun 2018

No Manajemen Madrasah Kesesuaian Keterangan
PMA
1. | Perencanaan 1. MI Sullam Sesuai Perencanaan  pemilihan

Taufiq Kajen kamad telah sesuai dengan

prosedur PMA  yang
ditetapkan oleh
Kementerian Agama,
secara administratif dan
persyaratan yang
dilampirkan  oleh Ml
Sullam  Taufig telah

memenuhi kriteria
pengangkatan kepala
madrasah.
2. Ml Sesuai Perencanaan dalam
Muhammao_llyah pemilihan kepala
Tunjungsari
madrasah di Ml

Tunjungsari jauh paling
sesuai dengan dua
Lembaga lainnya. Secara
prosedural dan
administratif lebih matang
dan terarah. Sehingga
memudahkan calon kamad
dan panitia pelaksana
dalam melaksanakan
pemilihan kepala
madrasah. Proses yang

diambil dalam
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perencanaan tersusun
secara matang dan

sistematis.

3. MI Salafiyah
Ngalian

Sesuai

Pengangkatan kepala
madrasah dalam proses
perencanaan di Ml
Salafiyah Ngalian telah
memenuhi  Kriteria yang
ditetapkan oleh Kemenag.
Meskipun secara otoritas
di bawah naungan yayasan
tetapi perencanaan
dilakukan dengan baik.
Mulai dari persyaratan,
administratif, dan kandidat
yang dipilih direncanakan
lebih  mandiri mengingat
pihak yayasan hanya
sebagai fasilitator.

Pengorganisasian

1. Ml Sullam
Taufig Kajen

Sesuai

Pengorganisasian  yang
dilakukan Ml  Sullam
Taufig  Kajen  secara
struktural yayasan tetap
membawahi madrasah,
koordinasi yang dilakukan
juga  dengan  sistem
periodik, perbulan dan
tahun baik offline maupun
online. Selain itu

komunikasi yang dijalin
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dengan baik memudahkan
pengorganisasian  semua

anggota.

2. Ml Sesual MI Muhammadiyah
Muhammadiyah

Tunjungsari Tunjungsari lebih

terorganisir dengan baik
karena pengorganisasi
terdiri dari pihak
madrasah, yayasan sampai
pada Dikdasmen. Dalam
pengorganisasian

pengangkatan kepala
madrasah koordinasi yang
dilakukan berjalan dengan

baik dan terstruktur.

3. Ml Salafiyah | Sesuai Pengorganisasian di Ml
Ngalian Salafiyah Ngalian lebih
dominan dilakukan oleh
panitia pelaksana dari
pihak madrasah, Yayasan
sebagai pemangku
tertinggi hanya sebagai
pengawas. Namun dengan
demikian
pengorganisasian yang
dilakukan masing-masing
anggota dalam
pengangkatan kepala
madrasah berjalan dengan
baik.
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Pelaksanaan 1. MI Sullam Sesuai Pemilihan kepala
Taufiq Kajen madrasah  dilaksanakan
sesuai  prosedur yang
diatur ~ dalam PMA.
Dengan ketentuan
tambahan  dari  pihak
yayasan terkait
kompetensi yang harus

dipenuhi calon kepala

madrasah.
2. Ml Sesuai Pemilihan kepala
_I\I_/qunr}ﬁrrllwgrz:rdiiyah madrasah dilakukan sesuai
PMA, namun terdapat
beberapa prosedur
tambahan dari Dikdasmen.
3. Ml Salafiyah | Sesuai Pemilihan kepala
Ngalian madrasah dilakukan
dengan mengikuti
prosedur PMA  dan
melibatkan semua elemen
sekolah, mulai dari komite,
NU, dan yayasan.
Pengendalian 1. M1 Sullam Sesuai Pengendalian/pengawasan

Taufig Kajen dilakukan oleh kelompok

kerja pengawas dengan
melibatkan unsur yayasan,
madrasah, dan komite.
Dalam menjalankan
tugasnya, kelompok kerja

pengawas memiliki
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instrumen tambahan di
luar PMA untuk

memonitoring madrasah.

2. Ml Sesual Pengawasan  melibatkan
Muhammadiyah . .
. : semua unsur mulai dari
Tunjungsari
pengawas internal,
yayasan, dan kementerian
agama. Pengawasan
dilakukan dengan
mengikuti  PMA  dan
keputusan Dirjen Pendis.
3. Ml Salafiyah | Sesuai Pengawasan dilakukan
Ngalian

oleh pokjawas dengan
meibatkan unsur yayasan.
Pengawasan disesuaikan
dengan PMA  dengan
menyusun beberapa
regulasi tambahan yang
belum diatur dalam PMA.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018

Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Madrasah (Kamad), terdapat
beberapa kendala secara eksternal dan internal yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun

2018.

a. Faktor Internal
1) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

a) Kekuatan dan Kelemahan Organisasi
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Proses administratif seperti persiapan dokumen, pengajuan
usulan, dan persetujuan dari instansi terkait juga dapat
memakan  waktu. Ketidaksempurnaan dalam  proses
administratif dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan

pemilihan kepala madrasah.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, penting bagi
yayasan dan instansi terkait, seperti Kementerian Agama,
untuk berkolaborasi dengan baik dan berkomunikasi secara
efektif agar pemilihan Kamad dapat dilaksanakan dengan

lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Skill dan Kompetensi SDM

Terkadang untuk menemukan calon yang memenuhi syarat
dan sesuai dengan kebutuhan madrasah dapat menjadi
kendala. Mungkin saja tidak ada calon yang siap untuk
menggantikan Kamad lama, atau proses pemilihan calon yang
sesual memerlukan waktu yang lebih lama.
Budaya Organisasi

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah adanya
tenggang waktu antara berakhirnya masa jabatan kepala
madrasah yang lama dan pengangkatan kepala madrasah yang
baru. Hal ini bisa terjadi Ketika Yayasan tidak segera
mengusulkan calon Kamad baru setelah masa jabatan Kamad

lama berakhir. Hal ini dapat mempengaruhi kontinuitas
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manajemen madrasah. Hal tersebut sesuai dengan hasil

wawancara dengan Kasi Pendidikan madrasah.

“Iya biasa terjadi masalah tenggang waktu. Kepala
madrasah sebelumnya sudah selesai masa jabatannya
tapi yayasan tidak segera mengusulkan calon kamad
baru. Yang biasa terjadi saat pengangkatan kamad dari
yayasan, yayasan itu tentunya ya proses itu ya tentunya
butuh pertimbangan-pertimbangan sehingga ketika dia
sudah tidak aktif lagi kepalanya yang lama biasanya ada
tenggang waktu untuk mengangkat kamad sementara.
Tidak serta merta dia langsung diusulkan tidak. Ya, ada
yang ketika habis masa jabatannya yayasan sudah
menyiapkan pengganti.Ada yang dia mungkin perlu
berpikir panjang sehingga sementara waktu dia
mengangkat sendiri dari pihak yayasan yang belum di
SK kan oleh kemenag”, (CLHW, 23/07/2023/GN).

Proses pemilihan kepala madrasah dari yayasan
biasanya melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang
kompleks. Beberapa yayasan mungkin memerlukan waktu
untuk mempertimbangkan calon yang paling cocok dan
memenuhi  persyaratan yang ada. Hal ini dapat
mengakibatkan penundaan dalam proses pemilihan kepala

madrasah.

Beberapa yayasan mungkin berpikir panjang dalam memilih
calon Kamad baru, terutama jika kepala madrasah
sebelumnya memiliki rekam jejak yang kuat. Ini dapat

mengakibatkan penundaan dalam proses penggantian.

2) MI Sullam Taufiq Kajen

a) Kekuatan dan Kelemahan Organisasi
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Kekuatan organisasi MI Sullam Taufig Kajen dapat diketahui

dari wawancara berikut :

“Stakeholders  organisasi telah mengetahui dan
memahami regulasi PMA No 24 Tahun 2018 ttg
pemilihan kamad. Organisasi memiliki kandidat yg
memenuhi persyaratan utk diangkat sbg kamad sesuai
PMA. Adanya komitmen kuat dari stakeholders
organisasi untuk menerapkan regulasi PMA No 24 Thn
2018 ttg pemilihan kamad”. (CLHW/AF/23/09/23)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan
bahwa sebuah organisasi harus dapat memastikan bahwa
semua stakeholder, termasuk staf, guru, orang tua siswa, dan
anggota organisasi lainnya, mengetahui dan memahami
regulasi terkait pemilihan kepala madrasah. Organisasi harus
secara aktif mengkomunikasikan informasi tentang regulasi
pemilihan kepala madrasah kepada semua stakeholder. Hal
tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan, surat
pemberitahuan, email, atau bahkan melalui situs web atau
media sosial organisasi. Selain sekadar memberikan informasi,
organisasi dapat menyelenggarakan sesi pelatihan atau
sosialisasi khusus untuk stakeholder. Upaya ini akan
membantu mereka memahami secara lebih mendalam regulasi
tersebut. Dengan demikian, menjaga komunikasi terbuka dan
transparan dengan semua stakeholder agar mereka merasa
terlibat dan memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi

pemilihan kepala madrasah. Dengan demikian, organisasi



241

dapat menjalankan proses pemilihan kepala madrasah secara

lebih lancar dan adil.

Kemudian, dengan memiliki kandidat yang
memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai kepala
madrasah adalah langkah penting dalam pengembangan
pendidikan dan manajemen sekolah. Selain itu, penting juga
untuk memastikan bahwa kepala madrasah terpilih memiliki
visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
madrasah tersebut dan dapat bekerja sama dengan staf dan
stakeholder untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan langkah-
langkah ini, organisasi dapat memastikan bahwa kepala
madrasah yang terpilih adalah individu yang berkualitas dan

mampu memimpin madrasah menuju kesuksesan.

Terakhir, adanya komitmen kuat dari para pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk menerapkan regulasi
merupakan hal yang krusial untuk keberhasilan implementasi
regulasi. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dari awal
dalam proses perancangan regulasi dapat membantu
membangun rasa kepemilikan dan komitmen terhadap regulasi
Komitmen pemangku kepentingan harus dipertahankan dalam
jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi
berkelanjutan, pemantauan, dan tindakan korektif jika

diperlukan.
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Adapun kelemahan organisasi disampaikan melalui

wawancara berikut.

“Organisasi dan kelembagaan msh relatif berusia muda
(berdiri belum lama). Personil kepengurusan organisasi
tdk semuanya aktif berkontribusi utk memajukan
lembaga/organisasi”. (CLHW/AF/23/09/23)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh temuan
bahwa kelemahan organisasi M|l Sulam Taufig Kajen adalah

sebagai berikut.

Struktur organisasi yang belum lama terbentuk

Dalam wawancara dengan AF diperoleh temuan data bahwa
struktur organisasi yang belum lama terbentuk turut
mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan. Hal tersebut

disampaikan AF sebagai berikut.

“Organisasi dan kelembagaan msh relatif berusia
muda (berdiri blm lama).” (CLHW/AF/23/09/23)

Struktur organisasi yang belum berdiri lama seringkali
memiliki beberapa kelemahan atau tantangan khusus yang
perlu diatasi agar organisasi tersebut dapat berkembang dan
beroperasi dengan baik. Organisasi yang baru berdiri
terkadang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam
mengelola operasi dan menghadapi tantangan yang mungkin
timbul. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan

yang kurang tepat dan kurangnya pemahaman tentang
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berbagai aspek khususnya dalam implementasi kebijakan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018.

Struktur organisasi yang baru terkadang belum memiliki
peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, yang
dapat mengakibatkan kebingungan di antara anggota
organisasi tentang tujuan yang harus dicapai. Di sisi lain,
kultur organisasi memainkan peran penting dalam membentuk
nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi. Organisasi yang
baru terkadang belum terbentuk kultur kerja, sehingga dapat

mempengaruhi moral dan produktivitas anggota organisasi.

Dengan demikian, organisasi yang baru harus
mengembangkan strategi yang kuat, merencanakan dengan
baik, dan bekerja keras untuk membangun fondasi yang stabil.
Dengan waktu dan upaya yang tepat, banyak organisasi baru
dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjadi lebih

kuat dan berkelanjutan.

Keanggotaan organisasi yang tidak berpartisipasi aktif

Dalam wawancara dengan AF diperoleh temuan data bahwa
keanggotaan organisasi yang tidak berpartisipasi aktif juga
mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan. Hal tersebut

disampaikan AF sebagai berikut.
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“Personil kepengurusan organisasi tdk semuanya
aktif berkontribusi utk memajukan
lembaga/organisasi.” (CLHW/AF/23/09/23)

Keanggotaan dalam sebuah organisasi yang tidak
berpartisipasi aktif dapat memiliki beberapa kelemahan yang
dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi
tersebut. Dalam organisasi, partisipasi aktif anggota sangat
penting dalam proses pengambilan keputusan yang efektif.
Ketika sebagian besar anggota tidak berpartisipasi,
keputusan akan diambil oleh sejumlah kelompok kecil yang
mungkin tidak mencerminkan kepentingan dan pandangan
semua anggota. Organisasi yang didominasi oleh anggota
yang tidak aktif mungkin kesulitan dalam mengambil
tindakan atau mengimplementasikan perubahan yang
diperlukan. Ini bisa membuat organisasi lambat dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau

tuntutan pasar.

Partisipasi aktif anggota dalam diskusi dan
pertemuan organisasi seringkali menghasilkan ide-ide
kreatif dan inovatif. Tanpa kontribusi dari anggota yang
tidak aktif, organisasi dapat kehilangan peluang untuk
berinovasi. Untuk mengatasi kelemahan ini, penting bagi

organisasi untuk mendorong partisipasi aktif anggotanya
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melalui berbagai cara, seperti menyelenggarakan pertemuan
yang berarti, memberikan insentif untuk berpartisipasi, dan
menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan

kontribusi dari semua anggota.

d) Skill dan Kompetensi SDM

Dalam wawancara dengan AF diperoleh temuan data bahwa
skill dan kompetensi SDM di MI Sullam Taufig Kajen sangat

mumpuni. Hal tersebut disampaikan AF sebagai berikut.

“SDM vyang ada di organisasi memiliki kualifikasi
pendidikan S-1 dan S-2. Memiliki pengalaman dalam
tugas-tugas pendidikan serta berpengalaman dan

banyak terlibat di organisasi kemasyarakatan.
(CLHWI/AF/23/09/23)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan
bahwa SDM yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah Sullam
Taufig Kajen rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan S-1
dan S-2. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman dalam
tugas-tugas pendidikan serta berpengalaman dan banyak
terlibat di organisasi kemasyarakatan. Dengan kualifikasi
demikian, sumber daya manusia yang terdapat di madrasah
tersebut sangat mendukung bagi ketercapaian pelaksanaan

kebijakan.

e) Tanggapan Masyarakat
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Dalam wawancara dengan AF diperoleh temuan data
bahwa tanggapan masyarakat terhadap MI Sullam Taufiq
Kajen sangat mendukung kemajuan lembaga. Hal tersebut

disampaikan AF sebagai berikut.

“Masyarakat dalam hal ini komite dan unsur lainnya
sangat mendukung penerapan regulasi dalam
pemilihan kamad mengingat komite sebagai wakil
orangtua/wali murid berkepentingan terhadap
pengelolaan madrasah yang profesional dimana
kamad sebagai leadernya.” (CLHW/AF/23/09/23)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa
masyarakat dalam hal ini komite dan unsur lainnya sangat
mendukung penerapan regulasi dalam pemilihan kamad
mengingat komite sebagai wakil orang tua/wali murid
berkepentingan terhadap pengelolaan madrasah yang
profesional dimana kamad sebagai leadernya. Ekspektasi
masyarakat akan terwujudnya lembaga pendidikan yang maju
dengan program yang bagus serta capaian prestasi yang baik

berada di pundak kamad.

Budaya Organisasi

Dalam wawancara dengan AF diperoleh temuan data
bahwa budaya organisasi di MI Sullam Taufiq Kajen sangat
kondusif dan mengusung asas berkemajuan. Hal tersebut

disampaikan AF sebagai berikut.
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“Budaya organisasi yang dikembangkan adalah budaya
mutu dimana mutu pengelolaan menjadi orientasi dalam
pengelolaan lembaga. Disamping itu organisasi juga
mengedepankan pelayanan prima sebagai landasan
kerja. Ekspektasi dan harapan masyarakat menjadi

perhatian dan  sedapat mungkin  dipenuhi.”
(CLHWI/AF/23/09/23)

Budaya organisasi yang dikembangkan adalah budaya
mutu, dimana mutu pengelolaan menjadi orientasi dalam
pengelolaan lembaga. Disamping itu organisasi juga
mengedepankan pelayanan prima sebagai landasan kerja.
Ekspektasi dan harapan masyarakat menjadi perhatian dan
sedapat mungkin dipenuhi. Budaya mutu organisasi di sini
merujuk pada nilai, norma, keyakinan, dan praktik-praktik
yang dianut dan dipromosikan oleh sebuah organisasi untuk
mencapai mutu yang tinggi dalam semua aspek
operasionalnya. Budaya mutu sangat penting dalam
menciptakan lingkungan di mana setiap anggota organisasi
berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan

mereka dan berfokus pada peningkatan secara berkelanjutan.

3) MI Muhammadiyah Tunjungsari

a) Kekuatan dan Kelemahan Organisasi

Organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan yang
dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan dalam mencapai

tujuan. Penting untuk diingat bahwa setiap organisasi memiliki



248

kombinasi unik dari kekuatan dan kelemahan. Pengelolaan dan
memanfaatkan kekuatan organisasi sambil mengatasi atau
meminimalkan kelemahan adalah kunci untuk mencapai
keberhasilan jangka panjang. Hasil wawancara dengan
Pengurus Yayasan mengenai kekuatan dan kelemahan yang

dialami oleh Ml Muhammadiyah Tunjungsari sebagai berikut.

“Muhammadiyah memiliki struktur dan perangkat
pengelolaan Sekolah dan Madrasah yaitu Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah baik ditingkat
kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Majelis
dikdasmen memiliki Tata aturan baku atau kaidah
dalam mengelola sekolah/madrasah, termasuk tata
cara  pemilihan  Kepala  Madrasah  yang
memperhatikan peraturan sejenis dari Kemendiknas
maupun Kemenag sehingga pelaksanaan pemilihan
kepala madrasah akan sesuai dengan peraturan dan

kebijakan di  dua  kementerian tersebut”.
(CLHW/1AM/12/2/23)

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk kekuatan
yang dimiliki MI Tunjungsari ialah adanya struktur dan
perangkat pengelolaan madrasah yang tersistem. Artinya,
madrasah memiliki aturan baku yang mengatur segala
pengelolaan dalam semua jenjang, mulai dari Pendidikan dasar
dan menengah. Hal tersebut diatur pada tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi sampai pada pusat. Termasuk dalam hal
pemilihan Kamad, diatur dan dikelola oleh dikdasmen. Dengan
demikian, keunggulan atau kekuatan yang dimiliki madrasah
tersebut adalah adanya sistem yang terstruktur pada saat proses

pemilihan Kamad.
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Selain itu, madrasah juga memiliki tata cara sejenis
dari kemendiknas maupun kemenag sehingga pelaksanaan
pemilihan kamad dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan
kebijakan kementerian tersebut. Melalui aturan dan prosedur
yang runtut menjadikan pengelolaan maupun pelaksanaan

pemilihan kamad dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan lain ditambahkan dengan hasil wawancara dengan
PIt Ml Muhammadiyah Tunjungsari yang menyatakan sebagai

berikut.

“MI  Muhammadiyah  Tunjungsari  memiliki
kebijakan internal untuk menyeleksi calon kepala
Madrasah dan mengajukan tiga calon kepala
madrasah ke Majelis Dikdasmen Muhammadiyah.
Tetapi kadang kadang tidak ada guru yang bersedia
maju atau diajukan sebagai kepala Madrasah dan ini
menyulitkan Madrasah. Oleh karena proses Seleksi
final ada di Majelis dikdasmen Muhammadiyah
kabupaten Pekalongan maka semuanya bisa berjalan
lancar sesuai aturan yang berlaku PMA nomor 24
tahun 2018”(CLHW/R/12/3/23).

Penjelasan di atas menguatkan pendapat pengurus
Yayasan MI Tunjungsari, bahwa sekolah tersebut memiliki
kebijakan internal untuk menyeleksi calon kamad. Polanya
dengan mengajukan tiga calon kepala madrasah ke Majelis
Dikdasmen Muhammadiyah. Hal tersebut merupakan prosedur
awal dalam menjaring kandidat kamad. Adapun bentuk
kelemahan yang ditemukan, sesuai dengan pernyataan di atas

adalah sering kali tidak adanya guru yang bersedia maju dan
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diajukan sebagai kepala madrasah. Hal ini yang kemudian
menyulitkan madrasah dalam melakukan pemilihan kepala

madrasah.

Proses dan prosedur yang Panjang kerap kali menjadi
dalih satu kelemahan yang ditemukan, berdasar pada hasil
wawancara yang disampaikan oleh pengurus Yayasan. Namun
dalam hal ini, pengelolaan dan pemilihan kamad di Ml
Muhammadiyah secara sistematis memiliki kekuatan yang baik
dalam prosesnya. Seleksi final tidak pada madrasah tetapi pada
majelis dikdasmen kabupaten Pekalongan, sehingga hasil
berjalan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku pada

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 24 tahun 2018.

Skill dan Kompetensi SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aset
terpenting dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai
keberhasilan, baik dalam tingkat individu maupun organisasi,
SDM harus memiliki berbagai keterampilan (skill) dan
kompetensi (competencies) yang relevan. Hasil wawancara
pengurus Yayasan berkaitan dengan skill dan kompetensi SDM

sebagai berikut.

“Skill dan Kompetensi Majelis Dikdasmen tidak diragukan
lagi, para pimpinan di majelis Dikdasmen adalah para
profesional di bidang Pendidikan, mereka kebanyakan guru
aktif dan pensiunan guru serta mantan pejabat di dinas
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Pendidikan, sehingga hasil pemilihan kepala madrasah bisa
dipertanggungjawabkan secara administratif baik dalam
aturan internal Muhammadiyah, Dinas pendidikan maupun
Kebijakan Kemenag PMA nomor 24 tahun 2018”.
(CLHW/1AM/12/2/23)

Skill dan kompetensi SDM pada individu di MI
Tunjungsari tidak diragukan lagi. Pernyataan di atas
menunjukkan bahwa skill dan kompetensi majelis Dikdasmen
adalah para pemimpin yang memiliki profesionalitas tinggi.
Terkhusus para pemimpinnya memiliki keahlian dalam bidang
Pendidikan. Mayoritas yang terdapat di dalamnya adalah guru
aktif dan guru senior yang telahpensiun serta mantan pejabat

yang berkecimpung di dinas Pendidikan.

Dengan demikian hasil pemilihan kamad yang
diserahkan dan diatur oleh Dikdasmen sepenuhnya dapat
dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Baik secara
administratif maupun aturan internal dalam Muhammadiyah,
dinas Pendidikan maupun kebijakan yang tertera dalam

kemenag mengenai PMA.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh hasil wawancara dengan PIt

MI Muhammadiyah Tunjungsari.

“Skill dan Kompetensi SDM MI Muhammadiyah
Tunjungsari cukup baik, terdiri sembilan guru S1
(diantaranya dua guru memiliki dua ijazah S1 dari jurusan
yang berbeda), satu kepala madrasah S2, satu guru sedang
kuliah S2 dan dua tenaga administrasi lulusan
SMK”(CLHW/R/12/3/23).
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Berbeda dengan pernyataan di atas mengenai
kemampuan skill dan kompetensi SDM dalam lingkup
Dikdasmen atau penyelenggara pemilihan Kamad. Pernyataan
yang disampaikan oleh Plt memberikan jawaban dari sisi
kemampuan para guru dan elemen semua sekolah. Bahwa,
kemampuan dan SDM vyang dimiliki Ml Muhammadiyah
Tunjungsari secara keseluruhan cukup baik. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya sembilan guru telah lulus S1
(diantaranya dua guru memiliki dua ijazah S1 dari jurusan yang
berbeda), satu kepala madrasah dengan lulus strata S2, satu
guru sedang mengenyam kuliah S2 dan dua tenaga administrasi
lulusan SMK. Data di atas menunjukkan bahwa pengajar
maupun calon kamad yang tersedia di MI Tunjungsari dapat
dipertimbangkan, baik secara keilmuan maupun kemampuan

dalam memimpin.

Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat beragam, dan seringkali tidak
memungkinkan untuk memenangkan dukungan atau setuju dari
semua orang. Oleh Kkarena itu, penting bagi organisasi,
pemerintah, atau individu yang terlibat dalam suatu isu untuk
mendengarkan berbagai perspektif, berkomunikasi dengan
baik, dan mencari solusi yang mempertimbangkan berbagai

pandangan masyarakat. Hasil wawancara dengan pengurus
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yayasan mengenai tanggapan masyarakat dalam pemilihan

kamad sebagai berikut.

“Tanggapan Komite Madrasah selalu mendukung penuh
kebijakan Majelis Dikdasmen dalam seleksi dan pemilihan
Kepala Madrasah baru, Pengawas madrasah selalu
menerima keputusan Majelis Dikdasmen dengan baik dan
selalu datang untuk memberi sambutan dalam pelantikan
Kepala /Madrasah” (CLHW/IAM/12/2/23).

Hasil wawancara di atas menunjukkan respon baik dari
masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Ml
Tunjungsari dalam proses pemilihan kamad. Tanggapan baik
disampaikan oleh komite sekolah selaku pihak yang mewakili
masyarakat luar sekolah. Komite mendukung secara penuh
kebijakan majelis Dikdasmen dalam seleksi dan pemilihan
kepala madrasah baru. Selain itu, pengawas SD dan
Waspendais juga turut menerima keputusan majelis
Dikdasmen dengan baik dan dating memberi sambutan dalam

acara pelantikan kepala madrasah terpilih.

Jawaban lain dari PIt pada hasil wawancara disampaikan

sebagali berikut.

“Kepala MI  Muhammadiyah  Tunjungsari  secara
administratif diawasi dan dinilai oleh pengawas dari Majelis
Dikdasmen Muhammadiyah dan Pengawas Madrasah
Kementerian agama Kab. Pekalongan, Secara internal ada
penilaian tidak langsung dari Komite Madrasah yang
notabene berisi orang tua murid dan tokoh masyarakat
dilingkungan madrasah sehingga Kkinerjanya terpantau
dengan baik”. (CLHW/R/12/3/23).
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Menyatakan bahwa kepala madrasah Tunjungsari secara
administratif diawasi dan dinilai secara langsung oleh
pengawas dari Majelis Dikdasmen dan pengawas madrasah
kementerian agama kabupaten Pekalongan. Secara internal
penilaian dari komite tidak langsung menilai, tetapi hanya
secara tersirat. Orang tua wali dan tokoh Masyarakat di
lingkungan sekolah tidak banyak terlibat dalam penilaian atau
menanggapi pada saat proses pemilihan Kamad. Dengan
demikian, kinerja yang dilakukan oleh madrasah terpantau
dengan baik karena langsung diberi tanggapan dan respon oleh

dikdasmen.

d) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai, norma-norma,
keyakinan, tradisi, dan perilaku yang membentuk lingkungan
kerja dan identitas suatu organisasi. Budaya organisasi
mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi,
membuat keputusan, dan bekerja bersama. Oleh karena itu,
penting bagi pemimpin dan manajemen organisasi untuk
merencanakan, mengembangkan, dan memelihara budaya yang
sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Adapun hasil
wawancara dengan pengurus Yayasan mengenai budaya

organisasi dinyatakan dalam hasil wawancara sebagai berikut.
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“Pemilihan Kepala Sekolah/madrasah adalah hal yang biasa
di Muhammadiyah, setiap empat tahun ada Monitoring dan
Evaluasi (ME), dan yang lulus diperpanjang empat tahun
lagi dan yang tidak lolos diadakan seleksi kepala Sekolah/
Madrasah untuk mencari kepala Sekolah/Madrasah baru
yang profesional, sehingga semua yang berkaitan dengan
pemilihan kepala sekolah/madrasah selalu didukung dan
berjalan tertib sesuai aturan”. (CLHW/IAM/12/2/23).

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa budaya
organisasi pemilihan kepala madrasah adalah setiap empat
tahun sekali melakukan monitoring dan evaluasi (ME) pada
kepala madrasah. Bagi yang lolos dan diperpanjang sebagai
kepala madrasah akan tetap diadakan ME, sedangkan yang tidak
diperpanjang atau tidak lolos akan diadakan seleksi pemilihan
kamad baru yang lebih professional. Sehingga semua berkaitan
dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan kepala madrasah
senantiasa didukung oleh semua elemen sekolah maupun
majelis yang bersangkutan. Budaya organisasi sejauh ini

berjalan sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku.

Pernyataan di atas dikuatkan PIt MI Tunungsari pada

hasil wawancara mengenai budaya organisasi.

“Pemilihan Kamad adalah hal yang biasa bagi MI
Muhammadiyah Tunjungsari, hampir setiap empat tahun ada
pergantian kepala, walaupun kamad nya lulus ME, tetapi
biasanya memberikan kesempatan kepada guru yang lain
untuk meningkatkan karier sebagai Kamad, dan itu sudah
membudaya” (CLHW/R/12/3/23).
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Melalui pernyataan diatas menunjukkan bahwa budaya
orgnaisasi seperti melakukan monitoring dan evaluasi tahunan
kerap dilakukan dan ditertibkan olen MI Tunjungsari.
Pernyataan Plt di atas menjelaskan meskipun kamad yang lama
terpilin  Kembali dan diperpanjang, tetap dilakukan ME
(monitoring dan evaluasi) untuk memperbaiki dan
merencanakan progress kedepannya. Tetapi dalam hal lain, guru
yang telah memenubhi kriteria kamad dan belum pernah menjadi
kamad biasanya diberikan kesempatan untuk meningkatkan
karier sebagai kamad dan tawaran atau kesempatan semacam itu

telah menjadi budaya dalam MI Muhammadiyah Tunjungsari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya
organisasi tidak hanya menerapkan penilaian dan monitoring
pada kamad yang telah memimpin selama empat tahun. Tetapi
juga memberikan ruang berkembang untuk memajukan sebuah
organisasi sekolah dengan cara memberikan kesempatan kepada

guru lain yang memiliki potensi menjadi kepala madrasah.

4) MI Salafiyah Ngalian

a) Kekuatan dan Kelemahan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus

Yayasan diperoleh informasi sebagai berikut.

“Kami berusaha untuk selalu mengikuti aturan yang ada
walaupun dengan kombinasi kearifan lingkungan, baik itu
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mengenaikriteria calon ataupun tentang masa periode
jabatannya, setiap guru mempunyai hak untuk memilih dan
dipilih kalau memang memenuhi syarat. Jadi prosesnya dari
guru mengadakan pemilihan, nanti beberapa nama yang
mendapat dukungan paling banyak di bawa ke pengurus,
selanjutnya pengurus melakukan analisis, pertimbangan dan
sebagainyauntuk memutuskan siapa yang akan ditetapkan
menjadi kepala Madrasah, walaupun biasanya suara yang
terbanyak lah yang kemudian ditetapkan. Ini suatu bentuk
proses demokrasi internal sehingga itu menjadi kelebihan
tersendiri menurut kami. Untuk kelemahannya, tidak semua
guru mau menjadi bakal calon kepala Madrasah, walaupun
memiliki kompetensi yang bagus, sehingga kaderisasi kurang
berjalan dengan baik”, (CLHW, BN/12/09/2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kekuatan
yang dimiliki oleh Yayasan Salafiyah adalah sebagai berikut.
Pertama, demokrasi internal. Proses pemilihan kepala madrasah
melibatkan partisipasi aktif dari guru-guru, dan hasil pemilihan
berdasarkan dukungan terbanyak menggambarkan proses
demokratis yang kuat. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi
kepala madrasah di mata staf dan komunitas madrasah. Kedua,
pertimbangan kualitatif. Dalam penentuan kepala madrasah, ada
tahap analisis dan pertimbangan oleh pengurus madrasah. Ini
dapat membantu memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas kepala
madrasah. Ketiga, partisipasi guru. Mengizinkan guru untuk
memilih dan dipilih sebagai kepala madrasah berarti mereka
merasa memiliki kontrol dan memiliki kepentingan dalam
madrasah. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi

staf.
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terdapat kelemahan
yang ada dalam Yayasan Salafiyah Ngalian. Pertama, minat
terbatas dalam kaderisasi. Meskipun ada proses pemilihan yang
melibatkan guru-guru, tidak semua guru mau menjadi bakal calon
kepala madrasah. Ini dapat menghambat kaderisasi, di mana
calon-calon yang potensial mungkin tidak muncul karena
kurangnya minat atau keengganan untuk mengambil peran kepala
madrasah. Kedua, potensial untuk pengaruh dominan. Meskipun
berdasarkan dukungan terbanyak, ada potensi bahwa seorang
calon yang populer dapat mendominasi pemilihan, dan pendapat
orang lain mungkin terabaikan. Hal ini dapat menghasilkan
kepemimpinan yang kurang inklusif atau kurang beragam.
Ketiga, proses yang mungkin memakan waktu. Proses pemilihan
yang melibatkan tahap-tahap analisis dan pertimbangan bisa
memakan waktu. Ini dapat menjadi tantangan jika ada kebutuhan

mendesak untuk mengisi jabatan kepala madrasah.

Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi proses
pemilihan kepala madrasah untuk memastikan bahwa kebijakan
PMA nomor 24 tahun 2018 diimplementasikan secara efektif dan
efisien, sambil mengatasi kelemahan yang mungkin muncul

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Skill dan Kompetensi SDM
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengurus

Yayasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

“Kompetensi SDM MI Salafiyah Ngalian cukup baik,
keseluruhan gurunya lulusan S1 dengan rata-rata linier dengan
mata pelajaran yang diampu, juga ada gurunya yang sudah
lulus S2. Kepala madrasah juga lulusan S2”, (CLHW,
BN/12/09/2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Tersedianya
guru-guru dengan gelar Sarjana (S1) dan beberapa dengan gelar
Magister (S2) adalah aset yang baik bagi madrasah. Pendidikan
formal yang tinggi dapat mendukung kompetensi dalam mengajar
dan mengelola mata pelajaran yang mereka ampu. Penting bahwa
gelar yang dimiliki guru sesuai dengan mata pelajaran yang
mereka ajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki

pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan.

Fakta bahwa kepala madrasah memiliki gelar S2 sesuai
dengan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan tersebut adalah
positif. Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrasah memenuhi
persyaratan akademik yang diperlukan untuk peran

kepemimpinan di madrasah.

Selain pendidikan formal, penting untuk menilai
kompetensi lain yang dimiliki oleh guru dan kepala madrasah,
seperti  pengalaman mengajar, kemampuan manajerial,
kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk

beradaptasi dengan perubahan dalam pendidikan. Terus
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memperkuat kompetensi-kompetensi ini  dapat membantu
memastikan bahwa madrasah berkinerja baik dan mampu

memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa.

Penting juga untuk memantau perkembangan dan
mengembangkan sumber daya manusia (SDM) secara
berkelanjutan, melalui pelatihan, workshop, atau program
pengembangan profesional lainnya, agar madrasah dapat terus
berkembang dan memenuhi tuntutan pendidikan yang

berkembang.

Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengurus

Yayasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

“Masyarakatsangat mendukung Madrasah, karena memang
madrasah ini dibangun dan dibesarkan masyarakat. Dalam
kegiatan-kegiatan kemadrasahan kepala sering melibatkan
ormas-ormas yang ada, bahkan dalam menyusun program
madrasah-pun pihak madrasah melibatkan masyarakat. Setiap
tahun madrasah menyampaikan laporan kepada masyarakat,
pengurus dan komite sebagai bahan evaluasi kinerja
madrasah”, (CLHW, BN/12/09/2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan
yang kuat dari masyarakat merupakan aset penting bagi
kepemimpinan madrasah. Dukungan ini dapat menciptakan
lingkungan yang positif dan berkolaborasi di madrasah.
Melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat dalam

kegiatan-kegiatan madrasah adalah tindakan positif. Ini
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memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan memberikan pandangan serta kontribusi dari

berbagai pihak.

Penyampaian laporan tahunan kepada masyarakat,
pengurus, dan komite sebagai bahan evaluasi kinerja madrasah
menunjukkan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas. Ini
membantu memastikan bahwa kepala madrasah bertanggung
jawab atas kinerja madrasahnya. Peran komite madrasah dalam
mendukung kepala madrasah juga sangat penting. Komite dapat
berperan sebagai mitra dalam pengelolaan dan pengembangan

madrasah.

Kepala madrasah di MI Salafiyah Ngalian memiliki
hubungan yang baik dengan masyarakat dan unsur-unsur terkait
seperti komite dan ormas. Ini dapat berdampak positif pada
efektivitas kepemimpinan madrasah dan meningkatkan kualitas

pendidikan yang disediakan untuk siswa.

Penting untuk terus mempertahankan komunikasi terbuka
dengan masyarakat, komite, dan pihak-pihak terkait lainnya serta
terus melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan
dan evaluasi madrasah guna menjaga dukungan dan kepercayaan

dari semua pihak terkait. Top of Form

d) Budaya Organisasi
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengurus

yayasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

“Budaya pemilihan madrasah terkait pemilihan kepala
madrasah cukup baik ya, guru-guru mempunyai hak memilih
dan dipilih. Dan siapapun yang terpilih  semua
menghormatinya dan melaksanakan apa yang sudah menjadi
keputusan bersama”, (CLHW, BN/12/09/2023).

Budaya pemilihan kepala madrasah (kamad) yang ada di
madrasah tersebut tampaknya mencerminkan sikap positif dan
kolaboratif di antara staf dan anggota komunitas madrasah.
Berikut adalah beberapa aspek budaya madrasah terkait dengan

pemilihan Kamad yang dapat diidentifikasi.

Pertama, demokratis. Budaya pemilihan kepala madrasah
yang memungkinkan guru-guru untuk memilih dan dipilih adalah
contoh demokrasi internal yang baik. Hal ini memberikan hak
suara kepada semua anggota staf dan mengakui bahwa setiap
individu memiliki kontribusi yang berharga. Kedua, kerjasama.
Penekanan pada menghormati hasil pemilihan bersama dan
melaksanakan keputusan bersama menunjukkan budaya
kerjasama yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga harmoni dan
kohesi dalam komunitas madrasah. Ketiga, partisipasi aktif. Fakta
bahwa guru-guru secara aktif terlibat dalam proses pemilihan
kepala madrasah menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi
dalam urusan madrasah. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki

dan keterlibatan yang lebih besar. Keempat, penerimaan hasil
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pemilihan. Pentingnya menerima dan menghormati hasil
pemilihan bersama adalah tanda positif. Hal ini membantu
mencegah konflik internal dan memastikan kelancaran
kepemimpinan Kamad yang terpilih. Kelima, pentingnya
keputusan bersama. Keputusan bersama yang diambil oleh
anggota komunitas madrasah menunjukkan pentingnya

pengambilan keputusan kolektif dalam mengelola madrasah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
beberapa aspek budaya madrasah yang mempengaruhi pemilihan
kamad, vyakni demokratis, kerjasama, partisipasi aktif,
penerimaan hasil pemilihan, dan pentingnya keputusan bersama.
Budaya seperti ini dapat menjadi aset berharga bagi madrasah,
karena menciptakan lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan
demokratis. Hal ini dapat meningkatkan motivasi staf,
memperkuat hubungan antaranggota komunitas madrasah, dan
menciptakan fondasi yang baik untuk pengembangan madrasah
yang lebih baik. Penting untuk terus memelihara dan mendukung

budaya positif ini dalam jangka panjang.

b. Faktor Eksternal
1) M1 Sullam Taufig Kajen

a) Keadaan Lingkungan
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan ketua komite

MI Sullam Taufig Kajen diperoleh hasil sebagai berikut.

“Keadaan kondusif mendukung proses berjalan dg baik
sesuai mekanisme yg telah ditetapkan.” (CLHW/
23/09/23/AF)

Keadaan kondusif adalah hal yang penting dalam
mendukung mekanisme yang telah berjalan di madrasah atau
lembaga pendidikan. Terjalinnya komunikasi yang terbuka antara
staf, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya adalah
kunci dalam menciptakan keadaan kondusif. Hal ini membuka
masukan, saran, dan umpan balik untuk diberikan dan masalah

yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.

Menciptakan keadaan kondusif dalam madrasah
memerlukan komitmen, upaya, dan kolaborasi dari semua pihak
yang terlibat. Dengan adanya faktor-faktor di atas, mekanisme
pendidikan di madrasah dapat berjalan dengan lebih baik dan
memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat

sekitar.

Evaluasi Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan ketua komite

MI Sullam Taufiq Kajen diperoleh hasil sebagai berikut.
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“Evaluasi  terhadap ~ SOP Pemilihan kamad.”
(CLHW/23/09/23/AF).

Evaluasi terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur)
Pemilihan kamad (kepala madrasah) merupakan langkah penting
untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala madrasah
dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus memastikan
bahwa seluruh tahapan dalam proses pemilihan kepala madrasah
dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi mengenai
persyaratan, tahapan seleksi, dan penilaian harus tersedia untuk

semua pihak yang berkepentingan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengatur
bagaimana informasi tentang calon kamad akan disampaikan
kepada pemilih atau panel seleksi. Hal ini termasuk publikasi
profil calon dan pengumuman hasil seleksi. SOP harus mencakup
langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses
pemilihan kepala madrasah setelah pemilihan selesai, termasuk

pemantauan kinerja kamad yang terpilih.

Dengan  demikian, evaluasi terhadap  Standar
Operasional Prosedur (SOP) pemilihan kepala madrasah harus
dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur
tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan

pemilihan kepala madrasah yang baik dan akuntabel.
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2) M1l Muhammadiyah Tunjungsari

a) Keadaan Lingkungan

Pemilihan kepala madrasah atau kepala madrasah adalah
proses yang penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan
Islam seperti madrasah. Faktor-faktor lingkungan yang dapat
memengaruhi proses pemilihan kepala madrasah. Transparansi,
partisipasi aktif dari berbagai pihak, dan kepatuhan terhadap
regulasi dan norma-norma yang berlaku sangat penting untuk
memastikan bahwa pemilihan kepala madrasah berjalan dengan
baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk
lembaga pendidikan tersebut. Hasil wawancara dengan

pengurus Yayasan mengenai faktor lingkungan sebagai berikut.

“Lingkungan di sekitar MI Muhammadiyah Tunjungsari
tidak ada persoalan dengan pemilihan kepala madrasah
karena semua sudah percaya dengan Kkinerja Majelis

Dikdasmen kecamatan dan dikdasmen kabupaten”
(CLHW/1AM/12/2/23).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan
dalam pemilihan kamad tidak terdapat persoalan pada saat
pemilihan kamad. Seluruh elemen percaya dengan kinerja yang
dilakukan oleh Dikdasmen kecamatan dan kabupaten. Dengan
demikian, terpilihnya kepala madrasah yang baru tidak menjadi
persoalan untuk lingkungan sekitar karena telah melewati tahap

seleksi yang ketat.Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh
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PIt MI Muhammadiyah Tunjungsari bahwa dalam pemilihan

kamad, lingkungan sama sekali tidak mempersoalkan.

“Lingkungan di sekitar MI Muhammadiyah Tunjungsari
tidak ada persoalan dengan pemilihan kepala madrasah
karena semua sudah percaya dengan Kkinerja Majelis

Dikdasmen kecamatan dan dikdasmen kabupaten”
CLHW/R/12/3/23).

Adanya transparansi dan prosedur yang jelas menjadikan
semua pihak percaya dalam keterbukaan pemilihan kamad.
Tidak adanya subjektivitas pada proses pemilihan maupun dari
unsur kedekatan. Dengan ini, lingkungan sekitar Ml
Muhammadiyah  Tunjungsari  mendukung  sepenuhnya
pelaksanaan pemilihan kamad yang diawasi dan diatur di bahwa

majelis Dikdasmen cabang maupun kabupaten.

Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah proses penting dalam manajemen
yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu strategi telah
berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Melibatkan
pengumpulan data, analisis, dan refleksi terhadap kinerja
organisasi dalam menerapkan strategi tertentu. Evaluasi strategi
sebagai acuan dalam membantu organisasi untuk tetap relevan
dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Hal ini
menjadikan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih
baik dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara

efektif untuk mencapai tujuan strategis. Hasil wawancara
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dengan pengurus yayasan terkait evaluasi strategidalam

pemilihan kamad sebagai berikut.

“Evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala madrasah
dilakukan oleh  Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Pekalongan bersama Majelis Dikdasmen
Kabupaten Pekalongan melibatkan Majelis Dikdasmen
Cabang Siwalan.” (CLHW/IAM/12/2/23).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa evaluasi strategi pada
pemilihan kamad dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Pekalongan bersama dengan Dikdasmen Pekalongan yang
melibatkan majelis Dikdasmen cabang Siwalan. Evaluasi strategi murni

dilakukan oleh para atasan penyelenggara pemilihan kamad.

Adapun madrasah mengevaluasi kinerja kamad terpilih dalam
jangka tahunan seperti yang dijelaskan pada sub bab budaya organisasi.
Dengan demikian, pemangku kebijakan tetap melakukan evaluasi

strategi yang diterapkan dalam pemilihan kamad.

c) M1 Salafiyah Ngalian

a) Keadaan Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengurus

Yayasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

“Keadaan Lingkungan di sekitar MI Salafiyah Ngalian biasa
saja, aman dan nyaman, tidak ada gangguan, mereka sudah
percaya penuh kepada pengurus dan guru-guru yang ada”,
(CLHW, BN/12/09/2023).
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Keadaan lingkungan yang aman dan nyaman di sekitar Ml
Salafiyah Ngalian selama pemilihan kepala madrasah (Kamad)
adalah hal yang positif. Keamanan dan kenyamanan ini dapat
mendukung jalannya proses pemilihan Kamad tanpa gangguan atau
hambatan yang berarti. Beberapa hal yang dapat dipahami dari

keadaan lingkungan ini termasuk.

Pertama, kepercayaan pada pengurus dan guru-guru.
Kepercayaan penuh masyarakat terhadap pengurus dan guru-guru di
madrasah adalah indikasi positif dari hubungan yang kuat antara
madrasah dan komunitas sekitarnya. Ini dapat menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pemilihan Kamad
yang lancar. Kedua, ketentraman dan keharmonisan. Lingkungan
yang aman dan nyaman dapat memfasilitasi ketentraman dan
keharmonisan dalam proses pemilihan Kamad. Hal ini penting untuk
menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ketiga, ketidak
gangguan eksternal. Tidak adanya gangguan dari pihak eksternal
selama pemilihan Kamad juga merupakan hal positif. Hal ini
memungkinkan pemilihan berjalan dengan lancar dan tanpa

intervensi yang tidak diinginkan.

Dengan keadaan lingkungan yang kondusif seperti ini,
diharapkan pemilihan kepala madrasah dapat berlangsung dengan
transparan dan efisien. Pihak madrasah dapat berfokus pada proses

pemilihan dan pengambilan keputusan yang berkualitas untuk
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kebaikan madrasah dan komunitas sekitarnya. Tetap memelihara
hubungan baik dengan komunitas sekitar dan menjaga kepercayaan
adalah hal yang penting untuk menjaga kestabilan dan kemajuan

madrasah.

b) Evaluasi Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengurus

Yayasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

“Tentu saja evaluasi strategi pelaksanaan pemilihan Kepala
madrasah selalu kami lakukan dalam rangka perbaikan-
perbaikan. Kami juga mendengarkan saran pendapat dari
pihak-pihak lain, baik guru, komite, ahli pendidikan dsb”,
(CLHW, BN/12/09/2023).

Tindakan untuk melakukan evaluasi strategi pelaksanaan
pemilihan Kepala Madrasah (Kamad) adalah langkah yang sangat
penting untuk meningkatkan proses dan hasil pemilihan. Evaluasi
strategi ini dapat membantu mengidentifikasi apa yang telah

berjalan baik dan di mana ada ruang untuk perbaikan.

Top of Form

C. Interpretasi

Deskripsi data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode
dokumentasi, yakni mengecek dan menelaah dokumentasi yang berkaitan
dengan proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pengangkatan kepala
madrasah ibtidaiyah swasta berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2018 di

Kabupaten Pekalongan. Selain data dokumentasi, juga menggunakan metode
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wawancara dengan pemangku kebijakan yang terdiri dari kepala madrasah,

pengawas, yayasan, dan kementerian agama.

Data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data rumusan pertama
terkait strategi madrasah ibtidaiyah (MI) swasta dalam melaksanakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor Tahun 2018 di Kabupaten
Pekalongan. Data kedua, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 di

Kabupaten Pekalongan.

1. Manajemen Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam melaksanakan

PMA Nomor 24 Tahun 2018

Strategi madrasah ibtidaiyah swasta dalam melaksanakan PMA Nomor 24
Tahun 2018 dapat dilihat dari fungsi manajemen yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Keempat

komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam konteks manajemen merujuk pada proses
merencanakan langkah-langkah, tujuan, dan tindakan yang akan
diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan
identifikasi sasaran, pengembangan strategi, alokasi sumber daya, dan
penentuan langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan
tersebut. Perencanaan pemilihan kepala madrasah merupakan proses

penting dalam memilih pemimpin yang tepat untuk madrasah
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termasuk identifikasi dan ajuan panggilan kepada individu yang
memenuhi Kriteria untuk mengajukan diri sebagai calon kepala

madrasah.

Perencanaan pemilihan kepala madrasah melibatkan langkah-
langkah yang diambil untuk menjalankan pemilihan seorang kepala
madrasah yang tepat dan berkualitas. Tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kualifikasi,
kompetensi, dan visi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
madrasah. Dalam perencanaan pemilihan kepala madrasah, ketua

yayasan memiliki otoritas untuk menentukan kepala selanjutnya.

Beberapa hal yang difokuskan dalam perencanaan diantaranya
adalah bagaimana perencanaan pemilihan kamad, prosedur pemilihan
dan pengangkatan kamad, persyaratan yang digunakan untuk menjadi
kandidat kamad, persyaratan dibuat oleh madrasah atau Yayasan.
Siapa saja yang terlibat dalam pemilihan kamad, apakah prosedur
pemilihan kamad sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA),
dan apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan Peraturan

Menteri Agama (PMA).

Penelitian milik Rahayu, Marduwati& Ahmad (2023)
mengungkapkan bahwa  persyaratan  pengangkatan  kamad
berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018

meliputi beberapa indikator, yakni memiliki kepercayaan Islam,
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kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an, pendidikan minimal
sarjana atau diploma empat, pengalaman manajerial di madrasah,
sertifikasi pendidik, usia maksimal 55 tahun pada saat diangkat,
pengalaman mengajar minimal Sembilan tahun di madrasah yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan enam tahun di madrasah yang
diselenggarakan olen masyarakat, serta memiliki sertifikat kepala
madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk madrasah yang

diselenggarakan oleh pemerintah.

Adapun prosedur pengangkatan kepala madrasah dari guru
swasta diawali dengan pengusulan calon oleh yayasan yang
mengelola madrasah tempat calon tersebut bekerja. Dalam
pengusulan ini, terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon kepala madrasah, seperti batasan usia maksimal, golongan
maksimal, dan pengabdian minimal selama sembilan tahun dalam

dunia pendidikan.

Yayasan memiliki peran sentral dalam proses ini karena mereka
memiliki pemahaman mendalam tentang calon kepala madrasah dan
kebutuhan madrasah. Selain mengusulkan, yayasan juga bertanggung
jawab untuk memantau kinerja Kamad yang telah diangkat. Kemenag
juga turut terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja kepala
madrasah. Mereka memiliki pengawas pendidikan yang melakukan
pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program

pendidikan dan manajemen madrasah. Kamad juga diharapkan
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menyusun laporan kinerja berkala yang mencerminkan pencapaian

dan perkembangan di madrasah.

Kewenangan yayasan dalam pemilihan kepala madrasah juga
disampaikan dalam penelitian milik Ariyani, Dewi & Noviyanti
(2021) bahwa peran yayasan dalam menentukan kepala madrasah
memiliki signifikansi yang penting. Kebijakan ini menunjukkan peran
yayasan dalam menjaga kualitas pendidikan dengan menekankan
kompetensi dasar yang didasarkan pada prinsip yayasan. Yuliza,
Romawati, Ajat (2022) menjelaskan bahwa untuk pengangkatan
kepala madrasah swasta yang dibawah naungan suatu yayasan,
menjadi wewenang Yyayasan tersebut dengan persetujuan dan
rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

terhadap calon kepala madrasah yangditujukanoleh yayasan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala,
seperti tenggang waktu antara berakhirnya masa jabatan Kamad yang
lama dan pengangkatan Kamad yang baru, yang dapat mempengaruhi
kontinuitas manajemen. Pertimbangan yang kompleks oleh Yayasan
sebelum mengusulkan calon Kamad baru, yang bisa mengakibatkan
penundaan dalam proses pemilihan. Selain itu, hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat Yayasan yang menyerahkan seluruhnya
perencanaan sampai pada pelaksanaan pemilihan kamad kepada pihak
sekolah. Hal ini dapat berdampak pada mutu lulusan, seperti

penelitian (Sumarni, 2018) bahwa selama ini tidak semua yayasan
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dapat menjalankan kinerjanya dengan baik. Banyak yayasan yang
belum maksimal mampu mengembangkan madrasah, seperti halnya
dukungan dalam Pembangunan fisik berupa sarana gedung yang
belum memadai, dan Kkiprah yayasan yang belum maksimal serta
kurangnya dukungan dari pihak yayasan terhadap perkembangan
Pendidikan madrasah. Selain itu yayasan seringkali dalam memilih
personil pengelola sekolah lebih dominan berdasarkan hubungan
kekeluargaan dengan tidak memperhitungkan kompetensinya.
Intinya, profesionalisme kinerja dari yayasan juga masih banyak yang
dipertanyakan. Dampak dari hal tersebut adalah rendahnya mutu

madrasah yang berimplikasi pada rendahnya output siswa madrasah.

Mengingat hal tersebut, perlu adanya upaya turun tangan dari
pihak Yayasan dalam mengelola dan mengatur madrasah, termasuk
dalam kegiatan pemilihan kamad. Dengan status kedudukannya
tersebut yayasan berfungsi menyelenggarakan Lembaga pendidikan,
menetapkan visi, orientasi, platform program dan kebijakan sekolah,
menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan tenaga pengelola
sekolah, termasuk dalam hal ini adalah pengangkatan kepala
madrasah. Siregar (2020) menyatakan konteks peran dan fungsinya,
yayasan mengangkat dan menetapkan kepala sekolah sebagai
pimpinan yang diberi tugas untuk menjalankan proses persekolahan
atau permadrasahan. Kepala sekolah memiliki status dan kedudukan

sebagai wakil yayasan dalam mengelola unit kerja yayasan dan



276

sekaligus sebagai manajer pelaksana pengelolaan sekolah dengan

hubungan yang bersifat instruksional, bukan malah sebaliknya.

Namun, meskipun terdapat kendala dalam proses pemilihan
kamad, secara keseluruhan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
24 Tahun 2018 menjadi panduan penting dalam menjalankan proses
pengangkatan kepala madrasah. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa kepemimpinan kepala madrasah di madrasah sesuai dengan
standar pendidikan yang berlaku dan memiliki kualitas yang
memadai. Seperti pendapat (Hasanah et al., 2021) bahwa kepala
madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya
sekolah secara teknis dalam bidang akademik saja akan tetapi tugas
dan tanggung jawab pokok sebagai manajemen pendidikan.
Mengingat banyaknya masalah yang timbul sesuai situasi dan kondisi
sekolah, maka kepala sekolah bertanggung jawab untuk memecahkan

berbagai masalah yang dihadapi.

. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang juga
mempunyai peranan penting seperti halnya fungsi perencanaan.
Melalui fungsi pengorganisasian, seluruh sumber daya yang dimiliki
oleh organisasi (manusia dan yang bukan manusia) akan diatur
penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi
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pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi)
dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personil,
finansial, material dan tatacara untuk mencapai tujuan organisasi yang

telah disepakati bersama.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang juga
mempunyai peranan penting seperti halnya fungsi perecanaan.
Melalui fungsi pengorganisasian, seluruh sumber daya yang di miliki
oleh organisasi (manusia dan bukan manusia) akan diatur
penggunanya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan Pengorganisasian adalah
agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan
masing-masing anggota organisasi (spesialisasi) dalam mengelola
tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan
tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan

menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pentingnya pengorganisasian kepala madrasah merupakan
proses pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek dalam
kepemimpinan seorang kepala madrasah. Kepala madrasah memiliki
peran kunci dalam mengelola sekolah Islam, mengambil keputusan,
dan memastikan sekolah berfungsi dengan baik.Pertanyaan seputar
pengorganisasian difokuskan ke dalam beberapa hal, diantaranya

adalah bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di sekolah,
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bentuk koordinasi yang baik, bagaimana ketua Yayasan dalam
mengorganisir pemilihan Kamad, koordinasi antara Yayasan dan
kemenag, adakah anggota lain yang berperan, dan bagaimana jalannya
masing-masing anggota agar proses pengorganisasian berjalan dengan

baik.

Dari ketiga madrasah, yakni MI Sullam Taufig, MI
Muhammadiyah Tunjungsari, MI Salafiyah Ngalian diperoleh
gambaran bahwa otoritas tertinggi untuk mengkoordinir bawahan
seperti madrasah dan guru-guru adalah pihak Yayasan. Dalam
memudahkan pengorganisasian dilakukan koordinasi yang baik antara
Yayasan, kepala madrasah, dan guru-guru. Bentuknya adalah dengan
melakukan rapat koordinasi melalui offline. Tujuannya agar terbangun

kedekatan dan kerja sama yang baik.

Pengorganisasian tentu melibatkan banyak orang, misalnya
rapat koordinasi dengan komite pada saat pemilihan kamad. Seperti
penelitian milik (Siregar, 2020) bahwa komite sebagai mitra madrasah
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama
dengan Masyarakat (perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia
industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh

masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi
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kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan. Dengan
demikian, pengorganisasian pemilihan kamad dengan melibatkan

banyak elemen dapat menghasilkan rapat yang maksimal.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu tahap penting dalam proses
manajemen. Fungsi pelaksanaan mencakup implementasi rencana,
kebijakan, dan tindakan yang telah ditetapkan dalam tahap
perencanaan. Hal ini melibatkan penerapan strategi, alokasi sumber
daya, pengambilan keputusan sehari-hari, dan koordinasi kegiatan
untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengangkatan kepala
madrasah di MI Sullam Taufig, Ml Muhammadiyah Tunjungsari, dan
MI Salafiyah Ngalian telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama

(PMA) No. 24 Tahun 2018.

Pelaksanaan pemilihan Kamad berkaitan dengan bagaimana
pelaksanaan pemilihan kepala madrasah, waktu pemilihan Peraturan
Menteri Agama (PMA), faktor pendukung pelaksanaan, prosedur
pemilihan Peraturan Menteri Agama (PMA), persyaratan kandidat
Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Agama (PMA) atau belum. Kemudian apakah
PMA sesuai apabila dijadikan sebagai acuan dalam pengangkatan

Kamad. Sampai pada apakah Kamad terpilih melakukan Penilaian
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Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) secara periodik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA), serta kendala dan
penyelesaiannya. Pelaksanaan di MI Sullam Taufig Kajen
menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA)

dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, pelaksanaan pemilihan kamad yang ada di Ml
Muhammadiyah  Tunjungsari  dilakukan  secara  teratur.
Penyelenggaraan pemilihan kamad lebih banyak dilakukan di cabang
dan pusat Muhammadiyah, sehingga madrasah hanya menerima hasil

seleksi yang tepat berdasarkan nilai yang telah keluar.

Selanjutnya, pelaksanaan kepala madrasah di MI Salafiyah
Ngalian menujukkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik
antar elemen. Pelaksanaan pemilihan kepala madrasah dilakukan
bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dihadiri
oleh semua guru, staf, banom NU, komite, dan Yayasan. Sistem yang
dilaksanakan adalah demokratis, artinya apabil kepala madrasah
sebelumnya terpilih lagi, maka tetap diadakan pemilihan suara. Hal
ini  untuk mengantisipasi apabila dilakukan perpanjangan
kepemimpinan salah satu anggota ada yang tidak setuju sehingga akan

menimbulkan masalah.

Selain itu, faktor terlaksananya pemilihan kepala madrasah

adalah adanya kepercayaan dan kerjasama semua elemen. Prosedur
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pemilihan kepala madrasah telah sesuai, bahkan setuju apabila
Peraturan Menteri Agama (PMA) dijadikan sebagai acuan dalam
pemilihan kepala madrasah. Mengingat dalam hal ini tentu Peraturan
Menteri Agama (PMA) telah melalui pertimbangan yang matang
sebelum dijadikan sebagai dasar pengangkatan kepala madrasah.
Terakhir, kendala yang ditemukan dalam proses pemilihan kepala
madrasah sejauh ini tidak ada, artinya pelaksanaan pemilihan dapat

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fungsi pelaksanaan ini merupakan bagian integral dari proses
manajemen secara keseluruhan dan merupakan tahap yang Kkritis
dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan sering
kali bergantung pada kemampuan manajer untuk mengelola sumber
daya, mengambil keputusan yang bijak, berkomunikasi dengan
efektif, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Hamdani,

2020).

. Pengendalian/pengawasan

Pengawasan madrasah adalah proses pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan
bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam beroperasi
sesuai dengan standar dan memenuhi tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan. Tujuan dari pengawasan madrasah adalah untuk

memastikan bahwa lembaga pendidikan tersebut memberikan
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pendidikan berkualitas tinggi, menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung perkembangan siswa, serta mematuhi semua regulasi
yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang efektif, madrasah
dapat berkontribusi secara positif dalam mendidik generasi muda

dalam bingkai nilai-nilai Islam dan pengetahuan umum.

Sistem pengawasan di tiga madrasah ibtidaiyah Kabupaten
Pekalongan memiliki pola yang hampir sama. Ketiga madrasah
tersebut adalah Madrasah Ibtidaiyah Sullam Taufiq Kajen, Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjungsari, dan Madrasah Ibtidaiyah
Salafiyah Ngalian. Pengawasan yang dilakukan meliputi pembinaan,
monitoring, penilaian, dan evaluasi. Dalam kinerjanya, pengawas
madrasah memiliki peran penting dalam perencanaan hingga
pengangkatan kepala madrasah. Peran pengawas madrasah meliputi
1) menjaga dan membina guru agar tetap profesional dalam
menjalankan tugasnya, 2) melakukan supervisi terhadap kinerja
kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan madrasah secara keseluruhan,
3) membantu kepala madrasah dalam menyusun program madrasah,
rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi, 4) memberikan masukan
kepada kepala madrasah dalam pengambilan keputusan terkait
pengangkatan kepala madrasah. Tanggungjawab seorang pengawas
telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 dan
peraturan Menteri No.31 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Pengawas dituntut harus mampu membina keprofesionalan
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kepala madrasah dan guru. Peran pengawas madrasah sangat
dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah.
Pengawas diharuskan untuk memiliki kompetensi yang meliputi tiga
aspek pokok yaitu supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian

dan pengembangan (RI, 2014).

Tuntutan profesionalitas di atas diharapkan para pengawas
mampu untuk menguasai kompetensi sebagai supervisor manajerial.
Sebab, supervisi manajerial adalah tugas pokok pengawas yang
menjamin terbinanya administrasi madrasah. Sebagai supervisor
manajerial, berkewajiban membantu kepala madrasah agar mencapai
madrasah yang efektif. Selain itu, pengawas memiliki peran evaluator
pendidikan, Di mana pengawas harus memiliki kompetensi
mengevaluasi kinerja kepala madrasah. Hal ini demi meningkatkan
mutu pendidikan di madrasah yang dibinanya (Iskandar & Machali,

2020).

Dalam pengangkatan kepala madrasah, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data untuk memproyeksikan
kebutuhan pengangkatan kepala madrasah. Selain itu, kepala
madrasah juga memiliki tugas dalam pengawasan terhadap Kinerja
guru, yang meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti
kepatuhan guru terhadap kurikulum dan program kerja. kualitas
pembelajaran yang disampaikan oleh guru, kedisiplinan guru dalam

menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, pengawas madrasah dapat
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membantu kepala madrasah dalam melakukan supervisi terhadap

Kinerja guru.

Pada tahap ini, pengawas tidak terlibat secara langsung
sebab kewenangan penuh dalam menentukan prosedur pemilihan
kepala madrasah berada di tangan yayasan. Pengawas hanya akan
memberikan pendampingan berupa ketentuan yang harus diperhatikan
seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang
pemilihan kepala madrasah. Selain itu, pengawas juga memberikan
saran atau masukan dari rumusan-rumusan yang disusun oleh yayasan
dalam pemilihan kepala madrasah. Dengan demikian, peran pengawas
dalam tahap perencanaan hanya sebatas memonitoring kinerja yang
dilakukan oleh pihak yayasan. Apabila ketentuan yang dirumuskan
menyimpang dari aturan, maka tugas pengawas adalah memberikan
pengarahan dan pendampingan. Tujuannya agar pemilihan kepala
madrasah dilaksanakan secara transparan, langsung, umum, bersih,

jujur, dan adil.

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian milik Barnoto
(2016) yang menyatakan bahwa Yayasan memiliki peran yang sangat
penting, sebab secara struktural keberadaan yayasan sebagai otoritas
puncak atau tertinggi. Selain itu, yayasan memiliki kewenangan
penuh terhadap jalannya lembaga. Oleh karena itu, keberhasilan
program adalah ditentukan oleh pihak yayasan dalam mengelola dan

mengarahkan semua elemen organisasi untuk mencapai tujuan.
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Kepala madrasah merupakan tangan kanan dari otoritas yayasan.
Peran kepala madrasah hanya sebatas pada pengelolaan di madrasah

dan tidak memiliki kewenangan secara penuh.

Adapun prosedur pemilihan kepala madrasah telah
berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun
2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agama
(PMA) No. 57 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan telah
dilakukannya sosialisasi terhadap peraturan tersebut. Sosialisasi
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 Tahun 2018 adalah proses
penting yang harus dilakukan untuk menginformasikan dan
mempersiapkan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala
madrasah, baik itu para pemilih, calon kepala madrasah, maupun staf
administrasi madrasah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pemilihan kepala madrasah berjalan dengan transparan,
demokratis, dan adil. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan
informasi terkait rencana pemilihan kepala madrasah, menyediakan
informasi terkait tata cara, syarat calon kepala madrasah. Kemudian
menjelaskan tahapan pemilihan kepala madrasah sampai dengan
pengumuman hasil kepala madrasah terpilih. Sosialisasi Peraturan
Menteri Agama (PMA) yang baik dan tepat sasaran akan membantu
memastikan bahwa pemilihan kepala madrasah berlangsung dengan
transparan, adil, dan demokratis, serta akan meningkatkan partisipasi

aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini.



286

Dalam melaksanakan tugas ini satuan kinerja pengawas
yang bernama Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas) perlu
melakukan koordinasi. Tujuan dilakukannya koordinasi adalah untuk
menentukan pembagian tugas yang mampu mendukung keberhasilan
pengawasan. Koordinasi antar pengawas madrasah menjadi aspek
krusial dalam memastikan efektivitas pengawasan dan pengelolaan
pendidikan di madrasah. Pengawas madrasah biasanya bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa madrasah mematuhi standar
pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memfasilitasi
perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Koordinasi Yyang
dilakukan pengawas biasanya dilakukan dalam bentuk rapat tahunan,
semester, bulanan, dan program penyegaran (refreshment course).
Anggota pengawas diberikan refreshment untuk membangkitkan
semangat dan motivasi kerja dalam hal pengawasan. Selain itu,
pengawas juga melakukan komunikasi rutin melalui grup Whatsapp,
dan grup diskusi online lainnya yang memfasilitasi komunikasi
sehari-hari. Koordinasi antara pengawas madrasah adalah kunci
untuk mencapai pengawasan pendidikan yang efektif dan untuk
memastikan bahwa madrasah memberikan pendidikan berkualitas
kepada siswa. Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik,
pengawas madrasah dapat bekerja bersama-sama untuk memajukan

sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.
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Pentingnya koordinasi disampaikan oleh Syawal &
Kartowagiran (2013) bahwa keselarasan kinerja pengawas yang
berdampak baik pada guru, ditandai dengan perencanaan, pelaksanaan
dan proses evaluasi yang baik dan tepat, baik dari aspek akademik
maupun manajerial. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan relasi yang
baik antara pengawas dan pimpinan lembaga pendidikan (salah
satunya, Madrasah). Koordinasi dan relasi antara pengawas dan
kepala madrasah dapat mensinergikan elemen-elemen yang ada di
madrasah untuk melakukan tugas dan fungsi masing-masing secara
integral, efektif dan efisien (Sudirman, 2017). Hal ini
diimplementasikan dalam perwujudan visi, misi dan tujuan madrasah.
Menurut Hasibuan (2018) koordinasi antara pengawas dan kepala
madrasah urgen dilakukan, guna mengintegrasikan tindakan supervisi
terhadap guru dan pelaksanaan tugas yang tepat sasaran dan
berorientasi pada tujuan. Lebih lanjut, (Repina, 2012) menyebutkan
bahwa efektivitas koordinasi pengawas dan kepala madrasah ditandai
dengan 2 (dua) aspek, yakni prestasi kerja guru dan prestasi siswa
(lulusan). Hal ini mengacu pada indikator keberhasilan tugas
pengawas dan kepala madrasah dalam memproduksi SDM di

madrasah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018

Interpretasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PMA

Nomor 24 Tahun 2018 dalam pemilihan kepala madrasah (Kamad), seperti
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yang dijelaskan dalam wawancara, dapat menjadi dasar untuk menjalankan
penelitian lebih lanjut. Berikut adalah interpretasi faktor-faktor tersebut dan

beberapa penelitian relevan yang dapat mendukung pemahaman lebih lanjut:

a. Tenggang Waktu Antara Kepala Madrasah Lama dan Baru

Faktor ini menunjukkan pentingnya mengelola masa transisi antara
Kamad yang lama dan baru dengan baik. Tenggang waktu yang efektif
antara Kamad yang lama dan yang baru memungkinkan untuk
kelangsungan manajemen madrasah yang lebih mulus. Hal ini
memungkinkan Kamad yang baru untuk memahami situasi, membangun
pemahaman, dan menerapkan visi dan perubahan yang mungkin
diperlukan tanpa terburu-buru. Kamad yang baru dapat menggunakan
tenggang waktu ini untuk memahami seluk-beluk organisasi, tantangan,
dan peluang yang ada. Dengan demikian, mereka dapat membuat
keputusan yang lebih terinformasi dan berdampak positif dalam peran

barunya.

Bagi kepala madrasah yang lama yang akan mengakhiri masa
jabatannya, tenggang waktu ini memberikan kesempatan untuk
memfasilitasi transisi kepemimpinan dengan memberikan pengetahuan
dan pengalaman mereka kepada kepala madrasah baru. Hal ini dapat
menghindari kehilangan informasi kunci dan membantu kepala madrasah

baru dalam beradaptasi.
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Tenggang waktu yang cukup memungkinkan yayasan atau pihak
yang bertanggung jawab untuk merencanakan suksesi kepemimpinan
secara lebih baik. Hal ini mencakup identifikasi calon potensial, pelatihan,
dan persiapan yang diperlukan untuk kepala madrasah baru (Obianuju et
al., 2021). Dengan mengelola masa transisi dengan baik, madrasah dapat
mencapai stabilitas organisasi yang lebih tinggi. Ketidakpastian selama
peralihan kepemimpinan dapat mengganggu operasi sehari-hari dan
hubungan dalam organisasi.Kepala madrasah yang baru dapat lebih
efektif dalam memimpin dan mengambil keputusan jika mereka memiliki
waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya
organisasi. Ini juga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan

yang kuat dengan staf dan pemangku kepentingan lainnya.

. Pertimbangan-Pertimbangan Yayasan

Pertimbangan-pertimbangan yayasan dalam pemilihan kepala
madrasah adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil dari
proses ini. Pertimbangan yang kompleks dalam pengambilan keputusan
yayasan dapat mencakup berbagai faktor seperti pengalaman calon, visi
strategis organisasi, nilai-nilai yang ingin dipromosikan, dan masalah
keuangan (Gobby & Niesche, 2019). Studi tentang pengambilan
keputusan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pertimbangan ini dan
menggali lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan ini berinteraksi

dalam proses pemilihan kepala madrasah. Proses pemilihan kepala



290

madrasah yang melibatkan pertimbangan yang kompleks dapat

mempengaruhi efisiensi proses.

Ketersediaan Calon yang Memenuhi Syarat

Ketersediaan calon yang memenuhi syarat adalah faktor kunci
dalam pemilihan Kepala Madrasah (Kamad) dan dapat berdampak
signifikan pada kelangsungan dan keberhasilan manajemen madrasah.
Kamad memegang peran kunci dalam manajemen madrasah.
Ketersediaan calon yang memenuhi syarat dapat memastikan bahwa peran
kepemimpinan ini tetap terisi oleh individu yang memiliki kemampuan
dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengelola madrasah dengan baik.

Ini dapat membantu menjaga ketangguhan manajemen madrasah.

Proses pemilihan kepala madrasah yang sukses memastikan adanya
kontinuitas dalam operasi sehari-hari madrasah. Calon yang memenuhi
syarat dapat lebih cepat beradaptasi dengan tugas-tugas dan tanggung
jawab  kepemimpinan, mengurangi potensi gangguan dalam
penyelenggaraan pendidikan.kepala madrasah memiliki peran penting
dalam mencapai tujuan pendidikan madrasah. Ketersediaan calon yang
kompeten dan berpengalaman dapat membantu madrasah mencapai hasil

pendidikan yang lebih baik, termasuk peningkatan prestasi siswa.

Kepala madrasah yang memenuhi syarat cenderung lebih mampu
memimpin dengan efektif, memotivasi staf, dan menciptakan lingkungan

belajar yang kondusif. Ini dapat meningkatkan kepuasan staf dan siswa
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dalam madrasah. Madrasah dengan kepala madrasah yang berkualitas
cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata pemangku
kepentingan, seperti orangtua siswa, masyarakat, dan lembaga pengawas
pendidikan. Ini dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan

madrasah (Ganaie & Haque, 2017).

. Kehati-hatian dalam Proses Penggantian

Kehati-hatian dalam memilih kepala madrasah baru adalah tanda
bahwa proses ini dianggap penting. Kehati-hatian dalam proses pemilihan
Kamad membantu menghindari kesalahan pemilihan yang dapat memiliki
dampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas madrasah. Pemilihan
kepala madrasah yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan konflik
internal, ketidakstabilan, dan penurunan kualitas pendidikan. Kepala
madrasah adalah pemimpin kunci dalam madrasah. Proses pemilihan yang
hati-hati memastikan bahwa kepemimpinan dapat dialihkan dengan lancar
dan kontinuitas manajemen tetap terjaga. Ini menghindari gangguan yang
dapat terjadi jika Kamad yang baru tidak sesuai dengan harapan atau

tugas-tugas kepemimpinan tidak terkoordinasi dengan baik.

Kehati-hatian dalam pemilihan memungkinkan waktu yang cukup
untuk memahami dengan mendalam calon Kamad, termasuk rekam
jejaknya, kualifikasi, dan visi kepemimpinan (Rowe et al., 2005). Ini
membantu memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar cocok

dengan kebutuhan madrasah. Pemilihan yang hati-hati juga memastikan
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bahwa proses ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nepotisme
atau diskriminasi. Calon yang dipilih harus dinilai berdasarkan
kompetensi dan kualifikasi mereka, bukan hubungan pribadi atau faktor-
faktor lain yang tidak relevan. Kamad yang dipilih dengan hati-hati
cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memimpin
dengan efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam madrasah. Ini

berdampak positif pada prestasi siswa dan reputasi madrasah.

Proses Administratif

Proses administratif yang rumit dapat memperlambat pelaksanaan
pemilihan Kamad. Proses administratif yang rumit adalah faktor yang
dapat memperlambat pelaksanaan pemilihan kepala madrasah (Kamad)

dan berdampak pada efisiensi proses tersebut (Daly & Finnigan, 2012).

Proses administratif yang rumit seringkali memerlukan lebih banyak
waktu untuk menyelesaikannya. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan
dalam pelaksanaan pemilihan Kamad, terutama jika ada tenggang waktu
antara masa jabatan Kamad yang lama dan baru. Proses administratif yang
rumit seringkali melibatkan persiapan dokumen, pengajuan usulan, dan
persetujuan dari instansi terkait. Tingkat ketelitian yang tinggi diperlukan
untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Proses administratif dapat melibatkan komunikasi yang intensif

dengan pihak-pihak terkait, seperti yayasan, instansi pemerintah, atau
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lembaga pendidikan. Koordinasi yang rumit dan komunikasi yang efektif

perlu dijaga untuk memastikan proses berjalan lancar.

Kolaborasi dan Komunikasi

Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara yayasan, instansi
terkait, dan madrasah adalah faktor penting dalam menjalankan pemilihan
Kamad dengan lancar. Kolaborasi yang baik antara yayasan, instansi
terkait seperti Kementerian Agama, dan madrasah membantu dalam
koordinasi seluruh proses pemilihan Kamad. Ini mencakup pemantauan
progres, pertukaran informasi, dan pengelolaan jadwal agar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua pihak terlibat
memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur, persyaratan, dan
tujuan pemilihan kepala madrasah. Ini mengurangi risiko kebingungan
atau kesalahpahaman yang dapat menghambat proses (Aryani & Haryadi,

2023).

Kolaborasi yang transparan dan komunikasi yang terbuka
mendukung akuntabilitas dalam proses pemilihan Kamad. Semua
langkah-langkah dan keputusan dapat dengan mudah dilacak dan
dipertanggungjawabkan. Jika ada konflik atau perbedaan pendapat selama
proses pemilihan, kolaborasi yang efektif memungkinkan untuk

menyelesaikannya dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan dialog.
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Ini membantu mencegah terjadinya gangguan yang dapat memperlambat

proses.

Kolaborasi yang baik memastikan bahwa semua pihak terlibat
memiliki fokus yang sama pada kepentingan bersama, yaitu memilih
Kamad yang terbaik untuk madrasah. Ini membantu menjaga konsensus
dan menjalankan pemilihan dengan efisien. Komunikasi yang efektif
memungkinkan untuk merespon perubahan atau kendala yang mungkin
muncul selama proses pemilihan dengan cepat dan efisien. Ini membantu

menjaga kelancaran proses.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui
secara cermat. Pertama, akses terhadap informasi terkait manajemen strategi
madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dalam melaksanakan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan terbatas.
Informasi mungkin tidak selalu tersedia secara terbuka, dan beberapa dokumen
atau data yang relevan tidak lengkap atau sulit diakses. Kedua, keterbatasan
waktu dapat mempengaruhi kedalaman analisis yang dapat dicapai dalam
penelitian ini, terutama jika penelitian harus diselesaikan dalam jangka waktu
tertentu. Ketiga, sampel penelitian terbatas pada sejumlah madrasah Ibtidaiyah
swasta, yang dapat membatasi generalisasi temuan. Jika sampel tidak
mencerminkan keberagaman dalam praktek manajemen strategi, temuan
penelitian mungkin terbatas dalam lingkupnya. Keempat, penelitian ini dapat

rentan terhadap subjektivitas, mengingat bahwa persepsi dan pengalaman
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individu responden yang diwawancarai atau yang mengisi kuesioner dapat
memengaruhi cara data diinterpretasikan, yang dapat mempengaruhi hasil
penelitian. Terakhir, adanya faktor eksternal seperti perubahan dalam peraturan
atau kebijakan selama penelitian dapat mempengaruhi validitas temuan. Oleh
karena itu, dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini, penting untuk
mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini dan mencoba mengatasi atau
meminimalkannya sebisa mungkin agar penelitian tetap relevan dan bermanfaat
dalam konteks manajemen strategi madrasah Ibtidaiyah swasta di Kabupaten

Pekalongan.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Manajemen Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dalam Melaksanakan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Kepala Madrasah di Kabupaten Pekalongan

Perencanaan pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018 mengenai
pemilihan kepala madrasah di tiga sekolah, yaitu MI Sullam Taufig Kajen,
MI Muhammadiyah Tunjungsari, dan MI Salafiyah Ngalian, menunjukkan
perbedaan dalam proses perencanaan. Ml Sullam Taufig menggunakan
penunjukan guru dari madrasah lain dengan pemilihan berdasarkan
kedekatan pribadi, MI Muhammadiyah Tunjungsari menggunakan sistem
open recruitment tiga guru dengan seleksi dari pihak Dikdasmen, sementara
MI Salafiyah Ngalian memberikan keputusan sepenuhnya kepada pihak
madrasah. Pengorganisasian PMA dilakukan dengan koordinasi yayasan
dan Kasi Penma di Kabupaten Pekalongan, struktural dan rapat rutin di Ml
Sullam Taufig, kolaborasi antara yayasan dan sekolah di Ml
Muhammadiyah Tunjungsari, serta struktur madrasah yang tertinggi tetap
yayasan dan rapat intensif di Ml Salafiyah Ngalian. Pelaksanaan PMA
melibatkan proses pengusulan calon kepala madrasah dengan prosedur yang
bervariasi di tiap madrasah. Pengendalian PMA dilakukan dengan berbagai
metode, seperti pengawasan oleh yayasan, pokjawas, dan melibatkan unsur

internal, yayasan, dan kementerian agama, namun memiliki persamaan
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dalam sistem kinerja pengawas yang bertugas dalam membina, memantau,

dan mengevaluasi kinerja kepala madrasah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah di
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kabupaten Pekalongan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah di
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kabupaten Pekalongan dapat dibagi
menjadi faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, proses pemilihan
kepala madrasah dipengaruhi oleh tingkat demokrasi, kaderisasi calon,
kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan respon
masyarakat. Lembaga-lembaga dengan prosedur pemilihan yang lebih
demokratis, kaderisasi yang baik, staf berkualitas, budaya partisipatif, dan
dukungan masyarakat yang positif cenderung menghasilkan pemimpin yang
berkualitas. Di sisi eksternal, faktor lingkungan yang kondusif, dukungan
penuh dari berbagai pihak, kepercayaan masyarakat pada lembaga, evaluasi
strategi, dan keamanan lingkungan menjadi penentu keberhasilan pemilihan
kepala madrasah. Dukungan positif dari lingkungan sekitar, kepercayaan
masyarakat, dan evaluasi strategi yang rutin berkontribusi pada
transparansi, keadilan, dan kualitas dalam proses pemilihan kepala
madrasah di MI Swasta Kabupaten Pekalongan, khususnya di MI Sullam

Taufiq Kajen, MI Muhammadiyah Tunjungsari, dan MI Salafiyah Ngalian.
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B. Implikasi

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yang bisa diambil dari

temuan-temuannya terkait pelaksanaan PMA Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan Kepala Madrasah di MI Swasta Kabupaten Pekalongan:

1.

Konsistensi Pelaksanaan Regulasi:

Terdapat variasi besar dalam cara-cara pelaksanaan regulasi ini di berbagai
madrasah. Diperlukan standar yang lebih jelas dan komprehensif untuk
memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi ini di seluruh

Lembaga pendidikan.
Koordinasi dan Pengorganisasian:

Perlunya koordinasi yang lebih baik antara yayasan, Lembaga pendidikan,
dan pihak terkait dalam memahami serta mengimplementasikan peraturan
ini. Pedoman atau standar yang lebih spesifik tentang pengorganisasian akan

membantu meminimalkan variasi dalam pelaksanaan aturan.
Pengawasan yang Lebih Ketat:

Temuan mengenai variasi besar dalam pengawasan menunjukkan perlunya
mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dan efektif untuk

memastikan bahwa setiap madrasah mematuhi regulasi dengan benar.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Seleksi:

Faktor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam pemilihan
kepala madrasah. Penguatan faktor-faktor seperti demokratisasi proses,
kaderisasi yang baik, kompetensistaf, dan dukungan eksternal perlu

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas proses seleksi kepala madrasah.

Pentingnya Keterlibatan Eksternal:
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Kepercayaan dan dukungan dari lingkungan sekitar madrasah sangat
penting. Komunikasi yang baik, transparansi, dan evaluasi strategi perlu

ditingkatkan untuk mempertahankan dukungan eksternal yang positif.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya Upaya untuk
meningkatkan konsistensi, koordinasi yang lebih baik, pengawasan yang lebih
efektif, penguatan faktor-faktor internal dan eksternal, serta peningkatan
dukungan dan Kketerlibatan dari lingkungan sekitar untuk memastikan
implementasi yang lebih baik dari PMA Nomor 24 Tahun 2018 di MI Swasta

Kabupaten Pekalongan.
C. Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan dapat diberikan saran kepada

beberapa pihak antara lain.

1. Bagi Instansi Pendidikan (Kepala Madrasah)

a. Pemantauan Kinerja: kepala madrasah (Kamad) sebaiknya secara rutin
memantau dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Membuat laporan
kinerja secara berkala dapat membantu dalam pemantauan dan
peningkatan.

b. Kolaborasi dengan Yayasan: Jika kepala madrasah berasal dari
madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan, penting untuk menjalin
kolaborasi yang baik dengan yayasan. Hal ini akan memfasilitasi proses
pengusulan kepala madrasah yang lebih lancar dan memungkinkan
yayasan untuk berperan aktif dalam pemilihan.

c. Peningkatan Kapasitas: Kepala madrasah dapat mencari pelatihan dan

pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi mereka
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dalam manajemen pendidikan. Hal ini akan membantu mereka dalam
menjalankan tugas kepemimpinan dengan lebih efektif.
2. Bagi Pemegang Kebijakan (Kementerian Agama)

a. Pelaksanaan PMA: Kementerian Agama harus dapat mengawasi dan
memastikan PMA berjalan sesuai dengan tujuan karena akan
berpengaruh pada kualitas kepala madrasah dan madrasah.

b. Pengawasan yang Efektif: Kementerian Agama sebaiknya memastikan
bahwa sistem pengawasan terhadap kepala madrasah berjalan efektif
dan berkala. Pengawasan ini harus melibatkan evaluasi kinerja yang
komprehensif dan memberikan rekomendasi yang memadai.

c. Pemberian Panduan yang Jelas: Kementerian Agama dapat
memberikan panduan yang lebih rinci dan praktis terkait dengan tata
cara pengangkatan Kamad, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Hal ini
akan membantu madrasah untuk lebih memahami proses ini.

d. Pelatihan bagi Pengawas Pendidikan: Meningkatkan kapasitas
pengawas pendidikan dalam melakukan pengawasan dan penilaian
kinerja kepala madrasah. Hal ini dapat membantu memastikan kualitas
pendidikan yang lebih baik di madrasah.

3. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat lebih selektif dalam memilih madrasah bagi anak, dengan

mempertimbangkan kualitas madrasah bukan karena faktor kedekatan

dengan kyai atau pihak yayasan.
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b. Pemilihan madrasah juga harus mempertimbangkan minat dan
kebutuhan anak. Sebab, masing-masing madrasah memiliki program
akademis yang berbeda-beda.

c. Reputasi madrasah dalam memberikan pendidikan yang baik juga
menjadi pertimbangan utama. Orang tua harus melihat seberapa baik
madrasah tersebut dalam memberikan pemahaman agama dan
pengetahuan umum.

4. Bagi Peneliti Lain

a. Penelitian Lanjutan: Peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan
untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 dan dampaknya pada
manajemen madrasah. Studi ini dapat memberikan wawasan yang
lebih dalam tentang proses pengangkatan kepala madrasah dan
pengawasan Kinerja mereka.

b. Perbandingan dengan Kasus Lain: Peneliti dapat melakukan
perbandingan dengan kasus pengangkatan kepala sekolah di
lembaga pendidikan lainnya, seperti sekolah negeri, untuk melihat
perbedaan dan persamaan dalam prosedur pengangkatan dan
pengawasan.

c. Kajian Terhadap Dampak Kebijakan: Penelitian dapat mengevaluasi
dampak kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24
Tahun 2018 terhadap mutu pendidikan dan efektivitas

kepemimpinan kepala madrasah di madrasah. Hal ini dapat
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membantu  dalam  perbaikan kebijakan jika ditemukan

ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan.
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Gambar 8. Wawancara dengan Ketua Komite MI Sullam Taufig Kajen



321

Gambar 9. Wawancara dengan Kepala Ml Salafiyah Ngalian

Gambar 10. Wawancara dengan Pengawas M| Salafiyah Ngalian



322
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Gambar 19. Wawancara dengan Analis Kepegawaian Kankemenag Kab. Pekalongan
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A. Perencanaan (Planning)
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1. Bagaimana perencanaan pemilihan kamad? (Profil madrasah, Dokumen

kebijakan madrasah/ yayasan,

pemilihan kamad)

dokumen prosedur pelaksanaan

2. Bagaimana prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad?

3. Bagaimana persyaratan yang digunakan untuk menjadi kandidat

kamad?
Aspek Indikator
Memiliki kepribadian yang kuat Sikap empati
Memberi sangsi bagi yang melanggar
disiplin

Memberi contoh keteladanan

Memahami kondisi guru, karyawan
dan siswa

Memberikan penghargaan bagi yang
berprestasi

Menghargai guru

Memberikan gagasan-gagasan baru
dalam pembelajaran

Memiliki visi dan memahami misi
madrasah

Memberdayakan guru sebagai tim
kerja dalam pelaksanaan program
kegiatan

Membuat program supervisi dan
melaksanakan kepada guru yang
mengajar di kelas

Memberikan penugasan kepada guru
untuk penyusunan rencana kerja

Kemampuan mengambil keputusan

Mampu mengambil keputusan yang
tepat dan cepat

Melakukan evaluasi dan memberikan
solusi pelaksanaan program kegitaan
Melakukan pembinaan kepada guru
melalui rapat dan memutuskan secara
matang hasil rapat

Kemampuan berkomunikasi

Menciptakan hubungan yang
harmonis dengan guru -
Menginstruksikan kepada guru untuk
melaksanakan prosedur pancapaian
tujuan organisasi

Melaksanakan transparansi kepada
warga madrasah.

4. Apakah persyaratan tersebut dibuat oleh madrasah atau yayasan?

5. Siapa yang terlibat dalam pemilihan kamad?
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6. Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

7. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?
8.
9

Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan pemilihan kamad?

Bagaimana solusinya?

. Pengorganisasian (Organizing)

1.
2.

Bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di sekolah ini?
Bagaimana organisasi yang ada di Yayasan dapat menunjukkan
koordinasi yang baik?

Bagaimana ketua Yayasan dalam mengorganisasi Yayasan pada
pemilihan kamad?

Bagaimana bentuknya?

Bagaimana koordinasi yang dilakukan Yayasan dengan Depag pada saat
pemilihan Kamad?

Bagaimana keterlibatan Depag dalam mengorganisir Yayasan pada saat
pemilihan Kamad?

Adakah anggota lain yang berperan dalam mengorganisasi tugas dalam
pemilihan kamad?

Apakah pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing
anggota dapat berjalan dengan baik?

Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian pada

pemilihan kamad?

10. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dialami?

. Pelaksanaan (Actuating)

1
2
3
4.
5
6

Bagaimana pelaksanaan pemilihan kamad?
Kapan pemilihan kamad dilaksanakan?
Jelaskan faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kamad?

Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?
. Apakah PMA sesuai apabila dijadikan sebagai acuan dalam

pengangkatan kamad?
Apakah kamad melakukan PKKM secara periodic sesuai PMA?
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Apakah pernah ada pergantian kamad di tengah masa jabatan karena
melakukan pelanggaran dan sejenisnya? Jika ada bagaimana solusinya?
Bagaimana langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien dalam
mengatasi kendala tersebut?

Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan pemilihan kamad?

Bagaimana solusinya?

D. Pengawasan/pengendalian (Controlling)

1.
2.

9.

10.
11.
12.

13.

Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan?

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan madrasah dalam
pemilihan kamad?

Apakah pengawasan juga melibatkan pihak lain di luar madrasah?
Bagaimana keterlibatan Depag dalam hal pengawasan?

Jika pengawasan dilakukan oleh yayasan dan depag, apa saja uraian
tugas dari keduanya?

Adakah standar pengawasan yang disusun oleh yayasan/depag?
Apakah PMA dapat dijadikan standar baku dalam pemilihan kamad?
Bagaimana kewenangan keduanya dalam pengawasan? Bisa berjalan
selaras atau tumpang tindih?

Bagaimana yayasan dan depag dalam menyikapi kamad terpilih?
Selama ini, apa saja bentuk keberhasilan dalam hal pengawasan?
Apakah pengawasan yang dilakukan sudah optimal?

Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan
pengawasan yang dilakukan?

Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan madrasah dan depag dalam

rangka perbaikan kualitas pemilihan kamad?

Faktor-faktor

Informan (Yayasan, Kamad, Guru)

1.
2.

Mengapa PMA tidak dilaksanakan dengan optimal di madrasah?

Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PMA?
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3. Adakah pengaruh dari situasi dan kondisi madrasah dalam
melaksanakan PMA?

4. Adakah pengaruh dari lingkungan madrasah dalam melaksanakan
PMA?

5. Apakah anggaran berpengaruh dalam pelaksanaan PKKM?

6. Apakah isi kebijakan PMA mendukung kondisi madrasah?

Informan Kemenag (Kasi Madrasah, Staff, Kepegawaian)

1.

o ok~ N

Bagaimana komitmen kemenag dalam melaksanakan PMA terkait
pengangkatan kamad?

Apakah ada sosialisasi PMA di setiap madrasah?

Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PMA?
Adakah kendala dalam melaksanakan PMA terkait pengangkatan kamad?
Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut?

Bagaimana dukungan public dalam melaksanakan PMA?
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3. Hasil Wawancara

Kasi Penma

Perencanaan (Planning)

Pengangkatan kamad ada dua. Kamad dari PNS dan guru swasta. Kalau dari
PNS melalui seleksi, ada tim seleksi dari sini. Kemudian kita usulkan melalui
kanwil itu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan antara lain, usia maksimal
50 tahun, golongan maksimal 3c dan sebagainya.

Kalau swasta yang mengusulkan dari yayasan nanti minta rekomendasi ke
kita. Cuma dari sana ya ada ketentuan. Jadi, yayasan mengusulkan ke kita. Kita
menerbitkan rekomendasi itu hanya sampai Kita.

Persyaratan yang digunakan tentu saja sesuai PMA. Kalau persyaratan yang
lain tentu kita melihat rekam jejak yang di aturan kan tidak ada. Ketika calon pernah
ada catatan tersendiri atau mungkin dia sudah pernah jangka hukuman sesuai jangka
waktu, nah itu kita melihat rekam jejak.

Selama ini kemenag menyetujui nama calon kamad yang diajukan oleh
madrasah. Karena memang persyaratannya sudah sesuai dengan aturannya. Kan di
persyaratan ada minimal berapa tahun, pendidikan minimal S-1.

Sudah sesuai dengan PMA. Kalau misal tidak sesuai dengan PMA, misal
begini untuk pendidikan. Mungkin di madrasah berpengaruh, tapi kalau
pendidikannya tidak S-1 tidak kami ACC.

Sejauh ini aman-aman saja. Kalau ada kandidat yang tidak sesuai nanti di
sana kan di cross cek, jadi ada tahapan di kita kemudian di kanwil juga ada. Ada
pansel.

Pengorganisasian (Organizing)

Kita melihat apa yang dia usulkan di lampiran, terpenuhi atau tidak. Kalau
kamad dari yayasan atau swasta itu berarti pilihan dari yayasan itu sendiri, berarti
kita percaya. Kita komunikasi lebih lanjut jika tidak memenuhi syarat saja. Di sana
kan pasti ada hasil musyawarah dari para pengurus yayasannya jadi kami anggap
sana yang tahu persis.

Terkait pemilihan kamad yang bertugas itu dari kepegawaian, kemudian

dengan tim pansel setiap ada usulan jabatan ada panitia seleksi. Panitia seleksi yang



332

baku itu kalau terkait dengan guru itu saya terlibat penma, kemudian kepegawaian,
kemudian kasubag TU otomatis, kemudian melibatkan para KASI.

Panitia seleksi bekerja secara kolektif, utamanya nanti kalau PNS
kepegawaian bagian melihat DUK (Data Urutan Kepegawaian). Kalau Kkita
terlibatnya secara administrasi.

Pelaksanaan (Actuating)

Kalau dari guru swasta itu dari yayasan langsung. Mereka mengusulkan
untuk yayasannya sendiri jadi mereka yang tahu persis sehari-hari. Kemudian sana
mengusulkan ke kita. Kita melihat kalau dia sudah melakukan pengabdian selama
sembilan tahun nanti kita beri rekomendasi

Pengangkatan kamad kan sesuai kebetuhan jadi tidak serempak. Kalau
swasta juga tergantung kebutuhan jadi tidak serempak periodisasi begitu.

lya biasa terjadi masalah tenggang waktu. Kepala madrasah sebelumnya
sudah selesai masa jabatannya tapi yayasan tidak segera mengusulkan calon kamad
baru. Yang biasa terjadi saat pengangkatan kamad dari yayasan, yayasan itu
tentunya ya proses itu ya tentunya butuh pertimbangan-pertimbangan sehingga
ketika dia sudah tidak aktif lagi kepalanya yang lama biasanya ada tenggang waktu
untuk mengangkat kamad sementara. Tidak serta merta dia langsung diusulkan
tidak. Ya, ada yang ketika habismasa jabatannya yayasan sudah menyiapkan
pengganti. Ada yang dia mungkin perlu berpikir panjang sehingga sementara waktu
dia mengangkat sendiri dari pihak yayasan yang belum di SK kan oleh kemenag.

Terkait penngangkatan kamad sesuai PMA kan memang dua kali masa
jabatan. Dua kali masa jabatan tentunya masih ada karena itu secara

Itu di sana ya tidak begitu masalah juga. Di sana ada pelaksana harian kan?
sama halnya di kemenag biasa terjadi, ketika kepala kemenag pensiun atau apa itu
kan biasa terjadi. Tapi ada SK pelaksana harian. Pelaksana harian itu ketika yang
kepala definitive berhalanagan sementara misalkan nanti aka nada pelaksana

harian.
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Pengawasan/pengendalian (Controlling)
Nanti melibatkan dari pengawasnya, itu biasanya mengadakan
kepengawasan tentang kinerja dari kamad. Kamad juga harus membuat laporan

kerja.

Kepegawaian
A. Perencanaan (Planning)

1. Bagaimana perencanaan pemilihan kamad? (Profil madrasah,
Dokumen kebijakan madrasah/ yayasan, dokumen prosedur
pelaksanaan pemilihan kamad)

Berdasarkan PMA No. 24 Tahun 2018, pengangkatan kamad
diserahkan ke masing-masing madrasah yang bersangkutan. Tapi, harus
ada rekomendasi dulu dari kantor kemenag kabupaten kota. Jadi, selama
ini prosesnya dari yayasan dalam hal ini madrasah swasta itu
mengajukan permohonan beserta lampiran berkas-berkas persyaratan
sesuai PMA No. 24 Tahun 2018, kemudian dilanjutkan ke kami
kemudian kami bentuk pansel (panitia seleksi). Apakah persyaratan
tersebut sudah sesuai dengan PMA tersebut? Kalau sudah sesuai nanti
kami acc, dibuatkan rekomendasi dari pansel dulu. Dari Pansel masuk
ke kepegawaian, baru kami buatkan rekomendasi tentang pengangkatan
kepala madrasah tersebut.

2. Bagaimana prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad?

Prosesnya langsung di masing-masing madrasah sendiri, ya. Yang
masuk ke kami itu biasanya sudah langsung nama. Mungkin di sana ada
pemilihan, tapi kami tidak tahu prosesnya seperti apa untuk yang di sana
karena itu kan privasi madrasah itu sendiri. Setelah diterbitkan SK,
biasanya dari sana menerbitkan SK dulu, biasanya sana yang menunjuk,
ini orang ini yang kami tunjuk sebagai kepala madrasah. Baru dari pihak
yayasan mengajukan nama beserta persyaratannya ke kami. Baru nanti
kami panselkan setelah sesuai dengan PMA nomor 24 kemudian kami

terbitkan rekomendasinya.
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3. Apakah persyaratan tersebut dibuat oleh madrasah atau yayasan?
Persyaratan semua dari PMA. Kita mengacu pertama ke PMA-nya dulu.
Kalau aturan dari madrasah biasanya mungkin privasi dari masing-
masing madrasah itu sendiri.

4. Siapa yang terlibat dalam pemilihan kamad?

5. Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

Selama ini kemenag menyetujui nama calon kamad yang diajukan oleh
madrasah. Karena memang persyaratannya sudah sesuai dengan
aturannya. Kan di persyaratan ada minimal berapa tahun, pendidikan
minimal S-1.

6. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?

Sudah sesuai dengan PMA. Kalau misal tidak sesuai dengan PMA,
misal begini untuk pendidikan. Mungkin di madrasah berpengaruh, tapi
kalau pendidikannya tidak S-1 tidak kami ACC.

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan pemilihan

kamad?
Selama ini lancar. Karena biasanya begini, sebelum mereka
mencantumkan nama yang akan dipilih, biasanya sudah konsultasi dulu
ke sini. Minta data-data, jejak recordnya seperti apa? Oh ini track
recordnya baik apa tidak. Koordinasi dulu, silakan mengajukan dulu
nanti kami panselkan. Baru nanti kami buatkan rekomendasinya.

8. Bagaimana solusinya?

B. Pengorganisasian (Organizing)

1. Bagaimana keterlibatan kemenag dalam mengorganisir Yayasan

pada saat pemilihan Kamad?
Kalau keterlibatan kita hanya kasih masukan harusnya yang diangkat
sesuai dengan pendidikannya. Untuk pengalaman kerjanya, untuk
golongannya, itu untuk PNS ya. Kalau swasta itu tergantung dari
yayasan, karena kita tidak bisa menekan ini yang harus diangkat karena
itu sudah ranahnya yayasan itu sendiri. Tapi, kita hanya memberi

rekomendasi atas usulan dari yayasan tersebut.



335

2. Adakah anggota lain yang berperan dalam mengorganisasi tugas
dalam pemilihan kamad?
Yang membuat SK Kepegawaian tapi yang menandatangani tetap kepala
kantor tapi harus dipanselkan dulu. Terdiri dari kepegawaian, kasubag
TU, kasi penma, sama pihak pelaksana penma. Kami panselkan dulu,
hasil pansel nanti ada berita acaranya sebagai dasar untuk membuat
rekomendasi baru ditanda tangani oleh kantor.

3. Apakah pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing
anggota dapat berjalan dengan baik?

4. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian pada
pemilihan kamad?

5. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dialami?

C. Pengawasan/pengendalian (Controlling)

1. Bagaimana keterlibatan Depag dalam hal pengawasan?
Nanti melibatkan dari pengawasnya, itu biasanya mengadakan
kepengawasan tentang kinerja dari kamad. Kamad juga harus membuat
laporan kerja.

2. Jika pengawasan dilakukan oleh yayasan dan depag, apa saja
uraian tugas dari keduanya?
Kalau untuk pengawasan kamad swasta dari pengawas monitoring ke
sana. Dari kamad juga membuat laporan ke penma. Biasanya bentuk
laporannya dibuat satu tahun sekali. Tapi, pengawasan tetap dilakukan
biasanya minimal triwulan. Tapi untuk laporan dibuat setahun sekali ya
karena itu kan untuk penilaian kinerja kepala madrasah itu PKKM
namanya dan itu ada tim penilai dari kemenag terdiri dari pengawas,
kasi penma, biasanya dari kepegawaian juga karena kaitannya dengan
kinerja.

3. Adakah standar pengawasan yang disusun oleh yayasan/depag?
Ada. Itu biasanya dari penmanya. Karena madrasah-madrasah swasta
lininya langsung ke penma. Jadi gini, kamad kana da yang diangkat dari

PNS ada yang dari madrasah swasta maksudnya pegawai swasta. Dari
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kepegawaian tidak bisa mencampur urusan pegawai yang non PNS,
karena tugas kepegawaian hanya dari yang PNS-PNS saja. Jadi yang
langsung menilai itu dari penma dan pengawas itu yang berperan aktif

dalam menilai kinerja kepala madrasahnya.

MI SULLAM TAUFIK KAJEN
Perencanaan

a. Bagaimana perencanaan pemilihan kamad
“Pengangkatan kamad ada dua.Kamad dari PNS dan guru swasta. Kalau
dari PNS melalui seleksi, ada tim seleksi dari sini. Kemudian kita usulkan
melalui kanwil itu dengan syaratsyarat yang sudah ditentukan antara lain,
usia maksimal 50 tahun, golongan maksimal 3¢ dan sebagainya. Kalau
swasta yang mengusulkan dari yayasan nanti minta rekomendasi ke kita.
Cuma dari sana ya ada ketentuan. Jadi, yayasan mengusulkan ke kita.Kita
menerbitkan rekomendasi itu hanya sampai kita”

b. Bagaimana prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad?

“Prosesnya langsung di masing-masing madrasah sendiri, ya. Yang masuk
ke kami itu biasanya sudah langsung nama. Mungkin di sana ada pemilihan,
tapi kami tidak tahu prosesnya seperti apa untuk yang di sana karena itu kan
privasi madrasah itu sendiri. Setelah diterbitkan SK, biasanya dari sana
menerbitkan SK dulu, biasanya sana yang menunjuk, ini orang ini yang
kami tunjuk sebagai kepala madrasah. Baru dari pihak yayasan mengajukan
nama beserta persyaratannya ke kami. Baru nanti kami panselkan setelah
sesuai dengan PMA nomor 24 kemudian kami terbitkan rekomendasinya”,
(CLHW, 23/07/2023/SN).

c. Bagaimana persyaratan yang digunakan untuk menjadi kandidat kamad?
“Persyaratan semua dari PMA.Kita mengacu pertama ke PMA-nya
dulu.Kalau aturan dari madrasah biasanya mungkin privasi dari masing-
masing madrasah itu sendiri” (CLHW, 23/07/2023/SN).

d. Apakah persyaratan tersebut dibuat oleh madrasah atau Yayasan
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“Persyaratan yang digunakan tentu saja sesuai PMA. Kalau persyaratan
yang lain tentu kita melihat rekam jejak yang di aturan kan tidak ada. Ketika
calon pernah ada catatan tersendiri atau mungkin dia sudah pernah jangka
hukuman sesuai jangka waktu, nah itu kita melihat rekam jejak”,

Siapa yang terlibat dalam pemilihan kamad?

“Sekolah ini masih terbilang baru, jadi masih dalam proses merintis.
Kebetulan saya punya teman yang sudah sesuai dengan ketentuan PMA
dalam menjabat kepala sekolah. Maka saya minta untuk mutasi dan menjadi
kepala di MI ini”

Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

“sejauh ini telah sesuai. Saya menjadi kepala sekolah mulai 1 juli 2019-
sekarang, sebelumnya mengajar di madrasah lain sebagai guru dan 147
mutasi kemudian ditawari untuk menjadi kepala dan diberikan SK”

. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?

“Saya sudah masuk kriteria, bahkan golongan sudah 4, beberapa yang saya
ketahui syaratnya diantaranya adalah minimal pendidikan sl, sudah
memiliki sertifikat kompetensi sebagai kepala, pengalaman mengajar
minimal 9 th, dan pihak Yayasan juga menekankan dalam hal personalnya
(disiplin, tanggung jawab, paham, dan manajerial. Sejauh ini suda sesuai
PMA dan sudah dipenuhi. Hanya saja beberapa ada yang tidak bisa langsung
persyaratannya seperti serdik harus dari balai diklat, bisa dipenuhi tetapi
dalam jangka waktu berapa waktu karena diklat juga agak susah, jadi ada
beberapa syarat yang dipenuhi setelah menjabat. “Saya melakukan PKKM
secara teratur baik tahunan maupun lima tahunan, karena juga dijadwalkan
dan diingatkan oleh pengawas” (

Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan pemilihan kamad?
Tidak ada

Bagaimana solusinya?

Tidak ada
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Pengorganisasian

a.

Bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di sekolah ini?

“Secara struktural ketua Yayasan tetap membawahi kepala sekolah dll,
koordinasinya dengan melakukan rapat rutinan secara offline, melakukan
komunikasi yang baik, sehingga terbangun kedekatan dan terorganisir
dengan baik”

Bagaimana organisasi yang ada di Yayasan dapat menunjukkan koordinasi
yang baik?

“Keterlibatan dan koordinasi yang dilakukan dalam pengorganisasian antara
kemenag dan yayasan bentuknya adalah meminta surat rekomendasi.
Sehingga kegiatan itu sudah disebut berkaitan. Nah, kalau mengoorganisasi
dalam pemilihan kamad yang terlibat adalah semua guru. Semua anggota
terlibat dalam pemilihan kamad, guru juga sebagai panitia. Sejauh ini untuk
mengororganisir telah berjalan baik, karena di MI tersebut terbilang baru
dan pemilihan Kamad baru sekali”

Bagaimana ketua Yayasan dalam mengorganisir Yayasan pada pemilihan
kamad

Semua anggota terlibat dalam pemilihan kamad, guru juga sebagai panitia.
Sejauh ini untuk mengororganisir telah berjalan baik, karena di MI tersebut
terbilang baru dan pemilihan Kamad baru sekali”

Bagaimana bentuknya?

Melalui koordinasi dengan rapat offline maupun online

Bagaimana koordinasi yang dilakukan Yayasan dengan Kemenag pada saat
pemilihan Kamad?

Bagaimana keterlibatan Kemenag dalam mengorganisir Yayasan pada saat
pemilihan Kamad

Adakah anggota lain yang berperan dalam mengorganisasi tugas dalam
pemilihan kamad?

Apakah pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing anggota

dapat berjalan dengan baik?
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Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian pada
pemilihan kamad?

Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dialami?

Pelaksanaan

a.

=

h @@ o O

Bagaimana pelaksanaan pemilihan kamad?

“Pelaksanaan pemilihan Kamad kami lakukan secara prosedural sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan di PMA. Pemilihan
kamad ini dilaksanakan terhitung mulai 1 Juli 2019-sekrang, berarti sudah
lima tahun menjabat. Kandidat yang dipilih juga sudah sesuai dengan
kriteria, bahkan melebihi. Selain itu juga semua anggota serempak dalam
pelaksanaan pemilihan Kamad”

Kapan pemilihan kamad dilaksanakan?

Jelaskan faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kamad?

Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA? F

Apakah PMA sesuai apabila dijadikan sebagai acuan dalam pengangkatan
kamad?

“Menurut saya, apabila PMA dijadikan sebagai acuan pengangakatan
Kamad, saya rasa telah sesuai. Karena itu menjadi dasar dalam
pengangkatan. Kepala madarasahmelakukan PKKM, bahkan PKKM
tahunan maupun 5 tahun sekali. Karna kan juga diingatkan sama pengawas,
jadi tidak pernah absen PKKM. Kalau kasus yang terjadi seperti
pemberhentian kepala sekolah karena masalah sejauh ini tidak ada, karena
masih baru, jadi belum pernah ada. Kalaupun misalnya ada, Langkah
pertama dengan cara dipanggil, klarifikasi, mediasi, dan keputusan akhir.

Kendala yang ditemukan juga tidak ada”

A. Faktor Internal

1. Kekuatan dan Kelemahan?
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Kekuatan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan PMA No. 24

Tahun 2018 terkait pemilihan Kepala Madrasah

1) Sebagai pedoman dan pijakan yang dijadikan rujukan dalam
aturan dan ketentuan pemilihan Kepala Madrasah

2) Sebagai referensi antara aturan sekarang dengan aturan
sebelumnya

Kelemahan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan PMA No. 24

Tahun 2018 terkait pemilihan Kepala Madrasah:

Karena ini adalah madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat

oleh karenanya:

1) Terdapat point-point yang tidak mengakomodir, misalnya dalam
ketentuan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesorang,
contoh belum selesai S1, belum bersertifikat pendidik, belum
memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah, padahal kadang
orang itu telah memiliki pengalaman dan pengabdian yang lama

2) Animo dan ambisi guru kurang untuk menjadi Kepala Madrasah
baik secara keingingan pribadi maupun penunjukkan untuk
bakal calon, mereka kebanyakan menghindar dari jabatan
tersebut sehingga kadang yang muncul hanya 1 orang calon itu
pun dianggap “terpaksa”

2. Skill dan kompetensi SDM yang dimiliki organisasi dalam mendukung
ketercapaian pelaksanaan kebijakan:
Dari latar belakang mereka adalah orang tokoh masyarakat, orang yang
memiliki pendidikan sehingga dimiliki mereka antara lain:

Kompetensi pengetahuan, memiliki pemahaman dan dapat
menerapkan kebijakan aturan yang berlaku misalnya persyaratan
yang harus dimiliki calon seorang kepala madrasah

Kompetensi social, dapat berkomunikasi dan interaksi dengan baik,
efektif dan efisien kepada unsur-unsur yang terlibat di madrasah
Kompetensi  spiritual, mereka dapat menanamkan dan
mengembangkan nilai intelektual dan emosional dalam mengambil
kebijakan yang berlaku

3. Tanggapan masyarakat (komite atau unsur lainnya) berkaitan dengan
pemilihan kepala madrasah

Sesuai aturan dan juknis pengangkatan kepala madrasah yang
berlaku

Apabila masa jabatan kepala madrasah masa-nya masih berlaku dan
dapat memimpin sampai membawa prestasi pada lembaga
menghendaki maka menghendaki untuk menjadi kepala madrasah
tetap meskipun kadang kepala yang bersangkutan menginginkan
perminta pergantian dengan guru lain

4. Budaya organisasi madrasah terkait dengan pemilihan kepala madrasah

Muncul intervensi kelompok tertentu
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- Mengikuti aturan dan ketentuan yang ada
- Menghendaki PNS yang menjadi Calon Kepala Madrasah dengan
alasan sudah mendapat gaji yang cukup dan memudahkan untuk
koordinasi dengan instansi pemerintah (Kemenag)
B. Faktor Ekternal
1. Keadaan lingkungan saat pemilihan Kepala Madrasah
- Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
- Pemilihan biasanya dapat berjalan lancar apa adanya
- Mengikuti dan menjalankan sesuai yang direncanakan oleh forum
- Memberi dukungan dan menerima keputusan yang berlangsung
2. Evaluasi strategi pelaksanaan pemilihan Kepala Madrasah
- Dilakukan sebelum masa berakhirnya Jabatan Kepala Madrasah
- Dilakukan serempak Pemilihan Kepala Madrasah di tingkat
Kabupaten atau Kecamatan
- Perlu diadakan pelatihan jabatan kepala madrasah baru setiap saat
oleh Balai Diklat baik secara mandiri ataupun program Balai Diklat

MI MUHAMMADIYAH TUNJUNGSARI
Perencanaan

a. Bagaimana perencanaan pemilihan kamad
“saya sementara sebagai PLT, mulai tanggal 1 Juli, karna kemarin ada
kepala sekolah yang mengundurkan diri, dan saya diminta untuk mengisi
kekosongan sementara sampai nanti prosesnya selesai. Sekitar 3 bulan dan
Saya ditunjuk di Dikdasmen cabang untuk diminta sebagai PLT. Kemudian
PLT hanya bersifat sementara dan maksimal sampai 30 Desember”

b. Bagaimana prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad?
“Saya menjabat baru satu tahun, secara administratif juga sudah lengkap,
tetapi saya mengundurkan diri sebagai kepala sekolah karena sedang fokus
melanjutkan studi s2 di UIN Pekalongan. Namun, selama menjabat selama
satu tahun saya melakukan PKKM. Kemudian dari pihak sekolah biasanya
mengajukan kandidat nanti diajukan ke Dikdasmen kecamatan Siwalan,
kemudian diajukan ke Dikdasmen kabupaten Pekalongan kemudian di sana
nanti ada ujian atau semacam seleksi. Kemudian akan dilihat dari hasil
ujian, misalnya ada tiga kandidat dengan nilai tertinggi lalu dirangking. Lalu

dikembalikan ke cabang untuk dipilih menjadi kepala ya mana.
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Bagaimana persyaratan yang digunakan untuk menjadi kandidat kamad?
“Syarat menjadi Kamad karena ini adalah Yayasan Muhammadiyah maka
dia harus memiliki nomor baku Muhammadiyah, bekerja disini sudah lebih
dari satu tahun dan kalua pns minimalnya sudah harus 3C golongannya. Itu
syaratnya, kalua sudah kita ajukan ke sana. Kalua kurang dari itu kami tidak
bisa mengajukan. Syarat yang dibuat tersebut dibuat berdasarkan
sinkronisasi antara PMA, sekolah dan Yayasan, itu yang pns. Tetapi kalua
tidak pns yang menjadi Kamad maka otoritas dimiliki Yayasan karena tidak
berkaitan dengan kemenag, internal saja

. Apakah persyaratan tersebut dibuat oleh madrasah atau Yayasan

Siapa yang terlibat dalam pemilihan kamad?

Adapun SK kamad yang dari cabang, dikirim ke daerah dari Dikdasmen
melalui file memberikan SK ke kamad yang terpilih. Tetapi kalau pns kami
meminta surat 155 rekomendasi dari kemenag. Yang terlibat dalam
pemilihan kamad adalah Majelis Dikdasmen cabang, penyelenggara, dan
mejelis Dikdasmen daerah. Sekolah hanya bertugas untuk menjaring guru-
guru yang potensial menjadi kamad. Selain itu, pemilihan kamad telah
sesuai dengan PMA, misalnya dalam hal administratif seperti harus
memiliki sertfikat kepala sekolah, memiliki kepribadian yang baik, dan
memiliki kemampuan manajerial telah terpenuhi” (CLHW/IAM/24/8/23).
Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

Prosedurnya Pertamana dari Yayasan membuka open recruitemen atau
secara internal meminta ke sekolah untuk menjaring guruguru dengan nilai
tertentu, misalnya ada sepuluh kandidat. Nanti akan diambil tiga terbesar
dari niali tertinggi dan yang memiliki potensi untuk menjadi Kamad.
Kemudian kita ajukan ke tingkat kabupaten, dari sana diberikan tes atau
yjian misalnya bacaan al qurannya bagaimana, visinya bagaimana nanti
dites kemudian bagaimana bila terpilih menjadi kepala sekolah ke
depannya. Setelah terlihat tiga terbaik, kabupaten mengembalikan ke pihak
Yayasan untuk dipilih”

. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?
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Persyaratan yang digunakan sesuai dengan PMA h. Kendala yang dialami
dari yayasan menyatakan lamanya

Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan pemilihan kamad?
Kendala yang dialami dari yayasan menyatakan lamanya proses pemilihan
kamad sehingga tidak bisa secara langsung menunjuka, tetapi terdapat
beberapa prosedur yang harus dilalui. selain itu, kendala yang ditemukan
juga terjadi pada pelaksanaannya.

Bagaimana solusinya?

solusinya tetap mematuhi dan menjalankan sesuai prosedur yang ada, selain

itu perlunya dimusyawarahkan bersama dengan yayasan dan atasan

Pengorganisasian

k. Bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di sekolah ini?

Bagaimana organisasi yang ada di Yayasan dapat menunjukkan koordinasi
yang baik?

“untuk pengorganisasian biasanya dilakukan dengan dua cara, pertama
melalui WA grup untuk koordinasi, kedua dengan pertemuan secara intensif.
Apalagi kalau sedang ada kegiatan pemilihan kamad seperti ini, rapat bisa
dilakukan setiap bulan”

Bagaimana ketua Yayasan dalam mengorganisir Yayasan pada pemilihan
kamad

Bagaimana bentuknya?

Bagaimana koordinasi yang dilakukan Yayasan dengan Kemenag pada saat
pemilihan Kamad?

“Selain keterlibatan kemenag dari surat rekomendasi, pihak kemenag juga
memberikan rekomendasi surat tersebut ke pihak sekolah. Kemudian
memberikan arahan kepada Yayasan, sekolah, maupun pihak kamad yang
terpilih”

Bagaimana keterlibatan Kemenag dalam mengorganisir Yayasan pada saat

pemilihan Kamad
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“Koordinasi dengan kemenag yang kita lakukan adalah meminta surat
reomendasi kepada kemenag, tentunya dalam hal ini sudah diketahui oleh
pengawas. Begitu diberi SK dari kemenag, maka akan diberikan ke yang
bersangkutan yaitu Kamad terpilih dan tentunya sudah diketahui oleh
pengawas kemenag maupun sekolah”

g. Adakah anggota lain yang berperan dalam mengorganisasi tugas dalam
pemilihan kamad?

r. Apakah pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing anggota
dapat berjalan dengan baik?

S. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian pada
pemilihan kamad?

t. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dialami?
Pelaksanaan

Bagaimana pelaksanaan pemilihan kamad?

h. Kapan pemilihan kamad dilaksanakan?
“Waktu pemilihan kamad dilakukan pada tahun 2020. Jadi sudah jalan tiga
tahun ini, untuk faktor pendukung 181 pelaksanaan pemilihan Kamad,
kamad yang menjadi kandidat yang pertama harus bisa baca al Qur’an harus
fasih, tartil, dan juga bisa menulis arab. Selain itu juga pengetahuannya
bagaimana”

I. Jelaskan faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kamad?

J.  Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

k. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA? F

I.  Apakah PMA sesuai apabila dijadikan sebagai acuan dalam pengangkatan
kamad?
“Pelaksanaan sesuai dengan PMA, golongan kamad disini juga sudah
golongan 3D. saya setuju sekali apabila PMA dijadikan dasar pemilihan
kamad, maksimalnya adalah 56 tahun, lima tahun dia punya kesempatan
memimpin 4th jadi sudah pas sampai pensiun. Kamad melakukan PKKM

ada 1th sekali. Karna kan ada monitor dan evaluasi kalo bagus bisa
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diteruskan kalo engga berarti dicukupkan. Kasus atau kendala adalah
adanya penggantian kepala pada saat itu ada satu, terpilih perempuan,
kesehatannya menurun jadi tidak bisa melakukan 182 tugas menjadi kepala
sekolah karna merasa tidak mampu dan akhirnya mengundurkan diri dan itu
kita mengajukan dalam waktu satu tahun. Selain itu tidak ada kendala lain
atau kejadian lain ditemukan”

m. Apakah kamad melakukan PKKM secara periodic sesuai PMA?

n. Apakah pernah ada pergantian kamad di tengah masa jabatan karena
melakukan pelanggaran dan sejenisnya? Jika ada bagaimana solusinya?
“Kita panggil dulu, ada apa kalau diteruskan bagaimana, kalo tidak yakin
bagaimana. kit acari masalahnya apa oh ternyata secara Kesehatan tidak
memungkinkan dan tidak ada peraturan tertulis yg menujukkan apabila
kamad melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi. Tetapi hanya
dilaksanakan secara kondisional”(

A. Faktor Internal

1. Bagaimana kekuatan dan kelemahan dari madrasah ... dalam
pelaksanakaan kebijakan PMA nomor 24 tahun 2018 terkait pemilihan
Kepala Madrasah ?
MI Muhammadiyah Tunjungsari memiliki kebijakan internal untuk
menyeleksi calon kepala Madrasah dan mengajukan 3 calon kepala
madrasah ke Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Tetapi kadang
kadang tidak ada guru yang bersedia maju atau diajukan sebagai kepala
Madrasah dan ini menyulitkan Madrasah.
Oleh karena proses Seleksi final ada di Majelis dikdasmen
Muhammadiyah kabupaten Pekalongan maka semuanya bisa berjalan

lancer sesuai aturan yang berlaku PMA nomor 24 tahun 2018.
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2. Bagaimana skill dan kompetensi SDM yang dimiliki madrasah

ibtidaiayah Muhammadiyah Tunjungsari?
Skill dan Kompetensi SDM MI Muhammadiyah Tunjungsari cukup
baik, terdiri 9 guru S1 (diantaranya 2 guru memiliki dua ijazah S1 dari
jurusan yang berbeda), 1 kepala madrasah S2, 1 guru sedang kuliah S2
dan 2 tenaga administrasi lulusan SMK.

3. Bagaimana tanggapan Masyarakat berkaitan dengan kepala madrasah ?

(Komite, pengawas madrasah atau unsur yang lain)
Kepala MI Muhammadiayah Tunjungsari secara administratib diawasi
dan dinilai oleh pengawas dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dan
Waspendais Kementerian agama Kab. Pekalongan, Secara internal ada
penilaian tidak langsung dari Komite Madrasah yang notabene berisi
orang tua murid dan tokoh masyarakat dilingkungan madrasah sehingga
kinerjanya terpantau dengan baik.

4. Bagaimana budaya maadrasah..... terkait pemilihan Kamad ?
Pemilihan Kamad adalah hal yang biasa bagi MI Muhammadiyah
Tunjungsari, hampir setiap 4 tahun ada pergantian kepala, walaupun
kamad nya lulus ME, tetapi biasanya memberikan kesempatan kepada

guru yang lain untuk meningkatkan karier sebagai Kamad, dan itu sudah

membudaya.
B. Ekternal
1. Bagaimana keadaan lingkungan Madrasah ..... pada saat pemilihan

Kamad ?
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Lingkungan di sekitar MI Muhammadiyah Tunjungsari tidak ada
persoalan dengan pemilihan kepala madrasah karena semua sudah
percaya dengan kinerja Majelis Dikdasmen kecamatan dan dikdasmen
kabupaten.

2. Bagaimanakah evaluasi strategi pelaksanaan pemilihan Kamad ?
Evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala madrasah dilakukan oleh
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dengan
majelis Dikdasmen Kabupaten Pekalongan melibatkan Majelis

Dikdasmen Cabang Siwalan.

MIS NGALIAN
Perencanaan

J. Bagaimana perencanaan pemilihan kamad
Dari pihak Yayasan biasanya diserahkan langsung kepada dewan guru, kita
hanya mengawasi dan memfasilitasi. Karena yang tahu betul mengenai
kualitas guru atau calon kepala sekolah atau kandidatnya adalah guru. Kalua
kita kurang mengetahui kepandaian mereka, jadi kita hanya menyediakan
fasilitas aja dan kita sifatnya hanya mengawal. Pemilihan juga Yayasan
tidak terlalu andil, karena yang tahu betul adalah internal guru-guru disini,
biasanya hanya meminta saran atau masukan”

k. Bagaimana prosedur pemilihan dan pengangkatan kamad?
Semua dilakukan secara prosedural dan yang mengawal serta mengatur
adalah dari guru

|. Bagaimana persyaratan yang digunakan untuk menjadi kandidat kamad?

m. Apakah persyaratan tersebut dibuat oleh madrasah atau Yayasan

n. Siapa yang terlibat dalam pemilihan kamad?
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“Yang terlibat dalam proses pemilihan adalah pengurus, Carub, dan dewan
guru. Tetapi sekolah juga mengadakan rapat koordinasi Bersama Yayasan
untuk pemilihan Kamad. Namun berkaitan dengan suara murni wewenang
dari guru dan sekolah. Di sana kita hanya memantau. Sehingga yang terlibat
dalam pemilihan Kamad murni dari sekolah selain itu tidak ada.

0. Apakah prosedur pemilihan kamad sesuai dengan PMA?

p. Apakah persyaratan kandidat kamad sesuai dengan PMA?

g.- Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan pemilihan kamad?
“Kita masalahnya lebih ke keuangan, seperti kebersihan, guru yang harus
kerjaan TU sehingga ini mengakibatkan tumpeng tindih karena berkaitan
dengan anggaran. Fokus saya belum sampai ke sana, jadi ini menjadi
masalah. Tetapi sejauh pemilihan Kamad, saya rasa aman saja dan berjalan
lancar”

r. Bagaimana solusinya?

Pengorganisasian

u. Bagaimana struktur organisasi Yayasan yang ada di sekolah ini?

V. Bagaimana organisasi yang ada di Yayasan dapat menunjukkan koordinasi
yang baik?
“Yayasan hanya sebagai fasilitator, artinya semua kegiatan dan perencanaan
kami serahkan ke pihak sekolah. Biasanya guruguru yang mengoordinir.
Karena kebanyakan pihak Yayasan sudah pada sibu, misalnya say aini,
untuk diwawancara saya harus izin kerja sehingga kami menyerahkan
sepenuhnya kepada sekolah. Keterlibatannya biasanya diajak rapat
koordinasi, dimintai arahan atau masukan”

w. Bagaimana ketua Yayasan dalam mengorganisir Yayasan pada pemilihan
kamad

X. Bagaimana bentuknya?
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y. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Yayasan dengan Kemenag pada saat
pemilihan Kamad?

z. Bagaimana keterlibatan Kemenag dalam mengorganisir Yayasan pada saat
pemilihan Kamad

aa. Adakah anggota lain yang berperan dalam mengorganisasi tugas dalam
pemilihan kamad?

bb. Apakah pembagian tugas yang diberikan kepada masing-masing anggota
dapat berjalan dengan baik?

cc. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian pada
pemilihan kamad?
“Kita masalahnya lebih ke keuangan, seperti kebersihan, guru yang harus
kerjaan TU sehingga ini mengakibatkan tumpeng tindih karena berkaitan
dengan anggaran. Fokus saya belum sampai ke sana, jadi ini menjadi
masalah. Tetapi sejauh pemilihan Kamad, saya rasa aman saja dan berjalan
lancar”

dd. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang dialami?
Pelaksanaan

0. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kamad?

p. Kapan pemilihan kamad dilaksanakan?
“Biasanya diadakan lansung dengan LPJ per periode, nah disitu ada
pengurus NU, komite yang hadir dan langsung pemilihan suara. Tetapi kita
hanya memantau. Pemilhan per 4th sekali dan pasti ada pemilihan meskipun
hasil evaluasi baik, tetap dilaksanakan pemilihan tidak kemudian
diperpanjang, soalnya kalau diperpanjang apabila ada hal-hal yang menjadi
masalah nanti takutnya kurang srek. Calon kamad tetap beberapa ada
kandidat, tidak hanya Tunggal”

q. Jelaskan faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kamad?
“Faktor yang mendukung terlaksanya pemilihan adalah kepercayaan dari
teman-teman dan kekompakan dari temanteman. Prosedur pemilihan sesuai

dengan PMA, syaratnya juga. PMA juga telah sesuai apabila dijadikan
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sebagai acuan bahkan sangat sesuai soalnya kan mungkin sudah diuji dari
usia sampai dengan kriteria yang lain. PKKM jugarutin dilakukan oleh
kamad, dan sejauh ini kendala yang ditemui tidak ada. Belum ada kejadian
kamad mengundurkan diri atau erlibat masalah”

A. Faktor Internal

5. Bagaimana kekuatan dan kelemahan dari madrasah dalam
pelaksanakaan kebijakan PMA nomor 24 tahun 2018 terkait pemilihan
Kepala Madrasah ?
MI Salafiyah Ngalian dalam pemilihan kepala Madrasah selalu
mengikuti aturan yang ada dari pengurus, baik tentang kriteria calon
ataupun tentang masa periode jabatannya, setiap guru mempunyai hak
untuk dipilih dan memilih, dari Madrasah oleh Madrasah dan untuk
Madrasah. Ini suatu bentuk demokrasi yang baik, sehingga itu menjadi
kekuatan tersendiri bagi Madrasah.
Untuk kelemahannya, banyak guru yang tidak mau menjadi bakal calon
kepala Madrasah, walaupun punya SDM yang bagus, sehingga
kaderisasi kurang berjalan dengan baik.

6. Bagaimana skill dan kompetensi SDM yang dimiliki MI Salafiyah
Ngalian?
Skill dan Kompetensi SDM MI Salafiyah Ngalian cukup baik, terdiri 13
guru S1 (baik S,Pd.I, atau S.Pd.SD, maupun S.Pd) 1 kepala madrasah
lulusan S2.

7. Bagaimana tanggapan Masyarakat berkaitan dengan kepala madrasah ?

(Komite, pengawas madrasah atau unsur yang lain)
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Kepala MI  Salafiyah Ngalian selalu melibatkan ormas, Komite
Madrasah dan Pengurus serta pengawas dalam mengambil suatu
kebijakan, dan sering menjalin kemitraan dengan ormas setempat untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan di Madrasah. Setiap tahun kami
memberikan laporan kepada masyarakat, pengurus dan komite sebagai
bahan evaluasi kinerja madrasah. secara administratib diawasi dan
dinilai oleh pengawas dan Kementerian agama Kab. Pekalongan.
8. Bagaimana budaya madrasah.. terkait pemilihan Kamad?

Sudah menjadi budaya di MI Salafiyah Ngalian, banwa setiap 4 tahun
sekali diadakan pemilihan kepala Madrasah,jika memang terpilih
kembali, kepala Madrasah dapat menjabat maksimal 2 periode,

selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada guru yang lain.

B. Ekternal
3. Bagaimana keadaan lingkungan Madrasah ..... pada saat pemilihan
Kamad ?

Keadaan Lingkungan di sekitar MI Salafiyah Ngalian aman dan
nyaman, tidak ada gangguan, karena semua percaya dan patuh terhadap
aturan yang dibuat oleh pengurus Madrasah.

4. Bagaimanakah evaluasi strategi pelaksanaan pemilihan Kamad ?
Evaluasi strategi pelaksanaan pemilihan Kepala madrasah dilakukan
oleh Pengurus Madrasah, tentunya dengan mendengarkan segala
masukan dari guru, komite dan masyarakat, dan dengan melihat jika ada

perubahan kebijakan dari pemerintah terkait kepala Madrasah.
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4. SK Pengangkatan Kamad
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PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah Kab. Pekalongan
Jalan Pahlawan Telp/Fax (0285) 381178 Kajen Kab. Pekalongan 51161
Email : pdmkabpkl1967@gmail.com
SK PPM Nomor : K.048/D-15/67 Tanggal 18 Juni 1967

su -KE
Nomor : 033/KEP/111.0/D/2022
Tentang
PENGANGKATAN KEPALA MI MUHAMMADIYAH TUNJUNGSARI
Pimpinan Daerah Muh diyah Kabupaten Pekal:

Memperhatikan  : 1. Surat dari Maje(ls Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muh diyah Kabup
Pekalongan nomor : 035/111.4/B/2022 tanggal 15 Dzulqaidah 1443 H/15 Juni 2022 M;

2. Rapat terbatas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan tanggal 18 Dzulqaidah
1443 H/18 Juni 2022 M

1. Bahwa untuk kelancaran jalanya pendidikan serta ketertiban tanggung jawab pelaksanaan
proses pembelajaran pada perguruan Muhammadiyah, perlu ditetapkan pimpinan secara
definitif;

2. Bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini berdasarkan Pendidikan, dedikasi dan

pengalaman yang dimlliki bagai guru Muh diyah, telah hi syarat dan dipandang

inan Sekolah Muh diyah;

Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Slstem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Pemerdiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab IIl Pasal 7 tentang Usaha

Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3 ayat 5

Peraturan PP Muhammadiyah nomor: 03/PRN/1.0/B/2012 g Majelis Dikd:

Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah nomor :

99/KTN/1.4/F/2018 tanggal 14 Syawal 1439H/2 Juli 2018 M Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

Menimbang

Mengingat :

NP AR W e

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Guru Muhammadiyah di bawah ini :
Nama : Nindyo Hantoro, S.Pd.|
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Juli 1973
Pendidikan :S.1PAI
Alamat : Karangjati Wiradesa Kabupaten Pekalongan
NBM 1 993.390
Status : Guru MI Muh diyah Tunj
Diangkat menjadi : Kepala MI Muhammadiyah Tun)mgsari
Terhitung mulai : 1 Juli 2022
Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepadanya diberikan wnjangan yang besamya ditentukan oleh
Majelis Dikd: PCM 1ggara S
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya masa jabatan, atau
:ie:(er:::uﬂ;annya Surat keputusan yang baru dengan ketentuan akan ditinjau Kembali bilamana terdapat
eliruan

Surat Keputusan ini di paikan kepada yang b gkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 20 Dzulgaidah 1443 H
20 Juni 2022 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMA DIYAH

Drs. H. Mulyono
NBM : 591.719

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kak g Kab. Pekal
2. Majelis Dikd: PDM Kab. Pekal
PCM Siwalan
. Majelis Dikdasmen PCM Siwalan
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5. PMA 58 Tahun 2017

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
KEPALA MADRASAH

DENGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan
dan pengelolaan madrasah yang efektif, efisien, dan
akuntabel, perlu mengatur mengenai kepala
madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Kepala Madrasah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nomor 4586);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
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Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indcnesia Tahun 2016 Nomor 2101);
Pcraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KEPALA
MADRASAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada
kementerian agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah,

Guru adalah sendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
Madrasah.

BAB Il
TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Madrasah terdiri atas:

a.

Kepala Madresah berstatus pegawai negeri sipil pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Kepala Madrezsah berstatus pegawai negeri sipil pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
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Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil
pada  Madrasah  yang  diselenggarakan  oleh

masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan
kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru
dan tenaga kependidikan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Madrasah dapat melaksanakan
tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk
memenuhi kebutuhan guru Madrasah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Kepala Madrasah menyelenggarakan fungsi

perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Kepala Madrasah bertanggung jawab:

a.

menyusun rencana kerja jangka menengah untuk
masa 4 (empat) tahun;

menyusun rencana kerja tahunan;

mengembangkan kurikulum;

menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan
guru dan tenzga kependidikan;
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menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian
akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dan
dokumen akademik lain; dan

mengembangkan nilai kewirausahaan; dan

melakukan penilaian  kinerja guru dan tenaga
kependidikan

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam;

b.  memiliki kemampuan baca tulis Alqur'an;

c. Dberpendidikan paling rendah sarjana atau
diploma empat kependidikan atau bukan
kependidikan dari  perguruan  tinggi  yang
terakreditasi;

d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
memiliki sertifikat pendidik;

f.  berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
pada saat diangkat;

g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9
(sembilan) tahun  pada  Madrasah  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam)
taliun pada Madrasah yang disclenggairakan oleh
masyarakat;

h. memiliki golongan ruang paling rendah Ill/c
bagi guru pegawai negeri sipil dan memiliki
golongan ruang atau pangkat yang disetarakan
dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh
yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan
dengan keputusan inpassing bagi guru bukan

pegawai negeri sipil;
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i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat

keterangan schat dari rumah sakit pemerintah;

J- tidak accang dikcnakan sanksi hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja
guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

l.  diutamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah
sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf | merupakan sertifikat yang

diterbitkan olech Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan  Pelatihan Kementerian Agama

dan/atau lembaga lain yang berwenang.

Kepala Madrasah pada Madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah yvang sudah

menjabat  den  belum  memiliki  sertifikat  Kepala

Madrasah, pzling lama 3 (tiga) tahun wajib memiliki

sertifikat Kepala Madrasah.

Pasal 7

Dalam hal calon Kepala Madrasah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal, memenuhi persyaratan:

a.

(1

memiliki  pengalaman mengajar paling singkat 4
(empat) tahun; dan

memiliki  pangkat paling rendah penata muda tingkat
I, golongan ruang III/b.

Bagian Kedua
Kompetensi

Pasal 8
Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi:

a. kepribadian;
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manajerial;
kewirausahaan;
aupcrvisi; dan

sosial.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dalam hal:

a.

mengembangkan budaya dan tradisi akhlak
mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas
Madrasah;

memiliki integritas kepribadian sebagai
pemimpin;

memiliki keinginan yang kuat dalam
pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah;
bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya;

mengendalikan diri dalam menghadapi masalah
sebagai Kepala Madrasah; dan

memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin
Madrasah.

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dalam hal:

a,

menyusun  perencanaan Madrasah  dalam
berbagai skala perencanaan;

mengembangkan Madrasah sesuai dengan
kebutuhan;

memimpin  Madrasah untuk pendayagunaan
sumber daya Madrasah secara optimal;

mengelola  perubahan dan  pengembangan
Madrasalhh menuwu uviganisasi pembelajar yang
efektif;

menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang
kondusif dan inovatif hagi pembelajaran peserta
didik;

mengelola guru dan staf dalam rangka
pemberdayaan sumber daya manusia secara
optimal;
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mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam
rangka pendayagunaan secara optimal;

mengelola  hubungan antara Madrasah dan
masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide,
sumber belajar, dan pembiayaan;

mengelola peserta didik untuk penerimaan
peserta didik baru dan pengembangan kapasitas
peserta didik;

mengelola  pengembangan  kurikulum  dan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan
tujuan pendidikan nasional;

mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan
prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan,
dan efisien;

mengelola  ketatausahaan Madrasah dalam
mendukung pencapaian tujuan Madrasah;
mengelola  unit  layanan  khusus  dalam
mendukung pembelajaran peserta didik di
Madrasah;

mengelola  sistermn  informasi Madrasah untuk
penyusunan program dan pengambilan
keputusen;

memanfsatkan kemajuan teknologi informasi bagi
peningkatan pembelajaran dan manajemen
Madrasah; dan

melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan Madrasah sesuai
prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya.

Kumpetensi kewirausahaan scbhagaimana dimaksud

pada ayat (1) auruf ¢ dalam hal:

a.

menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat
guna bagi Madrasah;

bekerja keras untuk mencapai keberhasilan
Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang
efektif;
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memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya scbagai
pecmimpin Madrasah;

pantang menyerah dan selalu mencari solusi
terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi
Madrasah: dan

memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola
kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber

pembelajaran bagi peserta didik.

Kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dalam hal:

a.

merencanakan program supervisi akademik
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
melaksanakan supervisi akademik terhadap
guru dengan menggunakan pendekatan dan
supervisi yang tepat; dan

menindaglanjuti  hasil supervisi akademik
terhadap guru untuk peningkatan

profesionalisme guru.

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dalam hal:

a.

bekerja sama dengan pihak lain guna
kepentingan Madrasah;
berpartisipasi dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan; dan
memiliki kepekaan sosial terhadap individu

atau kelompok lain.

Bagian Keliga
Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatar Kepala Madrasah pada Madrasah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui

proses seleksi oleh tim seleksi.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur:
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(2)

(1)

(2)
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a. kantor wilayah kementerian agama provinsi;

b. kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan
c. pcngawaa.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai
dengan kewenangannya.

Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi
menetapkan pengangkatan dan  melantik  Kepala
Madrasah.

Pelantikan Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada kepala
kantor kementerian agama kabupaten /kota.

Pasal 10

Pengangkatar Kepala Madrasah yang berstatus
pcgawai  negeri sipil  pada Madrasah  yang
diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh
yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan
berkoordinasi dengan kantor kementerian agama
kabupaten /kota.

Pengangkatar Kepala Madrasah yang berstatus bukan
pegawai negeri sipil pada Madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh
yayasan atau organisasi penyelenggara pendidikan
berkoordinasi dengan kantor kementerian agama
kabupaten /kota.

Pasal 11

Masa tugas Kepala Madrasali yang borstatus pegawai
negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah paling lama 4 (empat) tahun.

Kepala Madrasah yang telah habis masa tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat
kembali pada satuan pendidikan yang sama untuk 1
(satu) kali masa tugas.
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Dalam hal masa tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] telah terlampaui, Kepala Madrasah ditugaskan

pada aatuan pendidikan yang lain.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

berlaku, apahila:

a. tenaga vang  bersangkutan masih sangat
dibutuhkan di satuan pendidikan yang sama;

b.  wvang bersangkutan bertugas di madrasah perintis
vang membutuhkan penanganan khusus; atau

c. ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang

bersangkutan dari tim penilai kinerja.

Pazal 12
Masa tugas Hepala Madrasah yang berstatus pegawai
negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada
Madrasah yang disclenggarakan olech masyarakat
paling lama 4 [empat) tahun,
Maza tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diangkat kembali =esuai dengan
kebutuhan dan kebijakan yayasan atau organisasi
penyelenggara pendidilan madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 13
Kepala Madresah yang berstatus pegawal negeri sipil
pada Madrasalh vang disclengeaiahkan oleh Pomerintaly
dapat diberhentikan karena:
a. mengundurkan diri;
b. hasil penmilaian kinerja di bawah predikat bail
c. tugas beajar 6 [enam) bulan berturat-turut atau
lebih;
d. tidak mampu melaksanakan kewajiban secara
jasmani dan rohani;

diangkat pada jabatan lain;

m
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f. dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yvang memiliki kekuatan hukum tetap;

g- ~mcnjadi anggota partai politik;

h. mencapai usia pensiun guru; atau

i.  meninggal dunia.

(2) Kepala Madrasah vang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf g
dapat diangkat kembali menjadi guru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat
pembina Kkepegawaian atau penyelenggara satuan
pendidikan yzng diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14
Pemberhentian Kepala Madrasah yang berstatus bukan
pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau

penyelenggara pendidikan.

BAB IV
EAK DAN BEBAN KERJA

Pasal 15
Kepala Madrasah berhak mendapatkan tunjangan profesi
guru,

Pasal 16

(1) Pelaksanaan tugas Kepala Madiasah scbagaunana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetarakan dengan
beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap
muka.

(2) Pelaksanaan tugas Kepala Madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetarakan dengan
beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka.
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BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

Penilaian prestasi kerja Kepala Madrasah dilakukan
secara berkala setiap tahun oleh atasan langsung.
Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung
membentuk tim penilai.
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur:
a. kepala bidang pendidikan madrasah/pendidikan

Islam pada kantor kementerian agama provinsi;
b. kepala scksi pendidikan madrasah/pendidikan
Islam pada  kantor kementerian  agama
kabupaten/kota;
pengawas Madrasah;
guru;
tenaga kependidikan; dan
komite Madrasah.

™0 oo

Penilaian prestasi kerja selama 4 (empat) tahun atau 1

(satu) periode masa tugas merupakan akumulasi

penilaian tahunan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a, usaha pengembangan Madrasah yang dilakukan
selama menjabat sebagai Kepala Madrasah; dan

b. pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan
kewitausahaan, dan supcrvisi kepada guru dan
tenaga kependidikan sesuai dengan standar
nasional pendidikan.

Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan

amat baik, baik, cukup, sedang, atau kurang.

Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu

bahan pertimbangan untuk penugasan Kepala

Madrasah pada periode berikutnya.
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(8) Penilaian kinerja Kepala Madrasah dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis penilaian kinerja
Kcpala Madresah yang ditctapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 18

(1) Kepala Madmasah wajib melakukan pengembangan
keprofesian  berkelanjutan meliputi  pengembangan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,
supervisi, dan sosial,

(2) Kepala Madrasah melakukan pengembangan
keprofesian  berkelanjutan scbagaimana dimaksud
pada ayat (11 melalui pengembangan diri, publikasi
ilmiah, dan/atau karya inovatif.

BAB VII
XETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala
Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
td

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1627

Salinan sesuai dengan aslinya
__Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

S -
If s =™

\ -~ Achinad Gunar'yo %
# 196208101991031003
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6. PMA 24 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEPALA MADRASAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan
dan pengelolaan madrasah yvang efelaif, efisien, dan
akuntabel serta untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri
Apama Nomor 5B Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
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MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ([Lembaran Negara
Republik Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 453, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3670);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Hementerian Negara ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8],

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 20132
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 831);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyvelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelengraraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 58 TAHUN
2017 TENTANG KEPALA MADRASAH.

Pasal I
Ketentuan Pasal & Peraturan Menteri Apama Nomor 58
Tahun 2017 tentang HKepala Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam;

b. memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran;

c. berpendidikan paling rendah sarjana atau
diploma empat kependidikan atau bukan
kependidikan dari  perguruan tinggi | yang
terakreditasi;

d. memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;

e. memiliki sertifikat pendidik;

. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

pada saat diangkat;
g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9
[sembilan) tahun pada Madrasah vyang

diselengparakan oleh Pemerintah dan 6 (enam)
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tahun pada Madrasah yang diselengparakan oleh
masyarakat;

h. memiliki golongan rang paling rendah IIIfc
bagi gurun pegawai negeri sipil dan memilili
golongan ruang atan pangkat yvang disetarakan
dengan kepangkatan wang dikeluarkan oleh
vayasan/lembaga vang berwenang dibuktikan
dengan keputusan inpassing bagi guru bukan
pegawai negeri sipil;

i. s=sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat
keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;

j-  tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin
tingkat sedang atan berat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. memiliki mnilai prestasi kerja dan nilai kinerja
guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir: dan

. dintamakan memiliki sertifikat Kepala Madrasah
sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksuod

pada avat (1) huraf 1 merupakan sertifikat yang

diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan EKementerian Agama

dan fatau lembaga lain yang berwenang.

Kepala Madrasah pada Madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah yang suadah

menjabat dan belum memiliki sertifikat Kepala

Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahun wajib memilili

sertifikat Kepala Madrasah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dan huruf h, dikecualikan bagi pengangkatan

calon Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai
negeri sipil pada Madrasah yvang diselenggarakan oleh
masyarakat.
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Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, huruf e, hurof g, huruf h, dan hurof k
dikecualikan bagi pengangkatan calon Kepala
Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada
Madrasah bar yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala
Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Direktor
Jenderal.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1575

Salinan sesuai dengan aslinya
. Kementerian Agama RI .
AR ;Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
o '\ -
.‘“ ad Gunaryo
$6208101991031003
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7, Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5851 Tahun 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR :5851TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka mengimplementasikan
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah diperlukan Petunjuk
Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala
Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinta
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA
MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis

dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Dalam rangka
penjaminan dan peningkatan mutu Kepala Madrasah di Indonesia telah
disusun Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah. Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan regulasi yang
menjadi pijakan untuk standarisasi dan penjaminan mutu Kepala
Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah telah mengatur hal-hal pokok yang meliputi: tugas, fungsi,
tanggung jawab, persyaratan, kompetensi, pengangkatan, masa tugas,
pemberhentian, hak dan beban kerja, penilaian kinerja, dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Madrasah. Untuk
melaksanaan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun petunjuk teknis
untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan Peraturan

Menteri Agama ini.

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjelaskan tata
cara pengangkatan Kepala Madrasah yang meliputi: persyaratan bakal
calon Kepala Madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, pendidikan
dan pelatihan calon Kepala Madrasah, pengangkatan, masa tugas, dan

pemberhentian Kepala Madrasah.
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B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah bertujuan:

i

Sebagai acuan operasional tentang tata cara pengangkatan Kepala
Madrasah di lingkungan Kementerian Agama.

Sebagai acuan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota atau pihak terkait yang akan melakukan
evaluasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengangkatan Kepala
Madrasah.

Sebagai acuan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah

yang akan mengangkat Kepala Madrasah.

C. Sasaran

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan untuk proses pengangkatan

Kepala Madrasah oleh:

L
2
3.

@B L B

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

Biro Kepegawaian Kementerian Agama;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama;

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian
Agama;

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1.

Persyaratan bakal calon Kepala Madrasah;

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah;
3.
4

. Pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah;
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BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA MADRASAH

Kapala Madrasah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas

madrasah. Bakal calon Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan untuk

menjadi calon Kepala Madrasah, baik persyaratan umum maupun persyaratan

administrasi. Persyaratan umum merupakan kriteria umum yang harus dimiliki

oleh bakal calon Kepala Madrasah sebelum mereka mengajukan diri sebagai

calon Kepala Madrasah. Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan

dokumen sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi

persyaratan umum yang telah ditentukan.

A. Persyaratan Umum

1. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut.

a.
b.

C.

beragama Islam;

memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an;

berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi
dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;

memiliki sertifikat pendidik;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun,
sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman
mengajar paling singkat 4 (empat) tahun;

memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan IlI/c, sedangkan
untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pangkat paling rendah
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
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sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan
penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama

2 (dua) tahun terakhir;

2. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah yang

diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan sebagai

berikut.

a.
b.

C.

beragama Islam,;

memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an;

memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi yang terakreditasi;

memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;

memiliki sertifikat pendidik bagi guru PNS sedangkan bagi guru
bukan PNS diutamakan yang memiliki sertifikat pendidik;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk
bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat
4 (empat) tahun, sedangkat untuk bakal calon Kepala Raudhatul
Atfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun
di RA;

memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IlI/c untuk
guru PNS, sedangkan untuk guru bukan PNS diutamakan memiliki
pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan
kepangkatan III/c yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang

berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing,
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memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untuk guru PNS atau diutamakan memiliki pangkat
atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan
kepangkatan I1I/b yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang
berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing, bagi bakal
calon Kepala Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah ;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
guru Pegawai Negeri Sipil;

tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling
rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir.

3. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah baru

yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan

sebagai berikut.

a.
b.

C.

beragama Islam;

memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an;

memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi yang terakreditasi;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk
guru PNS, sedangkan untuk guru bukan PNS diutamakan memiliki
pangkat atau golongan ruang paling rendah disetarakan dengan
kepangkatan III/c yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang
berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing;

memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untuk guru PNS atau diutamakan memiliki pangkat atau
golongan ruang paling rendah disetarakan dengan kepangkatan III/b
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yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang
dibuktikan dengan keputusan inpassing, bagi bakal calon Kepala
Madrasah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah ;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru
Pegawai Negeri Sipil;

tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling
rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir.

B. Persyaratan Administrasi

Persyaratan  administtasi merupakan kelengkapan dokumen yang

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon

Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah

yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut.

a.
b.
€
d.

. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh

daftar riwayat hidup;

fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

fotokopi sertifikat pendidik;

fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;

satuan pendidikan;
fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penilaian kinerja

guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman

manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

.surat keterangan sechat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang

dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang

dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
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j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah

menjadi terpidana;

k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;

1. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.

. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah

yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.

a.

b
>
d

daftar riwayat hidup;

. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

fotokopi sertifikat pendidik bagi guru PNS;

. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru

PNS atau surat keputusan inpassing bagi guru bukan PNS;

surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh
satuan pendidikan;

fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir bagi guru PNS;

fotokopi hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman

manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru
PNS;

. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah

menjadi terpidana;
surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas

Pembinanya;

m. fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.
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BAB III
PENYIAPAN CALON KEPALA MADRASAH

Penyiapan calon Kepala Madrasah merupakan proses penyediaan calon

Kepala Madrasah yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan

dan pelatihan calon Kepala Madrasah. Penyiapan calon Kepala Madrasah

didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen dengan

memberikan kesempatan bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk

melamar sebagai bakal calon Kepala Madrasah.

A. Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

L.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah
pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;

.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi

dengan penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan
masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah
pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;

. Proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun yang akan datang dilakukan dengan menghitung data-data

sebagai berikut.

a. Proyeksi Penambahan Madrasah (a)
Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
tentang rencana penambahan madrasah baru dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun ke depan. Pertambahan jumlah Kepala
Madrasah dalam kurun waktu dua tahun ke depan sama dengan
jumlah madrasah baru pada tahun (n +1) dan (n + 2).

b. Proyeksi Pengurangan Madrasah (b)
Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
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tentang rencana pengurangan madrasah dikarenakan
penggabungan madrasah (merger) atau penutupan madrasah
yang dikarenakan sudah tidak beroperasinya lagi madrasah yang
disebabkan oleh beberapa hal. Pengurangan jumlah Kepala
Madrasah sama dengan jumlah pengurangan madrasah pada tahun
(n+ 1) dan (n + 2).

c. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah (c)

Pemberhentian Kepala Madrasah dapat disebabkan oleh: (1)
mengundurkan diri, (2) hasil penilaian kinerja dibawah predikat
“Baik”, (3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut — turut atau
lebih, (4) tidak mampu melaksanakan tugas secara jasmani dan
rohani, (5) diangkat pada jabatan lain, (6) dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap, (7) menjadi anggota partai politik, (8) mencapai
usia pensiun guru, (9) meninggal dunia. Penambahan jumlah
Kepala Madrasah sama dengan proyeksi pemberhentian Kepala
Madrasah pada tahun (n + 1) dan (n + 2). Proyeksi pemberhentian
Kepala Madrasah tersebut dapat digunakan asumsi berapa persen
dari jumlah Kepala Madrasah yang ada, khusus pemberhentian
Kepala Madrasah yang mencapai usia pensiun dapat dihitung secara
tepat berdasarkan usia Kepala Madrasah pada tahun (n+ 1) dan (n+
2).

d. Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan di
atas dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala
Madrasah untuk 2 (dua) tahun ke depan pada tahun (n+ 1) dan (n +

2) dengan rumus sebagai berikut:

PKM=a -b+c¢

PKM = Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
a = Penambahan Madrasah baru pada tahun (n +1) dan (n+2)
b = Pengurangan Madrasah pada tahun (n+1) dan (n+2).

¢ = Proyeksi Pemberhentian Kepala Madrasah tahun (n+1) dan (n+2)
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B. Proses Penyiapan Calon Kepala Madrasah

1. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
1) pengusulan bakal calon Kepala Madrasah;
2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah

b. Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
1) Pengumuman rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah
Berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah yang telah
ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru
dan Kepala Madrasah yang ada di wilayahnya tentang rekrutmen
bakal calon Kepala Madrasah. Penyampaian informasi dapat
dilaksanakan melalui pengumuman resmi yang dikirim kepada

semua madrasah atau melalui website resmi Kementerian Agama.

2) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah
Setelah pengumuman diterima secara resmi, Kepala Madrasah
melakukan identifikasi terhadap guru potensial untuk dapat
diusulkan sebagai bakal calon Kepala Madrasah. Guru yang
memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mempersiapkan berkas-
berkas usulan dan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Surat lamaran yang
dibuat oleh guru harus dilampiri dengan berkas kelengkapan
administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya berkas usulan yang
terdiri dari lamaran dan berkas usulan kelengkapan administrasi
secara kolektif diusulkan oleh Kepala Madrasah melalui Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah alur

proses pengusulan bakal calon Kepala Madrasah.
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i |
Kanwil Kemenag | Kantor Kemenag Kepala ! Pengawas
Provinsi Kab, /Kota Madrasah Guru Madrasah Madrasah

Gambar 1. Alur Proses Pengusulan Bakal Calon Kepala Madrasah

c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah

1) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan yaitu:
i. seksi administrasi; dan
ii. seleksi substansi

3) Seleksi administratif dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi. Seleksi administrasi dilakuakn
melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala
Madrasah telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah
ditentukan. Dokumen administrasi meliputi berkas usulan yang
terdiri dari semua persyaratan administrasi bakal calon Kepala
Madrasah. Berikut ini adalah alur proses seleksi administrasi
bakal calon Kepala Madrasah.




Kanwil Kemenag
Provinsi

Panitia Seleksi

Kantor
Kemenag
Kab./Kota

Kepala Madrasah
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Guru
Madrasah

Gambar 2. Alur Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Madrasah

4) Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan
setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
5) Seleksi substansi dilakuan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil

Kementerian Agama Provinsi. Berikut ini adalah alur proses

seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah.
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Kantor Kemenag Guru

Kanwil Kemenag
Kab. /Kota Kepdla Medsdsali Madrasah

s Panitia Seleksi
Provinsi

Gambar 3. Alur Proses Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang

diselenggarakan oleh masyarkat.
a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
1) penyampaian bakal calon Kepala Madrasah;
2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah
b. Penyampaian bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh pimpinan
yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan yaitu:
i. seksi administrasi; dan
ii. seleksi substansi
c. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh
yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat bersama dengan pengawas pembinanya dan hasil seleksi
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administrasi dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

d. Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah
bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.

e. Seleksi substansi dilakuan oleh tim yang dibentuk oleh
yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan terdiri:

1) pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
2) kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota;
3) pengawas.
f. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan seleksi

substansi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

C. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah
Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan bakal calon
Kepala Madrasah. Tes potensi kepemimpinan dikembangkan melalui
metode penilaian dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Bakal calon
Kepala Madrasah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara
bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan
dilakukan untuk jangka panjang. Instrumen yang digunakan untuk tes

potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah terdiri:

a. Kemampuan Pemecahan Masalah
Penilaian dilakukan untuk mengukur daya kreativitas para bakal calon
Kepala Madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat
dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi
keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan
kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke rencana tindak yang
mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih satu
tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan

menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

b. Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil
oleh para bakal calon Kepala Madrasah dengan menelaah sejumlah
dokumen/data/informasi yang terdapat dalam skenario kondisi,

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung
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dan penghambat dalam mencapai tujuan madrasah, merumuskan visi
yang mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah madrasah,
menguraikan keterampilan kepemimpinan yang meliputi
mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan
yang telah dimiliki, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk
menyelesaikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan

alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.
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BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA MADRASAH

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan kegiatan
pembelajaran berupa teori maupun praktik pada aspek pengetahuan,
sikap, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap

muka dan/atau praktik pengalaman lapangan.

A. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah
1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang
diselenggarakan Pemerintah.

a. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal
calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama dan lembaga lain sesuai dengan
kewenangannya dengan tembusan kepada Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah;

c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama atau lembaga lain sesuai
kewenangannya;

d. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun
bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama;

e. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah
sebagai berikut.

1. Kelompok Dasar, yang meliputi:
a) Pembangunan Bidang Agama
b) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian

Agama
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c) Peningkatan Kualitas Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan

Kelompok Inti, yang meliputi:

a) Sistem Penjaminan Mutu Madrasah

b) Evaluasi Diri Madrasah

c) Rencana Strategis Madrasah

d) Rencana Kerja Tahunan Madrasah

e) Pengembangan Kurikulum Madrasah

f) Manajemen Keuangan Madrasah

g) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah

h) Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Jabatan Fungsional Guru

i) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Madrasah

j) Kepemimpinan Pembelajaran

k) Supervisi Akademik

) Praktik

Kelompok Penunjang, yang meliputi:

a) Overview

b) Building Learning Commitment (BLC)

¢) Studi Lapangan

d) Seminar Hasil Studi Lapangan

e) Evaluasi Program

f) Rencana Tindak Lanjut

f. Pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah terdiri 240
Jam Pelatihan (JP), yang terdiri:

1)

On the Job Training I (OJT I,

a) OJT I adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon
Kepala Madrasah, berupa kegiatan non tatap muka di tempat
tugas atau di tempat yang ditentukan.

b) OJT I berjumlah 25 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama 12
hari kerja.

c) Materi OJT I, meliputi:

(1) Penyusunan Makalah;
(2) Penyusunan Rencana Tindak Kepengawasan (RTP); dan

(3) Penilaian Sikap dan Perilaku.
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d) Tempat Pelaksanaan OJT I pada satuan pendidikan tempat
tugas peserta atau satuan pendidikan lainnya.

e) Pihak yang terlibat dalam OJT I adalah peserta Diklat, mentor,
dan panitia penyelenggara Diklat.

f) Mentor adalah Kepala Madrasah yang ditunjuk oleh Kanwil
Kementerian Agama untuk membimbing dan menilai peserta

diklat pada OJT L

In the Job Training I (IJT I)

a) IJT 1 adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon
Kepala Madrasah, berupa kegiatan tatap muka yang
dilaksanakan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan.

b) IJT I berjumlah 150 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama
15 hari kerja dengan ketentuan peserta sudah selesai
mengikuti tahapan On the Job Training I (OJT ).

c) Materi IJT [ meliputi Kelompok mata Diklat dasar, kelompok
mata Diklat inti, dan kelompok mata Diklat penunjang.

d) Tempat pelaksanaan IJT adalah kampus Pusdiklat Tenaga
Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

e) Pihak yang terlibat dalam IJT I adalah peserta Diklat,
narasumber atau widyaiswara; dan panitia penyelenggara
Diklat.

On the Job Training II (OJT II)

a) OJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon
Kepala Madrasah yang dilaksanakan dalam bentuk non tatap
muka di satuan pendidikan tempat tugas atau satuan
pendidikan lainnya yang sudah ditetapkan, yang dilaksanakan
paling lambat satu minggu setelah menyelesaikan IJT 1.

b) OJT II berjumlah 40 Jam Pelatihan (JP) dilaksanakan selama
20 hari kerja, dengan ketentuan peserta sudah menyelesaikan
IJT 1.

c) Materi OJT II meliputi:

(1) Pelaksanaan Praktik Pengawasan sesuai Rencana Tindak
Lanjut (RTL);
(2) Penyusunan Pelaporan RTL dalam bentuk portofolio;
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(3) Penilaian Sikap Perilaku.

d) Tempat Pelaksanaan OJT II pada satuan pendidikan tempat
tugas peserta atau satuan pendidikan lainnya.

e) Pihak yang terlibat dalam OJT II adalah peserta Diklat, mentor,
dan panitia penyelenggara diklat.

f) Mentor adalah Kepala Madrasah yang ditunjuk oleh Kanwil
Kementerian Agama untuk membimbing dan menilai peserta
diklat pada OJT IL.

4) In the Job Training II (IJT II)

a) IJT II adalah serangkaian kegiatan Diklat Fungsional Calon
Kepala Madrasah berupa kegiatan tatap muka tahap kedua
untuk uji kompetensi, tes akhir, dan evaluasi program.

b) IJT II berjumlah 25 jam pelatihan (JP), dilaksanakan selama 2
hari kerja dengan ketentuan peserta sudah menyelesaikan OJT
5

¢) Materi IJT II meliputi:

(1) Uji kompetensi calon kepala madrasah melalui presentasi
laporan OJT II;

(2) Tes akhir calon kepala madarash, melalui ujian tulis dan
wawancara;

(3) Evaluasi program diklat.

d) Tempat Pelaksanaan IJT II pada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi.

e) Pihak yang terlibat dalam IJT II adalah peserta Diklat, mentor,
narasember/widyaiswara, Kanwil Kementerian Agama dan
panitia penyelenggara diklat

g. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat;

2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
a. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal
calon Kepala Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;
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b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan oleh penyelenggara pendidikan kepada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota;

c¢. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dapat dilaksanakan
oleh Direktot Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Pusdiklat
Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan
Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

d. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun
bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Kementerian Agama.

e. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah berupa pendidikan
dan pelatihan teknis substantif atau bimbingan teknis (bimtek) dengan
kurikulum inti sebagai berikut.

1) Pengembangan kompetensi kepribadian

2) Pengembangan kompetensi manajerial

3) Pengembangan kompetensi kewirausahaan
4) Pengembangan kompetensi supervisi

5) Pengembangan kompetensi sosial

f. Pola Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah berupa
bimbingan teknis, workshop, dan sejenisnya;

g. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah bekerjasama dengan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan,
Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama atau lembaga lain yang
berwenang;

h. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat;

B. Pemerolehan Sertifikat Kepala Madrasah
1. Sertifikat Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
Pemerintah
a. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat
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Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah yang
ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama,;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus diberi
kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan
Calon Kepala Madrasah paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun
waktu maksimal 5 (lima) tahun;

c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Madrasah merupakan salah satu syarat mengikuti proses
pengangkatan menjadi Kepala Madrasah.

d. Kepala Madrasah yang telah menjabat sampai dengan keluarnya
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala
Madrasah wajib memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepala Madrasah paling lambat 16 November 2020.

2. Sertifikat Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
masyarakat

a. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepala Madrasah diberi Sertifikat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang
ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan,
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus diberi
kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan
Calon Kepala Madrasah paling banyak 2 (dua) kali, dalam kurun
waktu maksimal 5 (lima) tahun;

c. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Madrasah merupakan salah satu syarat mengikuti proses

pengangkatan menjadi Kepala Madrasah.

C. Penerbitan Nomor Unik Kepala Madrasah
a. Bakal Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
Pemerintah dan yang diselenggarakan masyarakat yang lulus

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dan mendapatkan
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Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah
mendapatkan Nomor Unik Kepala Madrasah (NUKM) dalam bentuk
Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah;

Nomor Unik Kepala Madrasah tersebut akan dicatat dalam data base
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
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BABV
PENGANGKATAN, MASA TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA MADRASAH

A. Pengangkatan Kepala Madrasah

Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan proses pengesahan seorang

calon Kepala Madrasah menjadi Kepala Madrasah. Agar proses

pengangkatan Kepala Madrasah dapat dipedomani dengan baik, maka

berikut ini beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai amanat

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017.

1. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Madrasah pada madrasah yang

diselenggarakan pemerintah.

a.

Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala
Madrasah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah;

Pengangkatan Kepala Madrasah dilakukan melalui proses seleksi
oleh tim seleksi yang terdiri atas unsur:

1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

3) Pengawas.

Tim seleksi tersebut ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian
sesuai dengan kewenangannya.

Tim seleksi membuat rekomendasi berdasarkan penilaian (dengan
dilengkapi penjelasan pendukung) kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan
pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah;

Pelantikan Kepala Madrasah tersebut dapat didelegasikan kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Pengangkatan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan

oleh masyarakat.

a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala

Madrasah yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Substantif Calon Kepala Madrasah;
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b. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengusulkan calon
Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota memberikan
rekomendasi atas usul yayasan/penyelenggara pendidikan
berdasarkan pertimbangan dari pengawas;

d. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengangkat Kepala
Madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota;

B. Masa Tugas Kepala Madrasah

1. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah.

a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi
dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun.

b. Penugasan Kepala Madrasah periode pertama pada madrasah yang
sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa
periode atau 8 (delapan) tahun.

c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja
setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai
predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah,

e. Kepala madrasah yang telah habis masa tugas pada periode pertama
dapat diangkat kembali pada madrasah yang sama atau ditugaskan
ke madrasah yang lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja
empat tahunan periode pertama berpredikat minimal “Baik”;

f. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa
periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

g. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada satu madrasah selama 2
(dua) periode berturut-turut, ditugaskan pada madrasah lainnya
dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode kedua

berpredikat minimal “Baik”;
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Kepala Madrasah dapat ditugaskan kembali pada periode ke-3 (tiga)

pada madrasah yang sama jika memenubhi kriteria:

1) tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan
pendidikan yang sama,

2) yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang
membutuhkan penanganan khsusus; atau

3) ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim
penilai kinerja empat tahunan Kepala Madrasah.

Setelah menyelesiakan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah

dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah

melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

. Kepala Madrasah yang dipindahkan sebelum habis masa tugas

dalam satu periode, maka masa tugas di tempat yang baru

merupakan kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.

k. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat

ditugaskan kembali menjadi guru.

. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh

masyarakat

a.

Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi
dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4

(empat) tahun.

. Penugasan Kepala Madrasah pada periode pertama paling sedikit 2

(dua) tahun.

. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja

setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai

predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;

. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada suatu periode dapat

ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan
berikutnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan
berpredikat minimal “Baik”;

Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat

ditugaskan kembali menjadi guru.
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C. Pemberhentian Kepala Madrasah

1. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada

Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

a. Kepala Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

1)
2)
3)
4)

S)
6)

7)
8)
9)

mengundurkan diri;

hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;

tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;

tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan
rohani;

diangkat pada jabatan lain;

dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

menjadi anggota partai politik;

mencapai batas usia pensiun guru;

meninggal dunia.

b. Proses pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian yang berwenang.

c. Pemberhentian Kepala Madrasah karena:

1) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;

2) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih; dan

3) diangkat pada jabatan lain.

dapat diangkat kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil

pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh

pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjadi pedoman bagi
semua pihak terkait dalam tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan
penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut meliputi tahapan persyaratan,
seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, masa tugas, dan
pemberhentian Kepala Madrasah. Komponen-komponen penjaminan mutu
tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lainnya. Petunjuk Teknis ini berlaku sejak ditandatangani dan bersifat
mengikat sebagai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun
2017.




Contoh Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

oy o e

o
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap 5 e S T R R AR e e R
NIP B e R A T R R
Jabatan B e ciaRssnse s e e PR A S s

Pangkat dan Golongan
Tempat, Tanggal Lahir

Alamat Rumah S R e S A S SR A A R e e S B

Nomor Handphone

Alamat email B s e R e G s S R TR e

Instansi

d. Nama T e s S e e S S s R e
e. Alamat B R e S SR S SR e T

f. Telepon T s uh b e S S s s YA e s e R e e

B. Pendidikan

Jenjang Nama Satuan Pendidikan Jurusan Tahun Lolos
C. Pelatihan
No. Nama Pelatihan Penyelenggara Tahun
D. Pengalaman
1. Jabatan®*)
No. Pengalaman Tahun




2. Non Jabatan **)

405

No. Pengalaman Tahun

*) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di
Madrasah, misal: wali kelas, wakil Kepala Madrasah, kepala
perpustakaan, kepala laboratorium, dsb.

**) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar
tugas Madrasah, misal: pengurus MGMP, pengurus PGRI, pengurus
PGMI, dsb.



Format Rekomendasi Kepala Madrasah

REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama e N P P TSI
NIP B e e R B R R R N TS R T
Jabatan : Kepala Madrasah

Unit Kerja AT e e R
Alamat T e s e e G T R T R

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama i e s e T
NIP T
Jabatan : Guru

Unit Kerja B T R S R S
Alamat L T NN A O O RS

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?
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Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

D Kurang Memuaskan D Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial

D Kurang Memuaskan Memuaskan ; Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:
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3. Kompetensi Kewirausahaan
D Kurang Memuaskan Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

D Kurang Memuaskan D Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang

mendukung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

DKurang Memuaskan D Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang

mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini
yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:
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RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional saya, pelamar telah menunjukan hasil yang

D Kurang Memuaskan D Memuaskan Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan
dari pihak manapun.

| Rekondasi diberikan kepada |
. pelamar dalam amplop |
tertutup dan disegel ‘
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Format Rekomendasi Pengawas Madrasah

REKOMENDASI PENGAWAS MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama 0 s mnanss Eod S T T A B 0 T S Vo R NS S R SR
NIP s R A A A S O SR A TS N
Jabatan : Pengawas Madrasah

Unit Kerja S A B S S A S ST BRI IR 5
Alamat R S R R S B A s SH e S AT

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama s B S T S ST P S 0
NIP O Ge . 11> -
Jabatan : Guru

Unit Kerja A A S T S 85 (0 SRS e
Alamat O R O S A g o S S S e

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

D Kurang Memuaskan D Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial

D Kurang Memuaskan | | Memuaskan [~ 4 Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:
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3. Kompetensi Kewirausahaan
D Kurang Memuaskan D Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

D Kurang Memuaskan | Memuaskan | Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

l:l Kurang Memuaskan I___] Memuaskan l:, Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini
yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:
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RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional Ssaya, pelamar telah menunjukan hasil yang

‘ Kurang Memuaskan n Memuaskan Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan
dari pihak manapun.

| Rekondasi diberikan kepada |
pelamar dalam amplop
tertutup dan disegel



412

8. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3932 Tahun 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3932 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5851 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN
PENGANGEATAN KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri
Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala  Madrasah, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 53851 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penganglkatan Kepala Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa Lkali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinta
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2157);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

9. Peraturan Menteri Apama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1575);

10.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1115);

‘r'*-,_ @‘f Diokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya.

3 -' silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat hitps-fitte_kemenag.go.id atau kunjungi halaman hitps:/ite. kemenag.go.id/
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MEMUTUSKAN:

EEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS EKEPUTUSAN DIREKETUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3851 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENGANGEATAN
KEPALA MADRASAH.

: Menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Seleksi dan

Pengangkatan Kepala Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKEAN ISLAM,

%

MUHAMMAD ALI RAMDHANI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3932 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5851 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI DAN PENGANGEATAN
KEPALA MADRASAH

PETUNJUK TEENIS PENGANGEATAN KEPALA MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis
dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Kepala Madrasah
diseleksi dari guru wvang memiliki pengetahuan telknis tinggi tentang
pendidikan, dan telah membuktikan daya inovasi, dan kepemimpinan,
Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu Kepala Madrasah di
Indonesia telah disusun Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agama tersebut
merupakan regulasi yang menjadi pijakan untuk standarisasi dan
penjaminan mutu Kepala Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2018 telah mengatur hal-hal pokok yang meliputi: tugas, fungsi,
tanggung jawab, persyaratan, kompetensi, pengangkatan, masa tugas,
pemberhentian, hak dan beban kerja, penilaian kinerja, dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Madrasah. Untuk
melaksanaan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun petunjuk teknis
untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan Peraturan
Menteri Agama ini.

Dalam sistem data guru dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) Direktorat
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Agama RI tahun 2020,
jumlah kepala madrasah dibawah naungan Kementerian Agama sejumlah
36.331, dengan rincian 25.818 Laki-laki dan 10.513 Perempuan.

Mengacu pada data diatas, ada kesenjangan dalam representasi jumlah
kepala madrasah laki-laki dan perempuan yang perlu mendapat perhatian.
Sehingga melalui Juknis ini perlu dikembangkan pendekatan gender yakni
perbaikan hubungan lelaki-perempuan agar lebih simetris untuk
memecahlkan masalah ketimpangan kepemimpinan dalam madrasah
dengan memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam proses
seleksi Kepala Madrasah. Diharapkan dengan pendekatan gender, ada
sebuah perbaikan peluang dan relasi antara lelaki dan perempuan dalam
kepemimpinan.

r'J"._ Diokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannys.
=

f"‘" silahkan scan QRCede dan pastikan diarahkan ke alamat https:fitte_ kemenag.go.id atau kunjungi halaman hitps:tte. kemenag.go.id/
SEL; Token : GipnEx
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Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjelaskan tata cara
pengangkatan Kepala Madrasah yang meliputi: persyaratan balkal calon
Kepala Madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, pendidikan dan
pelatihan calon Kepala Madrasah, pengangkatan, masa tugas, dan
pemberhentian Kepala Madrasah.

Petunjuk teknis ini juga didesain dalam perspektif gender dengan harapan
keterlibatan perempuan dalam proses seleksi calon kepala madarsah
menjadi lebih terbuka

Tujuan

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah bertujuan untuk

dijadikan sebagai:

1. Acuan penyelengpgaraan pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan
Kementerian Agama.

2. Acuan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten /Kota atau pihak terkait dalam pelaksanaan evaluasi dan
penjaminan mutu pengangkatan Kepala Madrasah.

3. Acuan vayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang
akan mengangkat Kepala Madrasah.

Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

2. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;

3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian
Agama;

4. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama;

. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

6

7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

8. Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah; dan
9

. Guru.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Persyaratan bakal calon Kepala Madrasah;

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah;

3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah;

4. Pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.
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BAB II
PERSYARATAN BAEKAL CALON EEPALA MADRASAH

Kapala Madrasah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas
madrasah. Persyaratan Balral calon Kepala Madrasah ini tidak membedakan
antara persyaratan bakal calon perempuan maupun laki laki, Kedua duanya
harus memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Madrasah, baik
persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Persyaratan umum
merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh bakal calon Kepala Madrasah
sebelum mereka mengajukan diri sebagai calon Kepala Madrasah. Persyaratan
administrasi merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa bakal
calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan umum vyang telah
ditentukan.

A. Persyaratan Umum
1. Guru Perempuan dan Lali laki dapat menjadi bakal calon Kepala

Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah apabila

memenuhi persyaratan sebagai berilout.

a. beragama Islam;

b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;

c. berpendidikan paling rendah sarjana (5-1) atau diploma empat (D-
IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi
dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;

e. memiliki sertifikat pendidik;

f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan| tahun,
sedanglkan untulk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar
paling singkat 4 (empat) tahun;

h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan IlI/c, sedangkan
untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pangkat paling rendah
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

i. Menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan tugas
sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam upaya
peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di
kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional

j. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

o Diokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
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m. memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan
penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama
2 (dua) tahun terakhir;

n. diuntamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai
dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah.

o. Memiliki nilai AKG

2. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala
Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. beragama Islam;

b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;

c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (5-1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi vang terakreditasi;

d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Walil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;
dintamakan memiliki sertifikat pendidik;
berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk
bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat
4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul Atfal
(RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di
RA;

h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk
guru PNS;

i.  memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untulk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

j-  Menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan
tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam
upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di
kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional

k. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

1. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru
Pegawai Negeri Sipil;

m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

n. memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun teralkhir;

o. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling
rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
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p. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai
dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

q. Memiliki hasil AKG

3. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala
Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;

c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (5-1) atau diploma empat
(D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi
yvang terakreditasi;

d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun untuk guru
PNS;

e. memiliki sertifikat pendidik untuk guru PNS;
berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima] tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk
bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat
4 |empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul
Atfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga)
tahun di RA (untuk guru PNS);

h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk
guru PNS;

i. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat [, golongan
ruang II/b untuk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

j.- Menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan
tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam
upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di
kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional

k. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

1. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru
Pegawai Negeri Sipil;

m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

n. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir.

o. Memiliki hasil AKG

% Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
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B. Persyaratan Administrasi
Persyaratan administtasi merupakan kelengkapan dokumen yang
dilceluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon
Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;

. fotokopi {jazah kualifikasi akademil;

. fotokopi sertifikat pendidil;

. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;

=T R =

. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan;
fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penilaian kinerja

h

guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas vang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

h. surat keterangan sehat jasmani, rochani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;

j- surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;

1. fotokopi piagam /dokumen lain yang relevan.

2. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah
yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berilout:

a. daftar riwayat hidup;

b. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

c. fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS;

d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru
PNS;

e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan;

f. Surat keterangan sebagai guru tetap yayasan minimal 3 (tiga) tahun

g. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
teralchir untuk guru PNS;

h. fotokopi hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahun
teralchir;

i. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

j- surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

k. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang

dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru
PNS;




421

l. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

m. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;

n. fotokopi piagam/dokumen lain yvang relevan.

3. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah baru
yvang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. daftar riwayat hidup;

b. fotokopi jjazah kualifikasi akademik;

c. fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS;

d. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru
PNS;

e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan untuk guru PNS;

f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
teralchir untuk guru PNS;

g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala Madrasah
untuk guru PNS;

h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat dari atasan atau pejabat yvang berwenang bagi guru
PNS;

j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

k. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;

—

fotokopi piagam /dokumen lain yang relevan.

oy E: Diokumen ini telah ditandstangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya.
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BAB III
PENYIAPAN CALON KEEPALA MADRASAH

Penyiapan calon Kepala Madrasah merupakan proses penyediaan calon
Kepala Madrasah yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan
dan pelatihan calon Kepala Madrasah. Penyiapan calon Kepala Madrasah
didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen dengan
memberikan kesempatan bagi guru perempuan dan laki-lald yang memenuhi
persyaratan untuk melamar sebagai bakal calon Kepala Madrasah.

A. Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

1.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya
menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah pada madrasah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun vwyang diperinci per 1 (satu) tahun dengan pendekatan
perspektif pada Gender;

2.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi
dengan penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan
masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah
pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;

3. Proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun yang akan datang dilakukan dengan menghitung data-data
sebagai berikut.

a. Proyeksi Penambahan Madrasah (a)
Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
tentang rencana penambahan madrasah baru dalam kurun waktu
2 |dua) tahun ke depan. Pertambahan jumlah Kepala Madrasah
dalam kurun waktu dua tahun ke depan sama dengan jumlah
madrasah baru pada tahun (n +1) dan (n + 2).

b. Proyeksi Pengurangan Madrasah (b)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
tentang rencana pengurangan madrasah dikarenakan
penggabungan madrasah (merger] atau penutupan madrasah
vang dikarenakan sudah tidak beroperasinya lagi madrasah yang
disebabkan oleh beberapa hal. Pengurangan jumlah Kepala
Madrasah sama dengan jumlah pengurangan madrasah pada tahun
[(n+ 1) dan (n+ 2).

c. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah |c)
Pemberhentian Kepala Madrasah dapat disebabkan oleh: (1)
mengundurkan diri, (2) hasil penilaian kinerja dibawah predikat
“Baik”, (3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut — turut atau
lebih, (4) tidak mampu melaksanakan tugas secara jasmani dan

X
3
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rohani, (5) diangkat pada jabatan lain, (6] dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap, (7) menjadi anggota partai politik, (8) mencapai usia
pensiun guru, (9) meninggal dunia. Penambahan jumlah Kepala
Madrasah sama dengan proyelksi pemberhentian Kepala Madrasah
pada tahun (n + 1) dan (n + 2). Proyeksi pemberhentian Kepala
Madrasah tersebut dapat dipunakan asumsi berapa persen dari
jumlah Kepala Madrasah yang ada, khusus pemberhentian Kepala
Madrasah yang mencapai usia pensiun dapat dihitung secara tepat
berdasarkan usia Kepala Madrasah pada tahun (n + 1) dan (n + 2).

d. Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan di
atas dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala
Madrasah untuk 2 (dua) tahun ke depan pada tahun (n + 1) dan (n +
2) dengan rumus sebagai berikut:

PKM =a-b+c¢

PKM = Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
= Penambahan Madrasah baru pada tahun (n +1) dan (n+2)
b = Pengurangan Madrasah pada tahun (n+1) dan (n+2).

Proyeksi Pemberhentian Kepala Madrasah tahun (n+1) dan (n+2)

@
|

n
Il

B. Proses Penyiapan Calon Kepala Madrasah

1. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah.
a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

1) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah; dengan
menitikberatkan mendukung calon perempuan untuk mengikuti
relcrutmen calon kepala madrasah.

2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan

3) Pelatihan Calon Kepala Madrasah

b. Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

1) Pengumuman rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah
Berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah yang telah
ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru
dan Kepala Madrasah yvang ada di wilayahnya tentang rekrutmen
bakal calon Kepala Madrasah perempuan dan laki laki.
Penyampaian informasi dapat dilaksanakan melalui pengumuman
resmi yang dikirim kepada semua madrasah atau melalui website
resmi Kementerian Agama.

2) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah
Setelah pengumuman diterima secara resmi, Kepala Madrasah
melakukan identifikasi terhadap guru telah membuktikan
kemampuan tinggi dan inovasi dalam pengajarannya, serta
kepemimpinan dalam pengembangan professional guru, serta

Diokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannysa.
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potensial dan mendukung serta memberikan kesempatan kepada
guru perempuan untuk dapat diusulkan sebagai bakal calon Kepala
Madrasah Guru yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat
mempersiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran yvang
ditujukan kepada EKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi. Surat lamaran yang dibuat coleh guru harus dilampiri
dengan berkas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.
Selanjutnya berkas usulan vang terdiri dari lamaran dan berkas
usulan kelenglkapan administrasi secara lkolektif diusulkan oleh
Kepala Madrasah melalui Kantor Kementerian Agama
Kabupaten /Kota. Berikut ini adalah alur proses pengusulan bakal
calon Kepala Madrasah.

Kanwil i Kantor ' 5 5 '
- K ' Kepala | Guru ! Pengawas |
' emena, - emena - - ! :
: . g ; & i Madrasah | Madrasah | Madrasah ;
. Provinsi . Kab./Kota : . :
Pengumuman
| Pengumuman \ Penpumuman | '
Rekrutmen i e "_"‘ kepada Guru |
E : : l : » Membuat surat :
. . Identifilcasi lamaran o DMemberilan
Guru Potensial « Melengkapi Rekomendasi
l persyaratan
dan
: _—

=
i
g
]

Gambar 1. Alur Proses Pengusulan Balkal Calon Kepala Madrasah

c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah

1) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan yaitu:
i. seksi administrasi; dan
ii. seleksi substansi

3) Seleksi administratif dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi. Seleksi administrasi dilakuakn
melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh
pihak yvang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala
Madrasah telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah

3  silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https:{itte_kemenag.go.id atau kunjungi halaman hitps:iitte. kemenag.go.id/
5 Token : G3pnEx
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1 Melakukan ceklist | : ' '

Membuat panitia ' : : :
selelesi ;| [elengkspan | : ! :
iministrasi —:—i individu peserta : : : :

i Melakukan rekap | : ; i

! kelenglkapan ! ' ; ;

v seluruh peserta | ' ' :

: Melskuksn | ; ; :

H penilaian H : : :

. dokumen dengan | : : :

Menerima hasil E Membust berit E i i E
selelesi ' arara hasil v Menyampaikan : : :
administasi  *7  penilgian ! hasilseleksi . Menyampakan :
H ! sdministrasi 1 hasil selelksi i hasil selelesi |

H '  kepada Kepala ' kepada calon inistrasi |

: ' Madrasah ! peserta £ ;

| e | |
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ditentukan. Dokumen administrasi meliputi berkas usulan yvang
terdiri dari semua persyaratan administrasi bakal calon Kepala
Madrasah. Berikut ini adalah alur proses seleksi administrasi bakal
calon Kepala Madrasah.

Gambar 2. Alur Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala
Madrasah

4) Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan
setelah balkal calon Kepala Madrasah lolos selelksi administrasi.

5) Tim seleksi akan memberikkan kesempatan dan mendukung guru
perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon
kepala madrasah.

4} Seleksi substansi dilakuan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi. Berikut ini adalah alur proses seleksi
substansi bakal calon Kepala Madrasah.
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Kanwil | . | Kantor | ! !
K ' Panitia i K : Kepala P Guru
emmenag ! ! emenag ! ! !
. Seleksi ; i Madrasah . Madrasah .
Provinsi ! . Kab./Kota ! . .
fmmemme e qmmmrmm s e emenen LR L fmmmmmm s emmmmenen LR e 1
' Melakukan ! ! ! !
: persiapan ; ; ; ;
Membuat panitia pelaksanasn | ' | |
saelelesi substansi == cselelesi . . . .
| Melskukan seleksi | : : ;
' substansi : : : :
H Melalkulkan H H H H
: penilaian : : : :
' terhadap hasil ! ! ! '
' seleksi substansi
Menerima hasil : Membuat berita : : : :
seleksi ' acara hasil ! ! ! !
substansi . penilaisn . . . .
Menetapkan . : |
kelulusan Menyampaikan @ o ampaikan ;
selalcsi hasil salaksi ! hasil seleksi kepads 1 Menerma !‘Bsal
kepada Kepala Bealeaal coadenn saleksi
Madrasah 1

Gambar 3. Alur Proses Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah vang diselenggarakan
oleh masyarakat.

a.

Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakulkan melalui tahap:

1) penyampaian bakal calon Kepala Madrasah;

2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan

3) Pelatihan Calon Kepala Madrasah

. Penyampaian bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh pimpinan
yayasan,/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)

tahapan yaitu:
1. seksi administrasi; dan
ii. seleksi substansi




427

c. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh
yvayasan/penvelenggara pendidikan wvang diselenggarakan oleh
masyarakat bersama dengan pengawas pembinanya dan hasil seleksi
administrasi dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

d. Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah
bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.

e. Seleksi substansi dilakuan oleh tim wang dibentuk oleh
yayasan/penyvelenggara pendidikan wvang diselenggarakan oleh
masyarakat dan terdiri:

1) pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;

2) kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor
Kemenag Kabupaten /Kota;

3) pengawas.

f. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan seleksi
substansi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

C. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

Seleksi substansi merupakan tes pengetahuan teknis pendidikan
(pedagogi), daya inovasi, serta potensi kepemimpinan bakal calon Kepala
Madrasah. Tes potensi kepemimpinan dikembangkan melalui metode
penilaian dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Bakal calon Kepala
Madrasah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara
bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yvang akan
dilakukan untuk jangka panjang. Instrumen yang digunakan untuk tes
potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah terdiri:

a. Kemampuan Pemecahan Masalah

Penilaian dilaltukan untuk mengukur daya kreativitas para bakal calon
Kepala Madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat
dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi
keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan
kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke rencana tindak yang mungkin
akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih satu tindakan
terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan
alasan vang melatarbelakangi tindakan tersebut.

b. Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Penilaian dilalktukan untuk mengulkur kualitas keputusan yang diambil
oleh para bakal calon Kepala Madrasah dengan menelaah sejumlah
dokumen/data/informasi wyang terdapat dalam skenario kondisi,
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung
dan penghambat dalam mencapai tujuan madrasah, merumuskan visi
yang mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah madrasah,
menguraikan keterampilan kepemimpinan vang meliputi
mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan
vang telah dimiliki, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk
menyelesaikan masalah vang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan
alasan vang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.

- A0 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
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BAB IV

PELATIHAN CALON EKEPALA MADRASAH DAN
PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI EEPALA MADRASAH

A. Definisi

1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah kegiatan pembelajaran teori
maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi guru vang akan diangkat
dalam jabatan Kepala Madrasah.

2. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah kegiatan
pembelajaran teori maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan,
sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi Kepala Madrasah
yvang sudah duduk dalam jabatan namun belum mengikuti Pelatihan
Calon Kepala Madrasah.

B. Pelatihan Calon Kepala Madrasah
1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yvang diselenggarakan

Pemerintah.

a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala
Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama (Pusdiklat Teknis) dengan tembusan
kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;

c. Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis
secara mandiri, Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah
secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara
bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis;

d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun bersama antara
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat
Teknis;

e. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada
Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan
Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat)] Kementerian Agama RI.
Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan pralctis
yang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu
pendidikan di madrasahnya.

f. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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2. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan

oleh masyarakat.

a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah diikuti oleh bakal calon Kepala
Madrasah yvang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan cleh penyelenggara pendidikan kepada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota;

c. Pelatihan Calon Kepala Madrasah vyang diselenggarakan oleh
masyarakat dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis secara mandiri,
Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah secara bekerja
sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara bekerja sama
dengan Pusdiklat Teknis;

d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Telknis.

e. Kurikulum Pelatithan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada
Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan
Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI.
Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan pralktis
yang harus dimiliki KM untuk meningkatkan mutu pendidikan di
sekolahnya.”

f. Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap
muka dan/atau online sesuai keadaan setempat;

g. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan
penyelenggaraan Pelatihan Calon Kepala Madrasah melalui Kanwil
Kementerian Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau melalui
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Balai Diklat
Keagamaan;

h. Pelatihan Calon Kepala Madrasah vang diselenggarakan oleh
masyarakat dibiayai oleh Pemerintah, masyaralat, atau sumber lain
yang sah dan tidak mengikat;

C. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah

1.

Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diikuti oleh Kepala
Madrasah yang sudah duduk dalam jabatan baik pada Madrasah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, namun belum
memiliki sertifikkat Pelatihan Calon Kepala Madrasah;

Pengusulan Kepala Madrasah untuk mengikuti Pelatihan Penguatan
Kompetensi Kepala Madrasah disampaikan oleh Kanwil Kementerian
Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau oleh Kantor Kementerian
agama Kabupaten /Kota kepada Balai Diklat Keagamaan;

Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dilaksanakan oleh
Balai Dildat Keagamaan secara mandiri, oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota secara bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan,

atau oleh lembaga lain secara bekerja sama dengan Balai Diklat
Keagamaan;

Kurikulum Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah disusun
bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
dengan Pusdiklat Teknis.




430

Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada Kurikulum
yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan Pendidikan dan
pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI. Pelatihan tersebut
menekankan pengembangan kemampuan praktis yang harus dimilild KM
untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap muka
dan/atau online sesuai keadaan setempat;

Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan penyelenggaraan
Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah secara mandiri melalui
Kantor Kemenag Kabupaten /Kota kepada Balai Diklat Keagamaan melalui;
Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain vang sah dan tidak mengikat;

D. Pemerolehan Sertifikat Kepala Madrasah

1.

Bakal Calon Kepala Madrasah yvang dinyatakan lulus Pelatihan Calon
Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Calon Kepala
Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Teknis atau Kepala
Balai Diklat Keagamaan vang mendapat penugasan dari Pusdiklat Teknis;

. Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pelatihan Penguatan Kompetensi

Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP} Penguatan
Kompetensi Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat
Keagamaan;

. Bakal Calon Kepala Madrasah vang dinyatakan tidak lulus dalam Pelatihan

Calon Kepala Madrasah, dan Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak lulus
dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diberi
kesempatan untuk mengikuti kembali pelatihan paling banyak 2 (dua) kali
dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun;

. Surat Tanda Tamat Pelatihan Calon Kepala Madrasah merupakan salah

satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Madrasah.

. Kepala Madrasah yvang telah menjabat sampai dengan keluarnya peraturan

ini namun belum memililt STTP Calon Kepala Madrasah, wajib mengilkuti
Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah paling lambat 30
November 2022;

E. Penerbitan Nomor Unik Kepala Madrasah

a.

Calon Kepala Madrasah yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Madrasah dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah mendapatkan Nomor Unik
Kepala Madrasah (NUKM) dalam bentuk Surat Keputusan yang
ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah;

Nomor Unik Kepala Madrasah tersebut akan dicatat dalam data base
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
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BABYV
PENGANGEATAN, MASA TUGAS, DAN PEMBEERHENTIAN
KEPALA MADRASAH

A. Pengangkatan Kepala Madrasah
Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan proses pengesahan seorang
calon Kepala Madrasah menjadi Kepala Madrasah. Agar proses
pengangkatan Kepala Madrasah dapat dipedomani dengan bailk, malka
berikut ini beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai amanat
Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018.

1. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Madrasah pada madrasah yang
diselenggarakan pemerintah.

a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala
Madrasah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah;

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan
pengangkatan Kepala Madrasah dengan mempertimbangkan proses
Akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat);

c. Pelantikan Kepala Madrasah dapat dilakukan oleh Kepala kantor
Wilayah Kementerian Agama provinsi atau didelegasikan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Pengangkatan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala
Madrasah yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Substantif;

b. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengusulkan calon
Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten [Kota;

c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota memberikan
rekomendasi atas usul vayasan/penyelenggara pendidikan
berdasarkan pertimbangan dari pengawas;

d. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengangkat Kepala
Madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten [Kota;

B. Masa Tugas Kepala Madrasah

1. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah.

a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana
setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun.

b. Penugasan Kepala Madrasah periode pertama pada madrasah yang
sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode
atau 8 [delapan] tahun.
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c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja
setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai
predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;

e. Kepala madrasah yang telah habis masa tugas pada periode pertama
dapat diangkat kembali pada madrasah yang sama atau ditugaskan ke
madrasah yvang lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat
tahunan periode pertama berpredikat minimal “Baik”;

f. Setelah menyelesailtan tugas pada periode pertama, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga)] kali masa
periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

g. Kepala Madrasah yvang telah bertugas pada satu madrasah selama 2
(dua) periode berturut-turut, ditugaskan pada madrasah lainnya
dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode kedua
berpredikat minimal “Baik”;

h. Kepala Madrasah dapat ditugaskan kembali pada periode ke-3 (tiga)
pada madrasah yang sama jilkka memenuhi kriteria:

1) tenaga vang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan
pendidikan yang sama;

2) wang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang
membutuhkan penanganan khsusus; atau

3) ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim
penilai kinerja empat tahunan Kepala Madrasah.

i. Setelah menyelesiakan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya untul periode keempat setelah
melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

j. Kepala Madrasah yang dipindahkan sebelum habis masa tugas dalam
satu periode, maka masa tugas di tempat yvang baru merupakan
kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.

k. Kepala Madrasah yvang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat
ditugaskan kembali menjadi guru.

2. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh
masyaralkat

a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi dimana
setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun.

b. Penugasan Kepala Madrasah pada periode pertama paling sedikit 2
(dua) tahun.

c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja
setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai
predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;

e. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada suatu periode dapat
ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan
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berikutnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan
berpredikat minimal “Baik”;

f. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat
ditugaskan kembali menjadi guru.

C. Pemberhentian Kepala Madrasah
1. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
a. Kepala Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
1) mengundurkan diri;
2) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;
3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
4) tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan rohani;
5) diangkat pada jabatan lain;
6) dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hulkum tetap;
7) menjadi anggota partai politik;
8) mencapai batas usia pensiun guru;
9) meninggal dunia.
b. Proses pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian yang berwenang.
c. Kepala Madrasah yang diberhentikan dapat diangkat kembali sebagai
guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil
pada madrasah vang diselenggarakan oleh masyarakat ditetaplkan oleh
pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.

-y Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 5851 Tahun 2018 Tentang Petunjulk Teknis Pengangkatan Kepala
Madrasah ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam tahapan:
perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut
meliputi tahapan persyaratan, seleksi, pendidikan dan pelatihan,
pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah. Komponen-
komponen penjaminan mutu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIEAN ISLAM

MUHAMMAD ALI RAMDHANI
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Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap
NIP

Jabatan

e

Pangkat dan Golongan
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat Rumah

o

Nomor Handphone
Alamat email
Instansi

d. Nama

e. Alamat

f. Telepon

B. Pendidikan

Jenjang Nama Satuan Pendidikan Jurusan Tahun Lolos
C. Pelatihan
No. Nama Pelatihan Penyelenggara Tahun

Dokumen ini telah ditandstangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
3 -' silahkan scan QRCeode dan pastikan diarahkan ke alamat https:itte_kemenag.go.id atau kunjungi halaman htips:iftte kemenag.go.id/
Y Token : G3pnEx
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D. Pengalaman

1. Jabatan®)

No. Pengalaman Tahun

2. Non Jabatan **)

No. Pengalaman Tahun

*) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di
Madrasah, misal: wali kelas, wakil Kepala Madrasah, kepala
perpustakaan, kepala laboratorium, dsb.

**) Dii=i pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar
tugas Madrasah, misal: pengurus MGMP, pengumis PGRI, pengurus
PGMI, dsb.
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Format Rekomendasi Kepala Madrasah
REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP
Jabatan : Kepala Madrasah

Unit Kerja

Alamat

Memberikan rekomendasi kepada:
Nama

NIP

Jabatan : Guru
Unit Kerja

Alamat

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

|:| EKurang Memuaskan |:| Memuaskan |:| Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendulung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial
|:|Kura.ng Memuaskan I:l Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendulung penilaian Saudara:

-,_L Diokumen ini telah ditandstangani secara elektrenik menggunakan seriifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannysa,
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3. Kompetensi Kewirausahaan
l:l Kurang Memuaskan l:l Memuaskan l:l Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendulkung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

u Kurang Memuaskan u Memuaskan [_l Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

Kurang Memuaskan . Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ind
vang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:
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RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional saya, pelamar telah menunjukan hasil yang

I:] Kurang Memuaskan l:] Memuaskan ‘:I Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan
dari pihak manapun.

Catatan:

Rekomendasi diberikan
kepada pelamar dalam
amplop tertutup dan disegel
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Format Relktomendasi Pengawas Madrasah

REKOMENDASI PENGAWAS MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan : Pengawas Madrasah
Unit Kerja

Alamat

Memberikan rekomendasi kepada:
Nama

NIP

Jabatan : Guru

Unit Kerja

Alamat

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

EI Kurang Memuaskan D Memuaskan EI Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial
I:IKura_ng Memuaskan D Memuaskan I:l Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendulming penilaian Saudara:

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan
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Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendulkung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

I:I Kurang Memuaskan I:] Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang

mendulung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

DKurang Memuaskan E Memuaskan I:l Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini
vang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:
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RANGEKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional Ssaya, pelamar telah menunjukan hasil yang

I:l Kurang Memuaskan I:l Memuaskan Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada telkanan
dari pihak manapun.

Pengawas Madrasah ..........c..oueee

NIP.
Catatan:

Rekomenndasi  diberikan :
kepada pelamar dalam
amplop tertutup dan disegel
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7232 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM NOMOR 5851 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan
pendidikan madrasah yang berkesinambungan untuk
mendukung layanan pendidikan madrasah, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala
Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
dimabah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 6762);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menter1 Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2101);

. Peraturan Menter1 Agama Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1575);

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

10.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
933);
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MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5851
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN
KEPALA MADRASAH.

: Menetapkan Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis

Pengangkatan Kepala Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam Nomor 5851 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7232 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5851 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGEKATAN
KEPALA MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PENGANGEKATAN KEPALA MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Madrasah merupakan tenaga kependidikan yang paling strategis
dalam peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. Dalam rangka
penjaminan dan peningkatan mutu Kepala Madrasah di Indonesia telah
disusun Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan
regulasi yang menjadi pijjakan untuk standarisasi dan penjaminan mutu
Kepala Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 24 Tahun 2018 telah mengatur hal-hal pokok yang meliputi: tugas,
fungsi, tanggung jawab, persyaratan, kompetensi, pengangkatan, masa
tugas, pemberhentian, hak dan beban kerja, penilaian kinerja, dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan Kepala Madrasah. Untuk
melaksanaan Peraturan Menteri Agama ini perlu disusun petunjuk teknis
untuk menjadi rujukan semua pihak yang melaksanakan Peraturan
Menteri Agama ini.

Dalam sistem data guru dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) Direktorat
Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Agama RI tahun 2020,
jumlah kepala madrasah dibawah naungan Kementerian Agama sejumlah
36.331, dengan rincian 25.818 Laki-laki dan 10.513 Perempuan.

Mengacu pada data diatas, ada kesenjangan dalam representasi jumlah
kepala madrasah laki-laki dan perempuan yang perlu mendapat
perhatian. Sehingga melalui Juknis ini perlu dikembangkan pendekatan
gender yakni perbaikan hubungan lelaki-perempuan agar lebih simetris
untuk memecahkan masalah ketimpangan kepemimpinan dalam
madrasah dengan memberikan peluang yang sama kepada perempuan
dalam proses seleksi Kepala Madrasah. Diharapkan dengan pendekatan
gender, ada sebuah perbaikan peluang dan relasi antara lelaki dan
perempuan dalam kepemimpinan. Petunjuk teknis ini juga didesain dalam
perspektif gender dengan harapan keterlibatan perempuan dalam proses

seleksi calon kepala madrasah menjadi lebih terbuka.
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Selain itu, di beberapa provinsi terdapat permasalahan pengangkatan
calon Kepala Madrasah yang disebabkan kendala regenerasi, terutama
terbatasnya akses pelatihan calon kepala madrasah bagi guru-guru yang
potensial menjadi Kepala Madrasah. Guru-guru yang mendaftar masih
banyak yang belum mengikuti pelatihan Kepala Madrasah atau belum
memiliki sertifikat pelatihan Kepala Madrasah. Hal tersebut memicu
kurangnya pendaftar dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan kepala
madrasah yang berpotensi menghambat regenerasi Kepala Madrasah.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu membuat
kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan pada Madrasah melalui
pengisian jabatan kepala madrasah yang berkesinambungan.

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjelaskan tata
cara pengangkatan Kepala Madrasah yang meliputi: persyaratan bakal
calon Kepala Madrasah, penyiapan calon Kepala Madrasah, pendidikan
dan pelatihan calon Kepala Madrasah, pengangkatan, masa tugas, dan
pemberhentian Kepala Madrasah.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah bertujuan untuk

dijadikan sebagai:

1. Acuan penyelenggaraan pengangkatan Kepala Madrasah di lingkungan
Kementerian Agama.

2. Acuan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota atau pihak terkait dalam pelaksanaan evaluasi dan
penjaminan mutu pengangkatan Kepala Madrasah

3. Acuan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang
akan mengangkat Kepala Madrasah.

C. Sasaran
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian
Agama;
4, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatthan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
. Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah; dan
Guru.

O~ O

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah:
Persyaratan bakal calon Kepala Madrasah;
Penyiapan calon Kepala Madrasah;
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah;
Pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah.

Ll o
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Memiliki nilai AKG

2. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala
Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut. beragama Islam;

a.
b.

C.

bl

qg.

beragama Islam;

memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an;

memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi yang terakreditasi;

memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;

diutamakan memiliki sertifikat pendidik;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, untuk
bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar paling singkat
4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon Kepala Raudhatul
Athfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga)
tahun di RA,;

memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk
guru PNS;

memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untuk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan
tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam
upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas
di kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional;

sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
guru Pegawai Negeri Sipil;

tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan sebutan paling
rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;

diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai
dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat; dan

memiliki hasil AKG

3. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala
Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakat
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:beragama Islam;

a. beragama Islam;
b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an;
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BABII
PERSYARATAN BAEKAL CALON KEPALA MADRASAH

Kepala Madrasah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas
madrasah. Persyaratan Bakal calon Kepala Madrasah ini tidak membedakan
antara persyaratan bakal calon perempuan maupun laki laki, Kedua duanya
harus memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Madrasah, baik
persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Persyaratan umum
merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh bakal calon Kepala
Madrasah sebelum mereka mengajukan diri sebagai calon Kepala Madrasah.
Persyaratan administrasi merupakan kelengkapan dokumen sebagai bukti
bahwa bakal calon Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan umum yvang
telah ditentukan.

A. Persyaratan Umum
1. Guru Perempuan dan Laki laki dapat menjadi bakal calon Kepala

Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. memiliki kemampuan baca tulis Al Qur’an,;

c. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi
dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

d. memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun;

e. memiliki sertifikat pendidik;

f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

g. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun,
sedangkan untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman
mengajar paling singkat 4 (empat) tahun;

h. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan III/c, sedangkan
untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pangkat paling rendah
Penata Muda Tingkat [, golongan ruang III/b;

i.  Menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan tugas
sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam upaya
peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di
kabupaten /kota, provinsi maupun tingkat nasional

j. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi
terpidana;

m. memiliki hasil penilaian pretasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan
penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama
2 (dua) tahun terakhir.

n. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepala madrasah sesuai
dengan jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah; dan
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memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) kependidikan atau bukan kependidikan dari
perguruan tinggi yang terakreditasi;

memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai Wakil Kepala
Madrasah dan/atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan
fungsi Kepala Madrasah paling singkat 2 (dua) tahun untuk guru
PNS;

memiliki sertifikat pendidik untuk guru PNS;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Madrasah;

memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun,
untuk bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah di daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal memiliki pengalaman mengajar
paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan untuk bakal calon
Kepala Raudhatul Athfal (RA) memiliki pengalaman mengajar paling
singkat 3 (tiga) tahun di RA (untuk guru PNS);

. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c untuk

guru PNS;

memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untuk guru PNS bagi bakal calon Kepala Madrasah di
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;

menunjukkan komitmen tinggi keunggulan dalam pelaksanaan
tugas sebagai guru, serta pengalaman dan kepemimpinan dalam
upaya peningkatan mutu di madrasah maupun secara lebih luas di
kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional;

sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat
keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru
Pegawai Negeri Sipil;

m. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi

terpidana;

. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dengan

sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
memiliki hasil AKG.

B. Persyaratan Administrasi
Persyaratan  administtasi merupakan kelengkapan dokumen yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon
Kepala Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah
yvang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

o0 o E
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. daftar riwayat hidup;

. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

. fotokopi sertifikat pendidik;

. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;

. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh

satuan pendidikan;
fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan penilaian kinerja
guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
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. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman

manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

.surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang

dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;

. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah

menjadi terpidana;

surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;
dan

fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.

2. Persyaratan adminsitrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah
yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

pp TP
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daftar riwayat hidup;

fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

fotokopi sertifikat pendidik untuk guru PNS;

fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru
PNS:
surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh
satuan pendidikan;

Surat keterangan sebagai guru tetap yayasan minimal 3 (tiga) tahun;
fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir untuk guru PNS;

. fotokopi hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahun

terakhir;

fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah;

surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang

dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru
PNS:

surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

m.surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas

n.

Pembinanya; dan
fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.

3. Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Madrasah pada madrasah
baru yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a.

b.
C.
d.

daftar riwayat hidup;

fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

fotokop: sertifikat pendidik untuk guru PNS;

fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir untuk guru
PNS;

surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh
satuan pendidikan untuk guru PNS;

fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir untuk guru PNS;
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. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Kepala
Madrasah untuk guru PNS;

. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi guru
PNS;

surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

. surat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan Pengawas Pembinanya;
dan

fotokopi piagam/dokumen lain yang relevan.
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BAB Il
PENYIAPAN CALON EKEPALA MADRASAH

Penyiapan calon Kepala Madrasah merupakan proses penyediaan calon
Kepala Madrasah yang meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pendidikan
dan pelatihan calon Kepala Madrasah. Penyiapan calon Kepala Madrasah
didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan dilakukan rekrutmen dengan
memberikan kesempatan bagi guru perempuan dan laki-laki yang memenuhi
persyaratan untuk melamar sebagai bakal calon Kepala Madrasah.

A. Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah
pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
dengan pendekatan perspektif pada Gender;

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota melakukan koordinasi
dengan penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan
masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala
Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan masyarakat untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;

3. Proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun yang akan datang dilakukan dengan menghitung data-data
sebagai berikut.

a. Proyeksi Penambahan Madrasah (a)
Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
tentang rencana penambahan madrasah baru dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun ke depan. Pertambahan jumlah Kepala
Madrasah dalam kurun waktu dua tahun ke depan sama dengan
jumlah madrasah baru pada tahun (n+1) dan (n+ 2).

b. Proyeksi Pengurangan Madrasah (b)

Dalam memproyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala Madrasah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memiliki data
tentang rencana  pengurangan madrasah  dikarenakan
penggabungan madrasah (merger] atau penutupan madrasah
yvang dikarenakan sudah tidak beroperasinya lagi madrasah yang
disebabkan oleh beberapa hal. Pengurangan jumlah Kepala
Madrasah sama dengan jumlah pengurangan madrasah pada tahun
(n+ 1)dan (n+2).

c. Proyeksi pemberhentian Kepala Madrasah (c)
Pemberhentian Kepala Madrasah dapat disebabkan oleh: (1)
mengundurkan diri, (2) hasil penilaian kinerja dibawah predikat
“Baik”, (3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut - turut atau
lebih, (4) tidak mampu melaksanakan tugas secara jasmani dan
rohani, (5) diangkat pada jabatan lain, (6) dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap, (7) menjadi anggota partai politik, (8) mencapai
usia pensiun guru, (9) meninggal dunia. Penambahan jumlah
Kepala Madrasah sama dengan proyeksi pemberhentian Kepala
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Madrasah pada tahun (n + 1) dan (n + 2). Proyeksi pemberhentian
Kepala Madrasah tersebut dapat digunakan asumsi berapa persen
dari jumlah Kepala Madrasah yang ada, khusus pemberhentian
Kepala Madrasah yang mencapai usia pensiun dapat dihitung secara
tepat berdasarkan usia Kepala Madrasah pada tahun (n+ 1) dan (n+
2).
d. Penghitungan Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah

Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan di
atas dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan Kepala
Madrasah untuk 2 (dua) tahun ke depan pada tahun (n+ 1) dan (n+
2) dengan rumus sebagai berikut:

PKM=a-b+c

PKM = Proyeksi Kebutuhan Kepala Madrasah
a = Penambahan Madrasah baru pada tahun (n +1) dan (n+2)
b = Pengurangan Madrasah pada tahun (n+1) dan (n+2).
c = Proyeksi Pemberhentian Kepala Madrasah tahun (n+1) dan (n+2)

B. Proses Penyiapan Calon Kepala Madrasah

1. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah vyang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

1) pengusulan  bakal calon  Kepala Madrasah, dengan
menitikberatkan mendukung calon perempuan untuk mengikuti
rekrutmen calon kepala madrasah;

2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan

3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah

b. Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:

1) Pengumuman rekrutmen bakal calon Kepala Madrasah
Berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Madrasah yang telah
ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada semua guru
dan Kepala Madrasah yang ada di wilayahnya tentang rekrutmen
bakal calon Kepala Madrasah perempuan dan laki-laki.
Penyampaian informasi dapat dilaksanakan melalui pengumuman
resmi yang dikirim kepada semua madrasah atau melalui website
resmi Kementerian Agama.

2) Pengusulan bakal calon Kepala Madrasah
Setelah pengumuman diterima secara resmi, Kepala Madrasah
melakukan identifikasi terhadap guru telah membuktikan
kemampuan tinggi dan inovasi dalam pengajarannya, serta
kepemimpinan dalam pengembangan professional guru, serta
potensial dan mendukung serta memberikan kesempatan kepada
guru perempuan untuk dapat diusulkan sebagai bakal calon
Kepala Madrasah Guru yang memenuhi persyaratan selanjutnya
dapat mempersiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran
yvang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi. Surat lamaran yang dibuat oleh guru harus dilampin
dengan berkas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.
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Selanjutnya berkas usulan yang terdiri dari lamaran dan berkas
usulan kelengkapan administrasi secara kolektif diusulkan oleh
Kepala Madrasah melalui Kantor Kementerian Agama
Kabupaten /Kota. Berikut ini adalah alur proses pengusulan bakal
calon Kepala Madrasah.
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Gambar 1. Alur Proses Pengusulan Bakal Calon Kepala Madrasah

c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah

1) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2) Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan yaitu:
1. seksi administrasi; dan
1. seleksi substansi

3) Seleksi administratif dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi. Seleksi administrasi dilakuakn
melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh
pithak yang berwenang sebagai bukti bahwa bakal calon Kepala
Madrasah telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah
ditentukan. Dokumen administrasi meliputi berkas usulan vang
terdiri dari semua persyaratan administrasi bakal calon Kepala
Madrasah. Berikut ini adalah alur proses seleksi administrasi
bakal calon Kepala Madrasah.



Kanwil
i Kemenag
. Provinsi |

Panitia

Membentuk |
panitia seleksi —_,,  kelengkapan
administrasi

|

kelengkapan
seluruh peserta

|

Melakukan
pem]mgn
kezesuaian
dolumen dengan
persyaratan

Menerima hasil
selelcs1
administasi

Membuat berita
acara hasil

| Melakukan ceklist

Kantor
Kemenag

Menyampaikan
hasil seleksi

Madrasah

Guru

Kepala |
Madrasah

Madrasah

Men;

: : © Menerima
hasil seleksi  __y pagi) seleksi |
kepadacalon gqministrasi |

peserta |

Gambar 2. Alur Proses Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala

Madrasah

4) Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan
setelah bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.
5) Tim seleksi akan memberikan kesempatan dan mendukung guru
perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon

kepala madrasah.

6) Seleksi substansi dilakuan oleh tim yvang dibentuk oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi. Berikut ini adalah alur proses
seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah.
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Gambar 3. Alur Proses Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

2. Penyiapan calon Kepala Madrasah pada madrasah yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

a. Penyiapan calon Kepala Madrasah dilakukan melalui tahap:
1) penyampaian bakal calon Kepala Madrasah,;
2) seleksi bakal calon Kepala Madrasah; dan
3) Pelatihan Calon Kepala Madrasah

b. Penyampaian bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh pimpinan
yayasan/penyelenggara pendidikan vyang diselenggarakan oleh
masyarakat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota;

c. Seleksi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan dalam 2 (dua)
tahapan yaitu:
i. seksi administrasi; dan
ii. seleksi substansi

c. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Madrasah dilakukan oleh
yayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat bersama dengan pengawas pembinanya dan hasil seleksi
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administrasi dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten /Kota;

d. Seleksi substansi bakal calon Kepala Madrasah dilaksanakan setelah
bakal calon Kepala Madrasah lolos seleksi administrasi.

e. Seleksi substansi dilakuan oleh tim yang dibentuk oleh
yvayasan/penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan terdiri dari unsur:

1) pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;

2) kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor
Kemenag Kabupaten /Kota;

3) pengawas.

f. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan seleksi
substansi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

C. Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Madrasah

Seleksi substansi merupakan tes pengetahuan teknis pendidikan
(pedagogi), daya inovasi, serta potensi kepemimpinan bakal calon Kepala
Madrasah. Tes potensi kepemimpinan dikembangkan melalui metode
penilaian dengan pendekatan deskriptif - kualitatif. Bakal calon Kepala
Madrasah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara
bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan
dilakukan untuk jangka panjang. Instrumen yang digunakan untuk tes
potensi kepemimpinan bakal calon Kepala Madrasah terdiri:

a. Kemampuan Pemecahan Masalah

Penilaian dilakukan untuk mengukur daya kreativitas para bakal calon
Kepala Madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat
dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi
keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan
kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke rencana tindak yang
mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih satu
tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan
menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

b. Wawasan Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil
oleh para bakal calon Kepala Madrasah dengan menelaah sejumlah
dokumen/data/informasi yang terdapat dalam skenario kondisi,
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung
dan penghambat dalam mencapai tujuan madrasah, merumuskan visi
yang mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah madrasah,
menguraikan keterampilan kepemimpinan yang meliputi
mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan
yang telah dimiliki, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk
menyelesaikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan

alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.
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BAB IV
PELATIHAN CALON KEPALA MADRASAH DAN
PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI KEPALA MADRASAH

A. Definisi

1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah adalah kegiatan pembelajaran teori
maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan
keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi guru yang akan diangkat dalam
jabatan Kepala Madrasah.

2. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah kegiatan
pembelajaran teori maupun praktik yang meliputi aspek pengetahuan,
sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial bagi Kepala Madrasah
yang sudah duduk dalam jabatan namun belum mengikuti Pelatihan
Calon Kepala Madrasah

B. Pelatihan Calon Kepala Madrasah
1. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan

Pemerintah.

a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah ditkuti oleh bakal calon Kepala
Madrasah yvang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;

b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada
Pusat Pendidikan dan Pelatthan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan Kementerian Agama (Pusdiklat Teknis) dengan tembusan
kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;

c. Pelatihan Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis
secara mandiri, Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah
secara bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara
bekerja sama dengan Pusdiklat Teknis;

d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah disusun bersama antara
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat
Teknis;

e. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada
Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan
Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI.
Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis
vang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu
pendidikan di madrasahnya;

f. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.

2. Pelatihan Calon Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
a. Pelatihan Calon Kepala Madrasah diitkuti oleh bakal calon Kepala
Madrasah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi;
b. Bakal calon Kepala Madrasah yang sudah lolos seleksi substansi
diusulkan oleh penyelenggara pendidikan kepada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten /Kota;
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c. Pelatthan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh

masyarakat dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis secara mandiri,
Direktorat Guru dan Tenaga kependidikan Madrasah secara bekerja
sama dengan Pusdiklat Teknis, atau lembaga lain secara bekerja sama
dengan Pusdiklat Teknis;

d. Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan

oleh masyarakat disusun bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah dengan Pusdiklat Teknis;

e. Kurikulum Pelatthan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada

Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan
Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RI.
Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis
yvang harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu
pendidikan di Madrasahnya.

f. Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap

muka dan/atau online sesuai keadaan setempat;

g. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan

penyelenggaraan Pelatihan Calon Kepala Madrasah melalui Kanwil
Kementerian Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau melalui
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Balai Diklat
Keagamaan;

h. Pelatihan Calon Kepala Madrasah yang diselenggarakan oleh

Masyarakat dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat;

C. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah

1.

Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah diikuti oleh Kepala
Madrasah yang sudah duduk dalam jabatan baik pada Madrasah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, namun belum
memiliki sertifikat Pelatihan Calon Kepala Madrasah;

Pengusulan Kepala Madrasah untuk mengikuti Pelatihan Penguatan
Kompetensi Kepala Madrasah disampaikan oleh Kanwil Kementerian
Agama Provinsi kepada Pusdiklat Teknis atau oleh Kantor Kementerian
agama Kabupaten /Kota kepada Balai Diklat Keagamaan;

Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dilaksanakan oleh
Balai Diklat Keagamaan secara mandiri, oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota secara bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan,
atau oleh lembaga lain secara bekerja sama dengan Balai Diklat
Keagamaan;

Kurikulum Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah disusun
bersama antara Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
dengan Pusdiklat Tekmnis.

Kurikulum Pelatihan Calon Kepala Madrasah mengacu kepada
Kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Penelitian pengembangan dan
Pendidikan dan pelatihan (Balitbang Diklat) Kementerian Agama RL
Pelatihan tersebut menekankan pengembangan kemampuan praktis yang
harus dimiliki Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di
madrasahnya.

Pola Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah adalah tatap
muka dan/atau online sesuai keadaan setempat;

. Yayasan/penyelenggara pendidikan dapat mengusulkan pelatihan

penguatan kompetensi Kepala Madrasah melalui Direktorat Jenderal
Pendidikan I[slam kepada Pusdiklat Teknis atau melalli Kantor
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Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota kepada Balai
Diklat Keagamaan;

8. Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dibiayai oleh
Pemerintah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

D. Pemerolehan Sertifikat Kepala Madrasah

1. Bakal Calon Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pelatihan Calon
Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Calon Kepala
Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Teknis atau Kepala
Balai Diklat Keagamaan yang mendapat penugasan dari Pusdiklat Teknis;

2. Kepala Madrasah yang dinyatakan lulus Pelatthan Penguatan Kompetensi
Kepala Madrasah diberi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Penguatan
Kompetensi Kepala Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Balai
Diklat Keagamaan;

3. Bakal Calon Kepala Madrasah yang dinyatakan tidak Iulus dalam
Pelatihan Calon Kepala Madrasah, dan Kepala Madrasah yang dinyatakan
tidak lilus dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah
diberi kesempatan untuk mengilauti kembali pelatihan paling banyak 2
(dua) kali dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun;

4. Surat Tanda Tamat Pelatithan Calon Kepala Madrasah merupakan salah
satu syarat pertimbangan mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala
Madrasah;

E. Penerbitan Nomor Unik Kepala Madrasah

1. Calon Kepala Madrasah yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Madrasah dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah mendapatkan Nomor Unik
Kepala Madrasah (NUKM) dalam bentuk Surat Keputusan yang
ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah;

2. Nomor Unik Kepala Madrasah tersebut akan dicatat dalam data base
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
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BABV
PENGANGEATAN, MASA TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA MADRASAH

A. Pengangkatan Kepala Madrasah
Pengangkatan Kepala Madrasah merupakan proses pengesahan seorang
calon Kepala Madrasah menjadi Kepala Madrasah. Agar proses
pengangkatan Kepala Madrasah dapat dipedomani dengan baik, maka
berikut ini beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai amanat
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018.

1. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Madrasah pada madrasah yang
diselenggarakan pemerintah.

a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala
Madrasah, dengan mengutamakan calon Kepala Madrasah yang
telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) Calon Kepala Madrasah;

b. Dalam hal pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon
Kepala Madrasah yang belum memiliki Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Madrasah, harus
mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
c.q. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan
pengangkatan Kepala Madrasah dengan mempertimbangkan
proses Akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat);

d. Pelantikan Kepala Madrasah dapat dilakukan oleh Kepala kantor
Wilayah Kementerian Agama provinsi atau didelegasikan kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota.

2. Pengangkatan Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

a. Pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon Kepala
Madrasah, dengan mengutamakan calon Kepala Madrasah yang
telah memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Substantif Calon Kepala Madrasah;

b. Dalam hal pengangkatan Kepala Madrasah dilaksanakan bagi calon
Kepala Madrasah yang belum memiliki sertifikat Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Substantif Calon Kepala Madrasah, harus
mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
c.q. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;

c. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengusulkan calon
Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota memberikan
rekomendasi atas wusul yayasan/penyelenggara pendidikan
berdasarkan pertimbangan dari pengawas;

e. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan mengangkat Kepala
Madrasah hasil rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota;
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B. Masa Tugas Kepala Madrasah

1. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah.

a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi
dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun.

b. Penugasan Kepala Madrasah periode pertama pada madrasah yang
sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa
periode atau 8 (delapan) tahun.

c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja
setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;

d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai
predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;

e. Kepala madrasah yang telah habis masa tugas pada periode pertama
dapat diangkat kembali pada madrasah yang sama atau ditugaskan
ke madrasah yang lainnya dengan syarat hasil penilaian kinerja
empat tahunan periode pertama berpredikat minimal “Baik”;

f. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa
periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

g. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada satu madrasah selama 2
(dua) periode berturut-turut, ditugaskan pada madrasah lainnya
dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan periode kedua
berpredikat minimal “Baik”;

h. Kepala Madrasah dapat ditugaskan kembali pada periode ke-3 (tiga)
pada madrasah yang sama jika memenuhi kriteria:

1) tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan di satuan
pendidikan yang sama;

2) yang bersangkutan bertugas di madrasah perintis yang
membutuhkan penanganan khusus; atau

3) ada rekomendasi kebutuhan tenaga yang bersangkutan dari tim
penilai kinerja empat tahunan Kepala Madrasah.

1. Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Madrasah
dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah
melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

j. Kepala Madrasah yang dipindahkan sebelum habis masa tugas
dalam satu periode, maka masa tugas di tempat yang baru
merupakan kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.

k. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat
ditugaskan kembali menjadi guru.

2. Masa tugas Kepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh

masyarakat

a. Penugasan Kepala Madrasah dilaksanakan dengan periodisasi
dimana setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun.

b. Penugasan Kepala Madrasah pada periode pertama paling sedikit 2
(dua) tahun.

c. Penugasan Kepala Madrasah berdasarkan hasil penilaian kinerja
setiap tahun dengan predikat paling rendah “Baik”;
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d. Dalam hal hasil penilaian kinerja Kepala Madrasah tidak mencapai
predikat paling rendah “Baik”, Kepala Madrasah yang bersangkutan
tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Madrasah;

e. Kepala Madrasah yang telah bertugas pada suatu periode dapat
ditugaskan pada madrasah yang sama untuk periode penugasan
berikutnya dengan syarat hasil penilaian kinerja empat tahunan
berpredikat minimal “Baik”;

f. Kepala Madrasah yang tidak diperpanjang masa tugasnya, dapat
ditugaskan kembali menjadi guru.

C. Pemberhentian Kepala Madrasah
1. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
a. Kepala Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
1) mengundurkan diri;
2) hasil penilaian kinerja di bawah predikat “Baik”;
3) tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
4) tidak mampu melaksanakan kewajiban secara jasmani dan
rohani;
5) diangkat pada jabatan lain;
6) dikenakan sanksi hukuman penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7) menjadi anggota partai politik;
8) mencapai batas usia pensiun guru;
9) meninggal dunia.
b. Proses pemberhentian Kepala Madrasah ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian yang berwenang.
c. Kepala Madrasah yang diberhentikan dapat diangkat kembali sebagai
guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberhentian Kepala Madrasah berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil
pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh
pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan.
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengangkatan Kepala Madrasah ini menjadi pedoman bagi
semua pihak terkait dalam tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan
penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut meliputi tahapan persyaratan,
seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, masa tugas, dan
pemberhentian Kepala Madrasah. Komponen-komponen penjaminan mutu
tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

LA~




Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1.
2.
3.
4.
3.
6. Alamat Rumah
7.
8

9. Instansi
d. Nama

e. Alamat
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Nama Lengkap O PSP PSSPV PPURTOPIPPPPD
NIP T e eeeiseiiiieisiasieisssissssieseisiaiaiiiiiins
Jabatan S PSP
Pangkat dan Golongan O PSP PSSPV PPURTOPIPPPPD
Tempat, Tanggal Lahir E TP PP

Nomor Handphone T e eeeiseiiaieisoasinisssiesseieseisiaiaiiiiiins

Alamat email et eeeeedoeeeaeeeieeeeaeeeteeeeiateasieebnn et aaaatasians

f. Telepon T e eeeiseiiiieisiasieisssissssieseisiaiaiiiiiins

B. Pendidikan

Jenjang Nama Satuan Pendidikan Jurusan Tahun Lolos
C. Pelatihan
No. Nama Pelatihan Penyelenggara Tahun
D. Pengalaman
1. Jabatan?*)
No. Pengalaman Tahun




2. Non Jabatan *¥)
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No.

Pengalaman

Tahun

NIP. ooeeeeeeeeeeee e

*) Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di

Madrasah, misal:
perpustakaan, kepala laboratorium, dshb.

kelas,

wakil Kepala Madrasah, kepala

*#] Diisi pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar
tugas Madrasah, misal: pengurus MGMP, pengurus PGRI, pengurus

PGMI, dsb.



Format Rekomendasi Kepala Madrasah

REKOMENDASI KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP

Jabatan : Kepala Madrasah
Unit Kerja

Alamat

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama
NIP

Jabatan : Guru
Unit Kerja

Alamat

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

468

Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

[:l Kurang Memuaskan l:l Memuaskan l:l Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial

DKura.ng Memuaskan D Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kurang Memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan
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Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

I:’ Kurang Memuaskan I:l Memuaskan D Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

I:] Kurang Memuaskan I:l Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini
yang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:

RANGEUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional saya, pelamar telah menunjukan hasil yang

I:l Kurang Memuaskan I:l Memuaskan |:| Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan

dari pihak manapun.
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Kepala Madrasah ...................

' Rekondasi diberikan kepada |
pelamar dalam amplop :
tertutup dan disegel i

NIP.
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Format Rekomendasi Pengawas Madrasah

REKOMENDASI PENGAWAS MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan : Pengawas Madrasah
Unit Kerja

Alamat

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama
NIP

Jabatan : Guru
Unit Kerja

Alamat

Berapa lama Saudara mengenal pelamar?

Berilah tanda cek (V) dalam kotak di depan skala penilaian pada setiap kompetensi

1. Kompetensi Kepribadian

El Kurang Memuaskan El Memuaskan El Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

2. Kompetensi Manajerial

D Kurang Memuaskan I:l Memuaskan EI Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang
mendukung penilaian Saudara:

3. Kompetensi Kewirausahaan

El Kurang Memuaskan D Memuaskan D Sangat memuaskan



472

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar yang

mendukung penilaian Saudara:

4. Kompetensi Supervisi

I:l Kurang Memuaskan I:l Memuaskan I:I Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

5. Kompetensi Sosial

D Kurang Memuaskan D Memuaskan Sangat memuaskan

Tuliskan hasil pengamatan Saudara perihal kegiatan-kegiatan pelamar ini yang
mendukung penilaian Saudara:

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

Silahkan berikan komentar tentang pengembangan keprofesian pelamar saat ini
yvang dianggap berkontribusi pada peningkatan kegiatan-kegiatan profesionalan

pelamar:

RANGKUMAN REKOMENDASI

Berdasarkan penilaian profesional Ssaya, pelamar telah menunjukan hasil yang

I:l Kurang Memuaskan I:l Memuaskan l:l Sangat memuaskan

dalam hal pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/Madrasah.

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan

dari pihak manapun.



Pengawas Madrasah ...................

' Rekondasi diberikan kepada |
| pelamar dalam amplop |
| fertutup dandisegel |

NIP.
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10. DATA REKOMENDASI KEPALA MADRASAH SWASTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
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NO

NAMA

NIP

PANGKA

TEMPAT TGL

ALAMAT

JABATAN

JABATAN

TANGGAL

DASAR REKOMENDASI

KEPALA T/GOL LAHIR SAAT INI KEPALA |REKOMEN USSUURL':TN PERIHAL SIEQSS'YENDA éﬁ%&i}f\“
MADRASAH DASI
PENDIDIKAN | SASI
MADRASAH
1 |Muhammad |19781202 |Pembina |Pekalongan, 02 |Gejlig Kidul Rt. 06|Guru Kepala Ml 28 Ketua Pengurus|Permohonan|5980/Kk.11.26/NU
Syaikhul Alim, |200501 1 |(IV/a) Desember 1978 |Rw. 03 Dese Madya Dpk|Sullam Taufiq |September Yayasan Rekomenda |4/PP.00/09/20
S.Ag 005 Gejlik Kec. Kajen [MI Sullam |Kajen 2021 Sullama Taufiq|si Kepala 21 tanggal 22
Pekalongan Taufiq (YASULTA) |Madrasah |September
Kajen Nomor : 2021
71/YASULT
2 |Ella Maryana, |- - Pekalongan, 15 |Desa Ngaliyan Guru MI Kepala Ml 08 Ketua Pengurus|Permohonan|{8196/Kk.11.26|NU
M.Pd September Gg. 6 Kec. Tirto  [Salafiyah |Salafiyah Desember | MI Salafiyah |Rekomenda |/4/PP.00/12/2
1986 Kab. Pekalongan |Ngaliyan [Ngaliyan Tirto |2021 Ngaliyan Tirto |si 021 Tanggal
Tirto Kabupaten |Pengangkat |03 Desember
Pekalongan No |an Kepal 2021
3 |Nindyo 19730727 |Penata |Jakarta, 27 Juli |Desa Karangjati |Guru Muda|Kepala MIM |6 Juli 2022 | Ketua Majelis |Permohonan|4867/Kk.11.26|muhama
Hantoro, 2007101 |(lll/c) 1973 Kec. Wiradesa Dpk. Ml Tunjungsari Pendidikan |Rekomenda |/4/PP.00/07/2 |diyah
S.Pd.l 004 Kab. Pekalongan |Muhamma |Siwalan Kab. Dasar dan |si 022 Tanggal
diyah Pekalonga Menengah PCMPengangkat {04 Juli 2022
Tunjungsar Siwalan Nomor {an Kepal
i Siwalan 0




DATA REKOMENDASI KEPALA MADRASAH SWASTA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019
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DASAR REKOMENDASI

NAMA PANGKA TEMPAT JABATAN JABATAN |TANGGAL REKOMENDASI
NO | CALON NIP T/GOL TGL ALAMAT SAAT INI KEPALA |REKOMEN SURAT USULAN PERIHAL | KASI PENDIDIKAN | KET
KEPALA LAHIR MADRASAH DASI MADRASAH
1 |Moh. 196406 |Penata |Pekalon |Kedungwun |Guru Muda Kepala 25 Ketua Yayasan Masjid dan | Permohonan | 1489/Kk.11.26/4/PP/
Khuzaini, |21 Tk. | gan, 25 |i Dpk MIWS MIWS Januari Madrasah (YAMASDA) Rekomendas |01/2019 tanggal 25
S.Pd.l 200003 | (lli/d) Januari |Pekalongan | Karangdowo |Karangdowo |2019 Desa Karangdowo Nomor : | i Kepala Januari 2019
1002 2019 01 01 02/YAMASDA/1/2019 Madrasah
Kedungwuni | Kedungwuni tanggal 1 Januari 2019
2 | Nurchasa |- - Pekalon | Pekuncen |Guru RAM Kepala RAM |29 Mei Ketua Pengurus RA Permohonan |4660/Kk.11.26/4/PP.
nah, gan, 12 |Wiradesa Pekuncen Pekuncen 2019 Muslimat NU Pekuncen Rekomendas | 00/05/2019 tanggal
S.Pd.l Novemb | Pekalongan | Wiradesa Wiradesa Wiradesa Nomor : i Kepala 29 Mei 2019
er 1970 26/RAM/PP.00/V/2019 Madrasah
Tanggal 23 Mei 2019
3 |NurAsih, |197112 |Penata |Pekalon |Desa Guru Muda Kepala MTs |08 Ketua Yayasan Al Utsmani | Permohonan |6992/Kk.11.26/4/PP.
S.Ag 30 (I/c) gan, 30 |Bojongming | Dpk MTs Al | Al Utsmani Agustus | Pekalongan Nomor : Rekomendas | 00/08/2019 tanggal
200701 Desemb | gir Rt. 010/ | Utsmani Gejlig Kajen |2019 088/A.YPP.AL i Kepala 07 Agustus 2019
2020 er 1971 |005 Kec. Gejlig Kajen Utsmani/VIII/2019 Tanggal | Madrasah
Bojong 01 Agustus 2019
4 | Arief 197604 |Penata |Pekalon |Bojong Guru Muda Kepala MTs |19 Ketua Yayasan Pendidikan | Permohonan | 7201/Kk.11.26/4/PP.
Prawiro 24 (i/c) gan, 24 |Pekalongan | Dpk MTs Sunan Agustus | Islam Nahdlatul Ulama Rekomendas | 00/08/2019 tanggal
Bayu 200710 April Sunan Kalijaga 2019 (YAPINU) Nomor : i Kepala 16 Agustus 2019
Negoro, 1001 1976 Kalijaga Bojong 06/B/YAPINU/VIII/2019 Madrasah
S.Pd Bojong Tanggal 15 Agustus 2019
5 |Dra. Hj. 196906 |Pembin |Pekalon |Surabayan |Guru Madya |Kepala MTs |16 Ketua Yayasan Al Hikmah | Permohonan | 7848/Kk.11.26/4/PP.
Isma 09 a(lvV/a) |gan, 09 |Rt.01 Rw. |DpkMTs Al |Al Hikmah Septembe | Proto Nomor : Rekomendas | 00/09/2019 tanggal
Fuaida 199804 Juni 01 No. 5 Hikmah Proto | Proto r 2019 64/YPI.A.H/PRP/I1X/2019 i Kepala 13 September 2019
2001 1969 Wonopring Pekalongan Tanggal 12 September Madrasah

go

1019




DATA REKOMENDASI KEPALA MADRASAH SWASTA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020
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TANG DASAR REKOMENDASI
NO |NAMA NIP PANGK | TEMPAT ALAMAT JABATAN JABATAN GAL SURAT USULAN PERIHAL REKOMENDASI |KET
CALON AT/GOL | TGL SAAT INI KEPALA REKO KASI
KEPALA LAHIR MADRASAH | MEND PENDIDIKAN
ASI MADRASAH
1 |Hariri, S.Pd.l |- - Pekalong |Desa Guru pada Kepala MIS |15 Ketua Pengurus Yayasan Al Permohonan |3387/Kk.11.26/4/
an, 13 Karangdadap | MIS Karangdadap | April Khidmah Kec. Karangdadap Rekomendasi | PP.00/04/2020
Mei 1970 |Kec. Karangdadap 2020 |Nomor : 075/Y.AH/04/2020 Kepala tanggal 13 April
Karangdadap tanggal 01 April 2020 Madrasah 2020
2 | Maryam - - Pekalong | Madukaran Guru pada Kepala MIS |04 Ketua Yayasan Baitul Hikmah | Permohonan |4542/Kk.11.26/4/
an, 09 Kec. MIS Al Al Hikmah Agust | Kabupaten Pekalongan Rekomendasi | PP.00/07/2020
Oktober Kedungwuni | Hikmah Tangkil Kulon | us Nomor : Kepala tanggal 30 Juli
1971 Kab. Tangkil Kulon | Kedungwuni | 2020 |013/B/Y.Pl/al/V11/2020 Madrasah 2020
Pekalongan | Kedungwuni Tanggal 28 Juli 2020
3 |M.Umar 197708 |Penata |Pekalong |Karangdowo |GuruMuda |Kepala MTs |24 Ketua Yayasan Madrasah Permohonan |5799/Kk.11.26/4/
Mahmudi, 26 Tk. | an, 26 Rt. 03/001 |Dpk MTs YMI | YMI Agust |Islamiyah (YMI) Wonopringgo | Rekomendasi | PP.00/08/2020
SHI 200710 | (ll/d) Agustus | Kedungwuni | Wonopringgo | Wonopringgo | us Pekalongan Nomor : Kepala tanggal 19
1001 1977 Pekalongan 2020 | YMI/017/Um/VI111/2020 Madrasah Agustus 2020
Tanggal 09 Agustus 2020
4 | Mustagim, - - Pekalong |JI. Mawar Rt. | Guru pada Kepala MA 25 Ketua Yayasan Madrasah Permohonan |-
S.Pd.l an, 9 Mei |003 Rw. 001 |MA YMI YMI Agust | Islamiyah (YMI) Wonopringgo | Rekomendasi
1981 Wonopringgo | Wonopringgo | Wonopringgo |us Pekalongan Nomor : Kepala
2020 | YMI/019/Um/VIII/2020 Madrasah
Tanggal 16 Agustus 2020
5 | Enik - - Pemalang | Kadipaten Rt. | Guru pada Kepala MTs |25 Ketua Pimpinan Cabang Permohonan |5250/Kk.11.26/4/
Maftukha, , 27 Juni |06 Rw. 02 MTs Muhammadiy | Agust | Muhammadiyah Majelis Rekomendasi | PP.00/09/2020
M.Pd.I 1981 Wiradesa Muhammadiy | ah us Pendidikan Dasar dan Kepala tanggal 25
ah Pekajangan |2020 |Menengah Pekajangan Nomor Madrasah Agustus 2020
Pekajangan : 050/1V-4/A/2020 Tanggal 22
Agustus 2020
6 | Nunung - - Pemalang | Ambokemba | Guru pada Kepala MAM |25 Ketua Pimpinan Cabang Permohonan
Fitriyah, , 23 Juli ng Gang 6 MAM Muhammadiy | Agust | Muhammadiyah Majelis Rekomendasi
S.Pd.l 1981 Kedungwuni | Muhammadiy |ah us Pendidikan Dasar dan Kepala
Pekalongan |ah Pekajangan |2020 |Menengah Pekajangan Nomor Madrasah
Pekajangan : 050/1V-4/A/2020 Tanggal 22
Agustus 2020
7 |Muhammad |- - Pekalong | Simbangkulo | Guru pada Kepala MIS |09 Ketua Pengurus Madrasah Permohonan |5481/Kk.11.26/4/
Nur lzza, an, 22 n Buaran MIS Wonoyoso Septe | Salafiyah Wonoyoso Buaran Rekomendasi | PP.00/09/2020
S.Pd.l Mei 1986 Wonoyoso 02 Buaran mber | Nomor : Kepala tanggal 08
02 Buaran 2020 |577/Sk/IPMS/VIIII2020 Madrasah September 2020

Tanggal 08 Agustus 2020




DATA REKOMENDASI KEPALA MADRASAH SWASTA GAMA KABUPATEN PEKALONGAN HUN 2021
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DASAR REKOMENDASI

NO NAMA CALON NIP  PANGKATTEMPAT ALAMAT  JABATAN JABATAN TANGGAL KET
KEPALA GOL TGL LAHIR SAAT INI KEPALA REKOMENDA SURAT USULAN PERIHAL REKOMENDASI
MADRASAH|SI KASI PENDIDIKAN
MADRASAH
1 Muhammad - - Pekalongan, Desa Guru pada Kepala 12 Juli 2021 |Ketua Pengurus Lembaga Permohonan 4632/Kk.11.26/4/PP.
Khairudin, S.Pd.| 15 Agustus |Ambokembang MIWS MIWS Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Rekomendasi 00/07/2021 tanggal
1978 Kedungwuni Ambokemban /Ambokemba Ulama Desa Ambokembang Kec. Kepala Madrasah |09 Juli 2021
g 01 ng 01 Kedungwuni Nomor :
012/LPMNU/VI/2021 Tanggal 25
Juni 2021
2 |lzmi Zulfatun - - Pekalongan, Desa Guru Ml Kepala Ml 07 September Ketua Pengurus Yayasan Assalam Permohonan 5388/Kk.11.26/4/PP.
Nikmah, S.Pd.I 28 Agustus [Karangdadap Assalam Assalam 2021 Pagumengan Kec. Karangdadap Rekomendasi 00/08/2021 tanggal
1992 Kab. Pagumenenga Pagumenen Nomor: 014/YA/VI11/2021 Tanggal Kepala Madrasah 30 Agustus 2021
Pekalongan n gan 05 Agustus 2021
Karangdadap [Karangdada
3 Munsifah, S.Pd.I[19700106 Penata Tk.[Pekalongan, |Perumahan Puri |(Guru Muda Kepala 20 September Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 5877/Kk.11.26/4/PP.
200312 2 | (l1i/d) 6 Januari Rt. 011/ 016 Dpk Ml MIWS 2021 Pendidikan MI Walisongo Paesan Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
002 1970 Kedungwuni Walisongo Paesan 01 01 Kedungwuni Nomor : Kepala Madrasah (16 September 2021
Paesan 01 Kab. 02/PMIWSP/IX/2021 Tanggal 26
Kedungwuni  Pekalongan Juli 2021
4 Mokh. Fatkhul | - Pekalongan, [Surobayan Rt. |Guru Ml YMI |[Kepala Ml 20 September Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 5875/Kk.11.26/4/PP.
Umam, S.Pd.I 01 Februari 02/01 Kel Wonopringgo YMI 2021 Madrasah Islamiyah (YMI) Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
1987 Surobayan 03 Wonopringg Wonopringgo Pekalongan Nomor : Kepala Madrasah 20 September 2021
Wonopringgo o 03 'YMI/033/Um/1X/2021 tanggal 11
September 2021
5 Muhammad - - Pekalongan, Wonopringgo  |Guru MI YMI |[Kepala Ml 20 September Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 5876/Kk.11.26/4/PP.
Rif'at, S.Pd.I 16 Kab. onopringgo [YMI 2021 Madrasah Islamiyah (YMI) Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
November |Pekalongan 04 Wonopringg Wonopringgo Pekalongan Nomor : [Kepala Madrasah |16 September 2021
1981 o 04 'YMI/034/Um/1X/2021 tanggal 11
September 2021
6 Nuzul Fahrudin, | - Pekalongan, Desa Krandon |Guru MTs Kepala MTs [20 September Ketua Pengurus Pimpinan Cabang [Permohonan 5873/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 15 Maret Kecamatan Rifa'iyah Rifa'iyah 2021 Rifa'iyah Kesesi Pekalongan Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
1985 Kesesi Kab. Kesesi Kesesi Nomor : Kepala Madrasah (16 September 2021
Pekalongan B.007/SK.01/PC.0302/VI1/2021
Tanggal 16 September 2021
7 Umi Akilah, 19801008 [Penata Pekalongan, [Salakbrojo Guru Muda  |[Kepaa Ml |20 September Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 5874/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 200501 2 (lll/c) 08 Oktober Kedungwuni Dpk MI Walisongo 2021 Pendidikan Salafiyah Walisongo Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
001 1980 Pekalongan Walisongo Salakbrojo Salakbrojo Nomor : Kepala Madrasah (16 September 2021
Salakbrojo Pekalongan 02/PENG/MI.WS/IX/2021 Tanggal
Pekalongan 13 September 2021
8 |Muhammad 19781202 [Pembina |Pekalongan, |Gejlig Kidul Rt. |Guru Madya |[Kepala Ml 28 September Ketua Pengurus Yayasan Sullama |Permohonan 5980/Kk.11.26/4/PP.
Syaikhul Alim, 200501 1 (IV/a) 02 06 Rw. 03 Dese Dpk MI Sullam Sullam 2021 Taufig (YASULTA) Nomor : Rekomendasi 00/09/2021 tanggal
S.Ag 005 Desember |Gejlik Kec. Taufig Kajen [Taufig Kajen 71/YASULTA/IX/2021 Tanggal 13 [Kepala Madrasah 22 September 2021
1978 Kajen September 2021
Pekalongan
9  Hj. Muyasaroh, * - Pekalongan, Dusun Wates  Guru MTs Kepala MTs 05 Oktober Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 6139/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 04 Juni 1973Rt. 005 / 002 Sunan Sunan 2021 Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
No. 25 Desa Kalijaga Kalijaga (YAPINU) Nomor : Kepala Madrasah |01 Oktober 2021
Babalan Kidul |Bojong Bojong 016/B/YAPINU/IX/2021 Tanggal 09
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Bojong September 2021
Pekalonga
10 |Salafudin, S.Ag (19781228 Penata Tk.Pekalongan, [Sidorejo Tirto  Guru Muda Kepala MTs [12 Oktober Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 6283/Kk.11.26/4/PP.
200710 1 |l (11I/d) 28 Pekalongan Dpk. MTs NU NU Tirto 2021 Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Tirto Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
002 Desember Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor : Kepala Madrasah |06 Oktober 2021
1978 006/Peng.TsNU/IX/2021 Tanggal
26 September 2021
11 H. Masruri, 19751216 |Penata Pekalongan, Pekalongan Guru Muda  [Kepala MIl 12 Oktober Ketua Pengurus Yayasan Rohani |Permohonan 6210/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 200710 1 (lll/c) 19 Dpk MII 'Yarohis 2021 Islam (YAROHIS) Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
021 Desember 'Yarohis Simbangwet 296/Yarohis/X/2021 Tanggal 2 Kepala Madrasah |06 Oktober 2021
1975 Simbangwetanjan Buaran Oktober 2021
Buaran
12 |Ahmad Sokhif, (19790514 Penata Pekalongan, Wonorejo Guru Muda Kepala Ml [14 Oktober Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 6321/Kk.11.26/4/PP.
S.Ag 200710 1 |(lli/c) 14 Oktober onopringgo  Dpk Ml Salafiyah 2021 Menjangan Bojong Pekalongan Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
001 2021 Kab. Salafiyah Bojong Nomor : PENG/MI/X/2021 Tanggal Kepala Madrasah [13 Oktober 2021
Pekalongan Bojong 13 Oktober 2021
13 [Tuzanah, S.Pd.l - - Pekalongan, Dk. Karang Rt. |Guru Ml Kepala Ml 21 Oktober Ketua Pengurus MIS Wringinagung Permohonan 6449/Kk.11.26/4/PP.
22 Januari |11 Rw. 05 Salafiyah Salafiyah 2021 Doro Pekalongan Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1970 Kutosari Doro  Wringinagung Wringinagun 117/PENG.MISWA/X/2021 Tanggal Kepala Madrasah 21 Oktober 2021
Doro g Doro 14 Oktober 2021
14 Maimanah, - - Pekalongan, Simbang Kulon Guru RA Kepala RA 21 Oktober Kepala Raudhatul Athfal Muslimat |Permohonan 6404/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 5 April 1969 Buaran Muslimat Muslimat 2021 Salafiyah Simbang Kulon Kec. Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
Salafiyah Salafiyah Buaran Nomor : 21/RAM.S/X/2021 Kepala RA 18 Oktober 2021
Simbang Simbang Tanggal 15 Oktober 2021
Kulon Buaran [Kulon
Buaran
15 Munafifah, S.IP - Pekalongan, Kelurahan Guru RA Kepala RA 21 Oktober Kepala Raudhatul Athfal Muslimat |Permohonan 6405/Kk.11.26/4/PP.
17 April Bener Kec. Muslimat NU Muslimat NU[2021 Nahdlatul Ulama Pekuncen Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1975 Wiradesa Pekuncen Pekuncen Wiradesa Nomor : Kepala RA 18 Oktober 2021
Kec. 12/RAM/PP.00/X/2021 Tanggal 14
Wiradesa Oktober 2021
16 |Hibatul Usria, |- - Pekalongan, Desa Kalilembu |Guru RA Kepala RA 21 Oktober Kepala Raudhatul Athfal Muslimat [Permohonan 6399/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 05 Februari |Karangdadap  Muslimat NU Muslimat NU]2021 Nahdlatul Ulama Kalilembu Kec. |Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1991 Kalilembu Kalilembu Karangdadap Nomor : Kepala RA 18 Oktober 2021
Karangdada 6399/Kk.11.26/4/PP.00/10/2021
p
17 |Siti Khotijah, - - Pekalongan, Desa kemplong |Guru RA Kepala RA 21 Oktober Kepala Raudhatul Athfal Muslimat [Permohonan 6401/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 22 Oktober |RT. 06 Rw. 03 |Muslimat NU [Muslimat NU 2021 Nahdlatul Ulama Kemplong Kec. Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1987 Wiradesa Desa Desa Wiradesa Nomor : 23/RAM Kepala RA 18 Oktober 2021
Kemplong Kemplong NU/X/2021 Tanggal 14 Oktober
2021
18 |Mugiyah, S.Pd.l - - Pekalongan, Desa Guru MI NU  [Kepala Ml 21 Oktober Ketua Yayasan Lembaga Permohonan 6400/Kk.11.26/4/PP.
21 Agustus [Kedungkebo Rt. Karangkebu |NU 2021 Pendidikan Ma'arif NU Ml Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1975 001 Rw. 004 Karangdadap [Karangkebo Kedungkebo Karangdadap Nomor :|Kepala RA 18 Oktober 2021
Kedungwuni Karangdada 04/P.MINU KDB/V1/2021 Tanggal
p 18 Oktober 2021
19 Mochammad, [19710322 Penata Pekalongan, Jl. Raya Paesan Guru Muda  Kepala MI 21 Oktober Ketua Pengurus MI Ma'arif Ar- Permohonan 6486/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 200710 1 (lll/c) 22 Maret Utara No. Ib Rt. Dpk MI Ma'arif Ma'arif Ar- 2021 Rohmah Jrebengkembag Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
017 1971 001 Rw. 004 Ar-Rohmah Rohmah karangdadap Nomor : Kepala Madrasah 22 Oktober 2021
Kedungwuni Jrebengkemba Jrebengkem SK.002/P.MIMA/X/2021 Tanggal 18
n bang Oktober 2021
Karangd
20 [Titik - o Pekalongan, Desa Domiyang Guru RA Al Kepala RA 01 November |Kepala RA Al Hidayah Permohonan 6486/Kk.11.26/4/PP.
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Murniningsih, 05 Januari [Kec. Hidayah Al Hidayah (2021 Paninggaran Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
S.Pd 1978 Paninggaran Domiyang Domiyang 028/RAALH/X/2021 tanggal 16 Kepala RA 22 Oktober 2021
Paninggaran Paninggaran Oktober 2021
21 Sugiyarti, S.Pd Pekalongan, Dk. Natawarih  Guru RA Kepala RA 01 November Kepala RA Muslimat NU Permohonan 6485/Kk.11.26/4/PP.
12 Agustus |Ds. Notogiwang [Muslimat Muslimat 2021 Notogiwang Nomor : 01/RAM Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1980 Paninggaran Notogiwang  Notogiwang NU/X/2021 Tanggal 14 Oktober Kepala RA 22 Oktober 2021
Paninggaran Paninggaran 2021
22 Susyanti, S.Pd Pekalongan, Dusun Jagung Guru RA Kepala RA 01 November Kepala RA Muslimat Baiturrohmah Permohonan 6484/Kk.11.26/4/PP.
15 Mei 1980 [Kidul Rt. 02 Rw. Muslimat Muslimat 2021 Jagung Kesesi Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
01 Desa Jagung Baiturrohmah Baiturrohma 40/RAM.BTR/X/2021 Tanggal 14 |[Kepala RA 22 Oktober 2021
Kesesi Jagung Kesesih Jagung Oktober 2021
Kesesi
23 Nunik Zahirotul Pekalongan, Dk. Kaligenteng Guru RA Al Kepala RA 01 November [Kepala RA Al Karomah Kaliboja Permohonan 6483/Kk.11.26/4/PP.
Khikmah, S.Pd 21 Maret Rt. 03 Rw. 03  |[Karomah Al Karomah 2021 Paninggaran Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 tanggal
1992 Kaliboja Kec. Kaliboja Kaliboja 01/RA.ALK/X/2021 Tanggal 18 Kepala RA 22 Oktober 2021
Paninggaran Paninggaran |Paninggaran Oktober 2021
24 Muslikhin, S.Pd.| Pekalongan, Ds. Banjarsari  |Guru Ml Al Kepala MI All01 November [Ketua Pengurus Ml Al Muttagin Permohonan 6441/Kk.11.26/4/PP.
5 Juni 1985 Rt. 02 Rw. 03  Muttagin Muttaqin 2021 Kutosari Kec. Doro Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
Kec. Talun Kutosari Doro [Kutosari 11/PPMIA/X/2021 Tanggal 14 Pengangkatan 21 Oktober 2021
Doro Oktober 2021 Kepala Madrasah
25 Nur Hidayah, Pekalongan, Dk. Gumelar Rt. Guru MIM Kepala Ml 01 November Ketua Pengurus MIM Kutosari Kec. Permohonan 6442/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 23 April 02 Rw. 02 Desa [Kutosari Doro Muhammadi 2021 Doro Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1987 Kutosari Kec. yah Kutosari 015/REKOM/KPL/2021 Tanggal 14 Pengangkatan 21 Oktober 2021
Doro Doro Oktober 2021 Kepala Madrasah
26 Afifah, S.Pd Pekalongan, Dk. Bantul Ds. |Guru RA NU |[Kepala RA 01 November [Kepala RA NU Bantul Kesesi Permohonan 6495/Kk.11.26/4/PP.
05 Februari Kesesi Kec. Bantul Kesesi NU Bantul 2021 Nomor : 192/RAA.NU/X/2021 Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1994 Kesesi Kesesi Tanggal 22 Oktober 2021 Pengangkatan 27 Oktober 2021
Kepala RA
27 Nur Khanifah, Pekalongan, JI. Buyutan Guru RA Kepala RA |01 November [Kepala RA Muslimat NU Kebonsari Permohonan 6443/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 21 Wetan Gg. Muslimat NU Muslimat NU[2021 Karangdadap Nomor : 23/RAM Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
September |Depan Masjid |Kebonsari Kebonsari KBS/X/2021 Tanggal 14 Oktober [Pengangkatan 21 Oktober 2021
1985 Baitul Muttagin Karangdada 2021 Kepala RA
Kebonsari p
28 Muhammad Pekalongan, [Capgawen UtaraGuru Ml Kepala Ml |01 November [Ketua Pengurus Yayasan MI Permohonan 6439/Kk.11.26/4/PP.
Nailul Huda, 11 Rt. 002 Rw. 003 |Salafiyah Salafiyah 2021 Salafiyah Sidorejo Kec. Tirto Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
S.Th.l Desember Kel Kedungwuni Sidorejo Sidorejo Nomor : KP.MIS.00/021/A/X/2021 |Pengangkatan 21 Oktober 2021
1986 Timur Kec. Tirto Tanggal 18 Oktober 2021 Kepala Madrasah
Kedungwu
29 Mulhamah, S.Pd Pekalongan, Kebontengah Guru RA Kepala RA |01 November [Kepala RA Muslimat NU Permohonan 6440/Kk.11.26/4/PP.
18 Oktober Kedungpatange Muslimat NU Muslimat NU[2021 Kebontengah Kedungwuni Nomor : [Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1984 wu Kec. Kebontengah [Kebontenga 23/RAM KBT/X/2021 Tanggal 14 Pengangkatan 21 Oktober 2021
Kedungwuni Kedungwuni h Oktober 2021 Kepala RA
Kedungwuni
30 Vivi Shofiyah, Pekalongan, Desa KarangsariGuru RA Kepala RA |01 November [Kepala RA Muslimat NU Permohonan 6494/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 28 Kec. Muslimat NU Muslimat NU[2021 Karangsari Kec. Karanganyar Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
September |[Karanganyar Karangsari Karangsari Nomor : 35/RAM NU Pengangkatan 21 Oktober 2021
1985 Karanganyar |[Karanganyar KR.SARI/X/2021 Tanggal 14 Kepala RA
Oktober 2021
31 Nur Ulisaadah Pekalongan, Desa Guru TA Az [Kepala TA 01 November [Kepala TA Az Zahra Rifaiyah Permohonan 6561/Kk.11.26/4/PP.
Sofa, S.Pd.| 23 Oktober Bojongminggir [Zahra Rifaiyah/As Zahra 2021 Bojongminggir Kec. Bojong Nomor [Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1992 Kec. Bojong Bojongminggir Rifaiyah . 207/TA.Az/Bjg/X/2021 Tanggal 22 Pengangkatan 27 Oktober 2021
Bojong Bojongmingg Oktober 2021 Kepala RA

ir Bojong
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32 [Enik Maftukha, | - Pekalongan, Desa Kadipaten Guru MTs Kepala MTs |01 November [Ketua Majelis Dikdasmen PC Permohonan 6559/Kk.11.26/4/PP.
M.Pd.I 27 Juni 1981 Kec. Wiradesa |MuhammadiyaMuhammadi 2021 Muhammadiyah Pekajangan Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
h Pekajangan yah Kabupaten Pekalongan Nomor : Pengangkatan 27 Oktober 2021
Pekajangan 063/REK/IV.4/D/2021 Tanggal 16 |Kepala Madrasah
Oktober 2021
33 Mutriah, S.Sos | - Pekalongan, Desa Kutosari |Guru MTs Ar- Kepala MTs 01 November [Ketua Yayasan Watusalam Buaran Permohonan 6574/Kk.11.26/4/PP.
04 Juni 1992Kec. Rahman Ar-Rahman 2021 Kabupaten Pekalongan Nomor :  |Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
Karanganyar atusalam Watusalam 022/MTs.Ar-Rahman/X/2021 Pengangkatan 27 Oktober 2021
Buaran Tanggal 25 Oktober 2021 Kepala Madrasah
34 Diah Romiana, K - Pekalongan, Kedungwuni Guru Ml Kepala Ml 01 November Kepala MI Walisongo Podo Permohonan 6398/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 02 Juli 1983 |Pekalongan alisongo Walisongo 2021 Kedungwuni Kabupaten Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
Podo Podo Pekalongan Nomor : 59/MI WS Pengangkatan 26 Oktober 2021
Kedungwuni  Kedungwuni PODO/X/2021 Tanggal 23 Oktober Kepala Madrasah
2021
35 Umi Salamah, | - Pekalongan, Warulor Kec. Guru RA Kepala RA |01 November [Kepala RA Muslimat NU Warulor |Permohonan 6558/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 26 Oktober Wiradesa Muslimat NU Muslimat NU]2021 Lor Wiradesa Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1973 arulor Warulor 23/RAM.NU/X/2021 Tanggal 25 Pengangkatan 27 Oktober 2021
iradesa Wiradesa Oktober 2021 Kepala RA
36 Nur Aniyah, - o Pekalongan, Desa Tangkil Guru MTs Al |Kepala MTs |01 November [Ketua Yayasan Baitul Hikmah Permohonan 6560/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 7 Januari Kulon Rt. 006 |Hikmah Al Hikmah 2021 Kabupaten Pekalongan Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1989 Rw. 002 Tangkil Kulon [Tangkil 089/B//Y.P1/al/X/2021 Tanggal 27 |Pengangkatan 27 Oktober 2021
Kedungwuni Kedungwuni  [Kulon Oktober 2021 Kepala Madrasah
Kab. Kedungwuni
Pekalongan
37 [Zaenuri, S.P - - Pekalongan, Desa Warulor  |Guru Ml Kepala Ml |01 November [Ketua Yayasan MIS Karangjompo [Permohonan 6482/Kk.11.26/4/PP.
30 Oktober Rt. 05 Rw. 03 [Salafiyah Salafiyah 2021 Tirto Pekalongan Nomor : Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1969 Kec. Wiradesa Karangjompo [Karangjomp 053/KP.MIS.00/X/2021 Tanggal 19 Pengangkatan 22 Oktober 2021
Kab. Tirto o Tirto Oktober 2021 Kepala Madrasah
Pekalongan
38 |Nur Khamidah, [19770201 |Penata Tk.Pekalongan, Desa Guru Muda Kepala MTs |03 November [Kepala MTs Muhammadiyah Permohonan 6674/Kk.11.26/4/PP.
SH 200701 2 | (11i/d) 1 Februari |Donowangun Dpk. MTs Muhammadi 2021 Darussalam Talun Kabupaten Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
023 1977 Talun Kab. Muhammadiya yah Pekalongan Nomor : Pengangkatan 02 November 2021
Pekalonngan h Darussalam Darussalam 025/111.4/AU/F/2021 Tanggal 28 Kepala Madrasah
Tal Talun Oktober 2021
39 Ahmad Husen, (19700820 [Penata Pekalongan, Desa Jeruksari |Guru Muda Kepala Ml |03 November [Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 6684/Kk.11.26/4/PP.
S.Ag 200701 1 |(lli/c) 20 Agustus Rt. 04 Rw. 02  Dpk. Ml Salafiyah 2021 Jeruksari Tirto Kabupaten Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
041 1970 No. 027 Kec. Salafiyah Jeruksari Pekalongan Nomor : Pengangkatan 02 November 2021
Tirto Kab. Jeruksari Tirto [Tirto 086.KP.PMISJ.PP.003/024.02/A/20 Kepala Madrasah
Pekalongan 21 Tanggal 17 Oktober 2021
40 Alisah, S.Pd.l - Pekalongan, Ds. Guru Ml Kepala Ml 03 November Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 6675/Kk.11.26/4/PP.
10 Donowangun Rt.Salafiyah Salafiyah 2021 Donowangun Talun Kab. Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
September 001 Rw. 002 Donowangun [Donowangu Pekalongan Nomor : Pengangkatatan 02 November 2021
1983 Kec. Talun Talun n Talun 11/PENG.MIS/X/2021 Tanggal 14 |Kepala Madrasah
Oktober 2021
41 Baihaqi, S.Pd.l | - Pekalongan, Wonoyoso GangGuru MTs Kepala MTs |03 November [Kepala MTs Salafiyah Wonoyoso |Permohonan 6676/Kk.11.26/4/PP.
10 April 2 Kecamatan Salafiyah Salafiyah 2021 Buaran Kabupaten Pekalongan Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1980 Buaran onoyoso Wonoyoso Nomor : MTs.W/PP.02/031/X/2021 Pengangakatan |02 November 2021
Buaran Buaran Tanggal 25 Oktober 2021 Kepala Madrasah
42 |Iswadi llham, - - Brebes, 10 |Doro Kab. Guru MI Kepala Ml |03 November [Ketua Yayasan Pendidikan Islam |Permohonan 6677/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I Desember |Pekalongan Minhajul Minhajul 2021 Minhajul Atgiya' Doro Kabupaten |Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
1982 Atgiya' Doro  Atgiya' Doro Pekalongan Nomor : Pengangkatan 02 November 2021

MI.130/PP.00/013/1X/2021 Tanggal

09 September 2021

Kepala Madrasah
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43 Widayah, S.Pd.l |- - Pekalongan, Kedungwuni Guru MI Kepala Ml |03 November [Ketua Pengurus M| Syafiiyah Permohonan 6577/Kk.11.26/4/PP.
04 Oktober Barat Rt. 04 Rw. Syafi'iyah Syafi'iyah 2021 Kaliketing Doro Kabupaten Rekomendasi 00/11/2021 Tanggal
1969 14 Kedungwuni [Kaliketing Kaliketing Pekalongan Nomor : Pengangkatan 01 November 2021
Doro Doro MI.050/PP.00/046/X1/2021 Tanggal Kepala Madrasah
01 November 2021
44 |Lilik - o Pekalongan, Perum Pisma  Guru Ml Kepala Ml 05 November Ketua Yayasan M| Salafiyah Permohonan 6418/Kk.11.26/4/PP.
Maulidiyana, 01 Januari |Griya Permai Salafiyah Salafiyah 2021 Samborejo 01 Kecamatan Tirto Rekomendasi 00/10/2021 Tanggal
S.Pd.l 1981 Blok P No. 31 Samborejo 01 |[Samborejo Nomor : KP.MIS.00/050/X/2021 Pengangkatan 19 Oktober 2021
Rt. 12 Rw. 17 01 Tanggal 16 Oktober 2021 Kepala Madrasah
Kedunwuni
45 Moch. Zainul - - Pekalongan, Jl. Yudha Bhakti Guru Ml Kepala MI Al05 November Ketua Pengurus MI Al Ittihadiyah  Permohonan 6725/Kk.11.26/4/PP.
Wabhibin, S.Ag 13 Juni 1971|No. 81 Kota Ittihadiyah Ittihadiyah 2021 Coprayan Buaran Nomor : Rekomendasi 00/11/2021 Tanggal
Pekalongan Coprayan Coprayan 17/P.MI/X/2021 Tanggal 31 Pengangkatan 05 November 2021
Buaran Buaran Oktober 2021 Kepala Madrasah
46 Muhammad - - Jakarta, 04 Madukaran Guru MTs Kepala MTs |05 November [Ketua Pengurus MTs Rifa'iyah Permohonan 6724/Kk.11.26/4/PP.
Thoha, S.Ag Mei 1975 Kedungwuni Rifa'iyah Rifa'iyah 2021 Wonokerto Kabupaten Pekalongan Rekomendasi 00/11/2021 Tanggal
Barat Kec. onokerto Wonokerto Nomor : 209/SK/Peng.MTs/XI/2021 [Pengangkatan 05 November 2021
Kedungwuni Tanggal 02 November 2021 Kepala Madrasah
47 |Kasturah, S.Pd [19751109 Penata Pekalongan, Ds. Kauman Guru Muda Kepala MIS 23 November Ketua Yayasan Pendidikan Islam |Permohonan 7486/Kk.11.26/4/PP.
200701 1 (lll/c) 09 Kec. Wiradesa |Dpk. MIS Kauman 2021 Al Amin Wiradesa Nomor : 16/YPI- Rekomendasi 00/11/2021 Tanggal
024 November Kauman Wiradesa IA45/X1/2021 Tanggal 15 November Pengangkatan 22 November 2021
1975 Wiradesa 2021 Kepala Madrasah
48 [Ella Maryana, - Pekalongan, Desa Ngaliyan |Guru Ml Kepala Ml |08 Desember [Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 8196/Kk.11.26/4/PP.
M.Pd 15 Gg. 6 Kec. Tirto [Salafiyah Salafiyah 2021 Ngaliyan Tirto Kabupaten Rekomendasi 00/12/2021 Tanggal
September Kab. Ngaliyan Tirto Ngaliyan Pekalongan Nomor : Pengangkatan 03 Desember 2021
1986 Pekalongan Tirto MI.58/PP.00/64/X1/2021 Tanggal 05Kepala Madrash

November 2021
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NO

NAMA CALON

NIP

PANGKAT

TEMPAT

ALAMAT

JABATAN

JABATAN

TANGGAL

DASAR REKOMENDASI

SURAT USULAN PERIHAL REKOMENDASI KET
KEPALA GOL TGL LAHIR SAAT INI  KEPALA REKOMEND KASI PENDIDIKAN
MADRASAH |ASI MADRASAH
1 Maziyah, S.Pd.l [19710125 |Penata Pekalongan, |Ds. Karanganyar/Guru Muda Kepala Ml 27 Januari |[Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 1147/Kk.11.26/4/PP.
200701 2 |(Ill/c) 25 Januari [Kec. Tirto Kab. [Dpk. Ml Salafiyah 02 2022 Ibtidaiyah Salafiyah Karanganyar |Rekomendasi 00/01/2022 Tanggal
020 1971 Pekalongan Salafiyah 02 [Tirto Kecamatan Tirto Kabupaten Pengangkatan 20 Januari 2022
Tirto Pekalongan Nomor : 36/PR/1/2022 |Kepala Madrasah
Tanggal 20 Januari 2022
2 Qurrotu Aini, - - Pekalongan, |JI. KH. Jauhar |Guru Ml Kepala Ml 03 Februari |[Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 1148/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 20 Juni 1980|No. 03 Ds. Salafiyah Salafiyah 2022 Ibtidaiyah Salafiyah Samborejo Rekomendasi 00/01/2022 Tanggal
Samborejo Kec. [Samborejo 02 [Samborejo 02 Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan |Pengangkatan 20 Januari 2022
Tirto Tirto Nomor : KP.MIS.00/004/A/1/2022  |Kepala Madrasah
Tanggal 09 Januari 2022
3 Lutfi Hakim, - - Pekalongan, Ds. Batursari Rt.|Guru Ml Kepala Ml 03 Februari [Ketua Pengurus Yayasan Permohonan 1478/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 10 03 Rw. 01 Kec. [Futuhiyyah Futuhiyyah 2022 Futuhiyyah Kecamatan Doro Rekomendasi 00/02/2022 Tanggal
November [Talun Doro Doro Kabupaten Pekalongan Nomor : Pengangkatan 03 Februari 2022
1993 A5/YPLF/SP/X1/2022 Tanggal 21  [Kepala Madrasah
Januari 2022
4 Diah Safitri, - Pekalongan, [Desa Kesesi Guru Kelas MI Kepala MI NU [25 Februari [Ketua Pengurus Pengurus MI NU [Permohonan 1658/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 30 Maret Kota Kec. NU Kesesi Kesesi 2022 Kesesi Kabupaten Pekalongan Rekomendasi 00/02/2022 Tanggal
1992 Kesesi Kab. Nomor : 002/PR/1/2022 Tanggal 22 |Pengangkatan 16 Februari 2022
Pekalongan Januari 2022 Kepala Madrasah
5 Muhammad - - Pekalongan, [Tegaldowo Tirto (Guru MIS Kepala MIS |25 Februari [Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 1659/KKk.11.26/4/PP.
'Yasin Yusuf, 29 Januari |Pekalongan Tegaldowo Tegaldowo 2022 Ibtidaiyah Salafiyah Tegaldowo Rekomendasi 00/02/2022 Tanggal
S.Pd.I 1983 Tirto Kab. Pekalongan Nomor : Pengangkatan 16 Februari 2022
002/PR/1/2022 Tanggal 22 Januari [Kepala Madrasah
2022
6 M. Luthfi - - Pekalongan, Pecakaran Rt. |Guru Ml Kepala MI 27 April Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 2629/Kk.11.26/4/PP.
Hamdani, S.Pd.I 08 04 / Rw. 02 Kec. [salafiyah Salafiyah 2022 Ibtidaiyah Salafiyah Kertijayan Kec. [Rekomendasi 00/04/2022 Tanggal
November |Wonokerto Kertijayan Kertijayan Buaran Kabupaten Pekalongan Pengangkatan 08 April 2022
1981 Buaran Buaran Nomor : 5/SK/P.MIS.K/I11/2022 Kepala Madrasah
tanggal 23 Maret 2022
7 Muhammadun, | - Pekalongan, |Ds. Langkap Rt. |(Guru Ml Kepala Ml 27 April Ketua Yayasan Pendidikan Al- Permohonan 2905/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 10 Oktober |01/ Rw. 05 Kec.|Hasbullah Hasbullah 2022 Hasbullah Karanganyar Kec. Rekomendasi 00/04/2022 Tanggal
1976 Karanganyar Pododadi Pododadi Karanganyar Kabupaten Pengangkatan 27 April 2022
Karanganyar |Karanganyar Pekalongan Nomor : Kepala Madrasah
004/YPIH/KP/IV/2022 tanggal 24
April 2022
8 Nindyo Hantoro, [19730727 |Penata Jakarta, 27 |Desa Karangjati Guru Muda Kepala Ml 6 Juli 2022 |Ketua Majelis Pendidikan Dasar Permohonan 4867/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 200710 1 |(lli/c) Juli 1973 Kec. Wiradesa [Dpk. Ml Tunjungsari dan Menengah PCM Siwalan Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
004 Kab. Muhammadiya|Siwalan Kab. Nomor : 01-6/1V.4/D/2022 tanggal [Pengangkatan 04 Juli 2022
Pekalongan h Tunjungsari |Pekalongan 15 Juni 2022 Kepala Madrasah
Siwalan
9 Idham Arif, S.Ag} - Pekalongan, [Kel. Guru MTs Kepala MTs |06 Juli 2022 |[Ketua Yayasan Madrasah Permohonan 4866/Kk.11.26/4/PP.
07 April Simbangkulon |Salafiyah Salafiyah Salafiyah Simbangkulon Buaran Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
1977 No. 373 Rt. 09 [Simbangkulon [Simbangkulon Nomor : Pengangkatan 04 Juli 2022
Rw. 03 Kec. Il Buaran Il Buaran 242/YMSS/030942/V1/2022 tanggal [Kepala Madrasah
Buaran 30 Juni 2022
10 Suyanto, S.Pd.l [19791107 |Penata Pekalongan, |Pajomblangan |Guru Muda Kepala Ml 06 Juli 2022 [Ketua Yayasan Assalam Permohonan 4913/Kk.11.26/4/PP.
2007101 |(lli/c) 07 Rt. 03 Rw. 05  |Dpk MI Assalam Pagumenganmas Karangdadap Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
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001 Nopember |Kedungwuni IAssalam Pagumengan Pekalongan Nomor : Pengangkatan 06 Juli 2022
1979 Pagumengan |mas 016/YA/VII/2022 Tanggal 01 Juli Kepala Madrasah
mas Karangdadap 2022
Karangdadap
11 Siti Mu'amanah, (19730522 [Penata Batang, 22 |Wonokerto Guru Muda Kepala RA 12 Juli 2022 [Ketua Pengurus RA Muslimat NU |Permohonan 4964/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 200710 2 |(lll/c) Mei 1973 Wetan Rt. 01 Dpk RA Muslimat NU Desa Kemplong Wiradesa Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
001 Rw. 02 Muslimat NU [Kemplong Pekalongan Nomor : Pengangkatan 06 Juli 2022
Wonokerto Kemplong iradesa 025/P.RAMNU/07/2022 tanggal 06 [Kepala RA
\Wiradesa Juli 2022
12 Nischumiyati, (19710430 [Penata Pekalongan, Kebaran Guru Muda Kepala MI 12 Juli 2022 [Ketua Pengurus MI Walisongo Permohonan 4965/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 200701 2 |(lll/c) 30 April Tosaran Rt. 01 [Dpk Ml \Walisongo Kebontengah Kedungwuni Nomor : Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
020 1971 Rw. 04 \Walisongo Kebontengah MI.P/KP.00/003/VI11/2022 Tanggal |Pengangkatan 06 Juli 2022
Kedungwuni Kebontengah 05 Juli 2022 Kepala Madrasah
13 Eko Prayitno, - - Pekalongan, [Dukuh Lambur |[Guru MTs Kepala MTs |15 Juli 2022 [Ketua Yayasan Pendidikan Islam [Permohonan 5136/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 26 Agustus |[lll Rt. 018/006 [Salafiyah Salafiyah Paninggaran (YAPIP) Nomor : Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
1983 Lambur Paninggaran |Paninggaran YPIP/04/SKP/VI1/2022 Tanggal 13 [Pengangkatan 15 Juli 2022
Kandangserang [Kab. Kab. Juli 2022 Kepala Madrasah
Pekalongan  |Pekalongan
14 Rini Yuniarti, 19800616 |[Penata Pekalongan, |Ds. Kalimojosari (Guru Muda Kepala MIS |25 Juli 2022 [Ketua Pengurus MIS Kaliketing Permohonan 5302/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 200501 2 |(lli/c) 16 Juni 1980Kec. Doro MIS Kaliketing [Kaliketing Doro Nomor : Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
002 Doro Doro MI.050/PP.00/010/V11/2022 TanggalPengangkatan 22 Juli 2022
19 Juli 2022 Kepala Madrasah
15 Umi Hanik, S.Pd |- - Pekalongan, [Kel. Guru RA Kepala RA 25 Juli 2022 [Ketua Yayasan Madrasah Permohonan 5210/Kk.11.26/4/PP.
19 Februari |Simbangkulon [Salafiyah Salafiyah Salafiyah Simbangkulon Buaran Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
1992 Gang 5 Rt. 024 /|Simbangkulon [Simbangkulon Nomor : Pengangkatan 19 Juli 2022
Rw. 009 Kec. Buaran Buaran 249/YMSS/030942/V1/2022 tanggal [Kepala RA
Buaran 18 Juli 2022
16 Syaiful Yamin, | - Lamongan, |[Payaman Rt. Guru MTs Kepala MTs |25 Juli 2022 [Ketua Pimpinan Cabang Permohonan 5301/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 30 Mei 1990 (003 / Rw. 007 [MuhammadiyaMuhammadiya Muhammadiyah Wiradesa Nomor : [Rekomendasi 00/07/2022 Tanggal
Kec. Solokuro  |h Wiradesa  |h Wiradesa 002.02/MTSMUHSA/2022 Tanggal [Pengangkatan 22 Juli 2022
Kab. 20 Juli 2022 Kepala Madrasah
Pekalongan
17 Siti Mutamimah, (19850303 [Penata Pekalongan, Desa Guru Ml Kepala MIS |25 Juli 2022 [Ketua Pengurus MIS Wringinagung [Permohonan MI.047/KP.00/002/V
S.Pd.l 200710 2 |(lll/c) 03 Maret Wringinagung |Salafiyah \Wringinagung Doro Nomor : Rekomendasi 1112022 Tanggal 19
002 1985 Doro Wringinagung |Doro MI.047/KP.00/002/V11/2022 TanggalPengangkatan Juli 2022
Doro 19 Juli 2022 Kepala Madrasah
18 IAbdul Majid, - - Pekalongan, |Paninggaran Rt. |(Guru Ml Kepala Ml 12 Agustus [Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 5684/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 10 Agustus 001/ Rw. 001 |[Salafiyah Salafiyah 2022 Paninggaran Pekalongan Nomor : |[Rekomendasi 00/08/2022 Tanggal
2022 Kec. Paninggaran |Paninggaran DP.MI/KP.00/011/VI11/2022 tanggal [Pengangkatan 10 Agustus 2022
Paninggaran 31 Juli 2022 Kepala Madrasah
Pekalongan
19 Sofiyah, S.Pd.l [19771025 |Penata Pekalongan, |Ds. Guru Muda Kepala Ml 16 Agustus [Ketua Pengurus Ml Permohonan 5805/Kk.11.26/4/PP.
200701 2 |(lli/c) 25 Oktober [Donowangun Dpk MIM Muhammadiya[2022 Muhammadiyah Donowangun 02 |Rekomendasi 00/08/2022 tanggal
025 1977 Kec. Talun Kab. Donowangun |h Nomor : 120/REK/IV/4.AU/F/2022 |Pengangkatan 16 Agustus 2022
Pekalongan 02 Talun Donowangun tanggal 30 Juli 2022 Kepala Madrasah
Talun
20 Nadlidah, S.Pd |- - Pekalongan, Wonoyoso Guru RA Kepala RA 15 Ketua Pengurus Madrasah Permohonan 6579/Kk.11.26/4/PP.
17 Gang. 1 Buaran Muslimat NU |Muslimat September [Salafiyah Wonoyoso Nomor : Rekomendasi 00/09/2022 tanggal
Desember |Pekalongan Wonoyoso onoyoso 01 2022 063/PMS-W/X/2022 tanggal 01 Pengangkatan 14 September 2022
1979 Buaran Buaran September 2022 Kepala RA
21 Munasifah, 19790110 |Penata Pekalongan, [Samborejo Rt.  |Guru Muda Kepala Ml 15 Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 6580/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 2007102 |(lll/c) 10 Januari 06 Rw. 02 Kec. |pada MI Salafiyah September [Samborejo 01 Tirto Nomor : Rekomendasi 00/09/2022 tanggal
001 1979 Tirto Kab. Salafiyah Samborejo 01 2022 KP.MIS.00/005/A/1X/2022 tanggal |Pengangkatan 14 September 2022
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Pekalongan Samborejo 01 [Tirto 01 September 2022 Kepala Madrasah
Tirto
22 Siti Toharoh, - Pekalongan, [Rowoyoso Rt.  |Guru Ml Kepala Ml 25 Ketua Pengurus MI Salafiyah Permohonan 8330/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd 24 Maret 22/ 09 Kec. Salafiyah Salafiyah November [Hidayatul Mubtadi'in Werdi Rekomendasi 00/11/2022 tanggal
1992 Wonokerto Hidayatul Mubtadi'in 2022 Wonokerto Nomor : Pengangkatan 11 November 2022
Mubtadi'in erdi 21/YHM/X1/2022 tanggal 08 Kepala Madrasah
Werdi Wonokerto November 2022
Wonokerto
23 Bastiyah - Pekalongan, [Desa Tegalontar|Guru MI Kepala Ml 25 Ketua Pengurus MI Sabilun Najah [Permohonan 8478/Kk.11.26/4/PP.
24 Agustus [Rt. 001/ Rw. Sabilun Najah [Sabilun Najah [November [Purwodadi Sragi Nomor : Rekomendasi 00/11/2022 tanggal
1982 004 Kec. Sragi [Purwodadi Purwodadi 2022 002/YPI.SN/X/2022 tanggal 18 Pengangkatan 18 November 2022
Sragi Sragi November 2022 Kepala Madrasah
24 Muhamad Rif'at, |- Pekalongan, [Desa Pegaden |Guru Ml YMI [Kepala MA 02 Ketua Pengurus YMI Wonopringgo [Permohonan 8692/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.l 16 Tengah Rt. 04 |04 YMI Desember [Nomor : YMI/074/um/X1/2022 Rekomendasi 00/11/2022 tanggal
November |Rw. 02 Kec. Wonopringgo [Wonopringgo [2022 tanggal 14 November 2022 Pengangkatan 29 November 2022
1981 Wonopringgo Kepala Madrasah
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DASAR REKOMENDASI

NO NAMA CALON NIP [PANGKAT/G[TEMPAT ALAMAT JABATAN [ABATAN MTANGGAL SURAT USULAN PERIHAL REKOMENDASI KET
KEPALA oL TGL LAHIR SAATINI |KEPALA REKOMEND KASI PENDIDIKAN
MADRASAH |ASI MADRASAH
1 |Moch. Idris, 1978100 Penata Pekalongan, |Ds. Lolong Kec. |Guru Ahli Kepala Ml 13 Januari [Ketua Pengurus Ml Islamiyah Permohonan 855/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 9 (I11/c) 09 Oktober [Karanganyar Muda Dpk Ml [Islamiyah 2023 Lolong Karanganyar Nomor : Rekomendasi 00/01/2023 tanggal
200701 1978 Kab. Islamiyah Lolong 001/P.MIL/1/2023 tanggal 06 Pengangkatan 11 Januari 2023
1016 Pekalongan Lolong Karanganyar Uanuari 2023 Kepala Madrasah
Karanganyar
2 |Ummi Prihati, [1975042|Penata Tk. | |Pekalongan, Ds. Wonorejo |[Guru Ahli Kepala Ml 13 Januari |Ketua Pengurus Ml Islamiyah Permohonan 854/Kk.11.26/4/PP.
S.Pd.I 1 (11/d) 20 April Kec. Kajen Kab. |[Muda Dpk Ml [Islamiyah 2023 Gutomo Karanganyar Nomor : Rekomendasi 00/01/2023 tanggal
200701 1975 Pekalongan Islamiyah Gutomo 002/P.MIL/1/2023 tanggal 06 Pengangkatan 11 Januari 2023
2 025 Gutomo Karanganyar Uanuari 2023 Kepala Madrasah
Karanganyar
3 |Muhammad - - Pekalongan, |Ds. Guru MTs Kepala MTs 27 Januari |Ketua Pengurus MTs Rifa'iyah Permohonan 1160/Kk.11.26/4/P
Nawasyarif, 05 Pesanggrahan [Rifa‘iyah Rifa'iyah 2023 \Wonokerto Nomor : Rekomendasi P.00/01/2023
S.Pd.I Desember |Kec. Wonokerto|Wonokerto  [Wonokerto 011/Peng.MTs/1/2023 tanggal 15 [Pengangkatan ttanggal 20 Januari
1996 Kab. Uanuari 2023 Kepala Madrasah {2023
Pekalongan
4  |Ribowowati, - - Pekalongan, |Ds. Tegalontar |Guru RA Kepala RA 31 Januari |Ketua Pengurus RA Muslimat NU |Permohonan 1410/Kk.11.26/4/P
S.Pd.I 05 Juli 1986 [Kec. Sragi Kab. |Muslimat NU Muslimat NU 2023 Sumublor Sragi Nomor : Rekomendasi P.00/01/2023
Pekalongan Sumublor Sumublor 006/RAM.NU.S/1/2023 tanggal 19 |Pengangkatan ttanggal 27 Januari
Sragi Sragi Uanuari 2023 Kepala RA 2023
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11. Surat Keputusan Yayasan

YAYASAN SULLAMA TAUFIQ (YASULTA)

Nomor AHU-0020239.AH.01.04Tahun 2006

Alamat :Jalan Mandurorejo (SebelahTimurAlun-alunKajen)

Dk. Karangtuang RT 03/RW 01 Ds. Tanjungsari Kajen Kab. Pekalongani<51161
& 0858 0123 4648 Email: yasullta.kajen@gmail.com

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan :

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SULLAMA TAUFIQ

NOMOR : 019/ YASULTA / VIl /2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA MI SULLAM TAUFIQ
Desa Tanjungsari Kec. Kajen Kab. Pekalongan

KETUA YAYASAN SULLAMA TAUFIQ

1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar di M1 Sullam Taufiq dan demi
tercapainya target kurikulum, maka perlu mengangkat Kepala ML
2. Bahwa saudara yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu untuk

melaksanakan tugas dimaksud.

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.
3. Keputusan rapat pengurus Yayasan Sullama Taufiq

Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Sullama Taufiq.

MEMUTUSKAN
Terhitung mulai 1 Juli 2019 mengangkat menjadi Kepala MI Sullam Taufiq
Nama : MUHAMAD SYAIKHUL ALIM, S.Ag. M.S.L
Tempat/Tgl : Pekalongan, 2 Desember 1978

Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.

Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan
dari Yayasan Sullama Taufiq.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Tanggal - 1 Juli 2019

- Ketua Yayasan Sullama Taufiq

%-;

-ARIF NIDAYAT, M.Pd

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan

2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kab. Pekalongan
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12. Surat Rekomendasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161
Telepon (0285) 385420, Faksimili (0285) 385420,
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : (pos2 Kk 11.26/1/KP.07.6/09/2021

Berdasarkan surat dari Pengurus Yayasan Sullama Taufiq (YASULTA) Nomor
71/YASULTA/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Kepala Madrasah, dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan
Madrasah Kankemenag Kabupaten Pekalongan Nomor : 5960/Kk.11.26/4/PP.00/09/2021 tanggal
22 September 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag.

NIP © 19710909 200003 1 002

Pangkat / Gol. . Pembina Tk. | (IV/b)

Jabatan . Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Syaikhul Alim, S.Ag

NIP 19781202 200501 1 005

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Tempat/Tgl lahir . Pekalongan, 02 Desember 1978

Alamat : Gejlig Kidul Rt. 06 Rw. 03 Desa Gejlik Kec. Kajen Kab. Pekalongan
Jabatan - Guru Madya Dpk MI Sullam Taufiq Kajen

untuk menjadi Kepala M| Sullam Taufiq Kajen Kabupaten Pekalongan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab. Pekalongan;
2. Pengurus Yayasan Sullama Taufig (YASULTA)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161,
Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420;
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : /Kk.11.26/1/KP.07.6/09/2021

Berdasarkan surat dari Ketua Pengurus Yayasan Sullama Taufiq (YASULTA) Nomor
: 7T1/YASULTA/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Permohonan Rekomendasi
Kepala Madrasah dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Nomor : 5980/Kk.11.26/4/PP.00/09/2021
tanggal 22 September 2021, yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama :  H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag

NIP : 19710909 200003 1 002

Pangkat / Gol. . Pembina Tk. 1 (IV/b)

Jabatan . Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Syaikhul Alim, S.Ag

NIP ;19781202 200501 1 005

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Tempat/Tgl lahir . Pekalongan, 02 Desember 1978

Alamat :  Gejlig Kidul Rt. 06 Rw. 03 Dese Gejlik Kec. Kajen

PekalonganJabatan : Guru Madya Dpk MI Sullam Taufig Kajen
untuk menjadi Kepala MI Sullam Taufig Kajen.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab. Pekalongan;
2. Pengurus Yayasan Sullam Taufig Kajen.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161;
Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420;
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 5822 /Kk.11.26/1/KP.07.6/08/2022

Berdasarkan surat dari Ketua Pengurus Ml Muhammadiyah Donowangun 02 Nomor :
120/REK/IVI4.AU/F/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Kepala Madrasah dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan
Madrasah Kankemenag Kabupaten Pekalongan Nomor : 5805/Kk.11.26/4/PP.00/08/2022
tanggal 16 Agustus 2022, yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama :  Drs. H. Sukarno, M.M.

NIP : 19690205 199503 1 001

Pangkat / Gol. . Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan . Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

memberikan rekomendasi kepada :

Nama . Sofiyah, S.Pd.I

NIP : 19771025 200701 2 025

Pangkat/Gol. Ruang Penata (lll/c)

Tempat/Tgl lahir . Pekalongan, 25 Oktober 1977

Alamat . Ds. Donowangun Kec. Talun Kab. PekalonganJabatan

Guru Muda Dpk MIM Donowangun 02 Talun
untuk menjadi Kepala MI Muhammadiyah Donowangun Talun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Agustus 2022

Kepala,

Drs. H. Sukarno, M.M
NIP. 19690205 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab. Pekalongan;
2. Ketua Pengurus Ml Muhammadiyah Donowangun Talun.

BL[E] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
s Untuk memastikan keasliannya,silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat

TeE8  https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

J‘-ﬁ'.-_'. Token : ge780H
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161;
Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420;
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 7501 /Kk.11.26/1/KP.07.6/12/2021

Berdasarkan surat dari Ketua Pengurus MI Salafiyah Ngaliyan Tirto Kabupaten
Pekalongan Nomor : MI1.58/PP.00/64/X1/2021 Tanggal 05 November 2021 tentang Permohonan
Rekomendasi Pengangkatan Kepala Madrash dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi
Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Nomor
8196/Kk.11.26/4/PP.00/12/2021 Tanggal 03 Desember 2021, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag

NIP ;19710909 200003 1 002

Pangkat / Gol. . Pembina Tk. 1 (IV/b)

Jabatan . Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pekalongan

memberikan rekomendasi kepada :

Nama . Ella Maryana, M.Pd

NIP Do

Pangkat/Gol. Ruang : -

Tempat/Tgl lahir . Pekalongan, 15 September 1986

Alamat . Desa Ngaliyan Gg. 6 Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Jabatan . Guru MI Salafiyah Ngaliyan Tirto

untuk menjadi Kepala MI Salafiyah Ngaliyan Tirto.
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an Mahmud Desky, M.Ag
" 19710909 200003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab. Pekalongan;
2. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ngaliyan Tirto.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161,
Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420;
Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 6589 /Kk.11.26/1/KP.07.6/09/2022

Berdasarkan surat dari Ketua Pengurus Ml Salafiyah Samborejo 01 Tirto Nomor:
KP.MIS.00/005/A/IX/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Permohonan
Rekomendasi Pengangkatan Kepala Madrasah dan Surat Rekomendasi dari Kepala
Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
Nomor : 6580/Kk.11.26/4/PP.00/09/2022 tanggal 14 September 2022, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama . Drs. H. Sukarno, M.M.

NIP : 19690205 199503 1 001

Pangkat / Gol. . Pembina Tk. I (1V/b)

Jabatan :  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Munasifah, S.Pd.I

NIP : 19790110 200710 2 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (lll/c)

Tempat/Tgl lahir . Pekalongan, 10 Januari 1979

Alamat :  Samborejo Rt. 06 Rw. 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Jabatan : Guru Muda pada Ml Salafiyah Samborejo 01 Tirto

untuk menjadi Kepala M| Salafiyah Samborejo 01 Tirto.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 September 2022
Kepala,

@
Drs. H. Sukarno, M.M
NIP. 19690205 199503 1 001

Tembusan :
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab. Pekalongan;
Ketua Pengurus MI Salafiyah Samborejo 01 Tirto Pekalongan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
BSrE. Untuk memastikan keasliannya,silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat
https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token : nv7GKx
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13. Daftar M1 di Kabupaten Pekalongan
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
MI Walisongo Kranji Kranji Gg. Masjid Rt.03
1 | 111233260001 | 7 A 60713322
2 | 111233260002 (';"2' Walisongo Kranji | 5 pava Kranji-Sidodadi 60713323
MI Walisondo Paesan Paesan Tengah No. 15 RT
3 | 111233260003 | g 003 / RW 007 Kedungwuni | 60713324
Barat
MI Walisongo JI. Utama Brajan No.28
4 | 111233260004 | gp 180 e 60713325
5 | 111233260005 | M! Walisongo Jin. Masjid Jami 60713326
Pajomblangan 01 Pajomblangan
MI SALAFIYAH JL. RAYA KRANDEGAN
6 | 111233260006 | \ o ANDEGAN KEC. PANINGGARAN 60713343
MI SALAFIYAH JL. DESA PROTO KEC.
7| 111233260007 | g prqyAH PROTO 01 | KEDUNGWUNI 60713327
MI SALAFIYAH JL. RAYA KEMASAN KEC.
8 | 111233260008 | i o roNa 60713285
JALAN RAYA
MI SALAFIYAH PANINGGARAN 330
9 | 111233260000 | b, ~LLTAN AN 60713344
PANINGGARAN
JL. KH. A. ADAM
MI SALAFIYAH SIMBANG KULON GG. 4
10 | 111233260010 | 5;\iBANG KULON 01 | KEL. SIMBANG KULON
KEC. BUARAN
MI SALAFIYAH J1. KH. Abdul Hadi No. 410
111 111233260011 | g\ BANG KULON 02 | Simbang Kulon Gg. 2
JL. DUKUH KEBARAN DS.
12 | 111233260012 '\K"I'Eg\’AARL/L?\IONGO TOSARAN KEC. 60713328
KEDUNGWUNI
MI MUHAMMADIYAH | JI. Raya Donowangun Km.
13 | 111233260013 | hHNOWANGUN 01 | 01 Kecamatan Talun 60713352
14 | 111233260014 | M Walisongo Kwayangan 60713329
Kwayangan
MI SALAFIYAH
15 | 111233260015 KARANGDADAP Karangdadap rt 02 rw 01 60713312
JL. KH. DJAUHAR NO. 4
16 | 111233260016 | M SALAFIYAH DESA SAMBOREJO 60713354

SAMBOREJO 01

KECAMATAN TIRTO
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
JL. KH. DJAUHARI NO. 3
17 | 111233260017 | M SALAFIYAH DS. SAMBOREJO KEC. | 60713355
SAMBOREJO 02
TIRTO
MI SALAFIYAH JL. KARANGANYAR GG.
18 | 111233260018 | | \ARANGANYAR 01 | 10 KEC. TIRTO 60713356
MI MUHAMMADIYAH | JI. Pendidikan Il RT 09/RW
19 | 111233260019 | 'y jiian o5 Kaumar, 60713372
JL. H. NAWAWI NO. 1 RT
004 RW 001 DESA
20 | 111233260020 | o S YEH KARANGJOMPO KEC. 60713357
TIRTO KAB.
PEKALONGAN
21 | 111233260021 M1 YMI Wonopringgo I_(ampus YMI JI. Simpang 60713379
01 tiga Sedayu
JL. KAUMAN RT. 004 RW.
22 | 111233260022 %,’:"'JUUHNAGMS'\/@?'YAH 001 DS. TUNJUNGSARI
KEC. SIWALAN
JL. DUKUH PEJARAKAN
23 | 111233260023 'g'gﬁ;ﬁi%@” DS. DOMIYANG KEC.
PANINGGARAN
JL. RAYA PASAR RT 09
24 | 111233260024 '\B"LSG%AF'YAH RW 03 KEL. BLIGO KEC. | 60713293
BUARAN
MI SALAFIYAH JL. RAYA REMBUN KEC.
25 | 111233260025 | et STWALAN 60713350
MI MUHAMMADIYAH | JL. DESA DELEGTUKANG
26 | 111233260026 | b | EGTUKANG GG. 2 KEC. WIRADESA 60713373
MI SALAFIYAH .
27 | 111233260027 KADIPATEN Kadipaten
MI SALAFIYAH JL. Raya Sidorejo RT 006
28 | 111233260028 | o or ot W 00 60713358
29 | 111233260029 | M! Walisongo Kebonrowopucang 60713313
Kebonrowopucang
30 | 111233260030 | M! Walisongo Jin. Singo Bongso No. 334
Bugangan
MI SALAFIYAH JL. DESA SAWANGAN
31 | 111233260031 | g A\wANGAN KEC. PANINGGARAN 60713346
MI ISLAMIYAH JL. RAYA WIRODITAN
32 | 111233260082 |\ ot CEC BOJONG 60713286
MI SALAFIYAH JL. MASJID AL MAHFUDZ
33 | 111233260033 | p,cynG DS. PUCUNG KEC. TIRTO | 80713359
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
MI Walisongo Dukuh Mintenan
34 | 111233260034 | | 101007 e, 60713314
MI MUHAMMADIYAH .
35 | 111233260035 | | VSO J1. KH. Ahmad Dasuki 60713303
JL. DUKUH KALIGAWE
36 | 111233260036 | M MUHAMMADIYAH | o "0\ OMBULAN KEC. | 60713294
PAKUMBULAN
BUARAN
MI ISLAMIYAH Jalan Wirontani No.2
37 | 111233260037 | M S AV riosar 60713304
JL. KH. ABDURRAHMAN
38 | 111233260038 | MI SALAFIYAH NO. 01 DS. PACAR KEC. | 60713360
PACAR
TIRTO
MI SALAFIYAH JL. DESA PAKUMBULAN
39 | 111233260039 | ) UMBULAN NO. 221A KEC. BUARAN
MI SALAFIYAH Wonoyoso Gg 1 No. 35
40 | 111233260040 | \yoNOYOSO 01 Buaran Pekalongan 60713296
MI ISLAMIYAH
41 | 111233260041 | GALANG g';;a'i,”egnv‘;%“ Ens 60713380
PENGAMPON g Fengamp
JL. KEPUH 11 DS,
42 | 111233260042 | M! SALAFIYAH PANDANARUM KEC. 60713361
PANDANARUM
TIRTO
MI MUHAMMADIYAH | JI. Raya Kedungjaran RT
43 | 111233260043 | i ¥ OIAVIAD o Rava 60713351
JL. KY MAHBUB NO.03
MI SALAFIYAH RT.06/RW.02 DS.
44 | 111233260044 | | e\ T ANGKIDUL KETITANGKIDUL KEC. 60713287
BOJONG
MI SALAFIYAH JL. TANJUNG GG. 2 DS.
45 | 111233260045 | 1N jUNG TANJUNG KEC. TIRTO 60713362
DK. GONDORIO DS.
46 | 111233260046 | MI SALAFIYAH WRINGINAGUNG KEC. 60713305
WRINGINAGUNG
DORO
JL. MASJID JAMI' DESA
47 | 111233260047 I\Sﬂ,l\lfﬁl\_(ﬁﬂ\lﬁ?%To 42 | PROTO KEC. 60713331
KEDUNGWUNI
JL. PENDIDIKAN RT 09/
48 | 111233260048 “K”/LSAAALA’?\IF'YAH RW 05 KAUMAN 60713375
WIRADESA
. JL. RAYA KALIKETING
49 | 111233260049 | MI SYAFITYAH DS. KALIMOJOSARI KEC. | 60713306
KALIKETING
DORO
JL. RAYA KARANGANYAR
M1 ISLAMIYAH
50 | 111233260050 | ) SUEMUPAT DS. KARANGSARI KEC. | 60713318

KARANGANYAR
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
JL. DADIREJO TIMUR GG.
51 | 111233260051 MI SALAFIYAH 6 DS. DADIREJO KEC. 60713371
DADIREJO
TIRTO
MI SALAFIYAH Dukuh Sumingkir Rt 002
52 | 111233260052 LUMENENG Rw 004 Desa Lumeneng 60713347
JL. RAYA JETAKKIDUL RT
53 | 111233260053 \';AEI_II_'ZA\%(L}J(II‘[;LSJtAM 003 /RW 001 KEC. 60713381
WONOPRINGGO
MI SALAFIYAH ASY- | JL. MASJID NO. 07 DS.
54 | 111233260054 | SYA'BAN KARANGSARI KEC. 60713288
KARANGSARI BOJONG
MI SALAFIYAH Jalan raya Sapugarut Gang
55 | 111233260055 SAPUGARUT 13 60713297
MI ISLAMIYAH
56 | 111233260056 LEGOKGUNUNG JI. Desa Legokgunung 60713382
MI SALAFIYAH JL. DESA NGALIAN GG.6
57 | 111233260057 NGALIAN KEC. TIRTO 60713364
58 | 111233260058 MI Walisongo JI. Jembatan Plengkung 60713332
Karangdowo 01 Karangdowo
JL. Desa Menjangan
59 | 111233260059 | M SALAFIYAH RT/RW: 06/02, Kec. 60713289
MENJANGAN .
Bojong, Kab Pekalongan
MI SALAFIYAH
60 | 111233260060 WARULOR JL. Raya Warulor NO. 15 60713376
JL. SEROJA DS.
61 | 111233260061 MI SALAFTYAH SEMBUNGJAMBU KEC. 60713290
SEMBUNGJAMBU
BOJONG
MI SALAFIYAH . ..
62 | 111233260062 WINDUAJI Jalan Winduaji 60726971
MI ISLAMIYAH SIMBANG WETAN GG. 7
63 | 111233260063 SIMBANG WETAN KEC. BUARAN 60713298
64 | 111233260064 | M Walisongo Tangkil | ., il Tengan 60713333
Tengah
65 | 111233260065 | MI Gondang Kampus Pendidikan Islam | 4713385
Gondang
Ml ISLAMIYAH JL. DESA GUTOMO KEC.
66 | 111233260066 GUTOMO KARANGANYAR 60713319
WONOYOSO GG. 1 NO.
67 | 111233260067 | M SALAFIYAH 35 RT 15 RW 05 KEC. 60713299
WONOYOSO 02
BUARAN
68 | 111233260068 | MI YMIWONOpringgo | \yononringgo

02




496

NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
MI YMI Wonopringgo | Rowokembu No. 127 Rt :
69 | 111233260069 | o, 041 Rw - 02 Wonopringgo | 60713385
MI MUHAMMADIYAH
70 | 111233260070 | SOt SN op | I Raya Dk. Donopukah 60713353
MI ISLAMIYAH
71 | 111233260071 | 'O NG Dk. Sampel 60713320
72 | 111233260072 | M! Walisongo Pekajangan 60713334
Pekajangan
MI Walisongo Ambokembang Gang 3 Rt
73 | 111233260073 | ot o g 01 017 Rw 008 60713335
MI BUSTANUL IMAN | JL. DESA PEGANDON
74 | 111233260074 | b ANDON KEC. KARANGDADAP 60713315
75 | 111233260075 IC\)AZI Walisongo Paesan | p.ocan Tengah
MI SALAFIYAH JL. KARANGANYAR
76 | 111233260076 | | \ARANGANYAR 02 | N0.10/12 KEC. TIRTO 60713365
KERTIJAYAN I No.03
77 | 111233260077 &AEFE%AA?ZQH RT.06 RW.02 KEC. 60713300
BUARAN
78 | 111233260078 MI Walisongo Ambokembgng gang 17 60713337
Ambokembang 02 kedungwuni pekalongan
79 | 111233260079 | M! Walisongo Pajomblangan 60713338
Pajomblangan 02
80 | 111233260080 | M! Walisongo Gang Balai Desa 60713339
Karangdowo 02 Karangdowo
MI SALAFIYAH JL. MASJID DESA
81 | 111233260081 | ) |rEJO SILIREJO KEC. TIRTO 60713366
82 | 111233260082 | MI NU Rowolaku Rowolaku 60713309
JL. DESA PAWEDEN Gg 1
83 | 111233260083 | oy oo A1 Rt 03 Rw 01 KEC. 60713301
BUARAN
MI SALAFIYAH JL. DESA WONOREJO
84 | 111233260084 |\ nNOREJO KEC. WONOPRINGGO 60713386
DS. JERUKSARI NO. 386
85 | 111233260085 | M SALAFIYAH GG. MASJID RT. 4/l KEC. | 60713367
JERUKSARI
TIRTO
JL. MAYJEND. SUTOYO S
86 | 111233060086 | M! SALAFIYAH GG. 10 KEL. GUMAWANG | (/10

MANBA'UL HUDA

KEC. WIRADESA
PEKALONGAN
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
87 | 111233260087 | Ny Y WONOPINIIO | g Apollo RT 04 RW 02 | 60713387
MI SALAFIYAH JL. DESA WULED KEC.
88 | 111233260088 WULED TIRTO 60713368
MI SALAFIYAH NU
89 | 111233260089 AL UTSMANI JL. WINONG NO. 1 60713310
90 | 111233260090 MI YMI Wonopringgo | Dukuh Wijo RT 02/ RW.01 60713388
05 Getas
91 | 111233260091 | Ml HASBULLAH JI. Kempong Raya 60713321
Pododadi
MI SALAFIYAH JL. MASJID AT-TAFAKUR
92 | 111233260092 CURUG DESA CURUG 60713369
MI Walisongo Perempatan Utara
93 | 111233260093 Kebontengah Kebontengah
JL. DUKUH KAMBANGAN
94 | 111233260094 ‘I\r/lllgélc_JAFiIﬁsH DS. TLOGOPAKIS KEC. 60713348
PETUNGKRIYONO
KOMPLEK MASJID AL
95 | 111233260095 'végﬁtg'(:)l\\/(\/%H IKHLAS DS. TEGALDOWO | 60713370
KEC. TIRTO
Komplek Masjid Jami'
96 | 111233260096 | Ml Walisongo Podo Shodiq Podo Kedungwuni 60713341
Kab. Pekalongan
MI AL-ITTIHADIYAH KOMPLEKS MASJID AL
97 | 111233260097 COPRAYAN ITTIHAD COPRAYAN 60713302
MI MA'ARIF NU Jin. Jetis 003/003 desa
98 | 111233260098 KALILEMBU Kalilembu 60713316
MI MA'ARIF NU JL. Desa Sidomulyo RT. 02
99 | 111233260099 SIDOMULYO RW. Ol 60713342
MI SALAFIYAH
. JL. DESA LAMBUR KEC.
100 | 111233260100 | MA'ARIF NU KANDANGSERANG 60713311
LAMBUR
JI. Buyutan Gg. Depan
MI SALAFIYAH Masjid Baitul Muttaqgin
101 | 111233260101 | MA'ARIF NU Kebonsari Kecamatan 60713317
KEBONSARI Karangdadap Kabupaten
Pekalongan
102 | 111233260102 | MI Minhajul Atgiya’ ggfg Larikan Kecamatan | 4793397
103 | 111233260103 | MI Futuhiyyah Dukuh Silumbung Desa 60713308

Doro
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
o Desa Bebel Kecamatan
104 | 111233260104 | MI Ma arif NU An Nur Wonokerto 60713378
105 | 111233260105 MIS AI_ Hikmah Desa Tangk_|l Kulon 60726970
Tangkil Kulon Kedungwuni
Desa Luragung Kecamatan
106 | 111233260106 | MISNU NurulHuda | o o ngserang 60726969
Luragung
Kab.Pekalongan
107 | 111233260107 MIS Asy Syafi'iyah Desa Tegalontar Rt 01 Rw 69819567
Tegalontar 08
108 | 111233260108 | M! Ma arif NU Jl Raya Kalijambe No. 13 | 69819568
Kalijambe
. JI Cempaka gang 07,Rt.
MI RIFA'TYAH
109 | 111233260109 BOJONGMINGGIR 14{ Rw. Q? N(_). 814 69819569
Bojongminggir
. Desa Mesoyi Kecamatan
110 | 111233260110 | VIS NU Hasyim Talun Kabupaten 69883390
Asy'ari Mesoyi
Pekalongan
Dukuh Ngerditan desa
111 | 111233260111 '\K"i'dﬁ: Huda Babalan | g2 jan Kidul Kecamatan | 69883389
Bojong
112 | 111233260112 | MI Rifaiyah Kampil | Rt 12 Rw 03 Gang 7 Dukuh | gqaq4547
Sembung Desa Kampil
o . Jl.Gandu Kidul gang 14 Rt
113 | 111233260113 | MI Rifa'iyah Dadirejo 14 Rw 07 Dadirejo 69894636
MI Salafiyah DK.KEPROK
114 | 111233260114 Donowangun DS. DONOWANGUN 69894635
Jalan Raya
115 | 111233260115 | MI Ma’arif Ar-Rohmah | Jrebengkembang Gg 69927961
Masjid Ar-Rohmah
116 | 111233260116 | Ml Al Muttagin Dukuh Karang Desa 69927960
Kutosari Kecamatan Doro
MI Salafiyah Hidayatul | Banjaranyar 15/7 Werdi
117 | 111233260117 Mubtadiin Kec.Wonokerto 69982986
JI.Raya Gg.Mushola Baitut
. Toat Dukuh Kauman RT.03
118 | 111233260118 | MI NU Kesesi RW 06 Desa Kesesi 69982987
Kec.Kesesi
Jl.Mandurorejo Dukuh
119 | 111233260119 | MI Sullam Taufiq Karangtuang RT 03/01 69982988
Desa Tanjungsari
Kec.Kajen
Jalan Desa
Ml ASSALAM
120 | 111233260120 PAGUMENGANMAS Pagumenganmas 69994058

Kecamatan Karangdadap
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NO NSM NAMA ALAMAT NPSN
Dukuh Kedungkebo RT 01
121 | 111233260121 | M! NahdaulUlama | oy o5 «ecamatan 70008680
Kedungkebo
Karangdadap
Kompleks Masjid Al-
MI NU TAKHASSUS Barokah Desa Karangjati
122 1 111233260122 KARANGJATI Kecamatan Wiradesa 70033556
Kabupaten Pekalongan
Dk. Bulaktunggak RT. 01
123 | 111233260123 | M NU SABILUN RW. 03 Desa Purwodadi | 70033693

NAJAH PURWODADI

Kecamatan Sragi




